Menimbang

Mengingat

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

. bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus
terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta
berkesinambungan, sehingga diperlukan
peréncanaan pembangunan yang dituangkan
ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gunung Mas yang akan menjadi
landasan bagi semua pihak dalam penentuan
perencanaan ke depan;

. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 memuat
kebijakan yang merupakan kesepakatan atau
kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang
perlu dilakukan dalam penyelenggaraan dan
merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit,
sistematis dan terukur dari RPJMD Tahun 2014 -
2019;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 180);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sisterm  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rayat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang  Evaluasi Kinerja  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48195);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);
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Peraturan Pemerintah Nomor § tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 550);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2006 - 2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3
Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung
Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 Nomor 116);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
S Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214);
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Menetapkan :

sl =

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN 20109.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah,
adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

S. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gunung
Mas.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Gunung Mas.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah  yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019,

ol 2

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 adalah
RKPD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019
sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2009
— 2028 yang di dalamnya memuat tahapan RPJM
Tahap ke I yaitu Tahun 2014-2019.

Pasal 3
Kedudukan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun

2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
merupakan acuan dalam menyusun KUA, PPAS
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah memberikan kepada kita kemampuan dan kelapangan berfikir sehingga
dimampukan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Tahunan ini yaitu
berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 Kabupaten
Gunung Mas.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2019 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sekaligus merupakan kesepakatan
seluruh stakeholder di daerah yang dihasilkan melalui Forum Gabungan PD
dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten
Gunung Mas Tanggal 19-20 Maret 2018 di Kuala Kurun.

Dokumen RKPD adalah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan
Daerah sebagai Acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing PD
(Perangkat Daerah) pedoman utama penyusunan APBD khususnya. Oleh karena
itu kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah
perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan,
untuk itu seluruh PD Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas harus mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi atau
memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung
telah berpartisipasi dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten
Gunung Mas disampaikan ucapan terima kasih dan semoga pelaksanaan
pembangunan yang akan kita laksanakan di daerah pada tahun 2019 dapat
meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung
Mas.
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dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun
Anggaran 2019.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab | . Pendahuluan;
Bab Il : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Bab IIl : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
Bab 1V : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BabV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Bab VII : Penutup.

Pasal 5

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud
\_J pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan  bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
WAKIL BUPATI , ; .
/ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
SEKDA ( pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Kuala Kurun

— EKABAG pada tanggal 2 Juli 2018

| KASUBBAG
PELAKSANA | g

ASISTEN 7Z | % | Gunung Mas.
.b.
i

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Jui 901

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

YANSITERSON
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN 6UNUNG MAS TAHUN 2019
e ——

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah

dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah
wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 yang disusun
ini merupakan pelaksanaan Tahun kelima dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-
2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014. Bagi Perangkat Daerah (PD),
RKPD merupakan Pedoman bagi PD untuk menyempurnakan
Rencana Kerja PD (Renja-PD) dan untuk menyusun RKA PD Tahun
2019.
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Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah mendatang

setiap PD di dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja PD harus
dapat menjabarkan visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah
terpilih sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2014-2019, yang dalam pelaksanaan tahunan
dirinci program dan kegiatan ke dalam RKPD Kabupaten Gunung Mas.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 adalah :

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupgten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700,

Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2
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Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015 - 2019);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Peerintah,
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Darah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693},
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tanggal 4
Pebruari 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
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Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517),

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 550);

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2006 - 2026;

. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun

2010 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2010 Nomor 116);

. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
(Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor
382);
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1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat
dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu
kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat
nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan
dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut
meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5)
Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud
di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana
jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan
rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan
RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk
keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan
jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen
dengan jangka waktu yang lebih pendek.

RKPD menjadi acuan bagi setiap PD dalam menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan
dokumen perencanaan tahunan PD. Di samping itu RKPD menjadi
pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat
dilihat pada Gambar 1.1. berikut :
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Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

RENSTRA | Pedomarf peygp Pedoman = Lyl RINCIAN
KL KL | ApB

1Pedomar{™ ! x !
ROP | REIM ’—b RP |l | RAPEN |  APBN
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- ;
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A/ 5 \J
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Pedoma Pemerintah
Daerah

RENSTRA |Pedoma|  RENJA  [Pedoman RKA - PENJABARAN
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Mengacu pada Gambar 1.1. dapat diketahui bahwa secara

rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan

penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah
kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang
didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD yang
disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap PD.
RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan
berpedoman juga kepada Renja PD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Gunung Mas Tahun 2019, dimaksudkan untuk dokumen perencanaan

periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJPD 2009-2028
dan merupakan RPJMD fase kelima 2014-2019 Kabupaten Gunung

Mas.
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Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2019 yaitu sebagai

berikut :

1. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan
misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun
2019;

2. Memberikan arah bagi semua pemangku kepentingan
pembangunan daerah dalam merumukan dan menyusun
perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun
2019;

3. Merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusunan
Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Perangkat Daerah Tahun
2019;

4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efesien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

5. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD)
Sistematika penulisan :
BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam
periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD
dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta
tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun
lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan
Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang
perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara
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penyusunan dokumen perencanaan dan  pelaksanaan
Musrenbang, perlu dicantumkan.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain
yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan
dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional,
RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen
RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan
dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait
dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab
didalamnya.

BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan
secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah
yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat
beberapa bahasan dibawah ini :

2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi
geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah
rawan bencana.

2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat
sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara
keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan
dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai
dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling
dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan
masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan
dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni

budaya dan olahraga.
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2.1.3.Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum
sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara
keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan
dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai
dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling
dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan
umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan
wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.
2.1.4.Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah
sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara
keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan
dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai
dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling
dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing
daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan
ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim
berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu
dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi
Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah
dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-
tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program
dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan
wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian
target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja
program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:
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1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan n.

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program atau kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD
dan kinerja pembangunan daerah

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan

umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan

prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang

berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat

Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan

prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika

berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada

RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan

nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan

pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan

dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi

permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa

lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi

yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang

dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja

Perangkat Daerah.
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BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan

perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan

kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah,

belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang

bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga

kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD

kabupaten/kota.

Arah kebijakan ekonomi  daerah ditujukan untuk

mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi

Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk

perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang

akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh

Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,

pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat

daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta

kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran

pembangunan S (lima) tahunan yang diambil dari dokumen

RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya

adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang
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diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah
(RPJMD) tahun rencana.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan
kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian
kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama
(IKU} maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
perencanaan.

BAB VI. PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu yaitu tahun 2019
menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
yang termuat dalam RKPD tahun 2019, selain itu juga memperhatikan
dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.
Sedangkan capaian Kkinerja  penyelenggaraan  pemerintahan
menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara Geografis, Kabupaten Gunung Mas terletak pada posisi £ 0°
- 18700 Lintang Selatan sampai dengan 01°40”30” lintang selatan dan +
113°01700” bujur timur sampai dengan 114°01700” bujur timur dengan
luas wilayah 10.804 Km2? (1.080.400 Ha) dengan topografis dataran
rendah bagian selatan dan daerah utara merupakan daerah perbukitan
dengan ketinggian antara + 200 — 500 meter dari permukaan laut dengan
tingkat kemiringan * 8°- 159 dan perbukitan tingkat kemiringan £ 15°—
259dimana terbentang pegunungan Muller & Schwanner dengan puncak
tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter di atas permukaan laut.
Secara administrasi, Kabupaten Gunung Mas berbatasan dengan :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Sanggau (Propinsi Kalbar).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas,
Kabupaten Murung Raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
dan Kota Palangka Raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kabupaten
Sanggau (Propinsi Kalbar).

Berdasarkan luas Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai
luasan 10.804 Km2, jika dibandingkan dengan luas Provinsi Kalimantan
Tengah sebesar 153.564 Km? , luas Kabupaten Gunung Mas sebesar
7,04 % dari luas Provinsi Kalimantan Tengah.
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Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas

Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah di
Kabupaten Gunung Mas
Rocsmatan Ibukota Jumlah Luas Wilayah
Kecamatan Kelurahan Desa (Km?)
Manuhing Tumbang Talaken 1 11 1.113
Manuhing Raya Tehang 1 S 601
Rungan Jakatan Raya 1 13 710
Rungan Hulu Tumbang Rahuyan 1 738
Sepang Sepang Simin 1 6 397
Mihing Raya Kampuri 1 53 343
Kurun Kuala Kurun 2 13 876
Tewah Tewah 1 15 1.079
Kah. Hulu Utara Tumbang Miri 1 11 1.589
Damang Batu Tumbang Marikoi 1 7 1.425
Miri Manasa Tumbang Napoi 1 10 1.542
Rungan Barat Rabambang 1 10 391
Jumlah 13 114 10.804

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017

2. Kondisi Topografi

Secara Topografi, daerah utara Kabupaten Gunung Mas
merupakan perbukitan dengan ketinggian antara + 100-500 meter dari
permukaan air laut. Selain itu, daerah ini mempunyai tingkat
kemiringan antara * 8-15 derajat, serta mempunyai daerah pegunungan
dengan tingkat kemiringan * 15-250. Pada daerah tersebut terdapat
pegunungan Muller dan Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit
Raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan air laut.

Bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang

berpotensi mengalami banjir cukup besar pada musim-musim hujan.
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Selain itu, daerah Kabupaten Gunung Mas juga memiliki wilayah
perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan sungai. Ada empat jalur
sungai yang melalui wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu :

1. Sungai Manuhing dengan panjang sekitar + 28,75 Km.

2. Sungai Rungan dengan panjang sekitar + 86,25 Km.

3. Sungai Kahayan dengan panjang sekitar + 600 Km.

4. Sungai Miri dengan panjang sekitar + 20 Km.

3. Keadaan Iklim

Kabupaten Gunung Mas beriklim tropis dan lembab dengan
temperatur antara 27,1°C - 28,2°C. Curah hujan yang terjadi sepanjang
tahun 2014 hampir merata. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan
Desember yang mencapai 604,7 mm. Sedangkan curah hujan terendah
terjadi pada bulan Juli dengan kisaran curah hujan 41,0 mm (Sumber :
Gunung Mas Dalam Angka 2017).

Tabel 2.2. Tinggi Rata-rata dari Permukaan Air Laut Menurut
Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016
Tinggi dari Permukaan Air Laut {(Meter)
0-25 | 25-50 | 50-100 | 100-500 | 500 Keatas
(1) (2) (3) (4) (5} (6)
Manuhing \Y%
Manuhing Raya A
Rungan
Rungan Hulu
Rungan Barat
Sepang
Mihing Raya
Kurun
Tewah
Kah. Hulu Utara
Damang Batu
Miri Manasa

Kecamatan

<<<<<

<<

<<<

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017

Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2014 - 2016

Tahun
Bulan 2014 2015 2016

HH MM HH MM HH MM
Januari 11 138,3 17 357,0 17 357,0
Februari 10 149,4 14 425,0 14 425,0
Maret 19 294.,8 8 161,0 8 161,0
April 19 575,9 10 230,0 10 230,0
Mei 13 223,2 11 411,0 11 411,0
Juni 14 207,7 9 253,0 9 253,0
Juli 5 41,0 0 0,0 0 0,0
Agustus 10 62,3 0 0,0 0 0,0
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September 2 121,0 1 32,0 1 32,0
Oktober 6 123,0 S 174,0 5 174,0
Nopember 14 312,3 13 470,0 13 470,0
Desember 21 604,7 11 209,0 11 209,0

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017
4. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan
Kondisi-kondisi fisik wilayah, secara alamiah menentukan bahwa

Kabupaten Gunung Mas adalah bioregion hutan. Dengan penduduk
yang masih jaran g, pola penggunaan lahan di wilayah Kabupaten
Gunung Mas menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan.
Hingga saat ini, luas hutan yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas
dengan luasan total 1.081.033,64 Ha meliputi Hutan Lindung (HL)
59.136,64 Ha, Hutan Produksi (HP) 375.965,50 Ha, Hutan Produksi
Terbatas (HPT) 275.375,00 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi
(HPK) 263.468,75 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) 107.087,75 Ha.
Sedangkan luas lahan penghijauan yaitu 400 Ha. (Sumber :
Kehutanan, 2016).

Sedangkan pada pemanfaatan hutan, Izin Usaha Pengelolaan
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) alam sebanyak 11 (sebelas) unit dengan luas
areal 510.531 Ha.

Dinas

Tabel 2.4. Luas Areal IUPHHK/HA/HTI Tahun 2015

Jenis Izin Di Gunung | Di Kabupaten | Luas total Target Realisasi
Kind OFf Li Mas lain Total Area | Produksi Produlksi
ind Of License Target Of | Realisation
Luas (Ha) Luas (Ha) (Ha) Production of
JArea /Area (M3) Production
(813)

(1) @ 3) 4 &) (6)
IUPHHK - HA 370.416 - 37.0416 235.000 225.696,81
IUPHHK - HTI 2.355 - 2.355 68442 34.714,07
GQunung Mas 372.771 - 372.771 303.442 | 260.410,88

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

b. Pola Penggunaan Lahan Areal Non Hutan

Areal non hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan
pertanian. Areal-areal penggunaan pertanian non perkebunan besar,
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bersama-sama dengan areal pemukiman, secara umum berkembang
sepanjang sungai-sungai besar. Areal-areal perkebunan besar yang
berkembang kemudian, memulai pola perkembangan berbeda, yakni
tidak cenderung mengikuti sungai besar. Jumlah perusahaan
perkebunan besar yang sudah beroperasi sebanyak 8 (delapan)

perusahaan dan tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.5. Daftar Perkebunan Besar Swasta yang sudah operasional
di Wilayah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2015

No Nama Perusahaan Lokasi

1 2 3

1 | PT. Agrolestari Sentosa Kec. Manuhing dan Rungan

2 | PT. Archipelago Timur Abadi Kec. Kurun

3 | PT. Flora Nusa Perdana Kec. Rungan

4 | PT. Kalimantan Hamparan Sawit | Kec. Manuhing Raya, Manuhing
5 | PT. Mulia Sawit Agro Lestari Kec. Rungan, Manuhing

6 | PT. Tantahan Panduhup Asi Kec. Manuhing Raya, Manuhing
7 | PT. Berkala Maju Bersama | Kec. Kurun, Tewah

8 | PT. Berkala Maju Bersama II Kec. Manuhing

9 | PT. Kahayan Agro Plantation Kec. Damang Batu, Kahayan

Hulu Utara, Tewah

Sumber : Dinas Pertanian & Perkebunan Kab. Gunung Mas Tahun 2015

Untuk bidang pertanian, secara khusus di wilayah Kabupaten
Guﬁung Mas para petani lebih banyak menanam padi ladang daripada
pa(ii sawah. Hal ini disebabkan oleh budaya setempat dan pengetahuan
bercocok tanam lebih mengerti bertanam padi ladang dari pada padi
sawah dan sebab lainnya adalah terbatasnya saluran irigasi yang ada di
Kabupaten Gunug Mas. Sedangkan untuk tanaman bahan makanan
lainnya, sebagian besar petani dan masyarakat cenderung menanam
dan memproduksi komoditi padi, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang
tanah, kacang hijau dan kacang kedelai.

Untuk tanaman perkebunan, tanaman karet masih menjadi
tanaman yang paling banyak berproduksi. Hal ini terlihat dari jumlah
produksi karet pada tahun 2016 sebesar 20.405 ton dengan luas tanam
seluas 118.772 Ha. Sedangkan komoditi kelapa hanya berproduksi
sebesar 60,53 ton dengan luas tanam 432 Ha dan luas tanam kelapa
sawit adalah 3.330 Ha akan tetapi belum menghasilkan karena usia
tanam yang masih baru (Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2017).

Dari 2 (dua) potensi pengembangan wilayah tersebut terpetakan
juga potensi bencana longsor/erosi menurut type kerawanan per
kecamatan pada tahun 2014. Untuk type relatif aman ada 3 (tiga)
kecamatan yaitu Manuhing, Rungan dan Sepang. Type agak rawan
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meliputi semua kecamatan di Kabupaten Gunung Mas. Type cukup
rawan ada 5 (lima) kecamatan yaitu Kurun, Tewah, Kahayan Hulu Utara,
Damang Batu dan Miri Manasa sedangkan untuk type rawan ada 5 (lima)
kecamatan yaitu Manuhing Raya, Rungan Hulu, Tewah, padiDamang
Batu dan Miri Manasa dan untuk type sangat rawan ada 2 (dua)
kecamatan yaitu Damang Batu dan Miri Manasa (Sumber : Gunung Mas
Dalam Angka 2017).

7. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor
yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana
pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata
lain bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sangat
dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena
itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan
dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di
Kabupaten Gunung Mas. Sebagai input dalam setiap penyusunan
rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi
kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

a. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan hasil Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2016, jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Mas pada Tahun
2016 berjumlah 112.484, yang terdiri atas 59.803 laki-laki dan 52.681
perempuan. Dari hasil Badan Pusat dan Statistik Kabupaten Gunung Mas
tercatat penyebaran penduduk Gunung Mas terbanyak terdapat di wilayah
Kecamatan Kurun. dengan tingkat kepadatan penduduk per Km? adalah 33
jiwa.

Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah dan Kecamatan Rungan
adalah tiga kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah
penduduk terbanyak yaitu 28.273 jiwa, 19.724 jiwa dan 10.006 jiwa.
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Gambar 2.2. Jumlah Penduduk (dalam jiwa) Menurut
Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016

Manuhing Raya;

5.622

” Rungan; 10.006

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

b. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Gunung Mas

Data Sex Ratio berguna untuk pengembangan perencanaan
pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan
dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara
adil. Data sex ratio penduduk Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat
pada tabel berikut :

Gambar 2.3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten
Gunung Mas

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gunung Mas

Ta hun 2017
120
115
l l ! I E I I
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# Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Gunung Mas

Tabel 2.6. Penduduk Kabupaten Gunung Mas Menurut Jenis
Kelamin Per Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan Laki-Laki | Perempuan Total R::sio Jenis
elamin

Sepang 3.655 3.210 6.865 114

Kurun 15.011 13.262 28.273 113

Tewah 10.490 9.234 19.724 114
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Kecamatan Laki-Laki | Perempuan Total Rg;:;:is
Kahayan Hulu Utara 4.390 3.943 8.333 111
Rungan 5.317 4.689 10.006 113
Manuhing 4.263 3.598 7.861 118
Mihing Raya 3.003 2.619 5.622 115
Damang Batu 2.197 1.879 4.076 117
Miri Manasa 2,119 1.920 4.039 110
Rungan Hulu 3.262 2.865 6.127 114
Manuhing Raya 3.016 2.693 5.709 112
Rungan Barat 3.080 2.769 5.849 111

Jumlah 59.803 52.681( 112.484 114

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni
fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan

sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian dibawah ini.
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek  kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang
perkembangan kesejahteraan Kabupaten Gunung Mas, ditinjau dari sisi
kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini
akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi yang mencakupi masalah pertumbuhan ekonomi,
perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, produktivitas
tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan dan gambaran sektor.

a. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan data dari Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017, maka
keadaan ekonomi Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut, angka
PDRB Kabupaten Gunung Mas atas dasar harga berlaku dalam kurun tiga
tahun terakhir masing-masing adalah Rp. 2.982.610,5 (2013), Rp.
3.378.383,2 (2014*) dan Rp. 3.776.970,5 (2015*%), Rp. 4.231.787,5 (2016*)
(semua dalam juta rupiah).

Tabel 2.7. Peranan PDRB Kabupaten Gunung Mas Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2014 - 2016 (%)

No Sektor 2014 | 2015*) |2016**)
1 | Pertanian 34,68 33,30 32,93
2 | Pertambangan/Penggalian 13,52 12,36 11,67
3 | Industri Pengolahan 8,83 8,88 8,86
4 | Pengadaan Listrik dan Gas 0,02 0,02 0,02
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No Sektor 2014 | 2015*) | 2016**)
5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampabh, 0,05 0,05 0,05
Limbah dan Daur Ulang
6 | Konstruksi 10,75 11,56 11,79
7 | Perdagangan Besar dan Ecera; Reparasi 8,49 8,87 9,20
Mobil dan Sepeda Motor
8 | Transportasi dan Pergudangan 1,62 1,68 1,67
9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,64 1,71 1,76
10 | Informasi dan Komunikasi 1,26 1,21 1,16
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 0,59 0,58 0,55
12 | Real Estate 2,55 2,74 2,81
13 | Jasa Perusahaan 0,05 0,05 0,05
14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 5,61 6,09 6,41
dan Jaminan social Wajib
15 | Jasa Pendidikan 7,20 7,49 7,67
16 | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 2,88 3,12 3,09
17 | Jasa Lainnya 0,30 0,31 0,31

Sumber : Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Gunung Mas 2012-2016
Keterangan : *) Angka Sementara
*¥) Angka Sangat Sementara

Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB atas harga
berlaku tahun 2017 terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan (32,93 persen), diikuti sektor pertambangan dan penggalian
(11,67 persen) dan sektor konstruksi (11,79 persen). Sedangkan peranan
terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,02
persen.

Gambar 2.8. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto

Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (%), 2014-2016

Uraian 2014 2015* 2016**
(1) 2 3) “4)
Pertanian,Kehutanan, dan 34,68 33,30 32,93
Perikanan 31,42 29,92 29,61
1. Pertanian, Peternakan,
Perburuan dan Jasa Pertanian 0,54 0,69 0,48
a. Tanaman Pangan 0,15 0,15 0,15
b. Tanaman Hortikultural 27,98 26,22 26,16
c. Perkebunan 2,10 2,17 2,13
d. Peternakan 0,65 0,69 0,69
e. Jasa Pertanian dan 1,35 1,61 1,55
Perburuan 1,61 1,77 1,77
2. Kehutanan dan Penebangan
Kayu
3. Perikanan
Pertambangan dan Penggalian 13,52 12,36 11,67
1. Pertambangan Minyak, Gas dan - - -
Panas Bumi
2. Pertambangan Batubara dan 0,03 0,03 0,02
Lignit 12,95 11,76 11,07
3. Pertambangan Bijih Logam 0,54 0,57 0,57
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4, Pertambangan dan Penggalian
Lainnya
Industri Pengolahan 8,83 8,38 8,86
Pengadaan Listrik dan Gas 0,02 0,02 0,02
1. Ketenagaanlistrikan 0,01 0,02 0,02
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Air, Pengelolaan 0,05 0,05 0,05
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi 10,75 11,56 11,79
Perdagangan Besar dan Eceran; 8,49 8,87 9,20
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Transportasi dan Pergudangan 1,62 1,68 1,67
1. Angkutan Rel - - -
2. Angkutan Darat 1,09 1,16 1,17
3. Angkutan Laut - - -
4. Angkutan sungai Danau dan 0,47 0,47 0,46
Penyebrangan
5. Angkutan Udara 0,01 0,01 0,00
6. Pergudangan dan Jasa 0,05 0,05 0,05
Penunjang Angkutan, Pos dan
Kurir
Penyediaan dan Akomodasi dan 1,64 1,71 1,76
Makan Minum
1. Penyediaan Akomodasi 0,11 0,12 0,12
2. Penyediaan Makan Minum 1,53 1,59 1,64
Informasi dan Komunikasi 1,26 1,21 1,16
Jasa Keuangan dan Asuransi 0,59 0,58 0,55
1. Jasa Perantara Keuangan 0,11 0,10 0,10
2. Asuransi dan Dana Pensiun 0,44 0,44 0,42
3. Jasa Keuangan Lainnya 0,04 0,04 0,04
4. Jasa Penunjang Keuangan 0,00 0,00 0,00
Real Estate 2,55 2,74 2,81
Jasa Perusahaan 0,05 0,05 0,05
Administrasi Pemerintahan, 5,61 6,09 6,41
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Waijib
Jasa Pendidikan 7,20 7,49 7,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,88 3,12 3,09
Jasa Lainnya 0,30 0,31 0,31
PRODUK DOMESTIK 100,00 100,00 100,00
REGIONAL BRUTO

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017

b. Pertumbuhan Ekonomi

Dari PDRB atas dasar harga konstan, dapat diketahui
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas Selama empat tahun
terakhir berturut-turut sebesar 5,99% (2010), 6,57% (2011), 6,29%
(2012), 6,87% (2013), 6,37% (2014) dan 6,96% (2015), 7,00% (2016).
Pertumbuhan Procduk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010 - 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2010 - 2016 (Jutaan Rupiah)
Harga
No | Tahun BE::agl:u Konstan Pe;; tﬁb;:,/l:’an
(2010=100)
1 2 3 4
1 2010 1.944.386,5 | 1.944.386,5 5,99
2 2011 2.272.733,9 | 2.072.078,5 6,57
3 2012 2.590.120,2 | 2.202.328,7 6,29
4 2013 2.982.610,5 | 2.353.541,9 6,87
5 2014 3.378.383,2 | 2.504.469,5 6,41
6 | 2015*% | 3.776.970,5 | 2.678.816,1 6,96
7 | 2016**) | 4.231.787,5 | 2.866.408,3 7,00

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017
Keterangan : * Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2014
perekonomian Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan sebesar
6,41% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 6,96%. Pada Tahun
2016 Perekonomian Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan
sebesar 7,00%. Perbedaan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan
nilai PDRB atas harga konstan yang terlihat semakin besar dari tahun
ke tahun, maka hal tersebut menandakan bahwa angka inflasi ternyata
semakin tinggi pula. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2010-2016 (%)

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2010-2016 (%)

7,2
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=G=Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010-2016 (%)
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c. Produktivitas Tenaga Kerja

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang didukung
laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar menimbulkan
perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan produktif.
Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian, peningkatan
produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efesiensi guna
mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus produktif
menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja perlu dihitung di

masing-masing sektor.

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan
Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2015
Pendidikan Tertinggi yang Bekerja Penganggur | Jumlah Bukan
Ditamatkan an Terbuka Angkatan
Kerja
() 2) 3) 4) ()
Belum Pernah/Belum Tamat SD 5.558 266 5.824 2.494
Sekolah Dasar 19.924 318 20.242 4.939
Sekolah Menengah Pertama 18.243 213 18.456 6.905
Sekolah Menengah Atas 986 - 986 -
Kejuruan
Diploma 3.287 106 3.393 31
I/TI/TTI/Akademi/Universitas/Dip
loma I/II/III
Jumlah/Total 56.786 1.575 58.361 17.005

Sumber : Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017

d. Penduduk Miskin

Jumlah dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas
berdasarkan hasil pendataan dengan metode SUSENAS, Pada tahun
2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas sebanyak
6.670 jiwa (5,83%) dari total jumlah penduduk 139.760 jiwa dan
mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk
miskin pada tahun 2013 sebanyak 630 jiwa. Penurunan jumlah
penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari program dan kebijakan
baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk dapat
menurunkan jumlah penduduk miskin, diantaranya dengan kebijakan
perluasan dan penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan
infrastruktur jalan untuk pemicu pergerakan ekonomi rakyat.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Pengertian kesejahteraan sosial yaitu suatu institusi atau bidang
kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan
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baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan
untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi pemecahan
sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan
masyarakat, hal tersebut mengandung pengertian bahwa masalah
kesejahteraan social tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa
terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat.

Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan
masalah  sosial harus diencanakan dengan matang dan
berkesinambungan, karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul
selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih
ada, dengan gambaran bahwa setiap manusia terus berusaha
mendapatkan secara ideal tatanan (tata kehidupan) baik materil
maupun spiritual yang seimbang. Pembangunan manusia sebagai suatu
proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam konsep
tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya
pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan, untuk
menjami tercapai tujuan pembangunan manusia terdapat empat hal
pokok yang perlu diperhatikan yaitu :

1) Produktivitas, penduduk harus mampu untuk meningkatkan
produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan
pendapatan;

2) Pemerataan, Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama
untuk mendapatkan akses terhadap semua sumberdaya ekonomi
dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan
untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga
mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam
kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kualitas hidup;

3) Kesinambungan, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial
harus dipastiakan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga
untuk generasi yang akan datang;

4) Pemberdayaan, penduduk harus berpartisipasi penuh dalam
keputusan dan proses yang akan menentukan bentuk/arah
kehidupan mereka dan berpartisipasi dan mengambil manfaat
dari proses pembangunan.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian
pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas
hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan
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keempat komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah
mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan, angka harapan
hidup mewakili bidang kesehatan dan kemampuan daya beli
masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata
pengeluaran perkapita, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung
Mas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.
a) Pendidikan
Pendidikan dianggap sebagai suatu cara yang efektif untuk
meningkatkatkan kesejahteraan rakyat. Pendidikan sebagai salah
satu komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
merupakan nilai rata-rata dari variabel Angka Melek Huruf (AMH)
dan Rata-rata Lama Sekolah.

Tabel 2.11
Kondisi Pendidikan
Tahun

No. Uralan 2014 | 2015 | 2016
1.1 | Angka melek huruf (%) 99,73 99,53 99,95
1.2 | Angka rata-rata lama sekolah {tahun) - - 8,94
1.3 | Angka Partisipasi Kasar
1.3.1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 120,48 120,19 116,41
1.3.2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 90,8 89,17 100,99
1.3.3 { Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK | 49,33 67,29 61,15
1.4 | Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM)
1.4.1 SD/MI/Paket A 99,34 103,3 95,84

Angka Partisipasi Murni (APM)
1.4.2 SMP/MTs/Paket B 63,35 66,64 65,64

Angka Partisipasi Murni (APM)
1.4.3 SMA/SMK/Paket C 47,26 47,69 36,49
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b) Kesehatan
Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan

ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya
penanggulangan kemiskinan.
Tabel 2.12
Kondisi Kesehatan
No Uraian Tahun
. 2015 2016
Rasio tempat tidur rumah sakit per . .
1| satuan penduduk (1000:1) 1:4.984 | 1:5.770
2. Rasio dokter per satuan penduduk 28:107.500 | 30:109.949
3 Rasio tenaga para medis per satuan 508:107.50 | 864:109.94
’ penduduk 0 9
a Cakupan komplikasi kebidanan yang 125 198
’ ditangani (35,51%) (57,56%)
Cakupan pertolongan persalinan oleh
S. tenaga kesehatanyang memiliki kompetensi 86,86 86,86
kebidanan
6 Cakupan desa/kelurahan Universal Child 97 127
: Immunization (UCI)
7. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat 100% 100%
perawatan
Cakupan Kunjungan Bayi 91,3% 92%
9 Angka Kematian Bayi /1000 Kelahiran 10 7
i Hidup
10. Ax}gka Kematian Ibu /100.000 Kelahiran 159 993
Hidup
11. | Angka Kelangsungan Hidup Bayi 86,86 92
12. | Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 72 72
13. | Persentase Balita Gizi Buruk (%) 3 3

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan

yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu

sendiri, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau

swasta yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi

manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial,

mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak

dalam pemanfaatan sumberdaya alam, memperdalam kepercayaan pada

pemerintahan dan administrasi publik.

1) Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

a) Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting

untuk membangun sumber daya manusia (human resources),

pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam
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memilih dalam mebina hidup yang baik untuk pendidikan
merupakan hal yang sangat penting dan. tidak bisa lepas dari
kehidupan. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-
cita yang ingin dicapai oleh setiap Negara di dunia. Sudah
menjadi rasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu Negara
dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Begitu pentingnya
pendidikan sehingga suatu bangsa dapat diukur apakah

bangsa itu maju atau mundur dilihat dari kualitas

pendidikannya.
Kondisi Tahun
No Indikator 2017
1 Angka melek huruf (%) 99,8
2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) 116,93
3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) 97,29
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket 96,21
A (%)
5 Angka Partisipasi Murni (APM) 63,22
SMP/MTs/Paket B (%)
6 Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts 1:10
7 Angka Partisipasi Sekolah (%) 110,67
8 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia 133
sekolah
9 Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts 1:11
10 | Angka Partisipasi Sekolah (%) 102,54
11 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia 92,3
sekolah
12 | Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas 20,13
sesuai SPM
13 | Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang 25,48
kelas sesuai SPM
14 | Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki 30,49
ruang kelas sesuai SPM
15 | Angka Harapan Lama Sekolah 11,74
16 | Rata-rata Lama Sekolah 8,94
17 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,73
18 | Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi 80,31
S1/D-IV
19 | Guru SMP/SMPLB yang memenuhi 92,17
kualifikasi S1/D-IV
20 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI 98,06
21 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 96,81
22 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke 88,08
SMP/MTs
b) Kesehatan

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi
untuk keberhasilan pembangunan, pembangunan tidak
mungkin terselenggara baik tanpa tersedianya salah satu
modal dasar yaitu kesehatan masyarakat yang menjadi acuan
dalam pembangunan. Derajat kesehatan masyarakat
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berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi, sosial dan
lingkungannya.

No Indikator K°“d;':1?,‘h“
1 | Angka Kelangsungan hidup Bayi 93,79
2 Angka Usia Harapan Hidup 72
3 Angka Gizi Buruk (%) 3
4 Angka kematian ibu 103/ 1{183,000
5 Angka Kematian Bayi 8/100 KLH
6 Rasio Posyandu per satuan balita 140 :9.975
7 Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per .
Satuan Penduduk 89:112.484
8 Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk 35:112.484
9 Rasio Dokter per satuan penduduk 35:112.484
10 | Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk 592 :112.484
11 | Cakupan Puskesmas 100
12 | Cakupan Pembantu Puskesmas 0,69
13 | Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4 90
14 | Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang 60.05
ditangani !
15 | Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan
atau tenaga kesehatan yang memiliki 86,73
kompetensi kebidanan
16 | Cakupan Ibu Nifas 90,03
17 | Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang 5223
ditangani ?
18 | Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child 80.31
Immunization (UCI) !
19 | Cakupan pelayanan anak balita 80,26
20 | Cakupan balita gizi buruk mendapat 100
perawatan
21 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD 99 4
dan setingkat ’
22 | Cakupan peserta KB aktif (Dinas 101.95
Kesehatan /RSUD) ’
23 | Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 0
penduduk <15 tahun
24 | Penemuan Penderita Pneumonia Balita 0,21
25 | Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif
26 | Penderita DBD yang ditangani 140,46
27 | Penemuan Penderita Diare 1152
28 | Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 0
24 jam
29 zgégli{:lgspengembangan pelayanan media 8 Dokter spesialis
30 | Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada 61%
tiap unit pelayanan °
31 | Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan 98%
kesehatan untuk tiap unit pelayanan °
32 | Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Type D
Gunung Mas

¢) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci
pemicu peningkatan pelayanan bagi masyakarat maupun

untuk pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Kabupaten Gunung

Gambaran Umum Kondisi Daerah | 28



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019

Mas. Adapun bagian dari pekerjaan umum adalah
pembangunan sistem jaringan jalan, jembatan, sumber daya
air maupun tata ruang. Dalam hal penataan ruang, wilayah
Kabupaten Gunung Mas yang merupakan bagian dari struktur
ruang wilayah dilakuan secara terpadu tidak terlepas dari
peranannya dalam lingkup wilayah yang lebih luas baik skala

provinsi maupun nasional.

Kondisi Tahun

No Indikator 2017

1 | Luas Wilayah Produktif (Juta Ha) 0,565
2 | Luas Wilayah Kebanjiran (Ha) 20

3 | Luas Wilayah Perkotaan (Ha) 7450

4 | Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik 24,510%
5 | Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal 78%

6 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 39%

7 | Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 10.63%

Persatuan Penduduk ’
8 | Persentase penanganan sampah (%) 12,21%
9 | Rasio Rumah Layak Huni 23,328%
10 | Pemukiman Layak Huni (Ha) 6,909
11 | Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km) 737,935
12 | Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik 24,510%
13 | Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik 4,4%
14 }J{ umlah Desa Yang Terhubung Dengan 3 Desa
ecamatan
15 | % Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih 3 Desa
16 | % Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) 12.42%
Dalam Kondisi Baik '

17 | Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan 0,81%
18 | Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%) 0,98%
19 | % Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik 15%

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pengertian dasar pemukiman dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 2011, adalah bagian dari lingkungan hunian yang
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai
prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang

fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Kondisi Tahun
No Indikator 2017
1 | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa) 14844
2 | Rumah Tangga Bersanitasi (%) 39%
3 | Rumah Layak Huni (unit) 26241
4 | % Desa yang Memiliki Perumahan dan 23,328%
Kawasan Pemukiman yang Layak Huni
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e) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan
ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama
masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas
dan pos kamling.
Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat difokuskan
pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga
keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan
terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Selain
itu, difokuskan juga untuk menghindari terjadinya
pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaksanakan melalui
sosialisasi Peraturan Daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi

hingga penerapannya.

f) Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial yaitu untuk mewujudkan
kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi
kebutuhan dasar demi tercapainya kesejahteraan sosial
pemerintah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan
kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan
berkelanjutan. Kesejahteraan sosial adalah  kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, sepiritual, dan sosial agar
hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.

Kondisi sosial kesejahteraan masyarakat dindikasikan dengan
jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
tercermin dari masih rendahnya daya dorong perekonomian,
serta populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun
kompleksitasnya.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah
seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena
suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat

terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial)
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secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan
tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan,
tuna sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan
lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung,
seperti terjadinya bencana.

Masalah kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas masih menjadi
fokus perhatian Pemerintah daerah dengan berbagai strategi
penanggulangan kemsikinan melalui program penanggulangan
kemiskinan yang secara sinergis dilakukan oleh masing masing
Perangkat Daerah di bawah koordinator Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gunung Mas.
Jumlah rumah tangga dan jumlah individu pertahapan
keluarga di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2015
berdasarkan PBDT 2015 yaitu sebagai berikut :

- Jumlah Rumah Tangga berdasarkan Status Kesejahteraan

» Desil 1 : 21

* Desil 2 : 295

* Desil 3 : 716

* Desil 4 1411

- Jumlah Individu berdasarkan Status Kesejahteraan

» Desil 1 : 186

* Desil 2 : 1965

* Desil 3 : 3588

* Desil 4 : 1687

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu {(PBDT) 2015
penduduk Kabupaten Gunung Mas masuk dalam kategori
Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 1.443 RTS atau 7.426

jiwa.

2) Fokus Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.
a) Tenaga Kerja
Salah satu permasalahan pembangunan dalam bidang tenaga
kerja yang sangat krusial adalah pengangguran yang
disebabkan tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan
angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja,
serta masih rendahnya kompetensi tenaga kerja. Selain itu

masih terbatasnya kapasitas kelembagaan sarana dan
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prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan
bimbingan usaha.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran
proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga
kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang
memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja
yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa.
Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok
umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara
ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk
mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke
atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah,
dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja
(labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa
dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase
jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

No | Indikator/ Tingkat Pendidikan Pencari Kerja Kondzizi l'gahun

1 | Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 77,44%

2 | Tingkat pengangguran terbuka (%) 2,70%

3 | SD/setingkat 0

4 | SLTP/setingkat 1

S | SLTA/setingkat 16

6 | Diploma I/11/111/setingkat 18

7 | Diploma IV/Sarjana 18

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan
perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap
sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan
dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk
mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan
masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan
konsep diri.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi
hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi
laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses
pembangunan. Pelaksanaan urusan pemberdayaan
perempuan diarahkan pada upaya pencapaian sasaran
meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran

perempuan dalam proses pembangunan.
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Pemberdayaan perempuan mempunyai peranan yang cukup
strategis diantaranya terhadap keberhasilan pembangunan
bidang kesehatan dan keluarga berencana, konsep
pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gunung Mas terus
ditingkatkan melalui Program Keluarga Sejahtera (PKK) dengan
melibatkan berbagai kegiatan pemberdayaan, Kader Pos
Yandu, Pembinaan Kader Pos KB desa dan Sub Pos KB desa,
selain itu juga terintegrasi dalam berbagai sektor
pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang
dimiliki misalnya organisasi wanita baik sosial, profesi dan
keagamaan diantaranya Gabungan Organisasi Wanita (GOW),
Organisasi Wanita Persatuan antara lain Dharma Wanita
Persatuan. Di Kabupaten Gunung Mas terlepas dari program
pemberdayaan perempuan masih terjadi adanya kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak.

No Indikator Hond e Tabun

1 | Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah 2143
(orang)

2 | Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta -
(orang)

3 | Jumiah KDRT (orang) 1

4 | Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak (kasus) -

S | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 3
Yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh
Petugas Terlatih di dalam P2TP2A (kasus)

6 | Jumlah Balita Ikut Posyandu (anak) -

Pangan

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya
Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,
dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan
produktif secara berkelanjutan.

Tiga pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam
definisi  tersebut adalah  ketersediaan  (availability),
keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun
ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan
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terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar
ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah
tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya
masing-masing.

Pada tahun 2017, untuk Ketersediaan Pangan Utama mencapai
15,7 % dimana dapat digunakan apabila ada keadaan darurat.

Pertanahan
Menyelenggarakan Administrasi Urusan pemerintah bidang
pertanahan dengan indikator sebagai berikut :

Kondisi Tahun
No Indikator 2017

1 | Jumiah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah 9
Pertahun

2 | Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Pertahun Bagi 0
Masyarakat Miskin Tepat Waktu

3 | % Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu 57,14%

Lingkungan Hidup

Peningkatan usaha pembangunan, diikuti pula dengan
peningkatan sumber daya untuk mendorong pembangunan
dan seringkali terjadi permasalahan-permasalahan terhadap
lingkungan. Dalam pembangunan sumber alam merupakan
salah satu komponen yang sangat penting dan dalam
penggunaanya perlu memperhatikan keseimbangan ekosistem.
Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap
lingkungan dengan keuntungan yang akan didapat dari suatu
hasil pembangunan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu
melalui kajian-kajian teknis.

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dengan sasaran
terlaksananya upaya pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang
ramah lingkungan, salah satu upaya untuk mengerungi
kerusakan lingkungan diantaranya dengan pemakaian dan
penggunaan biogas, komposter, lubang biofori, pembuatan

sumur resapan air, sarana IPAL UKM , dsb.

No Indikator Kond;;il‘l;ahun
1 | Pencemaran status mutu air 35%
2 | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 79%
3 Penegakan Hukum Lingkungan 100%
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4 | % Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan

Penanganan Limbah 73,3%

S | % Standar Baku Mutu Udara 73, 3%

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi kependudukan yaitu rangkaian kegiatan dan
penertiban dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, catatan sipil pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya
untuk pelayanan publik dan sektor lain. Informasi administrasi
kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi
kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara
dalam arti hak mendapat akta autentik dari pejabat negara,
masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
akta bagi dirinya karena akta ini sangatlah penting diperlukan
dikemudian hari.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa memegang peranan yang
strategis karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan di Kabupaten
Gunugn Mas, hal tersebut dapat dilihat program pembangunan
yang dirancang pemerintah mengakomodir pemberdayaan
masyarakat desa dalam program kerjanya tentunya
berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan
geografis terdepan yang merupakan sebagian besar penduduk
bermukim.

Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi
terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada
ditengah masyarakat.

Kondisi Tahun
No Indikator 2017

1 | Jumlah Desa yang terperbaharui Profil Desanya 114
Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan 72
yang dapat difasilitasi

3 | Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1

4 | Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang 373
terlatih

S | Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG 4
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h) Pengendalian Penduduk dan KB

Pertumbuhan peduduk merupakan isu yang cukup strategis,
hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk sangat berkaitan
dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan terutama
peningkatan mutu kehidupan atau kualitas sumberdaya
manusia. Jumlah penduduk yang cukup besar yang kurang
seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
tentu akan menjadikan suatu permasalahan bagi sutu wilayah
dimasa yang akan datang.

ambaran umum kinerja pemerintah urusan Kkeluarga
berencana terkait dengan upaya pengendalian pertumbuhan
penduduk melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas

akseptor.
No Indikator Kond;;il'!;ahun
1 | Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga (%) 2,729
2 | Rasio Akseptor KB (orang) 1500
3 | Cakupan Peserta KB Aktif (orang) 17.595
4 | Jumiah PLKB Aktif (orang) 18
S_| Terpadunya Program Kerja KB (Program) 2
6 | Tersedianya Alokon KB di Klinik (buah) 65
7 | Jumlah Sarana dan Prasarana KB {unif) 8
8 | Keluarga Pra Sejahtera | -
9 | Tingkat Ketahanan Ekonomi Keluarga (kelompok) -
10 | Jumlah Kelompok Tribina (Kelompok) 250 yang aktif
Cuma 36
11 | Jumiah PIK-R di SMP/SMA/Organisasi Kepemudaan 134 yang aktif
cuma 10
12 | Jumiah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku) 1
Perhubungan

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang perhubungan di
Kabupaten Gunung Mas dititikberatkan untuk menunjang
kelancaran roda perekonomian daerah maupun dan
penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

Untuk mendukung hal tersebut, perkembangan dan
perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, Rambu petunjuk
arah jurusan, Marka Jalan, Trafic cones, lampu peringatan dan
alat pemberi isyarat lalu lintas, perlu ditingkatkan.

Pada tahun 2017 angka kecelakaan lalu lintas menurun dari
tahun sebelumnya menjadi 33 %.
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j) Komunikasi dan Informatika
Ketersediaan sarana dan prasarana (teknologi) komunikasi dan
informasi yang tersedia di Kabupaten Gunung Mas yang
tersedia terdiri dari: akses internet, sistim informasi, Hotspot,

media informasi dan radio komunikasi.

No Indikator Kond:;i l'l;ahun
1 | Website milik pemerintah daerah (buah) 33
2 | Jumlah Menara Telekomunikasi (unit) 54
3 | Jumlah Radio/TV lokal 1
4 | Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk 0,000
5 | Jumlah Kantor Pos (Unit) 6
6 | Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi) 2
7 | Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel 9
8 | Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK) 7
9 | Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan N 14
10 | Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI) 2
11 | Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit) 624
12 | Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI 0
13 | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KiM) 24
14 | Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media 2
Tradisional

15 | Jumiah Badan Publik PPID 28

16 | Pameran / expo 1

17 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon 85,8
(%)

18 | Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal 14

19 | Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho, 17
Spanduk, Videotron) / Kegiatan

20 | % Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan 49,16%
Telekomunikasi

k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Koperasi merupakan badan usaha perseorangan dan
merupakan wadah yang tepat bagi masyarakat yang memiliki
penghasilan tidak tetap namun ingin memliki simpanan dan
mendapat kemudahan dalaam sisi jasa pembiayaan barang
hingga jasa. Koperasi dapat menjadi solusi bagi masyarakat
pengusaha kecil yang sedang membutuhkan bantuan modal

untuk pengembagan.

No Indikator Kond;:il'l;ahun
1 | Koperasi Aktif (%) 52%
2 | Jumlah UMKM 2,943
3 | Jumliah Industri -
4 | jumlah Pasar Desa/Kecamatan 4
S | % Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat . 27%
6 | % UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat 40,90%
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]} Penanaman Modal
Salah satu sektor kebijakan ekonomi yang mempunyai
pengaruh besar pada kondisi perekonomian secara umum
adalah kebijakan penanaman modal. Penanaman modal
menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional
sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
pembangunan ekonomi  berkelanjutan, meningkatkan
kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong
pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian

yang berdaya saing.

No Indikator Kondiel Fahun
1 | Jumlah Investor PMDN dan PMA 42
Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan 80%
yang Diselesaikan Tepat Waktu
3 | Lamanya hari proses perizinan 10
4 | Indeks Kepuasan Masyarakat 79,06
S | Persentase penyelesaian penangan pengaduan 100%

m) Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan potensi yang besar jika dimanfaatkan
seoptimal mungkin untuk dilibatkan dalam proses-proses
pembangunan, pemuda memiliki potensi yang strategis dan
berperan aktif dalam peningkatan organisasi kepemudaan
dalam pembangunan.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang
tumbuh dan eksis dalam masyarakat diantaranya KNPI
maupun Kelompok Pemuda (Karang Taruna) sebagai wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang
atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan
untuk masyarakat.

Dalam hubungannya dengan pembangunan kepemudaan perlu
adanya komitmen pelaku kebijakan sebagai isu dan melibatkan
pemuda sebagai bagian penting dalam menunjang
pembangunan, tidak bisa dipungkiri lagi pemuda tidak akan
pernah lepas dari olahraga sehingga dengan olahraga pemuda
dapat menghilangkan perilaku negative dan mereka bisa

belajar menghargai orang lain.
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Statistik

Statistik memuat data-data untuk memenuhi kepeluan
penyusunan rencana pembangunan perihal kondisi umum
suatu daerah, pemerintahan, kependudukan, sosial,
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian,
pertanian, dsb.

Kebudayaan
Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Gunung Mas
tidak terlepas dari penyelenggaraan festival seni budaya dan

pengembangan pariwisata daerah.

Kondisi Tahun
No Indikator 2017

1 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 1
(kali)

2 | Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 1
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang

3 ) . 25
dilestarikan

Perpustakaan

Gambaran umum pemerintah Kabupaten Gunung Mas sampai
dengan tahun 2017 memiliki 1 buah perpustakaan pemerintah
daerah. Mengingat minat baca masyarakat Kabupaten Gunung
Mas pada umumnya masih rendah, maka perlu dikembangkan

perpustakaan di daerah berupa perpustakaan desa.

No Indikator Kondzizi l'gahun
1 | Jumlah perpustakaan 1
a. Jumlah Perpustakaan umum 40
b. Jumlah perpustakaan sekolah :
-. SD/MI 166
-. SMP/MTs 56
-. SMA/MA 13
c. Jumlah perpustakaan desa/kelurahan 50
d. Jumlah perpustakaan rumah ibadah 0
e. Jumlah perpustakaan perguruan tinggi 0
2 | Jumlah anggota 1.478
3 | Jumah pengunjung 4.028
4 | Jumlah koleksi bahan perpustakaan 30.130
Kearsipan

Kearsipan yaitu suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan,
pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan juga kegiatan

penyimpanan untuk warkat menurut sistim yang telah
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ditentukan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1971, menyatakan bahwa arsip ialah naskah yang dibuat dan
diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan
pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan
tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan
kegiatan atau dengan kata lain arsip sebagai hasil endapan
informasi pelaksanaan kegiatan instansi yang tercipta karena

fungsi instansi berjalanan dan disimpan untuk dipergunakan.

3) Fokus Urusan Pilihan.

a)

b)

Energi dan sumberdaya mineral

Sumberdaya merupakan sesuatu yang berguna dan
mempunyai nilai di dalam kondisi dimana kita
menemukannya, sumberdaya energi dan mineral terdiri atas
sumber energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas
bumi, gambut dan batu bara serta sumberdaya lain selain itu
juga terdapat energi terbarukan seperti tenaga air, tenaga
angin, panas bumi, biomassa dan tenaga surya.
Kesejahteraan manusia dalam kehidupan modern sangat
ditentukan oleh jumlah dan mutu energi yang
dimanfaatkannya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, selain itu juga energi merupakan unsur penunjang
yang cukup penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dan
sangat menentukan keberhasilan pembangunan sektor
lainnya. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan energi dalam
jumlah dan mutu yang memadai merupakan upaya yang
senantiasa harus menjadi perhatian dan energi merupakan
komoditas yang dapat diperdagangkan.

Kehutanan

Data luas hutan di Kabupaten Gunung Mas didasarkan SK
Menhut No.529/Menhut-11/2012 seluas 980.763,79Ha.
Kawasan hutan tersebut dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu
hutan produksi/hutan produksi terbatas/hutan lindung
seluas 737.557,80 Ha dan hutan produksi yang dapat
dikonversi seluas 243.205,99Ha. Luas hutan yang sudah
dieksplorasi untuk HP/HPT/HL adalah seluas 11.482,43 Ha
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dan untuk HPK seluas 88.070 Ha. Hutan di wilayah kabupaten
Gunung Mas tidak luput pula dari aksi perusakan dan
penjarahan. Total luasan kerusakan dan penjarahan hutan
adalah 81.007,02 Ha. Persentase luas hutan lindung
dibanding total luas hutan adalah 6,03% dan luas rehabilitasi
hutan yang sudah dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten
Gunung Mas seluas 1.500 Ha.

Kelautan dan perikanan

Perikanan di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan jenis
budidayanya dibagi dalam 2 jenis yaitu kolam (fresh water
pond) dan keramba (Cage). Luas perairan perikanan darat
pada tahun 2016 untuk jenis kolam seluas 79,60 Ha dan untuk
jenis keramba sebanyak 334 unit. Sedangkan produksi
perikanan darat menurut jenisnya pada tahun 2016, untuk
kolam sebesar 2922,32 ton dan untuk keramba sebesar 440,74
ton. Untuk jenis komoditas perikanan tangkap yang
dipasarkan komoditinya adalah ikan patin (301,10 ton), lais
(31,90 ton), baung (15,10 ton), belida (8,70 ton), betok (7,50
ton), gabus (7,80 ton), gurame (4,80 ton), jelawat (4,70 ton),
toman (6,20 ton) dan udang (2 ton). Sedangkan untuk
perikanan kolam komoditinya adalah nila (142,93 ton), patin
(301,10 ton), mas (60,62 ton), lele (73,33 ton) dan betok (7,50
ton). Potensi perikanan di Kabupaten Gunung Mas masih
sangat terbuka lebar. Hal ini disebabkan kesesuaian kultur
budaya yang terbiasa makan ikan dari kecil sehingga daya

serap pasar akan komoditas ikan cukup tinggi.

No Indikator Kond;zai 1’5,‘ahun
1 Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) 3.701,82
Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya 260,60
penangkapan (ton) !
3 Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg) 39
4 | Peningkatan produksi benih ikan (ribek) 207,88
5 | Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton) 27,84
Pariwisata

Sektor Pariwisata di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah
sektor ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan

karena memiliki keunikan dan keragaman. Bila dapat
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dikembangkan dengan baik, sektor pariwisata ini mampu
memberi peluang kesempatan kerja dan peningkatan
pendapatan bagi masyarakat setempat. Disamping itu juga
diharapkan dapat memberikan sumbangan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu upaya yang
harus segera dilakukan Pemerintah Daerah adalah
mempersiapkan masyarakat setempat, infrastruktur, dan
promosi sehingga mampu menarik minat investor
menanamkan modalnya di bidang pariwisata.

Objek wisata potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten
Gunung Mas yaitu :

Objek wisata alam Batu Suli dan Batu Tingkes

Objek wisata alam Sungai Hamputung

Objek wisata alam air terjun Batu Mahasur

Objek wisata alam Bukit Amai Rawang

Objek wisata budaya Betang Tumbang Korik

Objek wisata budaya Betang Damang Batu Tumbang Anoi
Objek wisata budaya Betang Tumbang Malahui

Berbagai potensi tersebut tentu saja dapat menjadi beberapa

O OO0 a o o o

paket wisata yang sangat menarik dan unik, sehingga mampu
memberikan daya tarik wisatawan mancanegara maupun
domestik. Berbagai kendala yang dihadapi dalam
pengembangan wisata di daerah ini adalah minimnya sarana
dan prasarana pendukung di lokasi wisata, terbatasnya sarana
dan prasarana transportasi menuju lokasi tujuan wisata dan

kurangnya kegiatan promosi, baik untuk para investor maupun

kepada wisatawan.
Kondisi Tahun
No Indikator 2017
1 | Kunjungan Wisata 9457
2 | Jumlah objek wisata daerah 1
3 | PDRB Sektor Pariwisata 70%
Pertanian

Pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia,
meskipun dapat dikatakan merupakan suatu “sumbangsih
nisbi” (relative contribution) sektor pertanian dalam
perekonomian dimana diukur berdasarkan proporsi nilai
tambahnya dalam membentuk produk domestik bruto tahun
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demi tahun kian mengecil. Hal itu bukanlah berarti nilai dan
peranannya semakin tidak bermakna. Nilai tambah sector
pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat dan
peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap
terpenting. Mayoritas penduduk Indonesia, yang sebagian
besar tinggal didaerah pedesaan, hingga saat ini masih
menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.

Peranan pertanian di Kabupaten Gunung Mas sangat penting,
sebagai sektor andalan dalam peran terhadap laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas.

No Indikator Kond;(:)il'ls‘ahun
1 | Pertanian
% PDRB Sektor Pertanian 7,58
2 | Luas Panen Tanaman Pangan
Padi sawah (Ha) 939
Padi ladang (Ha) 2.228
Jagung (Ha) 59
3_[ Produksi Tanaman Pangan
Padi sawah (Ton) 2133
Padi ladang (Ton) 4395
Jagung (Ton) 150
Perdagangan

Empat sektor utama berdasarkan lapangan usaha yang
memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Gunung
Mas adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel &
restoran, sektor jasa-jasa serta sektor pertambangan dan
penggalian. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran
sebesar 8,85% terhadap nilai PDRB tahun 2016.

Perindustrian

Komoditas industri yang ada di Kabupaten Gunung Mas antara
lain industri agro dan hasil hutan meliputi indutri
meubel/kusen/moulding, industri tahu/tempe, industri
anyaman rotan, industri kripik pisang/singkong, industri
gilingan beras, industri kue basah, industri roti, industri batu
bata/batako. Cabang industri lainnya adalah industri
elektronika aneka dan industri logam mesin kimia meliputi
industri penempaan logam, industri bodi kapal / klotok, industri
bengkel, dan industri pembuatan teralis/pagar.
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Data tahun 2016 terlihat bahwa usaha perdagangan yang
memiliki STUP di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 2.262 buah
yang terdiri dari perdagangan besar, dan kecil/eceran.
Berdasarkan banyaknya bentuk perusahaan yang memiliki
SIUP adalah perusahaan perorangan sebanyak 210 buah.

h} Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk perpindahan

penduduk atau mobilitas penduduk dari suatu daerah ke

daerah lain dalam satu negara dengan tujuan antara lain :

(1) Membuka daerah dari yang padat ke yang kurang
penduduknya dan meningkatkan potensi daerah tujuan;

(2) Meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara
ekstensifikasi lahan;

(3) Secara sosial budaya meningkatkan persatuan dan
kesatuan bangsa;

(4) Pemerataan penyebaran penduduk;

(5) Meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional;

(6) Meningkatkan taraf hidup penduduk.

Ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di

kawasan transmigrasi pada tahun 2017 sebanyak 93,22 %.

4) Fokus Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
a} Administrasi Pemerintahan
Administrasi Pemerintahan memiliki kontribusi terhadap
struktur perekonomian pada PDRB. Kontribusi Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada
PDRG atas dasar harga berlaku menurut lapanangan usaha
sebanyak 6,41% pada tahun 2016, meningkat dari tahun

sebelumnya dari 6,09 %.

b) Perencanaan
Pelaksanaan urusan pemerintah bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam periode
2014-2019 secara makro yang berkaitan dengan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan

pembangunan daerah antara lain: perumusan kebijakan teknis
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perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan daerah dan pembinaan tugas perencanaan

pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja perencanaan pembangunan daerah selama

periode 2010 -2016 anatara lain:

1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah
yang meliputi Rencanan Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) 2009-2028, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dari tahun 2014 sampai dengan
Tahun 2019 serta Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);

2) Tersedianya Laporan  Pelaksanaan dan  Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berupa Laporan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kabupaten Gunung Mas, Laporan Kegiatan Triwulan
kegiatan;

3) Tersedianya dokumen data /statistik daerah untuk
penyusunan rencana pembangunan daerah;

4) Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan
daerah;

5) Terselenggaranya bimbingan teknis/workshop perencanaan
pembangunan daerah;

6) Terselenggaranya perencanaan pembangunan secara
partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan dokumen
rencana kerja pembangunan daerah;

7) Tersedianya Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
Prasarana dan sarana penunjang yang ada di Kabupaten Gunung

Mas antara lain :

% Perhubungan Udara, dimana Kabupaten Gunung Mas sudah
memiliki Lapangan Udara yaitu Bandara Sangkalemu yang hanya
dapat disinggahi oleh pesawat perintis. Kegiatan lalu lintas udara
Bandar Udara Sangkalemu dimulai pada tahun 2007. Penerbangan
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ketika itu dilakukan hanya sebanyak 37 kali kedatangan dan 37 kali
keberangkatan. Untuk tahun 2008 tidak ada penerbangan dan
untuk tahun 2009 telah mulai dilakukan penerbangan pada awal
bulan Maret bekerjasama dengan Perusahan Penerbangan Avia-Star
dengan jadwal penerbangan rabu dan jum’at setiap minggunya.
Tahun 2010 penerbangan dilakukan tiap hari senin dan jum’at.
Jumlah penerbangan tahun 2010 sebanyak 105 kedatangan dan
keberangkatan, dengan jumlah penumpang datang sebanyak 589
penumpang, yang berangkat 692 penumpang. Untuk tahun 2011
terjadi penurunan jumlah penumpang baik yang datang maupun
yang berangkat dikarenakan jadwal keberangkatan dan kedatangan
yang berkurang yaitu 99 kali kedatangan dan keberangkatan
sedangkan jumlah penumpang yang datang sebanyak 415
penumpang dan 544 penumpang untuk keberangkatan. Tahun
2012 terjadi peningkatan penerbangan baik kedatangan maupun
keberangkatan yaitu 161 kali dan untuk penumpang datang
sebanyak 384 penumpang dan 522 penumpang untuk
keberangkatan. Sedangkan untuk tahun 2013 terjadi penurunan
baik untuk kedatangan /keberangkatan maupun jumlah penumpang
ataupun barang. Jumlah kedatangan dan keberangkatan pada
tahun 2013 sebanyak 41 kali dan untuk jumlah penumpang datang
sebanyak 107 orang dan keberangkatan sebanyak 120 orang. Pada
tahun 2014, terjadi kenaikan untuk kedatangan/keberangkatan
pesawat berjumlah 83 kali, sedangkan jumlah penumpang datang
sebanyak 184 orang dan penumpang berangkat 255 orang. Selain
penerbangan komersial yang merupakan kerjasama Pemerintah
propinsi dan kabupaten, juga ada penerbangan perintis oleh MAF
(pesawat type capung) yang juga melayani hal yang bersifat sosial.
Jumlah kedatangan dan keberangkatan pada tahun 2014 sebanyak
166 kali dan untuk jumlah penumpang datang sebanyak 184 orang
dan keberangkatan sebanyak 255 orang. Pada tahun 2015 terjadi
penurunan jumlah penumpang baik yang datang maupun
keberangkatan dikarenakan jadwal keberangkatan dan kedatangan
yang berkurang yaitu 64 kali kedatangan dan keberangkatan
sedangkan jumlah penumpang yang datang 134 orang dan
penumpang yang berangkat 142 orang. Pada Tahun 2016 terjadi

penurunan jumlah penumpang baik yang datang maupun
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keberangkatan yang berkurang yaitu 3 kali kedatangan dan 3 kali
keberangkatan dengan jumlah penumpang yaitu 8 orang yang
datang dan 14 orang yang berangkat.

Perhubungan darat yaitu infrastruktur jalan berdasarkan data dari
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas tahun 2014 yang
terdiri atas ruas jalan negara 308,173 Km, ruas jalan provinsi
110,460 km, ruas jalan Kabupaten pada Tahun 2016 adalah
738,992 km. Tahun 2016 panjang ruas jalan kabupaten 738,992
Km. Jenis permukaan jalan beraspal pada Tahun 2016 meningkat
menjadi 154,841 Km dibandingkan pada Tahun 2015 yaitu 113,662
Km.

Telekomunikasi berupa 1 unit Stasiun Telkom di Kuala Kurun yang
dapat melayani hubungan SLJJ dan SLI. Kemudian juga didukung
pula dengan aktifnya stasiun transmisi untuk telepon selular yang
diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi melalui
handphone yang disediakan oleh provider Telkomsel dan Indosat.

Pada tahun 2016, jumlah produksi listrik sampai dengan bulan
desember 2016 di wilayah Kabupaten Gunung Mas mencapai
29.877.041 Kwh dengan jumlah dijual 26.877.651 Kwh, dipakai
sendiri 151.570 Kwh dan susut/hilang sebesar 3.148967 Kwh. PLN
wilayah Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2016 mampu melayani
11.300 pelanggan.

Air bersih dari PDAM masih terbatas hanya di Ibukota Kabupaten,
dan beberapa Ibukota Kecamatan. Berdasarkan data dari PDAM,
jumlah pelanggan untuk tahun 2016 sebanyak 11.300 pelanggan.
Jumlah ini meningkat 7,94% persen terhadap jumlah pelanggan
tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.721 pelanggan. Jumlah
air bersih yang disalurkan untuk melayani kebutuhan pelanggan di
wilayah Kabupaten Gunung Mas tahun 2016 sebesar 671.549 ms3.

Berdasarkan data Kantor Pos Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017
berjumlah sebanyak 6 Unit dengan status Kantor Pos Cabang dan 1
Unit dengan status loket Ekstensi.

Sektor perbankan berfungsi sebagai penghimpun dana masyrakat
dan memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan
perekonomian. Sampai tahun 2017, sudah terdapat 4 buah bank
yaitu BRI, Mandiri, BNI dan Bank Kalteng, baik berupa cabang
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pembantu, unit maupun kantor kas yang ada di Kabupaten Gunung
Mas dan tersebar di Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah,
Kecamatan Manuhing, Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan

Kecamatan Rungan.

Untuk menunjang pariwisata maupun kegiatan bisnis di Kabupaten
Gunung Mas, terdapat beberapa sarana akomodasi yang layak dan
memadai berupa hotel dan losmen. Sampai dengan tahun 2016 di
Kabupaten Gunung Mas terdapat 18 buah hotel dan losmen dengan
total jumlah kamar sebanyak 325 kamar dan terbagi atas kamar
dengan fasilitas AC sebanyak 98 kamar dan Non AC sebanyak 225
kamar.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD
SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD.

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Gunung Mas Tahun 2017 ini memuat beberapa hal pokok, yaitu :

a.

o

e

a

o

-

Jumlah program dan kegiatan pada RKPD perubahan Tahun 2017
yang masuk dalam APBD perubahan Tahun 2017.

Jumlah Program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD perubahan
Tahun 2017 yang tidak direalisasikan pelaksanaanya dalam APBD
perunahan Tahun 2017.

Jumlah Program dan Kegiatan yang termuat dalam RKPD perubahan
Tahun 2017 namun masuk pelaksanaanya dalam APBD Tahun
2017.

Jumlah presentase Program dan Kegiatan yang tidak masuk dalam
RKPD Tahun 2017.

Jumlah Persentase Program dan Kegiatan yang tidak termuat atau
tidak terangkum dalam RKPD perubahan Tahun 2017 namun
pelaksanaannya dalam APBD Perubahan Tahun 2017.

Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun
2017 sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2017.

Evaluasi RKPD Perubahan Tahun 2017 ini berdasarkan masing-

masing Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Gunung Mas adalah

sebagai berikut :
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. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 122 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 101 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 11 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Tahun 2017 adalah 10
kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang
masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 90,98 % dan
jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017
yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 8,20 %.

. DINAS KESEHATAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 69 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 58 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD perubahan Tahun 2017
adalah 10 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 1 kegiatan, jumlah presentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 85,51
% dan jumlah Presentase kegiatan di luar RKPD Perubahan 2017
yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 1,45 %.

. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 34 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
94,59 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2,70 %.
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4. DINAS PEKERJAAN UMUM

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 212 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 165 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 23 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 24 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
89,15 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 11,32 %.

5. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 62 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 58 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
98,39 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 4,84 %.

6. DINAS PERHUBUNGAN
Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 29 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 29 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah O kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah O kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
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100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 0,00 %.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 40 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 40 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah O kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah O kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 0,00 %.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 33 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 33 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah O kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 0,00 %.

DINAS SOSIAL

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 34 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah O kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
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Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 8,11 %.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 34 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 33 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah O kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2,94 %.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 48 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 44 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
95,83 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 4,17 %.

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
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2017 adalah 31 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 3 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
91,89 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 8,11 %.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah O kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah O kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 0,00 %.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jumilah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 26 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 23 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
96,15 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 7,69 %.
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15. SEKRETARIAT DAERAH

16.

17.

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 129 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Tahun Perubahan 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 94 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 20 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 15 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
84,50 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 11,63 %.

SEKRETARIAT DPRD

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 38 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 38 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah O kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 0 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 0,00 %.

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 46 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Tahun 2017 adalah
1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD Perubahan yang
masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 95,65 % dan
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jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan Tahun 2017
yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah 2,17 %.

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 87 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 77 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 7 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
91,95 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 3,45 %.

INSPEKTORAT KABUPATEN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 33 Kkegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 30 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah O kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 9,09 %.

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 51 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 49 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah O kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
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2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 3,92 %.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 37 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 36 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah O kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2,70 %.

KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 47 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
95,74 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 4,26 %.

KECAMATAN SEPANG

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 52 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
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2017 adalah 48 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 4 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah O kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
92,31 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 0,00 %.

KECAMATAN TEWAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 50 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 46 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
96,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 4,00 %.

KECAMATAN MANUHING

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 54 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 48 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 3 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
94,44 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 5,56 %.
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KECAMATAN RUNGAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 42 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 39 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
97,62 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 4,76 %.

KECAMATAN MIHING RAYA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 51 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 49 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2016 adalah
98,04 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 1,96 %.

KECAMATAN RUNGAN HULU

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 54 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 48 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 5 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
98,15 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
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Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 9,26 %.

KECAMATAN DAMANG BATU

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 34 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 32 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
97,06 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2,94 %.

KECAMATAN MANUHING RAYA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 42 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 40 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
97,62 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2,38 %.

KECAMATAN MIRI MANASA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 38 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 4 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
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2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
90,70 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2,33 %.

KECAMATAN KURUN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 79 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 75 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
97,47 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Peubahan Tahun 2017 adalah
2,53 %.

KECAMATAN RUNGAN BARAT

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 43 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 34 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 7 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
95,35 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 16,28 %.

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 78 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 71 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
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Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 5 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
93,59 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2,56 %.

. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 51 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 46 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
96,08 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 5,88 %.

. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 36 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 33 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
97,22 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 5,56 %.
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DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 47 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
95,74 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 4,26 %.

. DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 40 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 36 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 1 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 3 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
97,50 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 7,50 %.

. DINAS KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 39 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 36 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 1 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
94,87 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
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Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2,56 %.

. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 50 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 40 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 4 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 6 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
92,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 12,00 %.

. DINAS PERIKANAN

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 41 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 37 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 2 kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 2 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
95,12 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 4,88 %.

42.DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH

Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan dan APBD Perubahan
Tahun 2017 adalah 47 kegiatan, Jumlah Kegiatan pada RKPD
Perubahan Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun
2017 adalah 43 kegiatan, jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang tidak masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah O kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak masuk dalam RKPD
Perubahan Tahun 2017 tapi masuk dalam APBD Perubahan Tahun
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2017 adalah 4 kegiatan, jumlah persentase kegiatan pada RKPD
Perubahan yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017 adalah
100,00 % dan jumlah persentase kegiatan di luar RKPD Perubahan
Tahun 2017 yang masuk dalam APBD Perubahan Tahun 2017
adalah 8,51 %.

Tabel Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun
2017, tahun berjalan dan realisasi RPJMD.
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Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah.

Beberapa permasalahan makro yang dihadapi oleh Pemerintah

Kabupaten Gunung Mas dalam pengelolaan pembangunan daerah antara
lain adalah :

1.

w

+

o

N

\0

Melanjutkan  penyelenggaraan  birokrasi dan tata  kelola
kepemerintahan (Governance) untuk menciptakan pelayanan publik
yang berkeadilan (tertib administrasi data, penerapan SPM, data dan
statistik yang mutakhir sebagai bahan penyusunan kebijakan dan
perencanaan).

Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang
rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan yang masih sangat
besar;

Masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan
dikarenakan kondisi geografis yang sulit terjangkau akses;

Tingkat pengangguran terutama setengah menganggur masih tinggi
dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan;

Tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah;
Kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup
mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
Masih rendahnya kualitas pelayanan publik;

Proses desentralisasi masih belum berjalan.

Belum adanya kepastian hukum tentang hak ulayat/kelola
masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan berinvestasi di
Kabupaten Gunung Mas.

. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya jalan

darat dan jalan khusus guna angkutan hasil produksi sumber daya
alam,

. Masalah Stunting. Stunting adalah adalah masalah gizi kronis yang

disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya
karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting
terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak
berusia dua tahun. Adapun tanda-tanda Stunting adalah :

- Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya;
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Proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih

muda/kecil untuk usianya;

Berat badan rendah untuk anak seusianya;

Pertumbuhan tulang tertunda;

Pada tahun 2016 angka Stunting di Kabupaten Gunung Mas masih
tinggi. Angka stunting di Gunung Mas berada di urutan ke-6 di
Kalimantan Tengah yaitu 32,6%.

Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah.

Urusan Pendidikan

a. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, sekitar 8,9 Tahun

b) Terbatasnya ketersediaan SMA/SMK/MA Negeri

c¢) Tidak meratanya pendistribusian Guru

d) Rendahnya mutu dan tata kelola pendidikan dasar

e) Keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan
menengah dan tinggi

Urusan Kesehatan

a. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
dasar dan rujukan sesuai dengan standard akreditasi nasional

b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka
Kematian Ibu (AKI) serta Balita Kurang Gizi di masyarakat.

c) Keterbatasan fasilitas kesehatan yang melayani rawat inap
dikarenakan jumlah tempat tidur yang kurang mencukupi
kebutuhan pelayanan masyarakat

d) Keterbatasan tenaga kesehatan terutama Dokter Spesialis di
RSUD dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

e) Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non medis di
puskesmas dan jaringannya

f) Belum optimalnya promosi kesehatan terutama masih
rendahnya cakupan desa siaga aktif

g) Belum tersedianya RSUD yang representatif setingkat tipe B

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum oleh PDAM
b) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru
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c) Rendahnya persentase jumlah rumah yang menggunakan air
bersih yang layak

d) Lemahnya perlindungan sumber mata air

e) Rendahnya kepedulian masyarakat dan swasta/dunia usaha
terhadap bidang kesanitasian

f) Cakupan pelayanan persampahan sampai saat ini baru
melayani daerah-daerah yang termasuk wilayah perkotaan

g) Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

h) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
persampahan

i) Belum adanya TPS di tiap kecamatan

j) Terbatasnya cakupan pelayanan jaringan jalan dan belum bisa
mengimbangi pergerakan barang dan orang

k) Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik hanya 24,51 % Tahun 2017

1) Rendahnya kualitas jalan perdesaan

m) Masih banyak jembatan yang rusak dan belum terbangun

n) Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi
dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a) Masih banyaknya rumah tidak layak huni di perdesaan
b) Terbatasnya Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan
permukiman

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat
a) Pelanggaran peraturan daerah makin meningkat
b) Makin tinggi dan beragam tingkat kriminalitas di masyarakat
c) Keterbatasan jumlah anggota satpol PP dan PPNS
d) Belum optimalnya pembinaan Satuan LINMAS

6) Sosial
a) Data PMKS dan penduduk miskin belum akurat dan aktual
b) Belum ada kebijakan pagu indikatif anggaran kemiskinan dan
pronangkis sesuai karakteristik kemiskinan daerah
c¢) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
masih rendah
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7) Tenaga Kerja
a) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana
pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha
b) Rendahnya pembukaan lapangan kerja baru

8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Masih rendahnya pemberdayaan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak

b. Masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan

c. Makin meningkatnya jumlah dan jenis kasus KDRT, serta
belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap
perlindungan perempuan dan anak

d. Belum terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam

pembangunan

9) Pertanahan
a. Makin sulit dan mahalnya pengadaan tanah untuk kepentingan
umum
b. Banyak tanah/lahan kosong terlantar tak termanfaatkan
c. Masih ada potensi sengketa dan konflik pertanahan

10) Lingkungan Hidup

a) Degradasi sumber daya alam khususnya air dan lahan, yang
ditandai dengan deplesi sumber air (air permukaan dan air
bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya), semakin
meluasnya lahan kritis, penurunan produktifitas lahan,
semakin meluasnya kerusakan lahan (terutama karena
penambangan liar)

b) Permasalahan Pencemaran yang meliputi pencemaran air,
udara maupun tanah

c¢) Lemahnya fungsi pengendalian

d) Masih rendanya tingkat Kkesadaran para pelaku usaha
dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
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11) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
a) Keterbatasan akses layanan dan tertib administrasi
pengelolaan kependudukan dokumen kependudukan dan
catatan sipil
b) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
data kependudukan dan catatan sipil

12) Pemberdayaan Masyarakat Desa

a) Masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa
dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan desa

b) Terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa

c) Belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga
masyarakat desa

d) Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung
penyelenggaraan pemerintah desa

e} Masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan

f) Menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam
pembangunan desa

g) Belum ditetapkannya target PADes

13) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a) Keterbatasan tenaga penyuluh program KB
b) Rendahnya usia perkawinan pertama
¢) Lemahnya institusi KB
d) Terbatanya pembinanaan ketahanan keluarga
e) Lemahnya data kependudukan

14) Perhubungan
a) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan
angkutan jalan
b) Belum optimalnya rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota
Kabupaten

15) Komunikasi dan Informatika

a) Terbatasnya cakupan layanan untuk infrastruktur
telekomunikasi kabel
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b) Terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati
layanan telekomunikasi nirkabel _

¢) Belum terintegrasinya layanan pemerintah berbasis teknologi
informasi

d) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukun

pelaksanaan E Goverment

16) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Masih rendahnya kualitas/pengelolaan manajemen Koperasi

b) Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-
undangan tentang perkoperasian

¢) Masih rendahnya Qualifikasi/kualitas SDM koperasi

d) Terabatasnya akses terhadap potensi pasar dan sumber
produktif lainya

e) Masih terbatasnya kemampuan akses permodalan

f) Masih kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha

g Masih rendahnya tingkat keterampilan pelaku UKM

h) Masih kurangnya inovasi dan penerapan TTG yang
berdampak pada kemampuan daya saing produk

17) Penanaman Modal
a) Rendahnya investasi karena iklim investasi kurang mendukung
b) Belum semua kewenangan perizinan diselenggarakan secara
terpadu
¢) Kurangnya daya dukung regulasi dan kebijakan investasi
d) Lemahnya data dan informasi penanaman modal

e) Rendahnya promosi investasi penanaman modal

18) Kepemudaan dan Olah Raga

a) Pembinaan olahraga yang belum terpadu antara olahraga
pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di
lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok
atlit

b) Keterbatasan peran pemerintah daerah dalam proses
penjaringan, panyaluran dan kompetisi atlet potensial secara
berjenjang

c¢) Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga
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d) Rendahnya prestasi olah raga daerah pada kompetisi regional

dan nasional

19) Statistik
a) Belum tingginya kesadaran pentingnya data statistik
b) Rendahnya ketersediaan statistik sektoral yang dimiliki
pemerintah daerah

20) Kebudayaan
a) Rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas

perubahan global

b) Belum optimalnya proses regenerasidalam rangka pewarisan
budaya daerah

c) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi
industri kreatif

d) Masih rendahnya sumber Daya Manusia yang kompeten dalam
Bidang Kebudayaan

21) Perpusatakaan
a) Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat
b) Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan
c) Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan (Pustakawan)

22) Kearsipan
a) Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan

b) Terbatasnya tenaga pengelola kearsipan (Arsiparis)

23) Kehutanan
a) Rusaknya sumber mata air karena penebangan pohon di
sekitarnya
b) Nilai tambah komoditas kehutanan yang rendah karena dijual
dalam bentuk barang mentah

24) Kelautan dan Perikanan

a) Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya air tawar,
payau dan laut
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b) Rendahnya kualitas induk ikan yang digunakan masyarakat
pembenih ikan
¢) Masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan ikan

25) Pariwisata
a) Aksesibilitas, Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta atraksi
wisata yang belum optimal
b) Masih rendahnya minat pihak ke tiga untuk mengelola potensi
pariwisata
¢) Belum optimalnya startegi pemasaran pariwisata
d) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata

26) Pertanian

a) Sektor pertanian bukan lagi pilihan utama sebagai sumber
mata pencaharian

b) Penurunan kesuburan tanah akibat praktek pertanian intensif
bertahun-tahun

¢) Menurunnya kualitas infrastruktur pertanian terutama
jaringan irigasi tersier

d) Input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya
disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk
pengembangan usaha

e} Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas

f) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca
panen

g) Rendahnya kualitas dan nilai tambah produk yang dihasilkan

h) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri

i) Kurangnya sumber daya penyuluh pertanian

j) Belum diterapkannya pembangunan pertanian yang
menerapkan sistem pertanian terpadu (Integrated farming
System)/belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam
penyediaan bahan pupuk organic

k) Masih kurangnya/lemahnya penelitian-penelitian yan;g
berorientasi pada produk-produk unggulan pertanian/inovasi
produk pertanian

1) Distribusi subsidi pupuk masih kurang lancer

m) Belum tersertifikasinya produk buah-buahan local
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n) Sistem agribisnis dari sub sistem pemasaran masih lemah dan
infrastruktur penunjang belum ada (terminal agribisnis})

o) Kawasan hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan
belum terkelola dengan baik

p) Masih lemahnya aspek permodalan (aspek sub sistem
penyediaan jasa agribisnis masih lemah)

q) Belum konsistennya dan terbatasnya pelaksanaan sistem

pertanian organik

27) Perdagangan
a) Belum terbentuknya lembaga kemetrologian
b) Masih kurangnya kualitas produk unggulan yang berdaya saing
¢) Belum adanya pasar induk kabupaten
d) Belum ada penataan dan pemberdayaan PKL

28) Perindustrian
a) Masih Rendahnya struktur industri dan pemberdayaan IKM
untuk dapat mendorong sector ekonomi daerah
b) Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra-sentra industri
c¢) Belum memadainya peralatan produksi dan keterbatasan
bahan baku
d) Akses teknologi terbatas

29) Administrasi Pemerintahan

a) Kelembagaan OPD masih belum sepenuhnya berdasarkan
prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur
organisasi belum tepat fungsi dan tepat ukuran

b) Reformasi birokrasi belum optimal

c) Belum optimalnya tata laksana/sistem kerja

d) Belum optimal dan proporsionalnya pemberian tunjangan
kinerja

30) Perencanaan
a) Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran
b) Lemahnya data dan informasi pembangunan
c) Sistem Perencanaan belum terintegrasi dengan Sistem

Penganggaran
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d) Masih rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan

Keuangan

a) PAD rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer
masih tinggi

b) Sebagian aset belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai
sumber pendapatan

c) Terbatasnya personalia pengelola keuangan daerah dengan
latar belakang pendidikan akuntansi

d) Terbatasnya pemutakhiran penilaian objek pajak secara massal

Kepegawaian

a) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong
peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang
adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.

b) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan
Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai
dan proporsional

c) Masih rendahnya disiplin aparatur

d) Belum memiliki sarana dan prasarana pengembangan aparatur

e) Cakupan peserta Diklat masih kecil, 5% dari total pegawai per
tahun

f) Kekuarangan pegawai untuk formasi tertentu
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EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

KABUPATEN GUNUNG MAS
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Penyediaan pelay k [ kinerja UPTD 77 500,000 - Dinas Pencidikan dan
Kecamatan Mid Manasa Kebudavaan
Penyedi pelay 1 p g P kinerja UPTD 73540000 - Dinas Pencidikan dan
scamatan Rungan Holy =) b
Penyediaan pelayanan pening inena UPTD 77890 000 - Dinas Pencidikan dan
Kecamatan Manuhing Rava ) Kebudavaan
Peny pelay peningkatan nera UPTD &1.540 000 & Dinas Pencidikan dan
Bungan Barat ) Kab
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumiah sarana prasarana 10.125.540.000 1.543.745.6800 £0.000.000 - - 0.00% 1.542.745.600 19.20% Dinas Pendidikan dan
aparatur untuk mendukung Kebudayaan
pelayanan kepada masyarakat
Pemeliharaan rutinberiala mobil jabatan 30,000 000 - - Dinas Pendidikan dan
P t 30 000.000 = = Dinas Pendidikan dan
Ksbudavaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apa. g & 1.635.000.000 T21.141.409 120.000.000 - B 0,00% T21.141.409 44.11% Dinas Pendidikan dan
SDM melalui bimtek & sosialisasi Kebudayaan
Bumbengan teknis implementas peraturan perundang- 120000 000 - Dinas Pendidikan dan
undangan ¢ 1
Program L o gan sistem patar] T ya pelap 517.400.000 621.808.110 245,200,000 - B 0,00% £21.808.110 120,18% Dinas Pendidikan dan
capaian kinerja dan keuangan Kebudayaan
yang tepat waktu dan sesuai
Penyusunan Laporan Rensira, Renja SKPD *) 33 000000 - - Daras Pencidikan dan
Kbt
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Target RPIMD pada tahun
2014 sid 2019

Realisasi Capalan Kinerja
RPJMD s/d RKPD Tahun

Laly (2017)

Target Kinerja dan

Tingkat Capalan

Anggaran RPJMD
/d tahun 2018
R} Trivulan 1)

K Rp.

15= 145100 %

10 000.000 000

000 000 000

000 00O 000

Jumlah paket perencanaan,
jalan & )

143.733.600.000

114.604.075.200

10.000.000,000
68.822 400,000

0.00%

114,604 075.300

T8.73%

7.625 000 000

1.750.000 000

nnn:ynum.& n Jalan 4:333 Samui - Tukay B)S "

15.275 000 000

gunan Jalan Tumb: Malahes - Kuayan
EJ

8,150 000 000

Pembangunan Jalan Harang Kramat - Bereng Jun [DAK) %)

15.27%.000.000

Pembangunan Jalan Menuju Oprit Jembatan Sei Kahayan di
Kecamaran Sepang *1)

2000 000000

Pembangunan Jalan Simpang Jatan Kuala Kurun Linay
ﬂﬁE I :&E&x» s_d».o:

6.747 400 000

3 500 000 000

3 500,000 000

5000 000 000

gan titik alr
nu: Asqﬂw..nc_.:ai saluran

9,325.000.000

9.862.147.240

750 000 000

0,00%

8.B62.147.240

105,76%

250,000 000

ta:_v-:e:?. Q.s.__.os Jalan D!._:a.. dan Jalan 3__! Balay
dalam Kota Tewah (Lanhtan) *)

500 D00 000

Program P jalan dan }

Py dari rehaby

jatan dan |

ST.3T1.645.188

40.176.183.810

1.500.000 000

0,00%

40.176.183.810

70.03%

1.000 000 000

500 000 000

Sarana Dan

2952 538.000

625.766.559

10,000 000

0,00%

625.7656.559

21,19%

10 000 000

vo_._.:o_nsu: luasan Di yang
air ifaasl

18.187.096.529

18.502 500 000

0,35%

18.263.131.529

58.31%

423 000000

50 000000

4 104 000 000

8,555 000 000

§.370 500 000

1,250 000 000

0.00%

0.00%

1,000 000 000

250 000 000

Terbangunmya Sarana dan
Prasarana Infrastruktur

18

25 874.000.000

25.033.720.100

8010000 000

0.00%

25.033.720.100

500 DOO 000

200.000.000

'300.000 000

£00.000 00Q

500.000.000

750,000 000

2 gunan Jalan Lingkungan Jalan RTA Milona @i
Sepang Simin 7

500 000 000

Peningkatan Jalan menuju Pemakaman Umum Sangaran
Kuala Kyryn =

1.000.000.000

Peni i i h*)

500 000 000

400,000 000

Tumbang Mis 9

400 000000

Pembukaan Jalan Baru Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah
ot

8

8 8 ¥ B F I

[=] =] =]
clEile

.

i

g

i )

g 3

g

3 8 3 &




Tighat
Target dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi ap Kinerja dan P
Realisasi Capalan .a.li bl Copay Kinarja dan | Anggaran RPJMD s.d
Target RPJMD pada tahun RPJMD s/d RKPD Tah Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi tahun 2018 (Akhir Realisasi ;
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 sid 2018 berjalan yang dievalusi RKPD yang dievaluas!| - Anggaran RPJMD Perangkat Dasrah
Ladu [2017) Anggaran | Tzhun Pelaksanaan 3

Kegiatan {Outcameiegiatan (Output) (2018) 1 " L L (2018) AHPD ot RKPD) sid tahun 2018 Penanggung Jawab

= 2018 ! (8XTrivutan f)

K Rp. K Rp. K — Rp. x— Rp x_a x_ab_ —n_a. :_ Rp. x— Rp x_._ Rp. x_ Rp.

()] (4] 18) [ta) (8 (B} 10) 12)=B+0+10+11 13 = 12/7 x 1008 14=6B+ 12 15= 145100 % 15
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Hendrik Timang 320 000000 - - DPU
......... Jakatan Rava *)

Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pandih Batu Kelurahan 400,000 000 Py
Tumbana Tajgken ™)
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Lamiang Kelurahan 140.000 000 CPU
xxxxxx L}
Peningkatan Jalan Lingkungan ¢ Gang Boger Kelurahan 100.000.000 DPU
Kurun *)
Peningkatan Jalan Simpang Jalan Provinsi ke Desa Hurung B800.000.000 oPU
Bunut *)
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Warga Dalam 500 000 000 DPU
hao Tewah ")
og g F gan Jatan Umum *) Peningkatan Sarana dan B8.489.200.000 2.028.333.404 IITS T4 841 95,2350 007 95 360 987 2% 2.123.654.3T1 25.00% DPU
Prasarana Bl
Pembayaran Kuala Kurun ) 450 000 000 92 290 687 92 290 §67 vl
Pemeliharaan Janngan Listrik dan Trang PJU kota Kuala 58 720.000 - - DRy
Kutyun (Swpkeicigh =)
Pemolihar; aan PIU 433- Surya Kota Tewah dan Kota 43.004.941 DRy
E Kurun
P dan Peng 24,000 000 3100.000 3100000 oPU
" Perr g Bizdang Ki Per
dan P
Penggantian Tiang PJU dengan PJU Ten: th Surya " 2700 D00 000 - - DPy
Program Peng gan Kinerja P ] g Sarana dan 11.740.730.000 5.017.461 650 1.756 200 000 148 290 000 146 290 000 831% 5.163.751.650 43,98% bPU
B
Peningkatan operasi dan pemeliharaan pertamanan 1.755.500.000 146.290.000 148200 000 Py
(swakelcial "
Program Peng gan Kinerja Pengelotaan F F Pening 35.296 800,000 7.563.671.925 2 182 350 000 104 840 000 196 840 000 9.02% 7.760.511.925 21,99% DPU
pengelolaan sampah ramah
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan samna 2.182.350.000 196,840,000 196.840.000 oFU
an
Program P P Pembang | Per Terb ya Sarana dan 3.518.400.000 1.523.237.800 160.000 000 - - 0,00% 1.523.337.800 43,30% DPU
Prasarana sanitasi permukiman
Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas 7) 80,000 000 oPU
40,000 000 Dey
40.000.000 bPU
Terbangunmya Sarana dan 3.518.400.000 11.471.938.960 2551.852432 - - 0,00% 11.471.958.580 326,08% bRy
i 366892432 DRy
u!&.é nan d-ao_owoug.wxuﬁg nal dengan Meda 320,000 000 DPU
Bakier & Desa Tumbang Malano MDA 7
Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Medsa 200000 000 oPuU
Bakied di Dess Baty Nviwyh [DAK) =)
Pembangunan Tangki Septik Skata Komunal dengan Media 200.000 D00 pbPU
Bakler| di Desa S (DAK) )
Pembangunan Tangki Septik Skala Kemunal dengan Media 200.000.000 oPu
Hakterl di Desa Tymbang Paianoal (DAK) 7
Pembangunan Tangkl Septik Skala Komunal dengan Media 240.000 000 DPU
Bakter di Kelyrahan Tewah (DAK) =)
Pembangunan Tangki Septik Skala Kemunal dengan Media 320.000.000 oPy
Hakter di Kuals Kyryn (DAKI ™)
Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media 200.000.000 DPU
Eﬁu: [DAK) %
dual untuk kung DAK di Desa 240.000 000 bPU
._._.._.:up n B-_.-_S,_ i |
Pembangunan WC individual untuk mendulkung DAK di 165.000.000 oPy
Kelurahan Tewah 7]
Pembangunan WC Individual urtuk mendukung DAK di 100.000 000 oPy
Kuala Kurun®)
Program P k Cakupan Sistem Peny Alr Minum *| P gkatan Jumiah Penduduk 20.715.234.000 12.452.037.400 41.120.800 000 - - 0,00% 12.452.037.400 60,10% DRy
air minum
Pelaksanaan Koordinas! dan Operasicnal Program 88 500,000 Dey
PAMSIMAS 117
uEEBIE i KK Tewsh [DAK) 1) 4.909.500,000
n Pipa g IKK Kurun (DAK) ) 4 618 500 000 DRy
uq_.nrr-auu._ qk._ Pemanfaatan DAK Eidang Air Minum 8.000.000 DPU
(DAK) )
Peningkatan sarana dan prasarana air bersih di Desa Dahian 1.009.000 000 DPU
Jambuk (DAK) )




Tighat
dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Capaian | Realisasi Kinerja dan ._.Ingﬁnual!
Realisasi Capaian Kinerja Inget laeia Realisasi Capaian | \\oriadan |Anggaran RPUMDsa| KINeW
3 Target RPJMD pada tahun RPJMD £id RKPD Tahun Anggaran RKPD Tahun dan Anggaran Reolisasi tahun 2018 {AkhIr Realisasi
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 wid 2018 Laka (2017) berjalan yang digvalusi JESOEE Anggaran | Tahun Pelaksanaan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
Keglatan {Dutcame)Kegiatan (Outpit] (2018) 1 ] n v (2018) !n_o._ RIPD) s tahun 2018 Penanggung Jawan | [erengen
(SN Triwutan )
K Rp. K Rp. K Rp. Rp x__e a_au. x_ar x_ Rp. x_ s_ Rp. K Rp.
[il] 31 {4) {5 (5] ) (8 100 12)=8+5+10+11 |13 = 12/7 x 1008 14=8+137 15=14/5x100% {15) 17
Un..:v!..o.}- penyediaa .- Minum dan Sanitasi Berbasis 480,000 000 - oPu
9,457 S00 NG 10 840 00O 10840 000 011% 10,040,000 0.00% DPy
1,385 800 000 . - DPY
4,078 000,000 Dey
1,940 000 000 = - pey
103.200.318 10.840.000 10.840.000 oPU
725 500 000 DPU
622 500000 _DPU
§22 500000 C a DPU
Ketersedizan rencana tata ruang 9.392.450.000 2.454.400.508 285.000.000 15.873.000 15.873.000 557% 2.5610.273.508 26,73% DPU
pada wilayah strategis kab
70,000,000 DEY
nEEtEB 50000000 Dey
Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah ROTRK dan Peta 75.000.000 oPU
g_.uxﬂhxrnwxc_e bt ]
90 000 000 15 873 000 15 873 000 =]
185,964,000 220 000 000 - - 0.00% 185.964.000 0.00% Deu
220.000.000 Z . pey
481,280,000 154 250 000 31,395 000 31.385 000 20.35% $12.675 000 0.00% DEY
—70.000.000 31293000 31395 000 Doy
Scsial ket 84 250 000 . - oPU
kecamatan
Tertaksananya pembanguni 4,863 467.500 138.575.000 22222255 0,00% 138.575.000 2.85% Py
dan gcﬁﬂ!!..ﬂ-ﬂ 53
::::::
51722 556 Dey
155 500,000 DEY
15 000 000 =]
2.276 831 500 478 235 500 25 935 000 25 855 D00 543% 2.302.796 900 0.00% 0Py
99 570 400 . - pPy
145 675 100 16385 000 16 365 000 DPU
182 560 000 - - DPU
P d 50.000.000 9.600.000 9 600000 DPU
Pela .Su:n Pemban n n Bidang Perumahan dan
[ |
P 5 48 230 000 0.00% 0.00% DEyY
Kegiatan Saritasi dan Pengendalian Pembangun 48,230,000 oPU
P Pe b |
105 il a an Mas .
Program Administras| Peningkatan Kualitas Pelayanan 7.856.512.000 1.114.203.214 1.155 678 540 153710321 153.710.31 13,30% 1.267.913.538 16,06% Kesbangpel
Administrasi Perkantoran
16,500,000 1.330.000 1,350,000 Kesbangpol
24,868 000 5190709 5196789 Kesbanapel
203 : s Kesbangpel
18 807 500 3318.000 3.315000 Kesbangool
21 800 000 3 820 000 3.620.000 Kesbangool
£9 750 300 13330 690 13,330 980 Kesbangpol
24035400 S.702.000 6702 000 Kesbanaoel
8585000 . - Kesbangpol
11.400 000 - Kesbangpcl
Penayediaan bahan logistik kantor 63 470 000 4 570 000 570 000 Kesbangpel
¥ [rorer nk 31.970.000 7.870 000 Kesbangool
2 333 188 400 55.220 542 55220542 Kesbangpol
- 140 000 000 22425 000 22 425 000 Kesbangpel
Program F Sarana dan Jumlah sarana prasarana 511.200.000 B85.065.000 B3.825.000 9.330.000 9.350 000 MA™ 54 423000 184T% Kesbangpol
aparatur untuk mendukung
kepada ¥
£.000 000 = Kesbangpol
25825000 : = Hesbangpol
23.000.000 490.000 490 000 Kesbangpol
25 000,000 8870000 8870000 Kesbanopel =~




: Tinghat
- Tingkat Capatan
Target Kinerja dan Realisas! Kinerja Pada Triwulan . Realisas] Capal Capaian | Realisas! Kinerja dan Kinerja dan
‘Realisasi Capaian Kinerja - Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d Realisasi
Target RPJMD padatahuin | ‘oo uiny g RKPD Tahun | ANG9aran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran | "o yoei | tahun 2018 (Akhic :
Urusan/Bidang Urusan F Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 =i 2018 Lalu (2017) berjaian yang dievalusi RKPD yang dievaluasi Anggarsn | Tahun Pelaksanaan Anggaran RPJMO Perangkat Dasrah
Kegiatan (Outcame)Keglatan (Output) (2018) 1 L L v (2018) RKPD tahun RKPD) s/d tahun 2018 Penanggung Jama | KO8GR
2018 (%N Triwutan 1)
T = [ » [*[ & [f » [Wele=] » o] » [
3 [4) (5) ) ) [\ 101 12)=8+8+10+11 |13 = 12/7 x 1000 14=8+12 15= 1452100 % (19 (17
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 346.000.000 22.175.950 21.600.000 - . 0.00% 22475550 BA1% Kesbangpol
melalui pengadaan-pengadaan
pakalan dinas PNS
21,600 000 a = Kesbangpol
Program Daya P pasitas & 464.000.000 57.853.772 64.000.000 . - 0.00% 57.853.772 1247% Kesbangpel
SDM molalul bimtek & soslalisasi
gan teknis imp peraturan p 0 54 D00 000 . - Kesbangpel
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capalar| Terlaksananya pelaporan 74.000.000 6.000.000 £.000.000 . - 0,00% 6.000.000 8,11% Kesbangpol
capaian kinerja dan keuangan
yang tepat wakty dan sesual
Penyusunan laporan capaian knera dan ikhtisar realsasi 6.000 000 - - Kesbargpol
kinena SKPD
Program p a can I i painy aksi daerah 2.454.000.000 1.510.576.900 ZIT 4370 17.620 000 17.620.000 7.75% 1.528.196.900 B1.2T% Kesbangpol
penanganan gangguan
keamanan serta kerjasama dng
aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
30,800 000 5 450 000 5.450 000 Kesbangpol
35100000 7.450 000 7250000 Kesbangpol
15,760,000 - - Kesbangpol
73877100 = =
59.900.200 4710000 4710000 Kesbangpol
I 482,000,000 1.477.306,300 161,301,800 33040000 33,040 000 20.48% 1.510.346.300 313.35% Kesbangpol
41,880,000 1.830.000 _1.850 000 Kesbangpol
119 421600 25120000 25190000 Kesbangpol
|terlaksananya keglatan 2.5580.000.000 1.479.764.230 133.482.000 45115000 45.115.000 33,80% 1.224 879.230 AT 29% Kesbangpol
sarasehan dan soslalisasi
hels nenara
54 377 000 - - Kesbangpol
S3615.000 43115000 43115000 Kesbangpol
25 500 000 - = Kesbangpol
ter Y g 2.550.000.000 1.399.349.730 335.452.000 55.760.000 55.780 000 18,42% 1.455.105.720 55.18% Kesbargpcl
sarasehan dan sosialisas|
L hela panara
Scsialisas: Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan N 53 710,000 48 B850 000 45 850000 Kesbangool
nilal Lubur Budavs Bangsa "
P n 55210000 Kesbangpol
53530000 = = Kesbprgool
53285000 8900 000 8.800 000 Kesbangpol
123 747,000 - - Kesbangood
Terselenggaramya forum diskusi 2.456.000.000 911.801.300 302 851.500 70458 800 70 460 800 232w S82.271.200 29,89% Kesbangpol
politik, sosialisasi UU Partal
Politik & PP tig Ormas & LSM
25701500 2.600.000 2,600 000 Kesbangpol
53,025.000 38,124,900 381 Kesbangpol
121.500.000 26.690.000 26.600.000 Kesbangpol
51.125.000 3055000 3.055000 Kesbangpol
ol = = Kesbangpol
123170600 119,999 900 1.240.000 7.540000 5.20% _132.710.600 0.00% Kesbangool
§1.500.000 5 600000 5.600.000 Kesbangpol
16.996.900 1.640.000 1.840 000 Kesbangpol
51.500 000 - - Hesbangpol
huat kergunan ymal Beracama®)
Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Ekcnomi ._mm!_:._nxug kerjasma dalam 2352 522 000 £33.333.950 51.500000 - - 0,00% £33.333.550 26,92% Kesbangpol
rangka ketahanan sosbud,
monev, sarasehan & soslalisasi
Permandagri No38 thn 2007
Peraturan Perundang-undangan ¢ bidang 51.500.000 . - Kesbangpol
1 Sosial Budava *)
Program Pelay A i P g Palay 4.565.942 900 3s10.428.T10 4076352766 920911335 920.911.335 22,55% 4.431.037.045 97,05% SatpolPP
Administras| Perkantoran




L Capaian
. Realisas| dan U]
Target Kinerja dan Realizasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Capatan gai Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan | Anggaran sd
. Target RPIMO pada tahun | o jup o RKPD Tahun | 27993720 RKPD Tahan Kinerja dan Anggaran| “oojqoaei | ahun 2018 (Aknie |, Reshisssl ;
Urusan/Bidang Urusan Py Daerah dan Program | Indikator Kinerja Program 2014 sid 2018 Lalu 2017 berjaian yang dievalusi RKPD yang dievaluasi Anggarss | Tabor Peldibtnetn Anggaran RPJMD Perangkat Deerah
Kegiatan (OutcameKegiatan (Output) (2o018) 1 " " 1 (2018) - s/ tahun 2018 Penanggung Jawab Kalhcacoma
RKPD tahun RKPD)
2018 (%N Triwutan I}
K Rp. K Rp. K Rp. x_ Rp x_a.. s_an. :_wv K Rp. x_ Rp x_ Rp. K Rp.
(4 (5) [8) m ] (5 10) 12)=8+8+10+11  [13=127 x 1004 14=6+12 15=14/5x100% (13) 07
7820000 £30 000 1.850 000 SatpolPP
73.500 000 0339826 D3I EW SatpolPP
17.350 520 338000 4338 000 SatpolPP
37 266 060 318 000 9318 D00 SatpolPP
20000000 E SatpolPP
11.775.000 . SatpotPP
68,000,000 - E Satpofh
16.200.000 750,000 750000 SatpolFF
74 000.000 9450000 $ 450 000 SatpoiPP
5205000 1,500 000 1500000 SatpoPf
224 000 000 60,972 300 60 572 300 SatpalPP
3.453.083.156 813788 209 B13.788.205 SatpolPP
Rapat- 3 | ke dal e 80 000 000 ©.475 000 475 000 SatpolPP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumiah sarana prasarana B31.000.240 23.150.000 167.142538 18.295.000 18.295.000 10.85% 41.445.000 4.99% SatpolPP
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
T 3 = SatoolfP
100 000 000 14 235 000 14 265000 SatoolPP
tharaan la poralatan 45000000 4,030 000 4030 000 SatpolPP
Program peninghatan disiplin aparatur Meningkatmya disiplin kerja 844 957.000 400.407 500 4502000 2 - 0.00% 400.407.500 4237% SatpolPP
melalui pengadaan-pengadaan
pakalan dinas PNS
" N dinas i 4892 000 - - SatpolPP
Program Peningiatan Kapasitas Sumber Daya Ap g & kualftas 444 5T5.250 43.415.500 108,000 000 - - 0,00% 43415500 9.76% SatpoifP
SDM metalul bimtek & soslalisas|
Bimbingan teknis implementas: peraturan perundang- 108 000.000 - - SatpalP®
undanoan
Program p gl peng gan sistem capaiar T ya pelap 128 .000.000 21.600.000 18.850 000 - - 0,00% 21.600.000 16.88% SatpoiPP
capaian kinerja dan keuangan
yang tepat waictu dan sesuai
Penyusunan laporan capaian knefja dan ikhtisar realisasi 14,200.000 = = SatpolPP
kineria SKPLC
Penyusunan REARKA Perubahan-SKPD dan DPADRPA - 4.650 000 - - SatpolPP
SKPD "
Program peningl [ dan k gkungan |Mening sD 5.365.044.750 1.156.918.000 £10.040.000 . - 0,00% 1.156.918.000 21,56% SatpoiPP
aparat satpol pp dalam operasl
penegakan PERDA &
terpeliharanya ketentraman n
58840 000 Satpa!PP
$0.000 000 SatpoiPP
400 200 000 : - SatpoiPP
Terpelih dan 2.582.708.100 1.627.977.300 410.500.000 25.800.000 25800000 6,29% 1.683.777.300 64,03% SatpolPP
kantrantibmas & pencegahan
Hndak Il
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam 235.500 000 19,400 000 15.400.000 SatpoiP®
s
Peningkatan keqasama dengan aparat keamanan dalam 175.000.000 6 .420 000 6.400.000 SatpaifP
kan Perda dan P lanna
639.375.000 625.685.200 222.000.000 30.275.000 30.275.000 13.64% £55.960.200 102,55% SatpoiFP
222 000 000 30,275 000 30275 000 S3tpoif?
6.67T8.209.T2T 1.206.807.413 1.287.255.000 288093114 285093714 2223% 1.492.900 527 22.3%% Dinsos
3ATT.000 T95.000 785 000 Dinsos
$7.500 000 929500 8825583 Dingos
13 265 000 320000 3320000 Dinsos
38700 000 150,000 3150000 Dirrscs
84975000 21 243 000 21243 000 Dinsos
_10.800 000 = = Dinsos
13.000.000 - - Dinscs




TingRat
Tingkat Capaian
Target Kinerfa dan Kinerja Paca Realisasl Capai Capalan | Realisas! Kinerja dan i
Realisasi Capaian Kinerja D . Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d foane
Target RPJMO paca fahn | o JMD sid RKPD Tahun | AP2ran RKPO Tabun Kinerja dan Angaran| “pogjicaes | tahun 2018 (Akhic Reneast
NO Urusan/Bidang Urusan Pemarintzhan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 sid 2018 Lalu (2017) berjalan yang dievalusi {RKPD yang dievaluasi| Tahun Peta) Anggaran RPJMD Perangkat Daerah Ket
Kegiatan (Outcame)Kegiatan (Output) (2018) 1 " n v {2018) §__:a_. _-_ RKPD) ‘sid tahun 2018 Penanggung Jawad
2018 RN Triwuian 1)
Ro. K Rp. K Rp. k| m [x]m x| K|m x| w k| m || m k] m
ar (3) (4) (5) (6) @ (8] 10) 12)=B+8+1041 13= 127 x 100 14=6+12 15=14/5x100% (19 [Tk
vo.._..éa.o!._ bahan bacaan dan peraturan perundang- 18.000.000 Dinsos
52 000 000 § 450 000 6 450 000 Dinsos
240 000 000 76,218 900 76.218 800 Dinsos
5$31.018.000 127.738.80 127.738 821 Dinsos
n B.b!b_.n;
185 000 000 38 250 000 38 250 000 Dinsos
Program ... g Sarana dan Jumlah sarana prasarana 4.371.048.485 403.832.000 176.025.000 4.150.000 4150000 2,38% 409.982 000 9,38% Dinscs
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
33725000 4 150 D00 4150 000 NSO
78 700 D00 - i, 3
15.000.000 ]
25 000 000 Dinsos
25 600 000 __Dinsos
Meningkatmya disiplin kerja S42221.145 TE.410.000 56700 000 0.00% 76.410.000 811% Dinscs
melalul pengadaan-pengadaan
pakalan dinas PNS
56 700 000 Dinsos
Program v..,sn.sn :%8_8- Sumber Daya >vu_.n§ 0 & 1.262.532.655 48.614.000 55500 000 0.00% 48.614.000 385% Dinsos,
SDM melalul bimtek & soslalisasi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- 59 500 000 Dinsos
Program p gkatan p gan sistem p capaiar| T ¥ 198.796.578 43.178.500 43600000 15.506.500 15.566.500 5T 58.775.000 295T% Dinsos
palan kinerja dan k
yang tepat wakiu dan sesual
Penyusunan laporan capaian kinena dan ikhtisar realisasi 7.800.000 7.770.300 7.770.300 Dinsos
2.320.000 Dinsos
1 B30 000 - - Dinsos
nan n Ren : 8000 000 677 200 877 200 Dingos
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPATDPPA - 12100000 7.149.000 7.148.000 Dinscs
SKPD %)
Ponyusunan laporan bulanan reafisasi anggaran (TEPRA) ) 10,500 000 Dinsos
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan 1.000 000 Crnsos
2250000 0.00% 0.00% Dinsos
2250000 Dinscs
v_dn_.!._ Fakir Miskin, K Adat Terpenci adanya lokas: KAT adanya 4.169.496 656 1.096.888.900 330 £00 000 22650 000 22 850000 5.80% 1.119.538.900 26,85% Dinsos
175.100.000 Dinsos
155 300 000 22650 000 22 650 000 Dinsos
248.321.340 2.553.069,500 67.000.000 . B 0,00% 2.553.069.500 1028,13% Dinsos.
masalah strategis untuk
67.000.000 Dinsos
122,000,000 13,473,000 13,473 00O 10,85% 13.473.000 0.00% Dinsos
Peng % 123,000,000 13.4732.000 13473000 Dinsos
Putus Sekplah %
Terlaksananya pemberdayaan 195.308.919 441.608.400 256.050.000 3.800.000 3.800.000 1.48% 445 .408.400 228.05% Dinsos
terupa pendidikan dan pelatihan
naal
668 000 000 Dinscs
180 050 000 3520000 3 800 000
1.741.041.213 993 400 000 2,860 000 2840 000 D.20% 213 0.00%
42.300.000 - : Dinsos
"
Uo 355?%%?& 167.600.000 Drnsos
an Tenaga K Scsial 1
noic...._a._i Pekerfa Sosial Masyarakat dan Tenaga £01.200.000 Crnncs
B8 D00 000 2,840 000 2 640 000 Dinsos
40300000 - E _Dinsos
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i L = SRR o o £ Reafisast Tingkat Capaian.
Targat Kinerja dan Kinerja Pada Realisasi Copalan Capalan Kinerjadan | ;0 ia dan
| Target RPUMD pada tanun | Redlisast Capalan Kineria | ooy o PO Tahun = . dan Anggaran | KiNetadan |Anggaran REVMD =d |~ “p )y
: RPJMD sid RKPD Tahun - e m:..l.au Realisasi tahun 2018 (Akhir
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program | Indikator Kinerja Program 32 sid 2019 Lalu (2017) berjalan yang dievalusi : e RKPD yang dievaluasi ? Tahin Pelsksanaan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah K
Kegfatan (Outcame)Kegiatan (Output) (2018) 1 n m w (2018) :_‘S:gt!- :.Eug. sid tahun 2018 Penanggung Jawab 2 9
2018 (RNTriwukan f)
K Rp. K Rp. K Rp. K Re .z._.ap LE.. Law x— Re. :_ Rp x_ Rp. k| Re
31 {4) (51 _8 [t (8) 10} 1=8+9+10+11 13=127x1 14=6+12 15=14/5% 100% (18) (7
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) 7) 12750 000 - - Dinas P3A
nguatan Kelembagaan Pengarysutamaan Gender dan Anak 1.099 185.000 269.071,300 334 075 000 11,320 000 11,200 000 335% 280.371.300 _25.53% Dinas P3A
Pusat Pelay Terpadu ©1.800.000 - - Dinas P3A
P can Angk (POTP2M M
Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif 81.300.000 - - Dinas P34
47050 000 - - Dinas P34
47 350 000 = . Dinas P3A
BA 575 000 11300 000 11,300 Dinas P34
Proars n lender datam ) 1.097.814.000 | 361,081,120 127,000 000 525000 525000 041% 361586120 32.84% Dinas P34
uE uu..u.u_.. J £3.000 000 $28.000 SS000 Lings PIA
64 000 000 - - Dinas P34
224.912.000 22400000 z - 0.00% 224912000 0.0¢% Dinas P2A
137 340 000 . 2 Dinas P3A
wun..n_ sasi Peraturan Daerah Tentang x.-ucotﬁs Layak Anak 38 570000 - - Dinas P3A
b}
Sosialisesi Peraturan Daerah Tentang Perkawinan Usa Anak 47 060 000 - - Dinas P3A
219.705.000 199 878 000 4 833000 4 593 000 2.45% 224 596,000 0.00% Dinas P34
37.500 000 = = Dinas P34
162 478 000 4 833 D00 4 853 000 Dinas P34
1 1ST.715.000 71.200.000 = 2 0.00% _1S7.715.000 0.00% Dinas P3A
71.200000 - - Dinas P3A
Anak ™)
387.905.280 28,000,000 = - 0.00% S7.909.250 0.00% Dighythan
’ tas An - 28 000 000 - - Dishuthan
Program p g ¥ v-nnq:._-p: dan pe{tersedianya tanah pamda, 1.650,000.000 301.802,500 162.000.000 3.750.000 3.750.000 211% 05.552.500 18,52% Dishuthan
sartifikat tanah pemda dan
sertiflkasi secara gratis kpd
k miskin
Penegasan ,_.!v-_ Batas antar Kecamatan di Kabupaten 162.000 000 3750000 3750000 Dishuthan
33 500 000 - . 0.00% = 0.00% Dishuthan
23 500 000 = 2 Dishuthan
terp Y 213.108.000 37.372.000 37.372.000 17,54% a7.372.000 0,00% DLH
di kecamatan dan terlaksananya
peiatihan dan simutasi tanggap
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya 135.108.000 37.372.000 37.372000 DLH
ol |
Pengadaan Kendaraan Operas onal Pemadam Kebakaran %) 78 000 000 - - DLH
Program Pelayanan Administrasi Perkamtoran F Kualitas Pel 6.751.500.000 1.331.757.053 1.472547.000 202331.459 202 381 480 13.74% 1.534.138.542 272 DLH
Administrasi Perkantoran
$.990.000 2450000 2,450 000 DLH
78 80O 000 10175572 10175572 DLH
10 000 000 3000 000 3 000 000 DLH
28422112 B 835 000 B 665 000 __DLH
81 549 000 20470 200 20470 200 DLH
1 — 21430000 7.000.000 7.000 000 DLH
Penyed komponen instalas | gan bangunan 8600000 2000000 2000000 DLH
6.318.000 1.575.000 1.575000 DLH
52,000 000 7535 000 7.536 000 DLH
1515000 2000000 2.000 00O DLH
A48 000 00O §130000 _0.180 000 DLH
584 B40 B33 107 618.717 107810717 DLH
150 000 000 23700 000 23700 000 DLH
Jumiah sarana prasarana 4.183.000.000 378.597.937 238045000 15.450.000 15.480.000 8,40% 394057937 9.42% DLH
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
—20.625000 £20 000 $00 000 H
100,500 000 - - H
21 000 000 3020 000 3.000 000 H
87 520 000 11.550 000 11,560 000 H




Tige Tingkat Capaien
2 Capaian | Reatisasi Kinerja
Target Kinerfa dan Rualisast Kneria Pada Triwaien Realisas| Capaian 5| Kinera dan
Realisasi Capaian Kinerja : dan dan |Anggaran RPJMD Realisast
. Target RRJMD pada tahun | ‘pp juury o1 RKPD Tahun | AR9S2raN RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran | "o jicaci | tahun 2018 (Akhic
NO Urusan/Bldang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / cator Kinerja Program 2014 sid 2019 Lalu (2017) berjalan yang dievalusi RKPDyang dievaluasl| oo ran | Tahun Petaksanaan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah Ketarangas
Kegiatan  (Output) (201E) 1 {2018) e G RKPD) =i tahun 2018 Penanggung Jawab
2018 Sl (AXTriwulan 1)
Rp. K Rp. X _Rp. K[ R Rp. x] Rp "I Rp. "I Rp,
[l & 18) 12)-8+6+10+11_|13=12/7 x 1000 14=8+12 15=14/5x 100 % {18 (17
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 294,500.000 47.970.000 24 570000 - - 0,00% 47.970.000 12,16% OLH
melalul pengadaan-pengadaan
pakaian dinas PNS
P an in din: lenckapann 24 570,000 - - DLH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ap: P i §50.300.000 297.185.7TTT 296 500 000 68 854 000 68 864 000 23.23% 366.045.777 36,96% DLH
SDM melalui bimtek & soslalisasi
Pendidikan dan pelatinan formal 256 500 000 58 B34 000 68,684 000 DLH
Pregram P b sistam pelap patarf Ti 518.000.000 75.070.000 18 600.000 - 0,00% 79.070.000 15.26% DLH
yang tepat waktu dan usu;I
Penyusunan laporan capaian knena dan ikhtisar real:sasi 18.600.000 - - DLH
kineria SKPD
0 g 3,347 894 650 2111463088 1,458 074 000 13 833 000 13 823 00O 0.85% 2.125.356 088 —E2.40% H
618 785 000 - - H
Ferg " b kebyakan t=dang ingkungan ©3 200,000 5 400 000 5.400 000 DLH
hidug
Sosialisasi yan ingkunaan ) o4 £00 DO0 - H DLH
dan 7 Lahan T Limbah 161750000 B 433 000 B 453 000 DLH
B39
i aran Raman Lingkungan ) 104 250 000 - = DLH
Pemantauan dan Pembinaan Pengeiciaan B3 dan Limbah B3 83.500 000 - DLH
i}
Pelatihan Bank Sampah 7) 239436000 = =
Sosialisasi Perasan Kota Sehat/Adioura *) 45650 000 z = -
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Terjaganya kelestarian sumber 465 415.000 1.026.716.800 149.750.000 16.570.735 18.570.735 11.07% 1.043.287.535 24.16% DLH
dava alam
n fksm 68 200 000 8235318 8285316 DLH
Peningkatan Konsenasi Daerah tangkapan Air dan Sumber- 81.450.000 B.285418 B2a5419 DLH
Sumbet Al
Prog Peningkatan Kualitas dan Akses Informas| Sumb 2541132792 1.421.032.500 _558 500 000 14 213000 14,213 000 254% 56.49% DLH
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di b 92.050.000 8713000 8.713.000 DLH
inghungan
Penyusunan Leporan SLHD 7) 72.500.000 4,500 000 4,500 000 QLK
Panyus n n Lin: n HS) 1 300 000 000 - - DLH
Imventarisasi MHA, Kearipan Lokal Terkait dengan 38450000 - DLH
Pedlindunaan dan Penoelo|aan Lingkungan *|
Parmbelajaran Sekolah Adiwiyata dan Adiwiyata Mandin ) 55 500 000 E L
Program peningkatan pengendalian polusi Terkendalinya polusi melalul 2.294.000.000 500.640.548 63.050.000 - 0,00% 500.640.548 15,20% DLH
tersedianya data polusi udara,air,
tanah dan limhah
Penquijian kadar polusi limbah padat dan imbah cair = g DLH
Program pengendalian kebakaran hutan Menurunya frekuensi kebakaran 1.162.500.000 322.516.250 107.300.000 14014 385 14.014 385 13,06% 337.530.635 29,03% DLH
hutan melalui kegiatan
P alan T n ") 107.300 000 14014 385 14014 385 DLH
Program Pelayanan Administras! Perkantoran F F 8.661.748.750 1.376.131.5T1 1.207.865.866 374921940 374,921 840 31,04% 1.751.053.511 20,22% BPED
Administrasi Perkantoran
Penvediaan iasa surat monyurat 5.750 000 1185000 1185000 BPED
Penyediaan iasa kemunikasi, sumber daya air dan listrik 74,640 000 8735382 8725 382 BPBD
Penvediaan i3s3 sdministrasi keuangan 200 000 - - BPED
iiss kaberpihpn kpnipr 8330812 2079 609 2078 606 ____BPED
Penved) ikan peralatan 2B 031 874 15 755 000 15,755 000 BPED
Penyediaan siat tults kantor 11250030 11250039 s
Penvediaan barang cotakan dan pengcandaan 18 000 000 814 500 614 500 BPE0
Penyediaan komponen [ gan bangunan 7.057.500 3338 000 3.380 000 BPED
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan petaturan perundang- 10.800.000 2700.000 2700000 BPBD
58 180 000 - - BPED
R kpordy n huar h 240 000 000 124 623 000 124 693 000 __BPBD
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administras: Tekns 505.185.080 118235418 118.235 419 B8PBD
Petkantoran —
Rapat [ ™ h 157 500 85785 000 B85 285 000 BPBD
_Penvediaann iss3 eksoedis %) e - = e
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumiah sarana prasarana 6.585.0T0.000 540.150.000 570.440 000 62,033 000 62 083000 10,85% 602.233.000 9,15% BPBD
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
nan gedung kan 30000 000 - - BPED
n kapan gedung kan 33 350 000 4350000 4350 000 BPED




) )

i i : T Tingkat Capalan
o Target Kinarja dan ‘Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capai Capaian | Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
- Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d 5
Target RPIMD padatahun | oo i’ 0 ounn Tanun | Anggaran RKPD Tahun - Kinerja dan Anggaran Reallaas! tahun 2018 (Akhir Reallsas|
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 s/d 2018 ; Latu (2017) berjalan yang disvalusi .. RKPD yang dievaluasi o | Tahon Petakkangan Anggaran RPJMD Perangkat Dasrah :
Kegiatan {Outcame)iKegtatan (Output) (z018) 1 ] m v (2018) §nn : RKFD) sfd tahun 2018 Penanggung Jiwab ga
2018 (AN Triwulan I}
K Rp- 1_ Rp. a_ Rp. K Rp. a__# .._ar a__ﬁ z_ Rp. .._ Rp x_ Rp. S :
] (£ 5] [t} B) 10) 12)=8+0+10+11 13 = 12/7 x 100 14=6+12 15=145x100% (18 n
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman 320000 000 - - BPBD
G Humah *1
n ntin/beckala gedu " 25 000 000 24 938 000 24 ¥G8 000 BPB0
I ] 25,000 000 8275000 8 275000 BPB0D
Pemalhar n rasional 137,090 000 26,450 000 29480 000 BPED
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatrya disiplin kerja 268.265.000 51.700.000 25.000 000 - - 0,00% 51.700.000 19,2T% BPBD
melalui pengadaan-pengadaan
pakaian dinas PNS
Pe - 1an din, apanm 25 000 000 - = —BPED
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ap [ g P & kuaiitas 283 329.000 43.800.000 40) 000 000 19.500 000 19500 000 4875% 63.300.000 2,4% BPED
SDM melalul bimtek & sosialisas
Bimbingan tekns implementas| paraturan perundang- 40.000 000 18520 000 16 500 000 BPED
undangan
Program pening rl gan sistem pelap apaiar T 22.293.500 21.360,000 30.720.000 . . 0,00% 21.360.000 95,81% BPBD
jpalan kinerja dan k
yang tepat waktu dan sesual
Penyusunan laporan capaian kinena dan ikhtisar realisasi 9.570.000 - - BPED
kinena SKPD
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD ") 4.380.000 - - BPED
Penyusunan RKARKA Perubahan-SKFD dan DPADPPA - 3,900 000 - - BPBD
SKPD %)
Penyusunan laporan bulanan realisas: anggaran (TEPRA] 7} 12.870.000 - - BPBD
Program Pening K dan Pencegahan Bahaya terp ¥ 11.040.309.750 3.318.363.516 162200 000 74 530 000 74.530 000 40,81% 3.292.893.516 30,73% BPED
di kecamatan dan terlaksananya
pelatihan dan simulasi tanggap
Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual 26.750.000 - - BPED
peoceqahan cahava bencana )
Pemaeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya 11.000.000 - - BPBOD
Lencapa )
Rapal koordinas penancgulangan bencana ) 14400000 = - BES
13l masyar r na ") 130 050 000 74 530 000 74 530 000 BPBD
Program dan Logistik F 99 T diany anggap 2.752.770.000 1.006.025.000 157 600000 28.135.000 28135000 17.85% 1.034.160.000 ITATR BPBD
darurat bencana dan posko
Tim Reaksl Copat (TRC) Tenggsp Bencana ©) 27.500 000 28135000 28125000 BERD
£1.050 000 = = BPED
18,050 000 - 2 BPBD
10,000 000 = - —BPBD
= g Palay 16.638.620.7T23 2.497.341.329 2,306 977 8OO 366,257 620 306,267 620 15,88% 2.853.628.949 17.21% Desdukcapd
Administrasi Perkantoran
9.822.000 2454000 2,454 000 Nsdukcapd
102,380 000 12340 350 12,380 350 d
801,688 = = 1
13 873 000 3458000 3.488 000
144 254 600 29018 700 29918700
88 507 100 8817700 6917 700 ;
30.040.000 - - Disdukcap|
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 16 200 000 - - Disdukcapd
undangan
89 060 000 4250 000 4250 000 isdukcapl
240 000 000 34448 500 34 448 500 1
149338412 234 770370 234270370 Disdulccapil
229000000 38 220 000 Disdykcapl
1266892751 102.292.500 327.750000 18.120.000 19.190 000 5.06% 121.482.500 9,59% Desdukcapd
pelayanan kepada masyarakat
6 500 000 250,000 250000 Sapil
126500000 2 = isdykcapd
25,000 000 $535000 5535 000 digdubcapil
118,250 000 © 040 D00 £ 040 00O Di I
53200 000 4335000 4,385 000 Disdukcap




: ; Tingkat Capaian
dan Kinerja Pada i Realisas! Capal Capalan | Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
Realisasi Capatan Kinerja Fhaget menw 3 Kinerja dan | Asggaran RPJMD s.d 3
Target RPUMD pada tahin | oo im0 00pn Tahun Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran | "o o tahun 2018 (AKhir Realisas!
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program | Indikator Kinerja Program 2014 sid 2019 Lalu (2017) berjalan yang dievalusi RKPD yang dievaluasi Anggaran | Tahun Pelaksanaan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah Keterangan
Kegiatan (Outcame)egiatan (Output) (z018) 1 I L] Bl 2 (2018) : w/d tahun 2018 Penanggung Jawab
RKPD tahun RKPD)
2018 (RN Trwutan 1)
x Rp. kK| m K Re. Rp k[ |x|m|xlm|x] x| m [k] m |k
1) ] () 5 [G] m (8} (9] 10) 1D=8+0+10+11 3= 12/7 x 100 14=8+12 15= 145« 100 % (18 un
Program Sumber Daya Ap P & 227 .0TE.000 81.186.107 132.000.000 - 0,00% 81.186.107 38,79% Disdukcapi
SDM metalul bimtek & sosialisasi
B gan teknis perundang 132.000.000 Disdukcapil
undangan
Program p sistem pelap ¥ T4 480528 20.159.800 18 545 000 0.,00% 20.199.800 214 Cisdukcapsd
lan kinerja dan g
yang tepat waktu dan sesual
8105 000 Drsdukcapl
n 6650 000 Desdukcanl
Penyusunan mgx._) Per 5.5!._ § dan DPAJDPPA - 8,150,000 Cresdukcapd
SKPD Y
Program F Peningkatan pelzyanan publik 1.083.887.523 2699984 436 1.401.480 000 50.579.000 50579 000 381% 2.750.563.436 253,7T7T% Disdukcapd
bagi kemajuan suatu daerah
P Sistern A Kependuduka 174100000 9000000 9,000,000 Disdukcapd
{membangun, updating dan pemelnamaan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudula: 173.700 000 18.850 000 19.950.000 Disdukcapd
Peng dan P Buku Profil Kepe skan ) 32.878.000 2.880.000 2.850.000 Disdukcapi
Lo nasn n 120 600 DOO - - Disdukcapil
n £00.201,000 18.749.000 108,748 000 __ Disdukcapi
Terlaksananya Pencatatan Sipil 186.955.240 625.584.500 248150 000 24,.455.000 24 455000 9,85% 650,029 500 347 69% Disdukcapil
Par Masal
48.000.000 Disdukcapil
157350 000 TFED 24 455 000 Disdukcap]
42 BOD.000 - Disdukcapil
§1.015.899 38000000 0.00% 61,015,099 0.00% Disdukeapil
38.000 000 Disdukcapil
F F T.149.210.200 1.641.179.864 1.842 334 600 341.216.410 341216410 18,52% 1.9682.396.274 27,73% DPMD
Administras] Perkantoran
$.098 000 2335 000 2,385 000 DPMD
28.200.000 27.506.400 27506 400 DPMD
§.465 000 2,800 000 2.600 000 DEWD
119.222.090 29235130 26285 750 REMD.
£0.200 000 430 000 __DPMD
2.000.000 430.000 480 000 DPMD
71,000,190 = = peup
6.000.000 1.455.000 1.455.000 OPMO
43100 000 4 800 000 4 800 000 DEMD
300 000 000 24 433 000 24 453 00O EMD
899 .859.312 168 418 880 166.416.860 DPWD
240 000 000 B4 345 000 84,245 000 DEMD
Jumiah sarana prasarana 3.003.100.000 512.636.000 78.400.000 420000 400 000 0.51% 514.036.000 1742% DPMD
aparatur umtuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
£.000000 = DD
8 000 000 - D
25 000 000 i
30.000 000 - - )
© 400 000 420 000 400 000 DEMD
Meningkatnya disiplin kerja 285.550.000 24.000.000 B4 260000 - - 0,00% 24.000.000 B.AD% DPMD
melalul pengadaan-pengadaan
pakalan dinas PNS
32130000 DPIMD
32,130 000 DPMD
53.990.000 16.238.800 15.200.000 0.,00% 16.238.800 17.28% DPMD
P __.__.ian dan
yang tepat wakiu dan ses! ual
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1,460 000 CPMD
kiperia SKPD




Trghat _ T
= : : : Capzian
Realisasi Capaian Kinerja : ; Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d
. Target REJMO pada tahin | pp 14t o1 RKPD Tahun | A1998ran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran| “poicasi | ranun 2018 (aknir | Reallsast
No Urusan/Bidang Urusan Pemarintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 s/d 2018 Latu (2017) ‘berjaian yang dievailust RKPD yang dievaluasi Anggaran | Tahun Peiaksanaan Anggaran RPJMD Perangkat Dasrah Ketsrumen
Keglatan {Outcame)egiatan (Output) (2018) 1 I L v (2018) R0 Bahidn RKPD) sid tahun 2018 Penanggung Jawab
- : 2018 A elh )N Triwulan ()
; K Rp. K Rp. K Rp. e |k me k] me x| me K] me k| mw |k m x| w
[Kl] ) 14) (5) (8] 7 18) 10) 12)=8+8+10+11__[13 = 12/7 x 100) 14=6+12 15=14/5% 100 % (19 (17}
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) 7 13.740.000 - DPIMD
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 1.100.000.000 0,00% 0,00% DPMD
tersalenggaranya pembinaan
ghkat desa, ter
penerbitan miras peti dan
operasional retribusi sesual
perbub. Terselenggaranya
pelantikan anggota BPD sekec.
N Kan lurahan Rabambang ) 600 000 000 REND
unan Pagar dan Siring Kantor Kelurahan Tumbang 500.000.000 DPMD
Perdesaan Frek i F 2.589.276.000 1.321.038.574 342.755.000 18210000 168.210.000 531% 1.339.248.574 7% DPMD
Hapasitas Lembaga
" 166 880 000 15 140000 15 140 pOO DPMD
69 485 000 - - DENMD
106 330 000 3070000 3070000 DPMD
F 2.289.988.000 $68.330.300 172402000 5130000 5180.000 3,00% 573.510.300 4251% DPMD
52 352 000 - DPND
55170000 5150 000 5180 000 DEWD
54,850,000 B DPMD
ICPP %
Jumlah Partisipasl masyarakat 4.T66.355.000 1.842.118.240 478110000 6274700 8274700 1.31% 1.548.392.940 40,88% DPID
dalam membangun Desa
196,250,000 6274700 8274700 D
160.000 000 : i WD
121.860.000 DPWMD
Freb F 7.776.890.000 3.438.864.800 2.541.812100 185.535.290 185.585.280 7.30% 3.624.450.090 48,61% DPD
K Aparatu
Desa
203 270 000 5 020 000 5 00D 000 DPWD
154,500,000 = z DRMD
1512 205 100 - - (eizil]e]
61.400.000 - E DPMD
110.000 000 > . DPND
290000 000 - - DPHD
210.237.000 180595290 180,585 260 LEWMD

Program peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan gi tepat 5.729.040.000 1.680.633.632 183815000 3.547 500 3547801 1,83% 1.684.181.523 29,40% DPMD

Pendampingan dan Pembinaan Desa Program Pamsimas ") 35,500,000 3547 001 3547801 oPMD

72,000,000 DEMD

76.415.000 DPMD

85 350 000 0.00% 0.00% _ DPMD

85 350 000 . . DPMD

148.410.000 3.168.000 3.185.000 2.13% 3.168.000 0.00% DPMD

Pembinaan Administras! Program Generasi Sehat dan 148 410,000 3.158.000 3.168 000 DPMD
Cordas (GSC1 %)

Program pembinaan dan fasiiitasi pengelolaan keuangan dess 24800 000 0.00% 0.00% DEMD
Peningkatan pelayanan Verffikasi, Evaluasi Anggaran dan 24 600.000 DPMD
Keuancan Desa Tingkat Kecamatan )

Program pembinaan dan fasiiitas! penosiolaan keyangan dess 24 060 000 0.00% 0.00% DPMD
Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 24080 000 DPMD

Desa Tingkat Kacagmatan )
binaan dan fasiiitas! pengelo 24 000 000 0.00% 0.00% DPMD
24000 000 DPND
24120000 0.00% 0.00% DPWD
24120000 CPMD
8500 000 0.00% 0.00% DPVD
9.500.000 DPMD
48 500 000 0.00% 0.00% DPMD
48.500.000 DPMD
24,000 000 0.00% 0.00% DPMD




Tingkat ; Tingkat Capaian
: i Target Kinarja dan Reafisasl Kinerja Pada Triwutan Realisasi Capak Capaian | Realisasi Kinerja dan IR
Roalisasi Capaian Kinerja : Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d ot
Target RAJMD poda tahun | ppJMD sid RKPD Tahun | An@@sran RKPD Tahn Kineja éan An9aran| o oyiigser | thun 2010 (Aknie |, Reasasl
Urusar/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program | Indikator Kinerja Program 2014 sid 2019 Lelu (201T) berjalan yang dievaiusi |RKPD yang dievaluasi Tahun Pelaksanaan | ~99aran RPJMD Perangkat Daerah
Keglatan (Outcame)/Kegiatan (Outputy . (2018) ! " " v (2018) anuun-.-_.! RKFD) sid tahun 2018 Persitigueg diwab | | [ Mterangs
3 : 2018 [RNTriwutan 1)
K _ Rp. :_ R, K Rp. .__.1_ R x_mw x_..u. x_nv. :._ Rp. x_ Rp x_ Rp. K Rp.
(4] (5) (61 M (& 10} 12)=8+0+10+11 13 = 127 x 1008 14=6+12 15=145x100% {18 7
24,000,000 - - DPMD
21.150.000 . - 0.00%. - 0.00% DPMD
21.150.000 - - DPMD
24 000,000 - 5 0.00% - 0,00% DPMD
24.000.000 - - DPMD
14 000 000 - - 0.00% z _0.00% DEMD
14.000 000 - - DPMD
q Kualitas Pelay 3.015371.600 1.019.896.072 1.014737.180 233 742051 2387482051 23.53% 1.258.638123 41.74% Didaiduk & KB
Administrasi Perkantoran
6000 000 1,500 000 1500 000 Didaldyk & KB
96.000 000 1782990 1783090 jcpidyh & KB
8 601 000 1.754 000 1754 000 Drdlalduk & KB
54 518 000 14 108 000 14,108 000 Didalclyk & KB
17 315300 - s Didalduk & KB
3220000 B34 000 BO04 000 Didalduk & KB
5400000 1.200.000 1.200.000 Didalduk & KB
75.600.000 7.200 000 7.200 000
886 850 9334 933 440 idalduk & KB
116 000000 56470500 56.470 500 didalduk B KB
507.216.000 128570121 128570121 Didalduk & KB
125000 000 24,420 000 24 420 000 Didalkiyk & KB
Jumlah sarana prasarana 1.707.010.000 116,368,000 263.436.070 18.406 000 18.408.000 6,05% 134.775.000 7.80% Didakduk & KB
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
36 500 000 - - Didalduk & KB
96.500 000 2 = k8 KB
10.000.000 B - Didaiduk & KB
15572 620 - - Dicalduk & KB
25 000 000 5670000 5870000 uk & KB
71883 450 $.53 000 5,539 000 Didaiduk & KB
8.200.000 3200000 3,200 000 Diclalchuk & KB
Meningkatnya disipiin kerja 26810000 . - 0.00% - 0,00% Didalduk & KB
melalul pengadaan-pengadaan
pakalan dinas PNS
n cakaan d kapann 26,810,000 = = Didaldyk B KB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 263.500.000 12.816.000 62.500.000 4500000 4500000 7.20% 17.316.000 6,5T% Drdalduk & KB
SOM melalul bimtek & soslalisasi
Bimbingan teknis implementas| peraturan perundang- 82 .500.000 4,500 000 4.500 000 Didalduk & KB
undanaan
Program | gl g gan sistem p Terlak ¥ 1 75.300.000 8,820,300 16,694 500 . - 0,00% 8,830,300 11,73% Didalduk & KB
P kinerja dan I+
yang tepat waktu dan sesual
1.544.500 - - Cidalduk & KB
nan n aichir tahun 1.900 000 - - Didalduk & KB
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) 7 13.250.000 . . Dwdalduk & KB
Program Keluarga Berencana Meningkatnya kualitas dan 3.7T17.880.800 4.549.729.215 103.080 000 42,955 000 42 865 000 41,88% 4 592654215 123,53% Didalduk & KB
Pelavanan TKEX %) 73580 000 29210000 20210000 Dicalduk 8 KB
Penjaringan Peserta Lomba Program KB Tingkat Kabupaten 20.500.000 13.755.000 13.755.000 Didalduk & KB
Meningkatnya kesertaan KB akuf 1.019.540.000 548.080.000 187.085.000 - - 0,00% 548.080.000 53.74% Drdalduk & KB
dan bany
51,680.000 - - Didalduk & KB
48.730.000 z : Drdaiduk & KB
22115000 : = Didaidyh & KB




Tingkat
3 . Tingkat Capalan
Target Kinarja dan Realisasi Kinerja Pada Trwulan Reaisas! Capaian | Realisas! Kinerja dan B
Realisasi Capalan Kinerja P Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d ey’
Target RPUMD peca tahun | ‘oo iy i RKPD Tahun | An@9aran RKPD Tahtn Kinerja dan Anggaran | "o juooci | ranun 2018 (Akhic faalieas|
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Indikater Kinerja Program 2014 sid 2019 Lalu (2047) berjalan yang dievalusi |RKPD yang dievaluasi Anggaran | Tahun Petaksanaan Anggarsn RPJMD Perangkat Daerah i
Kegiatan (Outcame)agiatan (Output) = (=018) 1 I m W (2018) w/d tahun 2018 Penanggung Jawab
RKPD tahun RKPD) )
A ; 2018 5 (%N Triwulan 1)
K Rp- K Rp. K Rp. :._ “Rp. a_mv z_ﬁv. x_nu.. z_ Rp. H_ Rp x_ .w_.-.. K a.w
(] 3 {4} (5] (8) T (8 10) 12)=8+0+10+11 |13 = 127 x 100 14=6+12 15= 14/5 x 100 % (15 {17}
Pelayanan Bulan Bakti KB Kes Bhayangkara Tingkat 51.550.000 - Didalduk & KB
Kecamatan *)
Program Keluarga Sejahtera *) 4.256.512.000 629.391.800 285,000 000 57.612.000 57.612.000 20,21% €87.003.800 16,14% Ordalduk & KB
kelompok pemberdayaan dan
pendampingan
Pelathan Pendci Setava %) 57 187 000 54 732 000 54 762 000 sk & KB
r KO tenta 62 578 000 2850 000 2850000 Didaiduk & KB
63834000 = = Dicaidyk & KB
99 000 000 Didalduk & KB
280.723.000 258 327 250 0.00% _ 290.723.000 0.00% Ddaiduk & K8
56 400 000 Drdalduic & KE
101 850 000 Didaidui & KB
43020 000 Dedalduk & KB
33011150 Dhdalduk & KB
23 846 100 - - Didalduk & KB
294,134,000 2682 330 000 21 820 000 21,850 000 175% 316,024,000 0.00% Didalduk & KB
31.800.000 - - Didalduk & KB
44 660 000 2180000 2,160 000 Didalduk & K8
50.170.000 18 730000 18 730,000 Cidalduk & KB
155 700 000 Didalduk & KB
_B07.247.000 0.00% 0.00% uk & KB
42 500 000 Dicalduk & KB
602 831.000 Didaiduk & KB
161 816,000 a = Didalduk & KB
Bantuan Operasional Kelugrga Berencana (BOKEB) ") 2 584 140 000 216,000 000 216 000 D00 Dedaiduk & KB
Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader T62.000.000 - - Dedalduk & KB
A0 DOQ DDO iduk & KB
19,500 000 Y B Dhdalduk & KB
_1.080 000 000 216 000 00O 216 000 D00 iduk & KB
272,640 000 - - Drdalduk & KB
209 Rigang Porhybungan .
Program Pel. A F itas Pelay 9.665.000.000 1.448.616.528 1.365.280.750 257 470 427 257.470 427 18,86% 1.706.086.955 17,65% Dishub
Administrasi Perkantoran
10.200 000 2520 000 2.520 000 Dishub
163 500 000 14 988 549 14, 1 Dishub
14 257 900 520 000 520000 Dishub
55 678,000 11,122 000 11122 000 Dishub
30 235 000 6531400 £8.581 400 Dishub
8.185.000 436.000 438 000 Dishub
8 000 000 Drshub
16.200.000 Drshun
81500 000 14 130 000 14 Dishub
Rapat koordinasi dan ke luat daer 224.000.000 56,701,870 56 701870 Dishyb
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 478190 400 10158168 10105818 Dishub
Perkantoran -
. koordinasi ke dalam d h 1) 212 500 000 41 855 000 41 Dishub
Penyediaan bahan logistik pengujian kendarsan bermotor 7) 62.7T13.450 7.500.000 7.500.000 Dishub
Program F Sarana dan F Jumlah sarana prasarana 4.895.000.000 172.415.000 241.511.550 26.235 000 26.285.000 10,88% 158.700.000 4,06% Dishub
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
8.720 000 Dishub
483 500 000 - - hub
2001 S50 1615000 1,615 000 ub
—122.660.000 23690000 23 800 000 Drshub
26 830000 930 000 $90 000 Dishub
25,000,000 = s Dishub
Meningkatnya disipiin kerja 50.400 000 0.00% 0,00% Dishub
melalul pengadaan-pengadaan
pakaian dinas PNS
Peoi n pakaian dinas beserta 50,400 000 Dishub




~Tingkat
e Tingkat Capaian
1 dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capalan | Reaiisasl Kinerja - Ginerfa dan
Realisas! Capaian Kinerja et Opecis Cop2 | inera dan | Anggaran RPUMO Realisasi
Target RPJMD pada tahun | 0 EEE S0 DEETE | Anggaran RKPD Tabun Kinarja dan Anggaran| "o ojycagi | tahun 2018 (Akhir et
Urusan/Bidang Urusan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 5id 2018 - berfalan yang dievalusi RKPD yang disvahasi} , Pefaksanaan | A7993780
Latu (2017) Anggaran | Tahun un 201 Perangkat Dasrsh
Kegiatan (Cutcame)Kegiatan (Output) (2018) ! " L] w (2018) RKPD tahun RKPD) sid tahun 2018 Penanggung Jawab
(%X Triwutan )
2018
: K Rp. K _ Rp. K Rp. K Rp :_@. :__Gq. z_.ﬁ x_ Rp. x_ Rp x_ Rp.. K Rp.
(3 (4] {5) (8) [Ta) (B) 10} 12)=8+0+10+11__ [13 = 12/7 x 1008 14=8+12 15=145x100% i)}
Program F Sumber Daya Ap gl P & 1.150.000.000 61.792.600 112.000.000 23.648.100 23848100 21,11% 85.440.700 TAM% Dishug
SDM melalul bimtek & soslalisasi
Pendidikan dan mal 112 000 000 23 648 100 23645700 Dishub
Program p P b sistem ya pelaporan 210.000.000 £7.354.000 53.500.000 - - 0,00% 67.354.000 32,08% Drshub
kinerja dan
yang tepat waktu dan sesuai
Penyusunan laporan capaian knena dan ikhtrsar realisasi 23 800 000 - - Deshub
kinena SKPET
Penyusynan 050 000 Dishub
n keua: hir tah 500 000 - - Dighud
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKFPD 7) 12.250.000 - - Dishub
Penyusunan laperan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) %) 12500 000 - - Dishub
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas F g Ingh arus 3.200.000.000 3.212.642.700 11.000.000 10,600 000 10500 000 99,00% 3.223.542.700 100,74% Dishub
r dan P lih Fasilitas Perlengkap 11.000.000 10900 000 10.800 000 Dishuz
Dermaga Suncai M
Pogram pelay g F gk sarana 10.315.000.000 1.391.328.538 239 488 000 58 597 000 58 507 000 0,00% Dishub
Kegiatan peningicatan disiplin masyarakat menggunakan B2 265,000 . » Deshub
Pengawasan dan pengendalian rutin arus lalu lintas jaian 51.600.000 - - Dishut
darat %)
Pelatihan Petugas Parkir ) 1220500 12295000 12 295 000 e
dan F Simpati Transpotas: Sunga 7] 43.302.000 42 832 000 42 802 000 Deshub
n Jian Rutin 508 7 50 000 000 3,520 000 3,500 000 Dishub
Program g dan pang lalu lintas Jumiah Fasilitas Peningkatan 5.100.000.000 2.979.184.373 437 687.000 18 630 000 18.880.000 427T% 2.997 864.373 58,78% Dishub
n lalylintas
127500000 Distub
200,000 000 )
45.000.000 Deshub
65 187 000 18 630 00O 18 650 000 Dishub
141 815 700 27150 000 27 150 000 19.14% 27,150,000 0,00% Dishob
35450000 27150000 27.150.000 Cashub
i, 2 57 785 700 Dishub
Pengadaan Perdengicapan Peralatan Pendukung Pengupan 8.600.000 Drshud
Kendaraan Beemotoe )
Pemeliharaan dan Perawatan Alat Pengujian Kendaraan 40.000.000 Dishub
Barmotor =
F Kualitas F 1.263.225.298 1.045.0758.340 227.750812 227.760.812 21.79% 1.490.9886.110 0,00% Diskominfo Statistic &
Administrasi Perkantoran Persandian
Penyedi jasa surat yurat 4500000 1.125.000 1.125.000 DCiskominfo Stagstik &
Petsandign
Penyediaan jasa kemunikasi, sumber daya a'r dan listrik &7 000 000 11785562 11.785.552 Drskominfo Statstic &
Persa~dan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.796 000 2 810.000 2810000 Diskominto Statistic &
Persardian
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kena 25254340 8324 000 6324000 Deskomindo StassSk &
Persandian
Penyediaan atat tulis kantor 56 STT.412 25346112 35348 7112 Disicominto Statistic &
Pesandan
Penysdiaan barang cetakan dan penggandaan 5550000 1.530.000 1.580.000 Diskominto Statistik &
Pesancian
b Vistrikufp g = 7.350.000 2550000 2.550.000 Diskominfo Statistik &
kantor Persandian
. dan perlengh kantor 56.620 000 15.350.000 15.350.000 Diskominto Statistk &
Persandan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 26 400 000 4755000 4,755 000 Diskominto Statistic &
undanaan Persasdan
Penyediaan bahan logistik kantor 57.150.000 8200000 8200000 Diskomints SRasstic &
Persa~dan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120.000.000 37.680.000 37.880 000 Diskominfo Statistik &
Perga~dgn
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 548 540 B3 20825 148 B0 625148 Drskominio Statistic &
B Persa~dan




iy \ L Target Kinerja dan SRSl [ nelja Eaca Triwtiiat Realisasi Capalan et Kinerja dan
; Realisas! Capalan Kinerja 7 : Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.¢
Target RPJMD pada tahun RPJMD sid RKPD Tak Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran| “ ; tahun 2018 (Akhir Realisasi
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program [ Indikator Kinerja Program 2014 sJd 2019 Lalu (2017) berjatan yang dievalusi RKPD yang dievaluasi Anggaran | Tahun Pelaksanzan RPJMD Perangkat Dasrah Keterangan
Kegiatan (Outcama)Kegiatan {Output) (2018) 1 1 " w (2018} RKPD tahan RKPD) s/d tahun 2018 Penanggung Jawab
2018 i (RN Trwtan f)
K Rp. K | Rp. X Rp. Rp K{RF Kllﬂ- Klﬁl “I Rp. KI Rp l‘l Rp. Kl Rp.
[i] 31 (4) _(8) i) e 10} 12)=8+8410411__ |13=127 x 1 14=6+12 15=14/55100% i) un
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah ) 35000 000 © 650 000 8650 000 Diskomindo Statistik &
Pesaxdan
Program Py Sarana dan F p Jumlah sarana prasarana 133.835.000 350 285 000 3800000 3.800 000 1,08% 137.639.000 0,00% Diskomindo Statistik &
aparatur untuk mendukung Persancian
pelayanan kepada masyarakat
Pembangunan gedung kantor 300.000 000 - Diskominfo Statistik &
Persandian
Pemetiharaan rutinfberkala gedung kantor 7.785.000 1.820.000 1.800.000 Diskominfo Statistik &
Persandan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42 500.000 2.000.000 2.000.000 Drskominto Statistic &
Persandan
| Program peningiatan disiplin aparatur Meningkatrya disiplin kerja 23000000 22520000 22500000 87.83% 22 500.000 0,00% Diskominfo Statistik &
melalul pengadaa Persandan
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus han-han tertentu 23.000.000 22.500.000 22.500.000 Deskominto Stasstik &
Pesardao
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur F g P & 127.318.800 B4 000,000 7520000 7.520000 B.O5% 134.838.800 0.00% Drskominto Stasistik &
SDM melalul bimtek & soslalisas! Persandian
Pendidikan dan petatinan formal 84 000 000 7.520.000 7.520 000 Deskominto Statstik &
Pesandian
Program pening sistam pelap paiar Ter! ¥a p 81,834,000 47 B45 000 2100000 2100000 4.30% 63.534.000 0,00% Diskominio Statistik &
F kinerja dan o Persandian
yang tepat wakiu dan sesual
Penyusunan g 2.200.000 2 - Diskominto Statistik &
Persandan
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 200000 - - Diskominto Statistik &
Petsandian
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD %) 22 B45 000 2120000 2100000 Diskominfo Statistic &
Parsandign
Penyusunan laporan bulanan restsas: anggaran (TEPRA) 7) 20.600.000 - - Deskominfo Statistik &
Persasdan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Mas Tersedia Layanan Komunikasi, §20.000.000 1.846.933.6T1 238 275000 9600 000 8600 000 403% 1.556.53385M 169.19% Diskominfo Statstik &
Informasi dan Media Massa Persandian
Pembuatan website LPPL Radio Hamauh dan Streaming 30000000 - - Diskominfo Stasstik &
LPPL Radic Hamauh®) Persandan
Pengembangan dan Py Fasiltas Gedung Studo 165075000 - Diskominfo Statistik &
Rekaman 7 B
Pendataan desa yang tidak bersignal *) 43 200.000 9.620.000 §.600.000 Diskominfo Statistic &
Persandian
Program kerjasama informas| dengan mas media terlaksana kerjasama Informasl 550.000.000 209.181.800 35 000 000 - - 0,00% 209.181.800 38,03% Diskominfo Statistik &
|dengan media massa Persandian
P Pem dan P gkat dan 35 000 000 " Diskominfo Stabstk &
dan Persandian
Program O Teknologl Inf ") Penyebar luasan informasi 16.565.000.000 13.347.927.836 3.922 855000 142701875 142.701 675 3.64% 13.490.629.511 79,50% Diskominfo Statistk &
penyelenggaraan pemda & Persandian
¥y bersifat penyuluh
LY. 1
Penyebariuasan informasi penyelenggaraan pemenntah 3 424 500 000 38133289 33133280 Diskominfo Stasstk &
daerah Persasdign
Pembinaan dan pengelolaan radio *) 4580 500 000 90 2136388 95213588 Diskominto Statistk &
Pemandagn
Penyebaran informasi Publik Media Massa Luar Ruangan ®) 37 855 000 5.355.000 5355000 Diskominfo Statistk &
Pemsandian
Program F ggaraan F Untuk Peng Informasi Milik Pemerintah Dasrah®) 211.603.000 166.890.000 3.680.000 3.680.000 2,35% 215.283.000 0,00% Diskominfo Statistik &
Petsa~dian
Pemenuhan SDM Sandi Daerah melalul Keikutsertaan datam 86.000.000 - - Diskominfo Statistik &
Diklat Teknss F . Diklat Pembentukan Sandiman dan bl
Dikiat F Sandj |
Peng = i oS ") 22 880 000 3630000 3.6580.000 Diskominfo Statistik &
Pomandan
Penyelengaraan Fersandian Daerah ) 48,000 000 - - Diskominfo Statistik &
Persa~dian
Program P Layanan dan Ti gl Informasi *) 410 082 400 B2 206,500 82206 500 20.05% B2.206.600 0,00% Diskominfo Statistik &
Pesa~dagn
Pening 1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 7) 278 712400 34372000 34372000 Déskominto Stasistik &
Parggndan
Pengendakan Layanan Sistemn Pengadaan Secara Eleitroni 112 900 000 37.834 500 37834800 Diskomindo Statistik &
| Porsadan
Peng. dan P Sarana dan P LPSE 18.450.000 10.000.000 10.000.000 Diskominto Statistik &
- Persandan




3 Tinghat
kat Capatan
TargetKinefadan’ | Realisas! Kinerja Pada Triwulan Reallsasi Capaian | C2PEaR Kinerja Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinefja Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d
Target RPJMD pada tahun RPJMD =14 RKPD Tar Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Real tahun 2018 (AkhIr Realisesi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program | Indikator Kinerja Program 2014 sid 2018 Lala (2017) berfalan yang dievalust |RKPD yang dievaluasi Anggaran | Tahun Pelaksanaan Anggaran RPJMD Perangkat Daersh Keterangan
Keglatan (DutcamepKegiatan (Output) (2018) 1 " " w (2018) RKPD tahun RKPD) &id tahun 2018 Penanggung Jawab |
3 2018 AN Trrveulan 1)
: k| K Re. K e k] r [x[we[x[m|x]m|x] m k] m [x] w |« w
(3 (4 5) [l:1] 7} (8] (8] 10 12)=8+6+10+11 |13 = 12/7 x 1008 14=6+12 15=145x100% (15) a7
Program Peng g 5 dan Media Elektronik *) B4.884.518 34 500,000 - - 0,00% B4.884.518 0,00% Crskominto Stabstic &
Persandan
Pengkajian dan Pengembangan TataKelcla E- Govermnment 7) 34.500.000 - - Deiskominfo Statstic &
Persandign
Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik *) 31.109.280 3.773.000 3.773.000 1213% 3.773.000 0,00% Diskominfo Statistic &
Persandian
Peng dan Publik P 31.109.260 3.773.000 3.773.000 Diskominfo Statstik &
Daesmh Kabuoaten/Mota *) Parsasdian
Program Aplikasi dan Informatika *) 178.250 000 35 956 400 35.996.400 20,08% 35.996.400 0,00% Diskominio Statstic &
Persandan
Pengelotaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh 70.000 000 - - Diskominfo Stabtstik &
Pemer ntah Pusat " Persandian
Pengelclaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah 109.250 000 35 996 400 35,996 400 Diskominfo Statistik &
Ki yKata 7 Patsasdan
Program O P f: T 17 Y luasan informasi 16.969.000.000 17.181.172.982 126.845 000 4,000 000 4.000 000 3,15% 17.195.172.962 101,33% Diskominfe Statstic &
penyelenggaraan pemda & Persandian
Iinformasi yg bersifat penyuluhan
hani
Peningkatan dan Pengembangan Janngan Dok RS B4 585 000 4 000 000 4 000 D00 Diskominfo Statstk &
Informasi Hukm 7 Persandian
Pengadaan Cetak Informasi Pemenntah Kabupaten Gunung 42 250 000 . . Diskominfo Statstic &
Mas "l Pemandian
Program kerjasama Informasi dengan mas media 83.000.000 270.000.000 - - 0.00% B83.000.000 0.00% Diskominio StaSstk &
Persandian
Penyebariuasan informasi Program dan Kegiatan SKPD *) 270.000.000 . - DCiskominfo Stasstc &
Pesgndan
Program 9 gan b asl dan Media Masi Terpeiiharanya peralatan 6 000 000 1.480.000 1 480 000 - - 0.00% 1.450.000 24 83% Diskominfy StaSstk &
kacamatan Pemsandan
Perawatan, pemeliharaan dan perbaiian rutin alatmaterial 1.480 000 - - Drskominfe Statistic &
ok dan informatia ) Persandian
Bidang Koperawl Usaha Kecll gan Menengah -
Program Pelay A P F g Kuaiitas Pelay 969.689.749 1,188 753 104 220640811 2206548511 18.41% 1.180.339.360 0,00% Distransnakerkcop & UKM
Administrasi Perkantoran
3,300 000 430 000 450 000 Digtransnakerkop & UKM
127 900 000 16 138 995 16133 605 Digtransnakerkop & UKM
160.000 20000 Distrangnakerkop & UKM
8125000 2270 000 2270000 istransn; LKM
81,750 500 - . Distransnakerkop & UKM
2 30 625 14 5137.000 5.137 000 Distransnakerkop & UKM
Peny P instalasi P gan bang 85.000.000 B20.000 800.000 Distransnakerkop & UKM
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 11.000.000 1675000 1.875.000 Distransnakerkop & UKM
undanaan
20,000 000 2000 D00 2.000 000
R | in ki ke lual dasrah 316,000 000 $7.015 800 57.015 800
Penyedisan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 404 692 484 100.148 118 100.148.118 Distransnakerkop & UKM
100000000 34 775 000 24775000 Distransnakericop & UKM
Jumlah sarana prasarana 285.296.500 238 955.000 11.040 000 11.040 000 4.62% 296.336.500 0,00% Distransnakerikop & UKM
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
57 800 000 - - al & UKM
16.655 - - N
25 000,000 # 870,000 6,570 000 Distransnakercop & UMM
30 00D 000 320 000 300 000 __Dsstransnakeriop & LIKM
23,000,000 1870000 3870000 nsnakesco & UKM
Meningkatnya Srsiplin karja 88 500 000 . 2 0,00% . 0,00% Distransnakeriop & UKM
melalui pengadaan-pengadaan
pakaian dinas PNS
" Ai-han 65 500 000 - 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ap. F & 71.580.800 113.500.000 20.966.000 20956000 18,4T% 92.546.800 0,00% Distransnakerkop & UKM
SDM melalul bimtek & sosialisas!
Bimbingan teknis implementas: peraturan perundang- 113500000 20 938 000 20956 000 Distransnakerkop & UKM
undangan
Program pening| 9 gan sistem pelap Ter P 11.860.000 27.675.000 - . 0,00% 11,860,000 0,00% Distransnakerkop & UKM
paian kinerja dan 9
yang tepat waktu dan sesual
2.900.000 . % Distransnakerkop & UK




Realisasi Kinerja Pada Triwulan. Realisasi Capaisn | _C2P3IEn sl.uﬂ:niii Tingkat Capalan

- Target Kinerja dan i Kinerja dan
e . Target RPIMD paa tahun ﬂlsln_._ﬁ.anm.i!.m:_.nﬂ.ﬂ_ﬁ Anggaran RKPD Tahun = Kinerja dan Anggaran | 012 21 »ﬁ._uuﬁn.!u:: =4 Reallsasl .
Urusan/Bidang Urusan Pemaerintahan Dasrah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 s/d 2019 Lalu (2017) berjalan yang dievalus! ; |RKPD yang diovaluasi Tahun Pelaksanaan Anggaran RPJMD Perangkat Daerzh
Keglatan : (Outcame)Keglatan (Output) ; (2018) ! it L] L (2018) i et s/d tahun 2018 Penanggung Jawab
; : RKPD ahun RKPD)
2018 : (RN Triwulan 1) ;
. k| x| w K Ro. k| |||kl k[m|c] k| m |x|  we x| w
[£1] (4) (5) ] @ (8) (10 12)=8+9+10+11 _ [13 = 12/7 x 1000 14=8+12 15=14/5x100% il
1 b n ks n 2.090 000 - . Distrangnakeriop & UKM
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SHPD 7) 6 585 000 « . Drstransnakerkop & UKM
Penyusunan Pelaporan Akuntantitas Kinera Instans: 2 350 000 - - Destransnakeriop & UKM
2 ah LAKIEN %)
i 13 750 000 - B Dstransnakeriop & UKM
Program penciptaan ikiim usaha Usaha Kecil gah yang ki ¥ dan §T1.237.7T30 §526.518.098 436.750.000 44 433000 44 453000 10,15% 970.971.098 95,36% Crstransnakerkop & UKM
LIMKM
Penertiban koperasi simpan pinjan can pembubaran koperas: 54 400 000 - - Dastransnakerkop & UKM
tida .n xn__ hs
48 000 000 §530 000 9 530 000 Distransnakerkop & UKM
35 400000 1.810.000 1610000 Destransnakerkop & UKM
i 85 000000 12 620 000 12800 000 Digtransnakerkop & LIKM
xnuﬁﬁ ._.v-bl 00!.-3._ dabn vo_-h..ua fjin Usaha Mikro Kecil 42 850000 - - Distransnakerkop & UKM
EBBB, '
jan; T Plasma antar 79.700.000 11.316.000 11.315.000 Distransnakerkop & UKM
Kopera .gﬁﬁg.mn?ma@wmmsaJ
n T 1 19 400,000 2750000 2750000 Distransnakerkop & UKM
n 74 000 000 & 443 000 6 £48 D00 Oistransnakerkoo & UKM
Program _u!_e!..v!_a-_._ Sistem Pendukung Usaha Bagl Usaha ¥ sistem p g 2313644 000 1.078.715.000 117.895.000 8.642.800 8642 BOO 7.33% 1.087.357.600 A7,00% Destrananakerkop & UKM
bagl UKM
i lir ] 38 000 000 7057800 7057 800 Distranspakerkoo & UKM
Pen wo_o.._ou!i!._ Lomba Tangkas Terampil Tingkat SLTA") 32.895.000 - - Distransnakerkop & UKM
Pendataan UMKM *) 47 000 000 1535000 1,585 000 Distransnakgricop & LKM
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Ascngan *) _._..__w: pedagang kakl lima yang 1.306.455.600 258.769.000 74 875.000 - - 0,00% 258.769.000 19.81% Distransnakerkop & UKM
Pen T 36 000 000 = = Dstransnakerop & UkM
G mbingan va:.an_:-._- z F 4_-]&-: _u.un k _._.ru._._ Haeci 38 B75.000 - - Destransnakerkop & UkKM
1.dan P EE akpngn M)
Program penciptaan Ikiim usaha Usaha Kecil yang k{Ti ggaranya 4B0.000.000 275.337.500 54 550 000 - - 0.00% 275.237.500 57,36% Dustransnakeriop & UKM
sosialisasi kebiiakan tig UKM
54250000 z : Distrananskerioo § LIKM
g Py 1.103.751.125 1.000.786 322 184 630352 184 850 352 18,45% 1.288.431 477 0,00% DPMPTSP
Administrasi Perkantoran
3 450 000 1650000 1650 000 MPT:
102 000 000 20 958 B35 20 058 638 MPTSP
15 045 000 3955000 32 PSP
7.018.748 3.200.000 3.200 000 MPTSP
68 810110 = R DEMPTSR
75100 000 500,000 S00 000 PMPTSE
6.300 000 1.575.000 1.575.000 DPMPTSP
26,400,000 B B DEMPTSE
184 000 000 44733 200 44733 400 DPMPTSP
400 642464 99973116 90973118 DPMPTSP
90 000 000 8125000 8125 000 PMPT.
in awaiar 2 000 000 - S PMPTSP
Program F gl Sarana dan F Aparatur Jumlah sarana prasarana 227.633.000 237.543.678 32.000.000 32,000,000 13.47% 259.633.000 0,00% DPMPTSP
aparatur untuk mendukung
kepada ¥
e : z DEMPTSP
127,000 000 = z rem
— 10000000 - 2
25 000 000 § 000 000 8 000 000 se
“oi::g!nt:g I-.a_._._!.. 23543678 23.000.000 Z3000.000 DPMPTSP
FRumah *1
v_dn_.-.._ peningkatan disiplin aparatur Meningkatmya disiplin kerja 37.200.000 15.000.000 - - 0.00% 37.200.000 0.00% DPMPTSP
pakalan n_nﬂd PNS 2
1 15 000 000 = = DPMPTSP
vaea.__. vc%a_.as: Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9 " & 111.698.410 72.000.000 9.355 850 P 355 550 12,00% 121.054.300 0,00% DPMPTSP
SDM melalui bimtek & sosialisas!
M $ singkat non formal %) 72 000 000 §.355 890 £ 355 B0 DPMPTSP




: L Resiisas! dan Tingkat Capaian
3 Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisas{ Capaian | P Hnare Kinerja dan
Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d
; ) Target RPJMD pada tahun RPJMD £d RKPD Tar Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran R tahun 2018 (Akhir Realisasi
Urusan/Bidang Urusan P han Daerah dan ' Indikator Kinerja Program 2014 wd 2019 Lalu (2017) berjatan yang dievalusi |RKPD yang dievaluasi Tehun Pelsksansan | ArRuaren RPJMO Perangkat Dasrah
Kegiatan {Outzame)Kegiatan {Output) (z018) 1 ] L] w (2018) it wid tahun 2018 Penanggung Jawab ergien
E RKPD tahun RKPD)
2018 (%) Triwulan I)
Rp. K Rp. K Rp Rp K _ Rp | K _ Rp. | K _ Rp. | K _ Rp: K ~ Rp K _ Rp. K Rp.
(1) @) ] (51 (8) 7 ) 10) 12)=8+8+10+11 .uu._n___.___ﬁm 14=6+12 15= 1475 x 100 % (18 [ika}
Program pening| gan sistem p T pelap 26.535.800 28 850 000 3024 000 3.024.000 10,13% 29.559.800 0,00% DPMPTSP
P kinerja dan g
yang tepat waktu dan sesual
Penyusunan laporan capalan knerja dan ikhtisar realsasi 1.650.000 978000 S78.000 DPMPTSP
1,150.000 1,021,000 1.021 000 DENPTSE
= : : DPMPTSD
3.100.000 1025000 1.025.000 DPMPTSP
1.100.000 CPMPTEP
18.800.000 DPMPTSP
P n t Pel A Minumal (SPM) SKPD 1,400 000 - F DEMPTSD
Program Peningkatan Promosi dan Kerj i data investor dan 1.080.000.000 1.197.555.369 592.500 000 27633000 27683000 467% 1.225.218.369 113,45% CPMPTSP
373.000 000 4 873000 4 873000 DEMPTSPE
72500000 - - DPMPTSP
147 000 000 22 790 000 22 760 000 DEMETSS
786.088.739 300 140 000 47 650 000 47650 000 1541% B33.748.739 0.00% DEMPTSD
152540 000 31 110000 31.110.000 DPMPTSP
125600000 18 540 000 16.520. 000 DPMPTSS
18.741.000 18741000 DPMPTSS
18800 000 2208 000 2208000 DPMPTSP
11,850 000 PMETSS
107,200 000 DPMPTSP
84.900.000 DPMPTSP
43.823.000 2 = DPMPTSP
38.000.000 2635000 2685000 DPMPTS?
61.000.000 13.858.000 13.865.000 DPMPTS®
2300 000 DEMPTSS
Z:13
Olah Raga dan g 279.600.000 883.694.800 21882522 0.00% B83.604 800 316,06% Disparpora
olah raga
P dan clah raga melalui Bakti PU %) 21982522 Disparpora
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran F Kuaiitas Pel 11.259.445.995 1.476.861.447 1.525 768 580 370 440811 379.445. 811 2487% 1.856.211.0%8 16.45% Desparpora
Administrasi Perkantoran
12.800.000 2373.000 3375000 Disparpora
64 200 000 13 621 708 13921708 parpora
1.265.000 1479.000 1.470 000
e - = Disparpora
72458 480 18113980 18113 680 -
38 375 000 7 < -
8.500 000 Disparpora
Penyediaan pecaiatan dan pedengikapan kanfor 93 000.000 Disparpors
Penyedaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 8.420.000 Disparpora
Panyed. ~an kant 42 450 000 . = Ditparpora
3 n Iyar dasrah 312 DOG 000 143 873 900 143 873 800 Disparpors
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 634.010.100 157.745.025 157.745.025 Disparpora
.muBM.HE hpordinagd ko dalam dascah *) 200 000,000 40 #50 000 40 850 000 Drsparpors
Program F g Sarana dan Pr Aparatur Jumlah sarana prasarana 4,658 667.882 118.800.000 55.000.000 - . 0,00% 118.800.000 2,55% Drsparpora
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
[ 15,000 000 Dispapors
[hataan nai I an di . 80,000 000 Disparpors
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ap F 9 & kualitas 493.155.000 80.678.000 84.000 000 0.00% 50,678,000 10,28% Drsparpora
SDM melalui bimtek & sosialisasi
Bimbingan tekrs imp B4.000.000 Disparpora




Tinghat Tiookat Caph
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Capalan | Realisasi Kinerja dan Kinerja gan
Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d
; Target RPJMD pada tahun | oy oo pepp Tahyn | 2709470 RKPOD Tabun Kinerja dan Anggaran| “ppyicaei | tahun 2018 (Akhic Rosime
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program | Indikator Kinerja Program 2014 sid 2019 Laku (2017) berjatan yang dievalusi RKPD yang dievaluasi Tahon Peisk Anggaran RPJMD Perangkat Dasrah
Kegiatan {Outcame)Kegiatan (Output) ebarls &/ tahun 2018 Penanggung Jrwab
RKPD tahun RKPD)
RN Triwutan 1)
2018
Rp. Rp. K _ Rp Rp. Rp.
= @ — @ N 13=12/7x 1008 4=8+12 15= 145 100% (18
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaiar| Terlaksananya pelaporan 587.199.571 26.735.000 167% 27.485.000 4,68% Disparpora
paian kinerja dan g
yang tepat waktu dan sesual
Penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar reafisas: Disparpora
ineria SKPD
Penyusunan n keuangan semasteran Disparpora
Penyusunan RKARKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - Disparpora
SKPD )
9355154738 4498938900 £.06% 4579.618.900 AB99% Disperpors
Pembinaan oroganisasi kepemudaan Disparpors
Pembinaan Drum Band *) ___Disparpors
Pembinaan Paskibra 7) Digparpors
Seleksi bra Ti Provinsifiabu i Disparpors
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Berkembangnya clahraga 1.597 463 615 1.269.814.800 1,00% 1.278.674.800 BO,04% Disparpora
unggulan untuk meralh prestasi
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam Disparpora
Disparpors
Tersedianya alat clah raga di 57245670 85.250.000 0,00% 83.250.000 148.92% Disparpora
desa PM2L
Drsparporn
0.00% _000% | Despapons
NEDADO
NEDRIDOT
NSDATPOMS
0.00% 0.00% S08pO
Disparpora
0.00% 0.00% Disparpors
ASDAPOM.
Pemberdayaan Masvarakat dan Standarisasi Kepariwisataan * SpArpo
Kegiatan Bimbingan Teknis Pevyuluh Pengembangan Sadar Disparpora
‘Wisata dan Potensi M, kat di D i g
Program Pembi dan F Ciah Raga Tersedianya pakalan khusus han 300.000.000 33.495.000 0.00% 33.495.000 1M4T% Disparpor:
tertentu dan peralatan olah raga
HSDATDOD
0.00% 0.00% f
NEDADOD
ul e i
D.00% _0.00%
0.00% O.00%
dsparpors
0.00% 0.00% i
0.00% 0.00%
Disparpors
0.00% 0.00% Disparpors
Digparpora
0.00% 0.00% AEDAPOMN
sparpors
0.00% 0.00% ASDAIDOM
Asparpors
isparpora
0,00% 0.00% 4T R
i
regram peningkatan peran serta kepem 0.00% 0.00% Eparpors
Paskibra Tingkat Kecamatan *) Disparpora
Bidang Statistik
Program [ g daerah T data dan Inf 2.700.000.000 1.811.894.962 3,66% 1.927.565.962 T1,38% Diskominfo Statistic &
statistik dasrah Persandian
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Diskominto Statistic &
Porsandian
Penyusunan profil Kabupaten ) Diskominfo Statistik &
Penyusunan dan pengumpulan data Kajian Ekonomi Deskominto Statistic &
I PDREB Kabupaten Guoyng Mas *) B g




~Tinghat Cipaisn
f Realisas! don| TRkt
_ Target Kinerja dan Realisas! Kinerja Pada Triwutan Realisas) Capaian cupu:n Kinerja | Kaneria dan
: Realisasi Capaian Kinerja T Kinerja Anggaran RPJMD
_ | varpet RPUMD paca mnun | L0 RS Anggaran RKPD Tahun 1 dan Anggaran | o Dl 0 | waiun 2018 (Aknir Baskein
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Indikator Kinedja Program 2014 wid 2018 Lalu (2017) berjalan yang dievaiusi |RKPD yang dievaiuasi Anggaran | Tahun Peloksanaan Anggaran RPJMD Perangiat Daerah Khborares
Keglatan (Outcame)Kegiatan (Output) (2018) 1 " " w (2018) RKPD RKPD) +d tahun 2018 Penanggung Jawab
2018 (%N Triwulan 1)
K Re. k| wm K Rp. w k| re || R k|lm|x| w x| » [x] w |
i ™ o &) o & o 00 17=8+9+10+11__ |13=127x1 14=8+17 15= 1455 100% e n
Sosialisasi Statistik Seidoral 7) 42.260.000 - - Daskominfo Statstic &
Persasdian
Penyusunan dan Pengumpulan Indek h ©0 107 000 10.751.000 10751000 Ciskominfo Statsti &
T B Puyblik B

Program gan ¢ by | 67 800 000 - 0,00% - 0,00% Drskominfo Statstic &

Pemandian
Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Gunung 67 600000 - Diskominfo Statistic &
Mas ] Persandian
Program p daerah Tersedianya data dan informasi 31.920.000 38,900 000 0,00% 31.920.000 0.,00% Diskominfo Statistic &
statistik dasrah _Persandian
Penyusunan dan Pengumpular Data Statistk Pernikanan ") 36 900 000 Diskominfo Statstik &
Persaccian
218 idang Kebudavaan
Program Pengembangan Nilai Budaya 249.500,000 7,000 000 0.00% 249.900.000 0,00% Dinas Pereidvan &
Kebudavaan
Pendidikan Karakter Budaya Ant Bullyng 7) 7.000 000 Dinas Pendicdkan &

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | terawat dan terjaganya potansi 2.519.450.147 47T9.076.000 338 820000 0.,00% 479.0T86.000 19.01% Dinas Pendidican &
objek kekayaan budaya kab. Kebudayaan

mas
P sestem ink sejarah purbakala 130 000 000 Dinas Pendidikan &
Partisi kat dalam peng budaya 208 B20 000 - - Cinas Pendidican &
)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya teriaksanya keglatan 9.821.789.740 4.524.375.800 615 387 000 P 0,00% 4.524.375.500 46,06% Dinas Pendidikan &
penyelenggaraan festival budaya Kebudayaan
mihing maanasa se-kab, Gumas

Penyeienggaraan keikutsertaan Festval Mihing Manasa 7) 615.387.000 Dinas Pendidican &

Program Pembinaan Nilai-Nilal Sejarah Lokal") 800221 000 - 0.00% - 0,00% Dinas Pendidican &

Kebudavaan
Pembinaan Mlai-Nita: Sejarah Lokal”) 800,221 000 Dinas Pendidikan &
Kabudavaan

Program Pembinaan Nilai-Nilal Budaya®) P 358.200.000 186.925.000 189275 000 0,00% 186.935.000 52,15% Dinas Pendidican &

festival budava dasrah Kebud)
FestivalMalam Budaya/Kesenian Akhir Tahun®) 189.275 000 Dinas Pendidian &
Kebudavaan

Program Pembinaan Nilai-Nilal Sefarah Daerah *) terpenuhinya pelaksanaan 391.800.000 19.925.000 19.925 000 0,00% 19.925.000 5,09% Dinas Pendidican &

festival budava dasrah Kebudavagn
Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Daeah ) 10.925 000 Dinas Pendidikan &
Program Pembinaan Nilai-Nilal Sejarah Keb ] festival budaya 402.050.000 159.750.000 160.750.000 - 0,00% 159,750,000 39,73% Dinas Pendidikan &
daerah Kebudavaan
Pembinaan Nitai-Nilai Sejarah Kebangsaan ©) 160.750 000 Dinas Pendidican &
7
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 72.085.000 0,00% - 0,00% Dinas Pendidikan &
Penyelenggaraan festival budaya daerah 72085000 - Dinas Pendsdican &
Kebudavaan
Program Pengelclaan Keragaman Budaya 81.275000 0,00% - 0,00% Dinas Pendidikan &
Penyelenggaraan festival budaya daerah 81.275.000 - - Dinas Pendidican &
Kebudavaan
Frogram Pengelolaan Keragaman Budaya 106.000 000 - 0,00% - 0,00% Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Penyelenggaraan keikutsertaan Festval Mihing Manasa %) 180.000.000 - - Dinas Pendidican &
Penyelenggaraan Pameran Hasil Kerajinan Daerah *) 25.000 000 - Dinas Pendidikan &
Kebydavaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 85 850000 B 0,00% - 0,00% Dinas Pendidican &
Kebudavaan
Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa ) 85 850000 Dinas Pendidian &
Kebudavaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 76115000 - 0,00% - 0,00% Dinas Pendidikan &
Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) 76115000 - Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 48 640 000 - 0,00% - 0,00% Dinas Pendidikan &
Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) 4B 640000 - Dinas Pendidikan &
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 50.290.000 - 0,00% - 0,00% Dinas Pendidikan &




Tingkat Tingkat Capai
| Reaiisast dan| g
Target Kinerja dan Reaitsasi Kinefja Pada Triwulan Realisasi Capai Capailan Kinerja dad
Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d
Target REJMD paca f3hun | RpJMD aid RXPD Tahun | ARGS2r2n RKFD Tahan Kinerjadan Anggaran| "o oatisasi | tahun 2018 (Akhir |, Realssst
No Urusan/Bidang Urusan F Daerah dan Progr Indikator Kinerja Program 2014 wid 2019 Laku (2017) Eerjakan yang civaiusi |RIPD yang dievatuasi Tahin Polsi Anggaran RPJMD Perangkat Daeran
Kegiatan {Outcamey¥egiatan (Output) (z018) ! " L L3 (2018} o s tahun 2018 Penanggung Jawas H¥ieinpas
RKPD tahun RKPD)
2018 (AN Triwuian I)
ag Rp. K Rp. a_ Rp. Rp. a__# x_a, x_zp z_ Rp. x_ Rp L Rp. k| Re
{1 (=11 (£) (5] [1-1] [ral {8) 104 12)=8+8+10+11 13=127 x 1008 14=6+12 15=14/5x100% (L] {17}
Penyelenggaraan festival budaya daerah 50.290.000 - Dinas Pendidilan &
Kebudavaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 08,245,000 0,00% 0,00% Dinas Pendidikan &
Ke
Penyelenggaraan keikutsertaan Festval Mihing Manasa 7) £8.345.000 Dinas Pendidikan &
Program Pengelolsan Keragaman Budaya 55.340.000 0,00% 0,00% Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Penyelenggaraan festival budaya daerah 55340000 Dinas Pendidikan &
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 79,085 000 0,00% 0,00% Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Penyelenggaraan keikutsertaan Festval Mihing Manasa ©) 79.085.000 Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 50.725000 0.00% 0,00% Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Penyelenggaraan festval budaya daerah 50725000 Dinas Pendidican &
Kebudavaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 65880 880 0,00% 0,00% Dinas Pendictian &
Kebudavaan
Penyelenggaraan kedkutsertaan Festival Mihing Manasa ") 55 550 950 Dinas Pendidican &
X
Bidang Perpustacasn E
Program Pelay - Per ing Pelay 2.757.731.200 1.181.598.116 1.329.547 484 N7nens 317.118118 23,85% 14358 T16.234 53,5T% Denas Perpusiakaan, Arsip
Administrasi Perkantoran dan Dokumentasi
Penyediaan jasa surat menyurat 8100000 2025000 2025000 Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dorymantysi
Penysdiaan jasa komunikasi, sumber daya ar dan listrik 44 540000 3414300 3414300 Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dokumenias]
Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.571.000 12,641,000 128641.000 Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi
Penyediaan alat tulis kantor B6.217.000 23.375.000 23.375.000 Dinas Perpustakaan Arsip
dan D o]
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.570.000 Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi
Penyed komponen Inst: gan bangunan 25.805.000 6.434 D00 6.484 000 Dinas Perpustakaan, Arsip
kantor dan Dokymentasi
Peny dan p g kantor 188.500 000 Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 6,950,000 1.275000 1.275.000 Dinas Perpustakaan, Arsip
sdan Dokymentasi
Penyediaan bahan logistik kantor 28.870.000 8.600.000 6600000 Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dok
Rapat-rapat koordinasi dan konsuftasi ke luar daerah 296.000.000 110.670.000 110 670.000 Dinas Perpusakaan, Arsip
dan Dokymentasi
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 508 B14 484 108618818 109.616 818 Dinas Perpusiakaan, Arsip
Petkantoran dan Dokymentasi
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 92500000 41.015 000 41.015.000 Dinas Perpustakaan, Arsip
gan Do
Program F Sarana dan |Jumlah sarana prasarana 423 282.000 328.230.000 332352518 18.330.000 18.350.000 553% 346.610.000 B1,89% Dinas Perpustakaan, Arsip
|aparatur untuk mendukung dan Dokumentasi
kepada
Pengadaan periengkapan gedung kantor 18.500 000 Dinas Perpusiakaan. Arsic
dan Dokymentasi
Pemeliharaan nitin/berkala gedung kantor 46413775 Dnas Perpustakaan, Arsip
dan Dokymentysi
wal 42000000 11.900.000 11.900.000 Ownas Perpustakaan, Arsip
dan Dokymentas’
gpedung kantor 1381.781 8 430 000 6.450.000 Dinas Perpusiakaan Arsio
dan Dokymentasi
Rehabiltas: secang/bert gedung kantor 211.617.450 Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disipiin kerja B4.350.000 28.500.000 22 050000 0,00% 38.500.000 45,54% Dinas Perpustaksan, Arsip
melalui pengadaan-pengadaan dan Dokumentasi
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus han-han terentu 22050000 Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dokumentasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ap: F & kuall 312.000.000 174.500.000 132.000.000 20.230.000 20250000 15,36% 194,780.000 B2,43% Dinas Perpustaiaan, Arsip
SDM melalui bimtek & soslalisasi dan Dokumentasi




Target Kinarja dan s Realisasi K_Ja- Pada Triwulan - Realisasi Ca Capalan | Reallsas! Kinerja dan Kinorja dan
i Reallsasi Capalan Kinerja g : i : $h: paiag Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d y

4 i i . Target RAMO pada tahun | oo 5 oja RKPD Tahun | APISaran RKPD Tahun T Kinerja dan Anggaran| g ojicaei | wanun 2018 (aknir |,  Realisas!

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 s/d 2018 Lalu (2017} berjalan yang dievalusi i SRk : |RKFD yang dievaluasi Anggaran | Tahun Pelnksanaan |A999r20 RPJMD Perangkat Dasrah Ketorangun
; ! Keglatan i (OutcameyKegiatan (Output) (2018) I | R e v (2018) #/d tahun 2018 Penanggung Jawab
: ; ; . RKPD tahun RKPD) :
3 : ; y : A)Trivwulan f)
K _ Rp. K Rp. K — Rp. K Rp. .L.mf z_ Rp. x_xﬁ. :— Rp. 8_ Rp :— Rp. K Rp.

& ) 15 —® 0 Gl 10) 12)=8+6+10+11 |13 = 12/7 x 100 14=6+12 152 14/5% 100 % (16) an
Bimbingan teinis implementas peraturan perundang- 132.000.000 20.230.000 20.250 000 Dinas Perpustakaan, Arsip
undangan dan Dokymentas

Program k b sistem pelap ap: ¥ 15.000.000 18.600.000 21.225.000 2.100.000 2.100 000 B,BI% 20.700.000 138,00% Dinas Perpustakaan, Arsip

lan kinerja dan dan Dokumentasi
yang tepat waktu dan sesual
Penyusunan laporan capaian kinena dan ikhtisar realsas) 8.400 000 2100000 2100000 Drenas Perpustakaan, Arsip
kineng SKPD dan Dokymentas)
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) ") 12825000 - - Dinas Perpusiakaan, Arsp
dan Do
Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan *) 39.290.000 38075000 - - 0,00% 39.290.000 0,00% Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dok iasl
Petatihan Pengeiciaan Perpustakaan ) 39075000 - - Ohnas Petpustakaan, Arsip
dag Dokumestasl

Program Pelayanan Perpustakaan *) 20.400.000 7.500.000 - - 0.00% 20,400,000 0,00% Dinas Perpustaikaan, Arsip

dan Dokumenias)
Lomba Perpustakaan Desa *) 7.500.000 - - Dinas Perpustakaan, Assp
dan Dy an

Program Pengembangan Budaya Baca dan F Perpust] Terlak layanan 1.011.618.400 443.085.000 142.700.000 - = 0,00% 443 085.000 43.80% Dinas Perpustaiaan, Arsip

perpustakaan, lomba bercerita, dan Dokumentas:
| pelatihan pengeioia
perpustakaan, pembuatan leafiet,
buletin dan koordinasi dalam
dassn.
Pemasyarakatan minat dan kebasaan memoaca untuk 25,000,000 - - Dinas Perpustakaan, Arsip
o dan Dok 2
Pengembangan minat dan budaya baca 37.700.000 - - Oinas Perpustakaan, Arsip
dan Dokumenias)
Supenvisi, peibinaan dan stimulasi pada perpustakaan 42 500000 - - Dinas Perpustakaan, Arsip
umum, p Khusus, perpe sekolah dan dan Dokumentasi
dan pelap 37.500 000 - - Dinas Perpustakaan, Arsip
dan Dokymentas
Bidang Kegrsipan =
Program pemeliharaan rutin/berkata sarana dan p kear Ter 9.600.000 12.200.000 10000 000 2430000 2 480 000 24.90% 14.650.000 183,02% Denas Perpustaicaan, Arsip
sarana dan prasarana kearsipan dan Dokume=tas:
Pemaeliharaan rutin/berkala arsip dasrah 10.000 000 2420000 2480 000 Dwnas Perpustaiaat. Arsip
dan Dokymantay

Program Pengembangan Sumber Daya Arsip *) 39.300.000 $4 950 000 - - 0.00% 39.300.000 0,00% Dinas Perpustaicaan Arsip

dan Dokymentay
- Pengeich C) 84.950.000 - - Cinas Perpusiaiaan, Arsip
dan D sl

Program Pelayaran Kearsipan *) 86,620,000 43 600 000 2720.100 2700700 6.19% 89.320.100 0,00% Dinas Perpustakaan, Arsip

dan Dokumenizasl
Perencanaan dan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip 16.100.000 2700100 2700100 Dinas Perpusiakaan, Arsp
Substantif SOPD 1 dan Dokumentasl
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Stuasi 27.500 000 - . Dinas Perpustakaa, Arsip
Data s dan Dokumentasl

Urusan Pilihan

Bidang Kehytanan .

Program Pelayaran Administrasi Perkantoran F g Pelay 8.887.000.000 961.242.638 1.270.151.250 27.ese3z 271.861.632 21,40% 1.233.205.2T0 13,88% Dishuthan

Administrasl Perkantoran
1250 000 1350000 1.350 000 Dighithan
B9800 000 3737 214 3767214 Dishuthan
_51391 500 E = Dishythan
§5100.000 7800 000 7.900 000 Dighythan
57518 000 15331 000 18 381000 Dishythan
38,000 000 6,037 000 & D87 000 Dighuthan
7973670 - - Dishuthan
14.820.000 330.000 330 000 Dishuthan
—_26.400.000 10.780.000 10,780 00C Dishuthan
280000000 §7.002 600 97.002 60( Dishuthen
§15.998.080 111838818 111.868 81 Dishuthan
110,000 000 14 355 000 14,365 000 Dighuthan
Jumlah sarana prasarana 2.555.000.000 125.120.000 143 207,750 17.020 500 17.020 500 11,80% 142140 500 5,56% Dishuthan
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat




Tingkat
g Realisasi Kinerja Paca Triwulan = Realisasi Kinerja dan | T70%3 C2paian
. Realisasi Capaian Kinerja | , T2/0%t Kinera Kinerja dan | Anggaran RPJMD |  Minera dan
Target RPJMD pada tahun RPJMD /4 RKPD Tahun Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran 2 2018 Realisasi
g Un. Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 5id 2019 Latu (2017} barjalan yang dievalusi |RXPD yang dievaluass| Reafisasi | tahun 2018 (Akhir Anggaran RPIMD
Keglatan (Outcame)Kegiatan (Output) {2018) (| " [} v (2018) aanrii._ .._ 3 ._Elae.s_ elaksanaan | id tahun 2018
riwulan I)
2018 RNT
X Rp. K Re. x— Rp. K Rp. a_zu n_av x_ap z_ Rp. k| Rp x_ Rp. K Rp.
Bi [4) 5] 6] M &) (5] 100 12)=8+0+10+11 |13 = 12/7 x 100) 14=6+12 152 145%100%
2600 000 - A
—9.000000
Pemalinaraan I 12 807 750 - =
Pemalinaraan rubn/berkala mobl iabatan £5 D00 D00 5 800 D00 5 600 000
P iharaan riala kendarpan dinas/operasional 95,000 000 11 420 500 11420500
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 350.000.000 19.200.000 37.050 000 . = 0,00% 19,200,000 5.33%
melalul pengadaan-pengadaan
pakaian dinas PNS
EL kasan khusus han-har 37.050 000 - 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ap g P & kualitas 1.620.000.000 B4.524.000 158.800.000 10 470,000 10.470.000 B,56% '94.954 000 5,86%
SDM melalui bimtek & sosialisasi
endidikan dan n 158 600 000 10 470 000 10,470 000
Program g o sistam pel capalar] Ter ya pelaporan 35.000.000 24.305.500 26,860 000 780,000 760.000 2,83% 25.665.500 73,33%
capaian kinerja dan keuangan
yang tepat waktu dan sesual
2135000
2225 000
4 BR0 000 - ,
5.000 000 760.000 760.000
12.610.000
21.000.000 132.120.000 21,605 000 21.605 000 18.35% 42,605 000 0.00%
132120 000 21 605 000 21,605 000
£08.323.700 1.320.541.000 7855 000 7.985.000 050% 0.00%
297,268 000 1,895 000 7.985 000
291 343 000 . -
o 137.705 000
Py d dan Pembang: Blok Koleksi 338.885.000
JTumbuhan dan Satwa *)
P n rakat di r TAHURA *) 49 440 000
Penyusunan Rencana Pengeiciaan Jangka Panjang (RPJP) 157.100.000
TAHURA "
Pertemuan dan Diskusi Publik Penyusunan Pembagian Biok 50.800 000
742 720 000 3 = 0.00% = 0,00%
224 000 000 - a
224.000.000
224 000 000
70 720 000 2 =
957.000 000 B = 0.00% = 0.00%
224000 000 . =
220 D00 000
120,000,000
224 000 000
119.000.000
S0 000 00O - -
—166.530.000 19,990 000 19 650 00O 12.00% _19.980.000 0.00%
108 550 000 19§30 000 18 850 000
A | $72.000.000 21,166,000 31,168 000 321% —31.166.000 0.00%
Mendata dan Mengusulkan Permohonan Sertifikat Tanah 113.550 000 12.240.000 12.240.000
Milik Pemda 7
9 dan Mer Usulan Per $8.400.000 12.900.000 12.900.000
Oleh Masvaraiot Migkin *)
Melakukan Ferfikasi dan Falidasi Administrasi Tanah yang 102 000 000 6.028 000 6.026 000
akan di b
Memberikan Fasiitasi Kepada Tim Dalam Negosias: Harga 177,750 000
Tanah®)
480 300000
g Palay 5.576.905 540 1.466.236.402 1,452.135.000 289,241,082 288 241882 19.92% 1.755.478.384 26,69%
Administrasi Perkantoran
7300 000 - -
134 400 000 22774455 22774455
500 000 . <
8 088 600 3181100 3161100
34 400 660 2619 700 0618700
29 400 000 4275 000 4275000




£ 4 Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Capaian | Realisas! Kinerja dan i
Realisasi Capaian Kinerja £ Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d Kiveas can
| Target RPJMD pada tahun RPIMD £4d RKPD Tahun Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran z 3 2018 ( Realisasi
Urusan/Bldang Urusan Pem Daerah dan Prog Indikator Kinerja Program 2014 sid 2018 Latu (2017) berjalan yang dievalusi |RKPD yang dievaluasi Hestses .-!5, _1 il ot Anggaran RPJMD Perangkat Dasrah
N Keglatan {Outcame)/Kegiatan (Output) (2018) ! (2018) E_.auunﬁ : RKPD) s/d tahun 2018 Penanggung Jawab
218 tahun RN Triwulan 1)
Rp. Rp. ”p Rp LR Re.

(1 [e] 51 i3] M 1:1] 10=8+04 10411 [13=127x1 14=86+12 = 14/5 x 100 % 118}
Penyediaan bomponen ST wreneangan bangLman 7.109.040 1.779.000 1.770.000 Diskan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 8 600 000 1.575.000 1.575.000 Diskan

73,900 000 18520 000 18 520 000 Diskan
i 8 250 000 1.750.000 1750000 Diskan
Rapat-apat koord nasi dan i ke luar daerah 280 000 000 20 847 000 20 847 000 Diskan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 706 077 800 165200727 185.200727 Diskan
Perkantomn -
Rapat. coordinasi ke dalam daerah %) 150 D00 000 38740 000 30,740 000 Cigkan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 4.707.970.000 342983890 228.140 608 22510000 22510000 9.87% 366.493.830 T.78% Diskan
| aparatur untuk mendukung
38 250 000 700.000 700 000 Diskan
48,950,000 - 2 Dickan
91 080 000 £1 810000 21.810 000 iskan
11,567 100 - - Diskan
19.263,59¢ Diskan
21 000 000 Diskan
Meningkatnya disiplin kerja 43 260 000 0.00% 0,00% Diskan
melalul pengadaan-pengadaan
A2 260 000 Dighan
g 1.717.000.000 41.190.000 128,000 000 0,00% 41.190.000 2,40% Deskan
SDM melalul bimtek & sosialisasi
56 000 000 Diska;
72.000.000 Diska
a o gan sistem pelap 9.600.000 13.200 000 0,00% 9,600,000 0,00% Diskai
yang tepat waktu dan sesual
Penyusunan laporan capaian kineqa dan ikhtisar realisasi 13.200.000 Diskan
kineria SKBD
van_d.s__u!i!ﬂw-:nn: budidaya perikanan Meningkatnya penyediaan 14,672 899 200 9.233.207.958 1.573.855 000 92 433.000 92 463 000 5.88% 9.325.700.958 63,56% Duskan
fcan *) 171.825000 Drskan
S48 BOO 000 17 025 000 17 005 D00 Digkan
$4 780 000 - - n
4D 210000 75.438.000 75458 000 n
39 000 000 = = n
60 240 000 Duiskan
15,000 000 Cesgican
249000000 = x Digican
Weningkatnya pengetahuan 1.621.262.500 T48.912.400 139080 000 1800000 1.800.000 1.29% T50.712.400 45,30% Deskan
masyarakat untuk menjaga
£3.420.000 = 5 Diskan
75 640 000 1.830 000 1,800 000 kan
1.371.995.607 412.090.000 238.972.000 - - 0,00% 412.090.000 30,04% Diskan
108 885,000 Diskan
£3.000 000 iskan
24.000 000 __ Diskan
81,087,000 - - Diskan
112000 000 3000000 3000000 2.65% 3.000 000 0.00% Diskan
100.000.000 = = Diskan
12.000.000 3.000.000 3.000.000 Diskan
19100000 0.00% 0.00% Digkan
18,100 000 Disican
304 1Bigang Panwisata
Program peng gan an Terselenggaramya promos! 1.014.211.200 £36.407.000 170 364 028 Do0% £38 407000 s27 Dreparpors
Promosd panwi di dalam dan o 68 524 085 Disparpora
luar pager
Pengelolaan Desa Wisats *) 110 540 000 Disparpora




3 Tingkat Capaian
Target RPJMD pada tahun .E"Il-nlu!i!ﬂu e Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran _P.l..._- 3 ._iﬂ_u! R ]
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 sid 2018 ﬂ.:.___.__.-?l berjalan yang dievalusi {rKPD yang o tahun L, Anggaran RPJMD p "
Keglatan (OutcameyKegiatan (Output) iy (2018) 1 " " v (2018) ADOGUaN | | T PN =id tahun 2018 Penanggung Jawab il
RKPO tahun RKFPD)
2018 (RNTrawutan I
x| x| = X Ro. Rp lm[klm]x|m|c] w [x] B [«] m  |x] w
il (£ (4] ﬂ@ M (8) 100 17)=8+8+10+11 |13 = 127 x 1000 14=8+12 15=145x100% (18) (17}
Program st Terbangunnya sarana dan 6.012.507.800 2.402.478.800 1.653.342.400 0,00% 2.402.4T8.800 39,96% Disparpora
prasarana pendukung objek
partwisata unggulan kab Gumas
Pening 1 sarana pa 183262 000 Disparpora
g gan Statistik Kep P da 80.000.000 Disparpora
Pengolahan Data Kepanwisataan 7
n n n dan i 380,000 000 Disparpora
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata DAM Sekata Juri 968 650 400 Disparpcra
o
3:08 |Bigang Pertanian =
Program Pel. Peningk P 6.713.766.680 2.112.528.314 2054 708 004 382014 604 382,814 604 18,64% 2495443918 ITATH Dinas Pertanian da
Administras| Perkantoran Kestahanan Pangan
Penyediaan jasa surat menyurat 10 500,000 2625000 2,825 000 Dinas Pertantan dan
Ketahanan Pangan
Penyediaan jasa kemunikasi, sumber daya ar dan listrik 140 400 000 12 828 472 12.B28.472 Dinas Pertanian dan
Ketal Panaan
Penyediaan jasa 300 000 Dinas Pertanian dan
Panzan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.575.000 3.565.000 3.585.000 Dinas Pertanan dan
Ketahanan Pangan
P i jasap kan p kerja 27.951.104 18.475 000 18.475.000 Dinas Pertanian dan
{atah Panzan
Penyedisan alat tulis kantor 103380 810 30000 000 30.000.000 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 63 4639200 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Penyediaan bakan bacaan dan peraturan perundang- 6.120.000 Dinas Partanian dan
undangan Ketahanan Pancan
Penyediaan bahan logistk kantor 51.000.000 8.500.000 8,500 000 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pandan
Rapat-rapat koordinasi dan konsuftasi ke luar daerah 824 D00 000 101,522 400 101,502 400 Dinas Pertanian dan
t Panaan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administras| Teknis 984011730 198.833.732 198993 732 Dinas Pertanian can
B Pacgan
Rapat-rapat koordinas: ke dalam dasrah ") 30000 00O 8425000 6.425000 Dinas Pertanian can
Ketahanan Panaan
Program P gk Sarana dan Pr Jumilah sarana prasarana 983 .T52.T00 231.792.000 583 000 000 0.00% 231.792.000 2347% Dinas Pertanian da
aparatur untuk mendukung Ketahanan Panga
pelayanan kepada masyarakat
Pembangunan gedung kantor 322 000000 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panqan
Pengadaan peralatan gedung kantor 161.000.000 Dinas Pertanian can
Banaan
Pemelin 100.000.000 Dinas Pertanian dan
Ketahaoan Pangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur g & 2.232 £80.000 238.549.200 184 000 000 0,00% 238.545.200 10.68% Dinas Pertanian dan
SDM melalul bimtek & sosialisasi Ketahanan Pangan
Fendidikan dan pelatihan formal 160 000 000 Dinas Pertanian dan
Panaan
gan telknis imph perundang- 24 DOD 000 Cinas Pertanian dan
1Pangan
Program pening Jan sistem pelap ¥a pelap 143.700.000 84.857.172 84.440 000 0,00% 64857172 4513% Diras Pertaran can
capalan kinetja dan keuangan Ketahanan Pangan
yang tepat wakiu dan sesual
Penyusunan lapcran capaian kcnera dan ikhtisar realisasi 8.540 000 Cinas Pertanian dan
Juneria SKPD Ketahanan Pangan
Penyusunan Laporan Inventansasi Aset %) 60.000.000 Cinas Pertanian dan
Ketahanan Panoan
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) %) 15.600 000 Dxnas Pertanian dan
Ketahanan Panaan
ogram Peng gan Sistam F dan Peng Kinerja *) 212.675.000 90,000 000 90.000.000 42,28% 90.000.000 0,00% Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Penyusunan RKA/RKAP dan DPATDPPA 7 8,200 000 DCinas Pertanian dan
Ketahanan Panaan
Pi P P Daerah *) 146 000.000 $0.000.000 90.000.000 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Penyusunan Pengukuran Kinerja OFD %) 8675000 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan




. . . o3 == Tingkat Capaian
L iRl : Target Kinerja dan SIS I Reaisas! Capaan |  CPalan | RealisasiKinerja dan| “ip 020
o ; : Realisasi Capatan Kinerja K : 5 Kinorja dan | Anggaran RPJMO s.d :
o ; o Target RPJMD pada tahun | ‘o oy ppp Tahun | APGGAraN RKPD Tahun ja dan ADGgaran | pjiisasi | tahun 2018 (aknie |, Reallsast
“No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dasrah dan Program / Ind|kator Kinerja Program 2014 s/d 2018 Lalu (2017) berjalan yang dievatusi RKPD yang dievaluasi Anggaran | Tahun Pelaksanaan Anggaran RPJMD P kat Daerah .,
b Keglatan (Outcame)/Kegiatan [Output). (z018) 1 : 1l m w (2018) RIPD ke RKPD) sid tahun 2018 Penanggung Jawab Vg
: . 2018 CiTrivuian )
K Rp. K , Rp. K l Rp. Rp. xl_ﬂp. Klnn Klan KI Rp. Kl Rp Kl Rp. "l Rp.
™ (3) 4] (5) ) &) (5] 10} 12)=8+B+10+11__ |13 = 12/7 x 1000 14=8+12 15=145%100% (18) (17
m 3. Evaluas dan Pelaporan ) 50.000.000 - - Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
| Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penilalan terbaik tenaga 1.290.6T0.000 £45.483.500 497 962 800 2850000 2650000 0,58% 648.433.500 50,24% Dinas Pertanian dan
fungsional petani, pelatihan Ketahanan Pangan
petani dan petugas, penghargaan
ketahanan pangan
Perlindungan tanaman padi dan paiawia %) 112.000.000 2950000 2950 000 Dinas Pertanian ¢an
Ketahanan Pangan
F g Gangg! Usaha P, by} B4.000.000 - - Dinas Pertanian dan
Katahanan Pangan
Pembinaan dan Pengawalan Corporate Social Responsddity 3 800 000 - - Dinas Pertanian dan
(COM™ Panzan
Pemuta Data K. gasn Petani 7) 60 000,000 - Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Pelatihan Lapangan Petani Jahe Merah *) 63722 800 - Dinas Pertanian can
Katahanan Pasaan
Sosialiasi Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan 74 470 000 - - Dinas Pertanan dan
Gagoktan”) 1 Pancan
Program Pening X Pangan (per v pangan 3.630.093.000 16.480 §99.227 2171 870 000 20 425 000 20 425000 0,04% 16.501.424.227 454,5T% Dinas Pertanian dan
dan perkebunan melalul Ketahanan Pangan
penylapan dan penetapan sarana
| produksi pangan daerzh
Penanganan caerah rawan pangan 16.400.000 = Dwnas Pertanian dan
Ketahanao Pangan
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplal pangan 18.550 000 2515000 2515000 Dinas Pertanian dan
Pangan
Kajlan rantai pasokan dan pemasaran pangan 40.600.000 - Dinas Pertanian dan
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 1.271.000.000 - Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Pengembangan perbenihan/perbibitan 340.380.000 2.950.000 2.850 000 Dinas Pertanian dan
Panaan
P mutu dan pangan 42,395 000 - Dinas Pertanian dan
Hetahanan Pangan
Monitoring, evaluasi dan f £0.000.000 14850 000 14,960 D00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Peng gan Sitem Ki Pangan dan gai ") 56.760.000 - Dinas Pertanian dan
Ketah Pangan
Pameran dan Lomba dalam rangka kegiatan rangka HPS 88475000 Dinas Pertanian dan
Tinakat Proviosi 7] Ketahanan Pancan
Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten *) 86 480 000 - Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) *) 55 500 000 Dinas Pertanian dan
Pengembangan Sistem Informasi Pasar (PIP) *) 66 D00 000 - Dinas Pertanian GI'!
Ketahanan Pancgn
Pengembangan kawasan mandiri pangan ) 49 320000 - Dinas Pertanan can
Katananan Panagn
Program p g P per ya SDM dalam hal 1.285.095.000 1.081.858.480 67 980 000 8.700.000 8700000 9.80% 1.070.558.480 B3,31% Dinas Pertanian dan
penerapan teknologi Ketahanan Pangan
Pemeliharaan rutinderkala sarana dan prasarana teknologi 8.700.000 8,700,000 8,700,000 Drnas Pertanian can
i ie0al gung
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi 78.290.000 - - Dinas Pertanian dan
£2unan tepat Quna
Program pening produks! per = © T 35.936.834.160 18.925.426.935 3.334 660 000 128,630,000 120630 000 3.80% 15.055.056.535 53,07% Dinas Pertaran can
kualitas dan kuanttas hasil Ketahanan Pangan
dascah
Monitonng, evaivasi dan pelaporan 100.500.000 7:200.000 7.200.000 Dinas Pertanan 2a=
Penyedizan sarana dan prasarana produicsi perkebunan ) 500.000 000 4100000 4100000 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pancan
Pendampingan kegiatan APEN dan kegiatan APBD *) 245 280,000 40.325.000 40.325.000 Dinas Peranian dan
Kstahanan Pancan
Refreshing Pengolahan data statisti dan informasi 82000000 17.350.000 17.380 000 Dinas Pertanian dan
i Ketabanan Pancan
= o e Caaha 96.000 000 12650000 12,680,000 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panagn
B Produks! p ™ B 74000000 13.500.000 13 500 000 Dinas Pertanian dan
Pangan
Pembangunan Batang Bawah Karet %) 95.280,000 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pancan
Pengeniakn O Saangs Tanaman (OFT) 45500 000 2820000 2820000 Dinas Pertanian can
komoditas percebynan *) Ketahanan Pangan




Tingkat Tk Coas
: Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwulan s Kinerja dan Kinerja dan
: Target RPIMD paca tanun | e2lisasi Capaian Kinera |, oo pypD Tanun Kinerja dan Anggaran| fINefia dan |Anggaran RPUMD =d| "o o
e : RPJMD s/d RKPD Tahun g : Realisasi tahun 2018 (Akhir
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program | Indlkator Kinerja Program 2014 sid 2019 Lalu (2017) berjalan yang dievalusi RKPD yang dievaluasi Anggaran | Tahun Pelaksanaan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
Keglatan : : (Outcame)Keglatan (Output) i (2018) ! i " v (2018} ¥ sid tahun 2018 Penanggung Jawab
Jates: fhfric 155 RKPD tahun RKPD) =
1 (4NTrivulan )
B g K | Rp ik Rp. X Rp. K| R z_a_. x_au. z._:v x— "Rp. x_ Rp :_ Rp. K Rp.
@ [4) 5] 18 n {8 @) 10 12)=8+9+10+11__[13=12/7 x 100 14=6+13 15=14/5x 100 % {18)
Pengendalian Kebakaran Lahan dan Ketun ™) 182 620.000 3.830.000 3.830.000 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panaan
Pemaeliharaan Kebun Entries Karet %) 51.500.000 - - Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panaan
Produksi Bibit Karet Unggul Siap Satur *) 126.000.000 - = Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panagn
Pengembangan Bibd Unggul Kopi %) 944 000 000 - - Dinas Pertanian dan
1 Panzan
Pengembangan Jahe Merah 7) 429 000000 5510000 5.510.000 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panagn
Pengadaan Prasarana Kebun Entnes Karet 7] 166 500 000 - - Dinas Pertanan dan
Ketahanan Banogn
Pengerbangan Pad Organk %) 198 500 000 22135000 22195000 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panggn
Program p y peny lapang Ter ggaramya 3.125.110.000 2.583.485.060 1212796 000 83185000 88 185 000 7.2T% 2672.680.060 85,55% Cinas Pertanian dan
pemberdayaan pemyuluh Ketahanan Pangan
1 o
dan ingan bagi P 128.120.000 5.330.000 5.330.000 Dinas Pertanian dan
Panzan
Pertermuan teknis penyuluh pertanian dan perkebunan *) 87.635.000 75515.000 75.515.000 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Peningkatan Pelayanan Balai Penyuluh Pertanian *) 116.000.000 4450000 4.£50.000 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Latihan dan Kunjungan (LAKL) Penyuluh Pertanian 137.700.000 2900000 2.800.000 Dinas Pertanian dan
| L | Pangan
Pany Program Penyuluhan Pertanian, | dan 268.720.000 z - Dinas Pertanian dan
| Ketahanan Pangan
Pengadaan sarana dan peny 196 500000 - - Dinas Pertanian dan
DALY %) Ketahanan Pangan
Pengadasn sarana dan p i penyuluh 520124000 . - Dinas Pertanian dan
[DAKY " Katahanan Panaan
Program gahan dan penanggulangan penyakit ternak any ¥ y 2.138.800.000 $44.745.400 449 672000 7.256 000 7.286.000 1.62% §52.031.400 44,51% Dinas Pertanian dan
hewan melalui perdagangan Ketahanan Pangan
ternak antar daerah (check point)
& peningkatan pelayanan bidang
keschatan dan penmyakit hewan
Pemeliharaan kesshatan dan pencegahan penyakit menular 136.4590.000 7.286.000 7.288 000 Dinas Pertanan can
iemak [ P -
Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyakit 83 372000 - - Dinas Pertanian dan
menylar pada hewantamak T Ketahanan Panagn
Pelatihan Penanganan Daging yang ASUH %) 78.310.000 - = Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pancan
Pencegahan Penyaktt Menular pada Hewan/Temak 150.500 000 - - Dmas Pertanian dan
{ Rabies) ) Ketabanan Pancan
Program paning hasil Jumiah ternak per tahun 8.845.000.000 £6.323.889.140 3.588 822 500 13.676.000 13.676 000 0,38% 6.137.564.140 70,85% Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pancan
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan temnak 455 300 000 - - Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pancan
Pendistribusian bitit termak kepada masyarakat 2.953.322.500 - - Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan 66.000.000 13.676.000 13.676.000 Dinas Pertanian dan
kepada masvarakat Ketah Pangan
Peny 1 Statisbk F ] 56,550 000 1 - Dinas Pertanian dan
! Pangan
Sosialisasi Patens: Peternakan *) 57.750.000 . - Dinas Partanian dan
Ketahanan Pangan
Program p p hasil p Jumlah pemasaran ternak per 7590.000.000 153.854.000 113.285.000 - - 0.00% 153854 000 19,48% Dinas Pertanian dan
ahun Ketahanan Pancan
Penyuluhan pe P 64285000 - - Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pancae
1 pasar atas hasil produksi 48.000.000 - - Cinas Pertanan da~
e Ketahanan Panaan
Program p g sarana dan p ] £4.600.000 145635 000 - - 0,00% 64,600,000 0,00% Dinas Pertanian dan
Kstahanan Pancgn
Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH-U ) 145 638 000 - - Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pancan
Program Agribisnis pertanian dan keamanan pangan *) Berkembangmya agribisnis 367.080.000 204.968.000 66 410000 - - 0,00% 204.968.000 55,84% Dinas Pertanian dan
oroduk panaan lokal Kstahanan Panaan
Pemberdayaan pengembangar keiompck produk pangan 36.760.000 - - Dinas Pertanian dan
iokalfindusir cancan lokal ) : e
Sosializasi Penganekaragaman Konsymsi Pangan/Gemar 29.650.000 - = Dunas Pertanian dan
Makan Pangan Lokal ) 1 Pangan




: =3 g Tingkat Tingkat Capatan
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan ; Capalan Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d Kinerja dan
. . Target RPIMD pada 3hun | o ipiDy o/ RKPD Tahun | AnGFAran RKPD Tahun S Kinerja dan Anggarsn | “pojiicosi | tahunzote (aknir |, Realisast
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 sid 2019 Lalu (2017) berjalan yang dievalusi ey RKPD yang dievaluas! Aigoktah | | Yabu Plsksanaan: Anggaran RPJMD Paranghat Daerah o
Keglatan (Outcame)Kegiatan [Output) (z018) =t . ] (i (2018) dainh i s/d tahun 2018 Penanggung Jawab .l
§ R } : : RKPD tahun RKPD) il !
! ; S 2018 AN n i}
: : K Rp. K Rp. K Rp. Kl . Rp x_xu x__.e. x_au, x_ Rp. x_ Rp x_ Rp. K Rp.
3 4 n (8) 10) 12)=8+9+ 10411 [13 = 12/7 x 100) 14=8+12 15= 145100 % (18) an
Program Kerawanan dan kewaspadaan pangan *) Dokumen pemantauan dan peta 211.230.000 27.605.900 16.000.000 - - 0,00% 27.605.800 13,07T% Dinas Pertanian dan
rawan pangan dan jumlah desa Ketahanan Pangan
kkkkkk
Analisis dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan 16.000.000 = . Dinas Pertanian dan
pangan (FSYAL ") Ketahanan Pancan
Program p gl peternakan *) Jumiah terapan teknologi 370.000.000 £5.565.000 107 785000 - - 0,00% £5.565.000 17,72% Dinas Pertanian dan
oeternakan Hptah n Pancan
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologl 107.795.000 - - Dinas Pertanian dan
kan teoal gung ") Katahanan Panaan
Program F g/ Sarana dan F ] 3437375000 60 235.000 B0 285 000 1,75% 60.285.000 0,00% Dinas Pertanian dan
Pengembangan Ekstensifikasi Lahan Pestanian *) 60,000,000 29.725.000 28.725.000 Dinas Pertanian dan
Pangan
Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi *) 69.500 000 £.420 000 4400 DOO Dinas Pertanian dan
Ketahanan Passan
Pengadaan dan Pendistnbus:an Alat dan Mesin Pertanan *) 484 BT3.000 12.800.000 12 600 000 Dinas Pertanian dan
Barcan
Pemantaatar dan Rehabiltas: Janngan Ingasi ) §3 000 000 ~ . Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panzan
Pengambangan Jalan Usaha Tani (DAK) %) 630000000 - . Dinas Pertanian dan
Paccan
Pengembangan Jalan Usaha Tani (DAL %) 30 500,000 3750000 3760 000 Dinas Pertaran dan
) Barage
Pengembangan Sumber-Sumber Air Pertanan (DAK) %) 1.880.000.000 - - Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pancan
Pengembangan Sumber-Sumber Air Pertanian (DAL) %) 69.500.000 - - Dénas Pertanian dan
hanan Pancan
Inventansasi dan Pendataan Kics Saprodi dan Pengecer 20.000.000 9600000 9,800,000 Dinas Pertanian dan
Pupik "1 Kestahanan Pancan
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 19.880.000 - . 0,00% - 0,00% Dinas Pertanian dan
Pancan
Py 1 gan untuk peng gan pangan 10.000 000 - - Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panaan
Py untuk peng gan pangan 8.180.000 - - Dinas Partanian dan
kuun® Katah Pancan
P f: untuk peng gan pangan 3.800.000 - - Dinas Pertanian dan
L ]l FPangan
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 10.050.000 - - 0,00% - 0,00% Dinas Pertanian dan
Panaan
P s P gan untuk gembangan pangan 8.050.000 - - Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pancan
[- gan untuk penger gan pangan 4,000,000 - - Dinas Pertanian dan
b | Pangan
sdang Perdagangan =
Program peningkatan efisions| perdagangan dalam negeri 45 214 000 - - 0,00% = 0,00% i
Pameran Pembangynan °) 45214000 S - disperindag
25,000 000 = = D.00% = 0.00% Jisperindsg
25 000 000 5 s i
25 000 D00 = - 0.00% - 0.00% Disperindag
25000000 - - 0.00% - 0.00% Disperindag
23,000 000 z : Disperinday
25,000 000 : : 0.00% 2 0.00% isperindag
25000 000 - -
25000000 - B I T = 0.00% Disperindsg
25000 000 - - i
23 000 000 = = 0.00% = 0.00% Dispgrindag
200000 = - e
£2 000 50 = z 0.00% - 0.00% Dsgerindsg
25000000 = = Despenindag
25000000 = - 0,00% = 0,00%
25 000 000 - . m
25,000 000 z = 0.00% = 0.00%
25000 000 - - 0.00% - 0.00% Ososrindsg
— 25000000 : - Disgerindeg
—— 23000000 g - 0.00% 2 0.00% isperindsg
_ 25.000000 = - Jsperindag
25000000 0.00% = 0.00% dsperindag
25000000 = . Disperindag
23.000 000 = - 0.00% - 0.00% d
25,000 000 = B in
25,000 000 0.00% - 0.00% Nsperindesq
25.000.000 Risporindsg




Reatisasi ﬁ Realisas Kinerja dan| 'Pakat Capsian
Target Kinerja dan Kinerja Pads Triwstan Realisasl Capaian Kinorja dan
Realisasi Capaian Kinerja i Kinorja dan | Anggaran RPJMD s.d
Target RPJMD pada tahun RPJMD sid RKPD Tahun Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi tahun 2018 {Akhir Realisas|
NO Indikator Kinerja Program 2014 sia 2018 Lalu (2017) berjalan yang dievalusi |RKPD yang dievaluasi Anggaran | Tahun Pelaksanaan Anggaran RPIMD Perangkat Dasrah
i (Outcame)Kegiatan {Output) (=018) 1 n n v (2018) w/d tahun 2018 Penanggung Jawab Sesaon
RKPD tahun RKPD) CiXTriwulan I)
2018
Rp. K Rp. K Rp. Rp. K _ Rp | K _ Rp. | K _ Rp. | K * Rp. K _ Rp K _ Rp. K Rp.
(i} ] 5) m (8) 10) 10=8+9+10+11 |13 = 127 x 1000 14=6+19 S5=14/5x100% (18] (17
25.000 000 : 0.00% 0.00% igporindag
isperindag
23000 000 0.00% 0.00% in
25.000.000 pefindsg
25.000 000 D.00% 0.00% Pisperndeg
25000000 Disperindag
23 000 000 0.00% 0.00% Digperindag _
25,000 000 : 2 Dispedindsg
g4 produk dan 1.718.027.0T0 1.601.170.730 250.000 000 24 740000 24.740.000 0.00% 1.625.910.730 84,64% Dispetindag
aman di konsumsi dan produk
halal yang berlabel
Ketjasama pelaksanaan sidang tera dan tera ulang UTTP 38 000 000 Disperindag
dan P VTP
Peningkatan Pengawasan Alat UTTP ¢ Wilayah Kabupaten 40.000 000 Disperindag
Gunung Mas ")
Peningkatan Monitoring Produk Ber-SNI dan Pengendalan 40.000.000 15,580 000 15.580 000 Disperindag
30 000 000 - - Dispetindan
61.700.000 9.150.000 9,160 000 Disperindag
Gunuog Mas %)
Sosialisasi Tentang Produk Berstandar Nasicnal indonesa 40 300 000 Disperindag
gdan Pengendaisan Myty Barans %)
Program pening per dalam negeri terjalin kontak dagang produk 16.649.056. 650 T.656.853.170 6.331.480.000 43 920000 48,920 000 0.77% T.705.772.4T0 46,28% Disperindag
lokal dan promesi produk
lan dasrah
25000000 igperindsg
$8.000.000 )spelindag
173 580 000 i
30 000 - - in
34 000 000 5620000 5600 D00 Jspetindag
22,300 000 21.230 000 21.260 000 Disperindan
Pembangunan Pasar Rakyat Dasa Teiuk Nyatu Kecamatan 602600 000 2530000 2.560.000 Disperi
Kurun (DAK)
Pembangunan Pasar Rakyat Desa Hurung Bunut Kecamatan 602,600 D00 4830000 4 850 000 Disperindag
Kurun ([DAK)
Pembangunan Pasar Rakyat di Tumbang Rahuyan 1.581,600.000 5600000 5.600.000 Disperindag
K Bunzan Huly (DAK)
Pembangunan Pasar Rakyat di Tumbang Marikol Kecamatan 1.581.600 000 3.200000 3.200.000 Disparindag
Damang Baty DAK)
Pembangunan Pasar Rakyat di Tumbang Min Kecamatan 1.581.600 000 5.800.000 5800000 Disperindag
Kahavan Huly L8ars (DAK)
peningkatan efisiens 100 000 000 0.00% 0.00% S Dot
100 000,000 dsperindag
25000000 0.00% 0.00% isporil
25 000000 BTl
25.000 000 D.00% 000% 1 Disperindag
25000000 Dispetindag
25.000 000 0,00% 0.00% Disperindag
25,000 000 Disperindag
— 25000000 0,00% 0.00% Disperindag
25,000,000 i
23 300 000 0.00% 0.00% f
23.300 000 i
24,563 000 0.00% 0.00% inpRri
£5.000.000 0,00% 0.00% Disperindag
25,000 000 Dispetindag
23175000 0.00% 0.00% Disperindag
25175000 Jsperindag
— 25,000,000 0.00% 0.00% |
25,000 000 i
29,000 000 0.00% 0.00% isperindeg
25,000 000 Disperindag
15475 0.00% 0.00% Disperindag
15,175 000
15510000 0.00% 0.00%
15,510 000
2000 000 0,00% 0.00% isperindag
25,000 000 dsporindeg
£5 000 000 0.00% 0.00% hsporindeq
23,000 000 0.00% 0.00% Disperindag
25000 000 Disperindag




Tingrat
Reslisasi PadaT e o " I Kinerja dan Tingkat Capaian
Realisasi Capalan Kinerja |  12/9%t Kinarja dan Kinerja dan | Anggaran RPJMDsd| 'dnera dan
¢ Target RPJMD pada tahun RPIMD s/d RKPD Tahun Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran 5 i 2018 (Aknic Reatisasi
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintzhan Deerah dan Program | Indikator Kinerja Program 2014 wid 2018 Lals (201T) berjalan yang dievalusi RKPD yang dievaluasi Anggarsn | Tahun Pelaksanaan Anggamn RPJMD Perangkat Deerah
Keglatan (OutzameyKegiatan (Output) (z2018) ! " L v (2018) RKPD tahun RKPD) sid tahun 2018 Penanggung Jawab [encages
2018 X Trrwutan 1)
Rp. K Rp. K Rp. K — Rp K _ Rp | K _ Rp. | K _ Rp. | K _ Rp. XA_ Rp 3— Rp. K Rp.
(] el 14 5) m [ 10) 10=8+9+10+11 |13 =127 x 100} 14=8+12 5=145x100% (18 (7
307 Bidang Perndusian =
Program peran p & p Tingkat Peran Perempuan di 4.690.000.000 3690.032.862 1.012251.300 117.740.000 117740 000 11,67% 3.807.7T2862 B1,19% Dispenndag
Perdesaan
P - Peran P P di dalam Bedang 54.835.000 6.400.000 € 400000 Disperindag
Lisaha Ekonomi Prodyidr
Pembinaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 957 396 300 111.340 000 111.340 000 Disperindag
[PrE)"
Program P A asi Per Peningk: Pelay 6.304.331.023 1.104.130.550 1.180 482 500 312495283 312485283 28.25% 14166238623 224T% Dispenndag
Administrasi Perkantoran
3 600 000 00 D00 £00 000 Disperindao
17700212 7.4 1A 7 448 B37 Disperindag
6150 000 1542000 1,542 000 Disperindsg
54612 500 14519950 14 519 9SO Disparindag
44 335 900 = = Dispecindag
11.400 000 Drspedindag
9 .450 000 Disperincag
uEE 53 000 000 8539 979 8509918 Drsperindag
280.000 000 106819259 00519 356 Disperingag
587 680 883 140820158 140 600158 Dispenndcag
102 500 000 32,395 000 32365 000 Dispenindag
Program Sarana dan F A Jumilah sarana prasarana 3.199.821.980 112511940 205171500 18320000 18.320.000 8.93% 130.831.540 4.09% Disperindag
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
0950000 2530000 3,500 000 Desperindag
£3.000.000 2 5 Dispgringag
15.621.500 Desperingag
£5 000 000 - = Desperindsa
£0 000 000 14 750 000 14 763 000 :
14 500 000 : z spenndag
23,000 000 3 z Dispenindag
Meningkatnya disiplin kerja 167.693.500 4.875.000 42 840 000 2420000 2.400 000 563% 7.27T5.000 4,34% Disperindag
melalui pengadaan-pengadaan
pakalan dinas PNS
42 640 000 2420 000 2 400 000 Digperindag
P k & ATT.TO5.750 43.316.000 139.000.000 - - 0,00% 43.36.000 9.07% Dispenindag
‘SDM melalul bimtek & soslalisas!
Bimbingan teknis h, pe % 138.000 000 Dispenndag
undangan
Program p g sistem p Ter B0.704.000 18.654.000 25220000 0,00% 18.654.000 2311% Duspetindag
p E..!_u dan
yang tepat waktu dan u'!.F_
1910000 Disperindag
nan n keuangan akhir tahun 1810000 Disperindag
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD %) 8.080 000 Drsperindag
vﬁ._i._n.__.ﬁ: Pelaporan Akuntanbiltas Kinerja Instansi 1.610.000 Drspenndag
n 11.400 000 - : Disperindag
Program pengembangan industri kecil dan ._.!.. ngah ~Kontribusi industri rumah 4122887115 5.116.355.798 474 696 000 51.330 000 51,380 000 10,82% S.167.735.798 125,34% Disperindag
tangga terhadap PDRB sektor
Industri ‘- Pertumbuhan industri *-
cakupan bina kelompok
Penyusunan kebjakan industr terkait dan industn penunjang B7.450000 16.855 000 16 855000 Disperindag
n_ ustri _En__ n_!.. -
— 40575 000 Disperindag
48800 000 Disperindag
72 800 000 Disperindag
172.471.000 34525000 34.525 000 Disperindag
38800000 Disperindag
adanya pengembangan wilayah 3.151.239.656 1.490.474.440 210.400 000 75,742 700 75.742 ...nn.- 36,00% 1.566.217.140 48,70% Distransna kerkop & UKM
Iransmigrasi




: = S o - g =
" Yarpét Kineriadan | Realisasi Kinerja Pada Triwulan S palan | Realisas Kinerja dan | T/\3KE EOPERN
e Realisasi Capalan Kinerja TR : s : : : ; L Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d
i Target RPJMD pada tahun RPJMD s/d RKPD Tahun Anggaran RKPD Tahun 3 Kinerfa dan Anggaran Roalisast tahun 2018 (Akhir Ruallsas|
LG g:@n!ugviggnuagih Indikator Kinerja Program 2014 s/d 2019 Lalu (2017) bedjalan yang dievalust | e b |RKPD yang dievaluasi Anggaran | Tahii Pelakssrisan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
M Keglatan {Outcame)/Kegiatan (Output) (2018) 1 . ] il v (2018) it AKPD) s/d tahun 2018 Penanggung Jawab | Keterengan
: (4N Triveulan 1)
. K — Rp. K — Rp. K Rp. K Rp. .z_ww x_nv. x_zr a_ Rp. z_ Rp :_ Rp. L Rp.
(1 3 (4] (51 1] N 8 10) 17)=B+9+10+11 13 = 1247 x 1008 14=8+12 15=14/5 5100 % (1) (17
Pening Muty y Transmigrasi dan 86.£00.000 4.330 000 4,330 000 Distransnakerkop & UKM
M hat”)
Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tugas Pembantuan *) 121.000.000 71.412700 71412700 Distransnakerkop & UKM
4
4:01 .
§1.033.000 27,160 000 4 000000 4.000 000 1473% —£5.033.000 0.00% Sotda
27.160.000 4 000.000 4000000 Setda
g Pelay 54.952 839.200 10.361.165.231 8.473.445000 1478735 254 1.478.738 254 17,46% 11.840.901 483 21,55% Setda
Administras! Perkantoran
48 000 000 11.350 000 11 350 000 Setaa
835 600 000 147 701,525 147 701 525 Sotda
257 764 000 £4 275 000 64 275 000 Setda
143 000 000 33749 600 33745 600 Setda _
49 500 000 - - Setda
Penyediaan iatan dan jcagan kantor 131,000,000 - - _Setda
471.300.000 -1 - Setda
1013 000000 45 133000 45 153 000 Setda
200000000 25032000 25022 000 Setcs
1.384.000.000 223,601,820 222 601 620 Seida
2949 005 000 655 748508 655,749 500 Setda
—230.000.000 £4.339.000 64 338 000 Selga
568 000.000 108.633.000 108.633 000 Setda
n n kgnikor 48,275 000 z ~ Selda
Mengikuti kunjungan kerja pemenntah daerah ke dalam 261.000 000 69.148.000 69.148 000 Setza
daerah dan luar daerah®)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumilah sarana prasarana 21.361.316.400 2.867.20T.095 2008077 400 322727000 322727000 15,40% 2589934098 14,00% Setda
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
493 542 &0 : = Seica
325,000 000 130,359,000 130 389 000 Seida
228 435 000 15 530 000 15 580 000 Seida
949 100 000 154 841 000 154 841 000 Setda
100,000 000 21637 000 21937 000 Setda
| Meningkatnya disiplin kerja 1.731.600.000 2%1.580.000 186.160.000 - - 0,00% 251.580.000 14.53% Setda
melalul pengadaan-pengadaan
pakalan dinas PNS
186 180 000 = = Setda
F &b 4.575.230.000 2085.502.216 909.855.500 429127410 426127110 AT,16% 2.824.629.326 83.18% Setda
SDOM melalul bimtek & soslalisasi
Setda
50,000,000 = -
200.000.000 116.918510 116818510 Setda
4 500 000 - = Setga
325 000 000 253 630 600 283 880 AO0 Setda
84.020000 - . Setda
s = : —Setda
65,620 000 26,528 000 28 578 000 Setds
Program p 0! sistem pelap P Ti ya pelap 3.432.000.000 1.1585.140.700 814 814100 113.002 430 113.002 480 13,67% 1.268.143.180 36.9%% Setda
capalan kinerja dan keuangan
yang tepat waktu dan sesual
31 800 000 - - Seida
1800000 - - Setda
44 584100 - - Setda
60,810 000 44 810 000 44 810,000 Setda _
38800 000 22 820,000 23,800 000 Seidy
45 400 000 23 400000 23 400 000 Setda
uu:Enn: lapcran bulanan __v-_uo! anggaran (TEPRA) ) 119.300.000 7.853880 7863880 Setda
Penyusunan Laporan SPM Pemenntah Kabupaten Gunung 20.000.000 13.128.800 13.128.800 Selda
Mas ™)




T. SEp] OOmomey
umednqey Yeuuewad (BYdiNd) 1semoug rseuLojay
*PIvS % 000'000°LL UBBLUESHE[R UIPUEY UBIEILG ISEN[BAT UED ISES|RISOS
T Wy
epies - - 00001582 Ounig uep VERGEr [ERnmead fusd
L sy 2 000 06 OV E l.uum! TSEN[EAy SIH@] UEDUIGW
L B B 00 D03 OF U e eUy UELNSIAD
— e 5 v 000 566 55 A ommm
dids 'de| ¥ Budiid "Asuouiioy
ursode ‘gefur ueunsniued
ISenjEAD ‘OdNS ueiemebadey
epieg "9'y 00596194} %88'T D00 ZTIE 6L DO0ZIEE 000'SLE"LS9 00%'988'95 4 DO0'S¥EOLL'E uesode| eh o Buad uep d wesBoig
epleS 000 £SY'L D00EER L 000°00% 551 l Buep el L
17
yruuawaey eser/Bueieg veepeSuay 405 uep sey Bunung
uaedngey 1p YERUMWaY l'wr' uep Bueseg mﬁuﬁd
RS : 2 000097 LE Buejua nedng o d
e DO0EIZ Y 00O EIZY 000 0SLSE (. #SaQ Wminy ¥Npold ueunsniuad ISTXLUAA LBS ISEN[RAT
RS B0 BZE 0L 000 0ZL 0L 000 03L &L LT S eaid U G
= BOOCIE T ¥ oo ora ol TEEURpT [ ToUEl e
W i
RS - 000 008 8 By d d ued eliey euesual ueunsnivag
[SES|R{EOS me s
L] %6108 LEZTBIIEI9E %iZ'L 000 859 82 00085952 000004 0LE LET6EY'BRT L 000000084 'E nyng uep 11 BuepuryBe o 34 4 wesbaid
L
it} - = 000050 IE vep yeeeq snuy eweseloy veSungny usymusgia
s - - 000 0SL 27 = W@,
L 0 - 000 - 2 000 004 ¢ .
] 0005209 0005208 000 SE9 05
v
¥ rwrs urluequaluad
weEp mum
s NLy'oy 0ST 962 528 %08'LL 000209 000'SZ0'9 000'SEY 05 0SZ 19T 61E 000 000 00L uesode) el Buad wep (el 8 Bujuad wesboid
RS [ BO0 03 ¢ 00 DOL GL a5 m‘ﬂw
sl
g %6808 000 EEEZ6 %a6'L 000005 4 000005 L 000004 S2 0O0'E8Y 16 D00 000 008 uep - o Sued d uep e wesbaid
[P
oS 005 1552 005 L552E 000000 00F yeuuawed ues jesnd yruuawed ueBuep Muamx yedey
— e 000 00w 2v 000 0Cv 27 000 000 02 ¢ T2 I U¥D HOA oeue
m‘#ﬂ'ﬁﬁtp
ELES < - 000 000 00E yeee eeday USELSSIN 8 esEl p ®
pws 00O E 0000CEE 000 000 002 quisep Epeday |rEMESIES Beday sxacsuy ey uSeunfuny
[33-1=2- 109w igpeyes- 1t
oy yruuswed elequayuswauedapeebau
TPwes 000000 L2 000 000 42 000'SZ0ZYZ 1egeied eloy ueBunfuny UerWUSUAY
WS vUeY
ejeday
] "2Z0L) L09'¥EL005"} %.T'8 005 1SZ 504 005 LEZ 501 000SZOZLT L LOV'EBO'GEE L 000 09¥'918'8 Aejod Jepums eluien i eredoy i o d weiBaid
Wﬂ GOy 5]
] - o0 008 oy ey ued uep
T uwwrm‘rrg
s 2 - DO0OZESEL b Lamdngey UEmLLAWeY Ueewebesy uees ueeebuaakuag
LU
s 000 FrLFL 000 ¥¥L ¥l 000 00T EF efequua YPaH mm.uaw B FSENEAT T
W’@wmuvﬂ
Pes - - esals s o Bwuauad veeweleay rnwu.nn weg vexde] ueunsniuad
000 G706 D0 sT0 8 000 007 67 [EIECE/9a 16| UEEL|qUag
ymupewed uenueg
ewpousd uerweleay elequa
mep vAunsnee) UTp SRWND qEX
1p ureweBeoay ueeBoy uening
oS HE60Z) 005 E56'8E6'Z 4Ll 000 ZBLET DO0ZELEZ 00002 284 005 19LYIET 000008 62¥ 2 Y [ A { "|ejsos wesboud
L T = DOGOLL CT 1 -WWW
T Opad Ty UERE T OdHS Buoury
b & = 000059 66E FSESHER) SRS uep elauy uewdw uesodey ueunir\&uﬂd
3] 1Y) % 00k X G/ = 51 MEXEID WOL X L2E = 61| LLvDieara=lel o Tal |3 ) &) 2] 3] [
w | e e e x| e a a [ fouufo[u] e <y » dy " oy
{1 ummnmp L) ST0Z : i
qemer BunBBuruag 810z Unym prs (adv unuyel gaxy (aicz) ; (ai02) {Inding) umwBandswesng) wmeibay
ueluminay \ | Al ] I 1 L L . "
UeieeQImiBURd | qwrdy unBOuy | USSRV UnuRL | uRisbuy oo o ol : ysnieAsip DueA uerelieq (zy0) Py S10Z P8 p10Z weiBosd efiouny jewnipy] |  wieiBosd wep Yeiaeq UeyeLLIWad URSTN Buepia/uesTIn o
. ) g0z unym Isesjjpay > - 2 unyel OdMH Pis QNrdy
|susijeoy ueseBSuy uep efisury — unyEL OdiH UesebBuy : unye eped gwrdy ey
urpelisuny |72 Oy ueimBbuy | uwp wisuiy | U leE O S5 uspefisupjobiey | THOUM uejeded eS| poy !
: uep eliaupy |sesjeay | usjeden JjFe ueINMuL eped BlIRUI ISESIRaY iz :
ueeded JeyBulL ;i woiou) e




Target Kinarja dan - RealisasiKinerja Pada Triwulan Roalisasi Capaian | COPolan | RealisasiKineadan| “ o 0o
' Realisasi Capalan Kinerja -an RKPD Tahun Bt & : Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d i)
Target RPJMD pada tahun RPJMD sid RKPD Tahun Anggaran R : e — - - Kinerja dan Anggaran fteal 2018 (AKhir Realisasi
c:.la!nn.a Urusan Pemerintatan Daerah dan Program | Indikator Kinerja Program 2014 sid 2019 Lolu (2017) barjalan yang dievalus g = ¥ : RKPD yang dievaluasi fi g ...E-__.Sc..v-#g-! Anggaran RPJMD
Kegiatan (Outcame)Keglatan (Output) (2018) : 1 | m v (2018} Artggaian : s/d tahun 2018
RKPD tahun RKPD)
: : . C4Triwulan 1
: K Re. K Rp. kK| e k|  re k| re ||| k]mm[x] m k| m k] x| R
(£} (4] {5) (8] (4] [1:1] (@] 10 12=8+8+10+11 113 = 12/7 x 1004 14=6+12 15= 145 x 100 %
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung 73700000 9.345.000 9346 000
Mas *|
Bimbingan Teknis Analisis Jabatan di Lingkungan 261.280.000 9655 000 96658 000
Pemerintah ¥ Gununo Mas *)
Program P g dan *} Ter ya desain org. 240.000.000 515.690.450 135.680.000 6.610.000 6.610.000 487% 522.300.450 217,63%
perangkat daerah kabupaten
Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah 135600000 8610000 8.810.000
Kabupaten Gunyng Mag 7)
Program pening sarana per “ Terkoordinir dan terfasilitasinya 3.000.000.000 1.670.861.050 445683 000 58.478.000 58 476 000 13,32% 1.730.337.050 57.68%
penyaluran raskin
Penyalu M:nks.- e 448 683 000 58 478 000 58 478 000
Program P g ¥ dan Hukum *) Ter par £00.000 000 T95.122.000 212000000 - - 0,00% T95.122.000 132.52%
sangketa tanah adat
Onentas: g £8 570,000
Onentas penyusunan Edﬂ:r Tcr_...n_._ Kedamangan (Hukum 88525000
Adati 7}
Penyuluhan Hukum %) 55 G0S 000 = .
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM *) Terlaksananya pemyuluhan 300.000.000 541.317.243 186 210000 T.770.000 7.770.000 467w 549.087.243 183,03%
peningkatan kesadaran hukum &
HAM
Pemasyarakatan, Harmonisasi Produk Hukum Bemuansa 73.370.000 2530 000 2580000
HAM dan Evgl  HAM %)
Lom| WE&::EKS ] 92 840 000 5130 000 5180 000
Program p o ¥ publik *) monav dan pelayanan perjinan 1.154.012.944 144 480000 - - 0.00% 1.194.012.944 0,00%
Onentas: Pelayanan Administras: Terpadu Kecamatan 40000000
(PATEMN) )
Bimbingan Teknis Survei indeks Kepuasan Masyarakat (M) 92780000
Pemenntah Kabuoaten Gunung Mas 1
Penyusunan Laporan Survel Indeis Kepuasan Masyarakat 11.700.000
M
Program peningkatan pelayanan staf ahli *) peningkatan keahlian sesual 1.500.000.000 171.349.140 185.000 000 - - 0,00% 171.349 140 1142%
pidananya
Peningkatan keahlian bidang poltik, hukum dan 65.000 000
an T
P bedang k dan SOM 7) 65.000.000
Peningkatan keahiian bidang e<onomi, keuangan dan 65 000 000
pem e
Program Pelayanan Administrasi Periantoran Pel 12351885777 6.265.600.213 4935 420848 491 976 861 491678 861 9.87T% B.787.5TT.07T4 B4.71%
Administrasi Perkantoran
11.700 000 2§25 000 2625 000
158 304 000 22011703 22011703
260 000 = =
55800000 14 553 500 14 583 500
52 500 000 - -
73 500 000 - -
110 250 000 22233500 22 738 500
14.610.000 - -
— 25230000 11250 000 11250000
2.100.000.000 - -
235320 000 - -
345 930,000 65320000 85 340 000
400 000 000 94 67 000 84 807 000
1.088. 218643 158.371.158 156.371.158
262.500.000 102.470.000 102 470 000
Jumiah sarana prasarana 5.576.283.900 344.178.500 1.446 950 542 35.305.000 35.305.000 244% 979.483.900 17,5T%
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
447 250 000
784,850,000 = :
27.360 54 £840000 6840000
115,000 00C 16 835 000 18 835 000
§2 500 000 11630 000 11 630 000




T Tingkat Capaian
Target Kinerja dan Kinerja Paa Realisasi Capaien | COP¥en |RealisesiKineracan| o o0n
Realisasi Capalan Kinerja - Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d
Target RPJMD pada tahun RPJMD s34 RKPD Tahun ‘Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisasi tahun 2018 {AkhIr Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 wid 2018 Laku (2017) berjalan yang dievalusi |RKPD yang dievaluasi| Anggaran | Tahun Petaksanaan Anggaran RPIMD Perangkat Daerzh
' Kegiatan (Outcame)Keglatan (Output) (2018) I n L v (2018) RKPD tahin RKPD) s/d tahun 2018 Penanggung Jawab
2018 : (h)Triwuian I
3 K | Rp. K Rp. K Rp. K Rp l(lRp. K[m Kilm. I(l Rp. Kl Rp K[ Rp. K-‘ Rp.
3 (4 )] [i-] 4] [1:)] 10} 121=8+8+10+11_ 113= 12#;15 14=6+12 15=145x100% (13
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disipiin kerja 1.254.000.000 211.100.000 384 720000 - - 0,00% 211.100.000 16.83% Setwan
melalui pengadaan-pengadaan
pakalan dinas PNS
Pmm&.ﬂmhw”nm 304 §10 000 - - Setwan
si-han 79 610 000 - “ Setwan
Program Pu!hnlclﬂn Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 3.361.000.000 1.128.789.600 528.000.000 109.138.000 108133000 208 1.238.927 600 36.88% Setwan
5DM melalul bimtak & sosialisasi
gan teinis P 1 perundang- 264 000 000 38 674000 35674000 Setwan
undangan
Perternuan Nasional ASDEKS! 1) 264 000 000 72 434 00O 72 4534 000 Setwan
Program p g g gan sistem p Ter ya pelaporan 1.680.400.000 18.091.500 44 205 000 - - 0.00% 15.091.500 0,50% Setwan
kinerja dan
yang tepat waktu dan sesuai
Penyusunan laporan capaian knera dan ikhbisar realisasi 20 725000 - - Setwan
kineria SKPD
Penyusunan Lagoran Renstra Rena SKPD 7) 2 300 000 = & Setvesn
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPO dan DPAJDPPA - 8 030 000 - - Setwan
SxpD T
Penyusunan laporan bulanan reaksasi anggaran (TEPRA) 7) 13.150 000 - - Setwan
Program k parwakilan rakyat dael g SDM bagi angg 17.718.750.000 23.931 985583 7 418835 000 B85 052 300 888052 300 11.87T% 24520037853 140,08% Setwan
DERD
Pembahasan rancangan ran daerah 203 385 000 - i Setwan
Kegiatan Reses £04 204 000 290 854 000 295 854 000 Setvean
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1,508 000 000 203 J54 000 262 294 000 Setwan
Pertemuan Nasional/Regional dan Ragat Kera °) 2 101,000 000 242014 300 242018300 Setwan
Kunjungan keqa pimpinan dan anggcta DPRD dalam daerah 2,140 000000 B4 530 000 84 890 D00 Setwan
dan luar dasah ")
Rapat-rapat paripurma dan pelantikan 7 124 750 000 " . Setwan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan 437 500 000 - - Setwan
e £ AANgan daer 2119500 4 500 000 - - 0.00% 2.119.500 0.00% Setwan
w 2 4500 000 5 B Setwan
Program Pelayaran Administrasi Perkantoran P Mualitas Pelay 10515118100 835.591.268 BO7 587 508 138 707.353 138.707.353 15,45% 97429861 92T Kec. Kurun
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 7,920 000 1.830 000 1.680 000 Keg Mumn
Penvediaan jasa komunikasi sumber dava ar dan stk 31,330 8680 8538 301 8.588 301 Kec Kurun
Penyediaan iasa kebersihan kantor 9,807 664 - = Kec Hurun
Penvediaan alat tulis kantor 40 248 290 - - Kec Kurun
kan dan n 1 41 - - Kec Kurun
P‘eﬂwdaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 5.480 000 - - Kec. Kurun
Penyediaan bshan logistk kantor 36,840,000 . = Kec_Furn
Penyediaan n minuman 54 560 000 11,400 000 11,400 000 Kec Kurun
Rapat-rapgt kpordingsi dan konsultasi ke uat doorah 112 000 000 - - Kec Kurun
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Tekns 325883252 75654212 75.684 212 Kec. Kurun
Rapat-rapat koordinasi ke dalam Emh '] 157,500 000 40 420 000 40 420 D00 Kec Kurun
i nyurat Ket ng") 2025 000 E E Kec_Kunun
Penyadlaaﬂ jasa komunikasi, sumber n\a ar dan listrik 7.200.000 320520 320540 Kec. Kurun
KGIW"\
nyediaan kkamor Kelurahan Ta Wl 1.700 000 - - Wec Hurun
i urahan Tampang®) 11712642 - - Kec Kurun
Pen)'eclm barang cehkin dan penggandaan Kelurahan 4 850 000 - - Kec. Kurun
Tampang®
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 3.960.000 - - Kec, Kurun
4 k T d
iaan minum. iyrahan Tam: $.360 000 - E Kec, Kurun
Rapat rapat llwdmasl dan konsultasi ke luar daerah 4,000,000 . - Kec, Kurun
Tamoang®)
Rapat-rapat kocrdinasi ke dalam daerah Kelurahan 10,000 000 B . Kec. Kurun
I 7
P igan jxsa kebersiha r K Tam ] 2198550 - - Kec Kurun
iagn izsa surat men Kelurahan ) 1.350.000 - - Kec Kurun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 8,800 000 308.300 308 300 Kac. Kurun
Kelurahan Kurun )
iaan bahan logistik kantor han Kurun*) 1.320.000 - - Kec Kurun
is kantor Kelurahan Kurun *) 10,336 620 - - Kec Kurun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan 1.542 300 - - Kec. Kurun
Kumnn®)




: Realisasi Kinerja Pada Triwulan - " ! Kinerja dan | 7179121 Copaian
e ; Reatisasi Capalan Kinerja | , 2789t Kinerja dan ; bays Kinorja dan |Anggaran RPJMDs.g| Kineradan
; Target RPJMD pada tahun RPJMD s4d RKPD Tahun Anggaran RKPD Tahun - Kinerja dan Anggaran Raal 2018 (Akhir Realisasi -
NO Urusan/Bidang Urusan P Dasrah dan Indikator Kinerja Program 2014 sid 2019 (2017) berjalan yang dievalusi |RKPD yang dievaluasi Tahun Petah Anggaran RPJMD Perangkat Dasrah
Keglatan (OutcameyKeglatan (Output) > e [2018) el | n (] w (2018) i ; s/d tahun 2018 Penanggung Jawab Kennngeg
RKPD tahun RKPD)
2018 (%X Triwulan 1) 7
Rp. K Rp. K _ Rp. Rp. z_xw n_av..x_ap z_ Rp. ..._ Rp x_ Rp. K Rp.
(] 3 4 (5) ) M i3] (9] 10] 12=8+0+ 10+ 11 13 = 12/7 x 1008 14=8+12 15=14/5x 100 % {18) (17
Penyesdiaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 3.300.000 . Kec. Kurun
g 1 Keburahan Kurun®)
Penyediaan nan minuman Kelgrahan n7 2.000 000 Kac Kurun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultas: ke luar daerah 4 D00 000 Kec. Kurun
Kelurahan Kyryn®
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Admunistrasi Teknis Kec. Kurun
B Kebranan Kurun®)
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kelurahan Kurun®) 12500 000 Kec. Kurun
n 2643 080 - Kee. Kurun
| Program P Sarana da: \p Jumiah sarana prasarana 1.837.855.000 324 292 800 283.438.592 370.000 370000 0,13% 324 652,500 1T6T% Kec. Kurun
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
87 000 000 - Kec Wyrun
74200000 = Kec Kumum
= - Kec Hurun
15,445 000 - Kec Wurn
56,450 000 g £ Kec Kurnm
13.350 000 70 000 70 000 Kec Kunn
2.000.000 - - Kec. Kurun
7.000 000 Kec Kurun
[ 1.740.000 Kec. Kurun
Tamoang®)
Pengadaan pedengkapan gedung kantor Kelurahan 1.000 000 Kec. Kurun
Tamoana*)
n 23 600 000 320000 300 000 Kec_Kurun
$.200 000 2 Kee Kurun
2000000 Kec. Kurun
kelumhan Kumun”
P lih 1003 502 Kec. Kurun
Kalurahan Kurun*)
Pemeliharaan rutivberkala gedung kantor Kelurahan Kurun®) 1.820.000 Kec. Kurun
Program peningkatan disiplin aparatur Maningkatnya disiplin kerja 151.200.000 51.950.000 33.330.000 33330000 33.330.000 100,00% B5.280.000 56,40% Kec. Kurun
melalui pengadaan-pengadaan
pakaian dinas PHS
Pengpcasn paksien di ¥ Ll 28,280 000 28,290 000 28.290 000 Kec Kyrn
Pengadaan pakaian dinas beserta periengkapannya 5.040 000 5.040.000 5.040.000 Kec. Kurun
Kuryn*)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 350.000.000 9.000.000 32.000.000 D,00% 9.000.000 2.50% Kec. Kurun
SDM melalul bimtek & sosialisasi
Bimbingan tekn:s perundang- 32.000.000 Kec. Kurun
undanaan
Program g sistem capaiarn] ya pelap B5.936.600 24.108.500 23720000 2430000 2480 000 10.50% 26.558.500 30,60% Kec. Kurun
kinerja dan o
yang tepat waktu dan sesuail
Penyusunan laporan capaian konera dan ikhtisar realsasi 3150000 Kec. Kurun
kineria SKPD
Penyusynan pelaporan keysngen semestersn 670,000 Keg Kurun
penyusunan pelsporan keyangan sihir tahun 3200 000 - : Kec Kurun
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 4 ©50 000 2430000 2.480 000 Kec. Kurun
SKPD "
Penyusunan laporan bulanan realksasi angganan (TEPRA) %) B 750,000 Kec. Kurun
Program Pembinasan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 350.004 200 154.623.000 132.080.100 0,00% 194 623.000 54,08% Kec. Kurun
terselenggaranya pembinaa:
desa, ter
penerbitan miras peti da
operasional retribusi sesual
perbub. Terselenggaranya
| petantikan anggota BPD sekec.
Rapat kernja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat ") 17.810.000 Kec. Kurun
Rapat kerna Ketua RW, Ketua RT dan Mantr Adat Kelurahan 3.300.000 Kec. Kurun
Kuryn™
Peningkatan, pelaksanaan dan pembinaan RT/RW Kelurahan 27000000 Kec. Kurun
£
g % dan p RTIRW Kel 63.000.000 Kec. Kurun
Kurun )




e - Target Kinerja dan Realisas Kinerja Pada Triwulan Reallsasi Capaian x_n-!__... Realisasl Kinerja dan Kinetja dan
lisasl Capaian Kinerja : 2 nerja dan | Anggaran RPJMD s.d :
) Target RPJMD pada tahun RPJMD sid RKPD Tahun Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Reolisasi tahun 2018 (Akhir Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dasrah dan Program / | Indikator Kinerja Program 2014 sid 2018 Laku (2017) barjaian yang tevaiiel . ) RKPDyang diovaluasi] i | Tahun Pelaksanaan |AN992ANRPIMD | Perangkat Daerah
ha Keglatan (CutcameYKegiatan (Output) (2018) ! " L v (2018) sid tahun 2018 Penanggung Jawab Katerangen
) RKPD tahun RKPD)
2018 (%NTriveuian 1y ;
x_..ar K Rp. K Rp. Re z_.xu_ _.__F x__e. z_ Rp. .._ Rp x_ Rp. K Rp.
(1 3) (4) (1] t:18 10) 12)=8+0+10+11 |13 = 12/7 x 1001 14=8+12 15=14/5x 100 % (18) (an
Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Tinglat 21.385.000 3 x Kec. Kuran
[t ha 1
Program sosial, k dan ¥ *}) | terselenggaranya kegiatan PKK, 1.273.530.600 194.623.000 219.223.900 102.530.000 102 530 000 48.77% 297.153.000 23,33% Kec. Kurun
terselenggaranya kegiatal
keanggamaan bagi masyarakat
diwllayah kec. Kurun
Pembinaan kepada o/ganisas! wanita dan kemasyarakatan ”) 35520800 Kec Hurun
21,169,000 = = Kec_Kurun
51 870 000 51,870 000 51 870 000 Kec Kurun
E - . Kec. Kurun
20,660,000 $0 650,000 50 680 000 Keg Kunn
10 6856 DOO - . Kec Kurun
18,345 000 Kec. Kurun
8 000 000 0,00% 0,00% Kec Kurun
8 000 000 - - Kec Kunn
g 11.722.515.000 516.520.322 484.565 600 B2.784.569 B2 784 peg 17,06% 599.305.291 5.11% Kec. Tewan
Administrasi Perkantoran
2550000 750,000 750 000 Kec. Tewah
22608 412 2392537 2392577 Kec Tewsh
60000 - : Rt
275,000 1.005 500 1.005 500 Kec Tewah
22 000 5 637 500 5,687 500 Kec Tewah
400 000 714 800 714 600 Kec Tewsh
510,000 835000 995000 Kec. Tewah
000 000 - - Kec Tewah
715,000 2715000 2.715 000 Kec Tewah
255000 1,000 1,000 000 Kec Tewah
24,000 000 - - Kec Tewah
109.306.188 48251 441 48 281 441 Kec. Tewah
117,500 000 B 450 000 B.450 D00 Keac Tewan
1,005 000 252000 252000 Koc, Tewa
2.400.000 296300 288 300 Kec. Tewan
831000 234000 234000 Kec Tewah
8108 000 1833500 1,983 500 Kec Tewah
1.821.200 430000 450 000 Kec. Tewah
Penyed ponen instalasi gan bangunan 1.050.000 256.000 288 000 Kec Tewan
kantor iKedurahan 7
Penyed peral dan p g kantor Kelurahan *) 8000000 Kec Tewah
n k. han 7 1,800 00O 320 200 000 Koc Tewah
pat koordinasi dan konsultass ke luar daerah 4.000.000 - Kec. Tewan
Kelyrahan
Rap sl ko Gaiem davan Kplorhan ) 7250000 50000 530,000 Kec Tewsn
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Tekns 25 351 800 837180 B.371 801 Kee T
_u_.ou‘aa Peningkatan u._E”.nnE. Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana 1.025.800.000 187.80%.000 142 380 000 35.079.000 39.078 000 27,45% 26 684 000 22,03% Kec. Tewah
aparatur untuk mendukung
i kepada
950 00X - - Kec Tewah
700.00C 8700000 8700 DOO Kec Tewah
50 00C = : Kec Tewan
8000 - - Kec_ Tewah
2000 1,508 000 1,509 000 Kec Tewan
6130000 - 2 Keo T
52,500 000 28 530 000 28 500 000 Kec Tewah
n 4.730.000 210,000 210,000 Keg Tewsh
e 000000 . : Ko Tewn
P J u ung 000 . Tewah
kelurahan
B = 2500 000 100.000 100 000 Kec. Tewah
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman 34.000.000 Kec. Tewan
Seduna/lacencan/Rumah Kelurahan™)




Tl o ~ RealisasiKinerja Pada Triwulan el Capalan | Realisasi Kinerja dan | T8
it Target RPJMD pada tahun fisalieasi Capaian Kiror) Z“n-__.!x__n:ﬁn._h___! L et - Kinerfa dan Anggaran | 'Inerla dan Anggaran RRMD x.d EL.-”_“__-“__
u Urusan Pemerintahan Dasrah dan Program/ | Indikator P 2014 8id 2019 SEID 0 RASED Al (g dievakust IR o AOGArAT | Realisast | tahun 2018 (Akhir :
NO Jrusan/Bidang J f Kinerja Program Lalu (2017) 3 berjalan yang ! = . yang dieval Anggaran | Tahun Pelaksanaan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah ¢
o Heglatan (OutcameyKagtatan (Output) (2018) 1 1 m W (2018) : #/d tahun 2018 Penanggung Jawab Keterangan
i : - ; RKPD tahun RKPD)
: : 2018 (SN Triwulan 1)
: K Rp. K Rp. X _ Rp. Rp _a._ Rp. x_mu, x_w? x_ Rp. :_ Rp x_ Rp. K Rp.
a1 &) 4) 151 — & ] &) 0] 12)=8+0+10+11__[13=12751000___14=6+12 _ |15=14/5x100% aa an
| Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatrya disiplin kerja 107.000.000 29.400.000 22050000 - 0,00% 29.400.000 27,48% Koo, Tewah
melalul pengadaan-pengadaan
pakalan dinas PNS
15750 000 Koo, Tewah
. 8300009 Kec Tewsh
Vqﬁn_da._ _uu.__.:n_ﬁﬂa Kapasitas Sumber Daya Aparatur F 9 L T7.000.000 4,500,000 B8.000.000 0,00% 4.500.000 5,84% Kec. Tewah
SDM melalul bimtek & soslalisasi
Bimbingan teknis implementas: peraturan perundang- B8.000 000 Kec. Tewah
undangan
Program pening gan sistem pelap y p 6.630.000 20 250 000 052 800 852800 4.70% 7.582.800 0,00% Koc Tewan
jpalan kinerja dan
yang tepat waktu dan sesual
vn_..v.co:;n._ laporan capaian knerja dan ikhtisar realsasi 17.520.000 Koc Tewah
n r 210 000 Koc Towah
sunan n keuangan aichir tahun 450 000 - - Koc Tewsh
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD ") 2100.000 952 800 952 800 Kec Tewan
Program Pembinaan Daerah Bawahan °} pelaksanaan lomba desa, 108.970.000 80.615.000 B0 388 000 8510000 8510000 10.50% 89.125.000 BY.T9% Koc Tewar
33!382-33 pembinaan
n.-.‘..va_-.. miras petl dan
operasicnal retribusi sesual
perbub. Terselenggaranya
pelantikan anggota BPD sokec.
Rapat ketja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 18.280 000 8.510.000 8.510.000 Kec Tewah
2108 000 Kec Tewsh
. 60.000.000 Kec Tewah
Program sosial, dan ] ggaranya PHA, 604 950000 B7.508.000 84 610000 22 535000 22 865,000 35,30% 110.373.000 18.24% Kec. Tewan
terselenggaranya keglatan
bagl k.
nz:g_. kec. Kurun
31.400.000 17.200.000 17 200 000 Koc Tewah
18.650 000 5655000 5.665.000 Kec Tewah
400 000 Koc Towsh
160 000 Kec Towsh
1.849.600 2770900 0.00% 1 0.00% Koo Tewsh
2770 800 Z . [y
F ata; Pelay 7.976.320.000 468.093.682 534310000 128255 404 129.256 404 2419% 597.350.086 TATS Kec. Kahut
Administrasi Perkantoran
1,850 000 750000 750 000 Kec_Kahut
7.500 000 - - Koc Kahut
53 263 - = Ko Kahut
5150 000 2 450 000 2 450 000 Koo Mot
35000000 17500 000 17 500 00O Kog Kahut
8360 000 1820000 1.800.000 Kog_Kahut
4.000.000 1.985.000 1.895 000 Kec. Kahut
38000000 Keg Kahad
16,800 000 Keg Kahwt
10.000 000 Koc Kahut
24000 000 - - Ko Kahut
50072808 12473202 12473202 Kec. Kahut
230,000,000 80205 000 80,205 D00 Keg_Kanat
540000 : : fpa
2383508 Kee Kahut
E:.Bwn: ha
1.000.000 Koo Kahit
S.877, Ko Kahit
4200000 Kec. Kahut
2000000 Kec Kahid
37.500.000 : = Kec Kahut
o..;zwa_aw n Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 47942808 12033.202 12,083 202 Kec. Kahut
Eerkantoran Kelurghan”)




i - : Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Kineria |  T2/8€t Kinerja dan DS UpsriL S il Realisasi Capaian xﬂnﬂ_ﬂﬂ: Realisasi KGnerla dan | inerja dan
7 : : : Target RPJMO pada tahun | oo \on o eien Tanun. | ARG9aran RKPD Tahun - - Kinerja dan Anggaran Realisasi n.u.E._ao ua__o._.._-k:x_ Realisas| :
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program | Indikator Kinerja Program 2014 s/d 2018 Lalu (2017) - berjalan yang dievalusi : = RKPD yang dievaluasi} Ahcoar Tahun Pelaksanaan Anggaran RPJMD Perangkat Daerah Kete
Kegiatan {Outcame)Kegiatan {Cutput) : o (z018) 1 o .n v (2018} ~pehistil Srm s/d tahun 2018 Penanggung Jawab N
Pt 2018 ! (%N Triwulan 1)
2 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. (4 _ Rp. x_ Rp. :_ Rp. z_ Rp. x_ Rp x_ Rp. x_ "Rp.
[ (4) (5] [G) @ (8) 10} 12)=8+48410+11 113 = 12/7 x 100} 14=8+12 15= 14/5% 100 % {18} (17
Program Peni Sarana dan P; Aparatu Jumlah sarana prasarana 1.147.400.000 214.315.000 131.400.000 - - 0,00% 214.315.000 18,68% Kec. Kahut
aparatur untuk mendukung
I kepada masy
Pemeliharaan nubin/berkala rumah jabatan 10,000 000 = - Kec, Hahut
10,000,000 - - Kec,_Kahut
20,000 000 - - Kee. Hahut
27,000.000 = = Kee. Hahut
8,400 000 - - Kec. Kahut
50.000 000 - - Kec. Kahut
3.500 000 - - Kec, Kahut
2.500.000 - - Kec. Kahut
)
Frogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparaty P &k 139.500.000 5.402.500 32.000.000 - . 0,00% 9.402.500 6,T4% Kee. Kahut
SDM melalui bimtek & sosialisasi
Kursus singkat non formal *) 32.000 000 = - Kec Kahut
Program ingh b sistem pelap P Ti pelap 15.240.000 4.500.000 4.500.000 - - 0,00% 4.500.000 23,39% Kec. Kahut
capalan kinerja dan keuangan
yang tepat waktu dan sesuai
Penyusunan laporan capaian kinefja dan ikhtisar realisasi 4.500.000 Kec. Kahut
Kineria SKPD
og P Daerah 1 pelaksanaan lomba desa, 145.375.000 33.500.000 33.280.000 - - 0,00% 33.500.000 23,04% Kec. Kahut
terselenggaranya pembinaan
P gkat desa,
penerbitan miras peti dan
operasional retribusi sesuai
perbub. Terselenggaranya
pelantikan anggota BPD sekec.
Rapat kerja camat, & dan g/kepala adat 7) 8.280.000 - - Kec. Kahut
Peningkatan dan pembinaan RT/RVY Kelurahan *) 27 000 000 - - Kec Hahut
©g E sosial, § dan b | ggaranya kegi PKK 447.670.000 55.057.500 71740000 27.000.000 27.000.000 37 84% 122.057.500 2a7.2T% Kec. Kahut
dan Darma Wanita Persatuan,
keglatan keagamaan, kegiatas
festival tandak kecamatan, dan
peserta yang mengikuti MTQ
kepada isasi wanita dan k k b 25.000.000 - - Kec. Kahut
27.000 000 27020 000 27000 000 Kec Kahut
6,000,000 - = Kec Kahut
13.740 000 - - Kec Kahut
Kualitas Pelay STIT.311.80 567.909.218 558.300.000 - - 0,00% S67.909.218 9,93% Kec. Sepang
Administrasi Perkantoran
2805000 - - Kec, Sepang
9.300 000 - - Kec Sapang
78263 = . Kec, Saoang
27 688 500 - - Kec, Sepang
8735000 - - Kec. Sepang
4000000 - - Kec. Sepang
£8 100 000 i - Kee Sepang
21 600 000 - - Kec, Sepang
14 250 000 - - Kec Sepang
48,000 000 - - Kec Sapang
154.568.424 - - Kec. Sepang
80,000 000 L = Kec. Sepang
4 000 D00 - - Kec Sepang
450 000 - - Kec Sepang
Penyediaan jasa kemunikasi, sumber daya air dan listrik 2.400.000 - - Kec. Sepang
Kelyrahan *)
Penvediaan alat tulis kantor Kelurahan %) 7,105 000 - - Hec Sepang
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan %) 2730000 - - Kec. Sepang
P di P i listnik/p gan bangunan 1.000.000 - = Kec. Sepang
kantor Kelurahan )
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan %) 18.750.000 - - Kec. Sepang
Penyediaan bahan logistik kantor Kelurahan %) 2,400,000 - - Kec, Sapang




] Target Kinarja dan Fiaaliaal Kinarja PAca Triwstan Realisasi Capaian [ G3Pdlan | Realisasi Kinerjadan o ooy
z Gl ap Kinetja : Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d i
) e LAREEIIE- 00 Pace RPUMD sJd RKPD Tahun | APggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaren | g yiagi | mhun 2018 (akNr |, Realisas! .
=N UrusanfBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 sid 2019 Lalu (2017) berjalan yang dievalusi : |RKPD yang dievaluasi Anggaran | Tahun Pelaksanaan | AR99aran RPJMD Py Daerah
Keglatan (Outcame)Kegiatan (Output) (z016) i L e o okl RKPD tahun RKPD) sidahun 2018 | Penanggung Jawad
2018 (RN Triwutan 1} :
L4 — Rp. K _ Rp. K Rp. Rp. xﬁa S_aﬁ. :_a. 8_ Rp. -n_ Rp Z_ Rp. z— Rp.
) 3 &) (5] 6 M) (8) (8) 1 12)=840+10411 113 = 12/7 x 1004 14=8+12 15=14/5x100% (18 an
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasl ke luar daerah 4 000 000 . Kec. Sepang
"
Rapat-rapat koordina, m h Kelyrahan *) 15000000 Kec Sepanc
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administras! Teknis 50.327.808 Kec. Sepang
B han"
1.000 D00 Kec ng
Jumitah sarana prasarana 1.3T6.060.000 120.570.000 B0 485000 0,00% 128.570.000 5,34% Kec. Sepang
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
7.000 000 Kec, Ssoanc
— 20000000 Kec Sepanc
30,000 000 Kec Sepanc
16.970.000 Kec Ssoanc
4125000 Kec. Sepang
kelyrahan®l
Pemeliharaan rutrvberkala kendaraan dinas/operasional 2500000 Kec. Sepang
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ap P .. &k 138.000.000 32.000.000 0.00% 0.00% Kec. Sepang
5DM metalui bimtek & sosialisasi
Magang stud banding/kursus singkat non fermal ) 32,000 D00 Kec_Sspanc
Program peningkatan p gan sistem pelap Ter 34.000.000 5.163.000 7.580 000 0.00% 5.165.000 15,19% Kec. Sepang
capalan kinerfa dan keuangan
yang tepat wakiu dan sesual
Penyusunan laporan capalan kineqa dan ikhtisar realisas: 3270000 Kec. Sepang
kinera SKPD
nan in ¢ tahun 4,310,000 Keg Sepanc
Program Pembinsan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 102.700.000 30.783.000 30,750 000 0,00% 30.785.000 29,98% Kec. Sapang
terselenggaranya pembinaan
perangkat desa, terfaksananya
penerbitan miras peti dan
cperasional retribusi sesual
perbub. Terselenggaranya
pelantikan anggota BPD sekec.
Rapat kerja camat, { dan la adat 7) 6750000 Kec. Sepang
Pening L dan RT/RW Kelurahan 24 000 000 Kec, Sepang
-
Program [ sosial, o dan Y *) | terselenggaranya keglatan 458 620.000 T1.673.600 53 030000 0,00% T1.673.600 14,37% Kec. Segang
festival tandak tingkat
kecamatan sepang dalam rangka
meningkatkan peran serta dalam
keagamaan, terlaksananya
keikutsertazn kentingen
kecamatan sepang dalam
kegiatan MTQ tingkatan
Pembinaan kepada organisasi wanita dan kemasyarakatan *) 21.200.000 Kec. Sepang
3 630 000 Kec Sepang
3 440 000 Kec Sepang
4760000 = = Kec Sspang
|Program F P Pelay 8.935.232 000 502656929 452.798 000 28638536 28 608 828 8.32% 531.265.855 5.54% Kec. Manuhing
Administrasi Perkantoran
2850 000 220 D00 900 000
$.088 860 508 808
128120
5014 000 = -
32,998 000 2220 000 2,200 000
7.200 000 520 00 500 000
41,400 000 5,000 000 5 000 000
13.500 000 - :
27,000 000
101.435.818
102,000,000 16.900.000 16 500 000
1.080 000 - -
517.388
2,785 000 - -
10 048 200 2 200 000 2,200 000




B 5
Reatisasi Kinerja Pada Triwutan YA paia Kinerja gan | T"gkat Capaian
Realisasi Capatan Kinerja | T79%t Kinerja dan P Kineja dan |Anggaran RPUMD s.q| 'nenadan
._.igi.ls! RPJMD s/d RKPD Tahun Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran R i tahun 2018 (Akhic Reatisasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Indikatoe Kinerja Program 2014 sid 2019 Laku (2017) Berjalan yang dievalus: |RXPD yang dievaluasi Anggaran | Tahun Pelaksansan | AD9GA7a0 RPIMD Perangkat Daersh
Keglatan (Outcame)yKegiatan (Output) (eotg) - ! " m L (2018) sid tahun 2018 Penanggung Jawad
> RKPD tahun RKPD}
2018 (%X Triwutan 1)
k| K Ao, X o x| e [«]m|k[m[x][e]] wm [k = x| [k w
&5 (4] (5] %) @ 8 10} 12)=8+8+10+11_ [13 = 12/7 x 1008 14=6+12 15=14/5x 100 % (18)
2.700.000 - - Kec. Manuhing
2.500 000 Kec. Manuhing
3.040 000 Kec. Manuhing
S000000 Koc Manuhing_
5.400.000 Kec. Manuhing
vo teais_._ Jasa qo..ﬁm» Pendukung __E..a.q_awum_ Tekns 47.702 808 - - Kec. Manuhing
_u_.ﬂd_.u! g wn-.. dan Aparaty Jumilah sarana prasarana 913.260.000 128.893.000 197.700.000 8.540.000 8.540 000 4.32% 137.433.000 15,08% Kec. Manuhing
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
&0 800 000 Kec. Manuhing
10.000.000 Keoc, Manyhing
10 000 000 - - Kac. Manuhing
17.600.000 3220000 3 290 000 Ko Manyhing
31300 000 3 40 000 3,400 000 Koc Manyhing
11 600 000 550 000 ___ 6850000 Keg, Manyhing
4.500.000 1.000.000 1.000 000 Kec. Manuhing
1.900.000 Kec. Manghing
Pan: n adaan _u.-n r dan Penataan Halaman 50.000 000 - - Kec. Manuhing
Geduna/lacacoan/Bumah K
Program _u ningkatan Kapasitas Sumber DSB pa ] p & 189.500.000 24,585,000 16,000 000 . . 0,00% 24.565.000 12,31% Kec, Manuhing
SDM melalul bimtek & sosialisasi
Bimbingan teknis impl perundang 16.000.000 - . Kec. Manuhing
undanaan
Program § g peng 1gan sistem pel capalan T ya pelap: 16.500.000 5.190.000 5.700.000 - . 0,00% 5.190.000 31,45% Kec. Manuhing
jpalan kinerja dan
yang tepat waktu dan sesual
Penyusunan laporan capaian kinedja dan ikhtisar realsasi 5.400.000 . . Kec. Manuhing
kinedia SKOD
Penyusunan lay vﬂP nuvus_._ knena dan ikhtisar realsas 300 000 - - Kec. Manuhing
kinedia SKPC K
Program Pembinaan D-!.u_._ Bawahan ) pelaksanaan lomba desa, 223.146.000 41.550.000 45 800 000 . - 0,00% 41.550.000 18,62% Kec. Manuhing
terselenggaranya pembinaa
gkat desa,
penerbitan miras peti da
operasional retribusi sesual
perbub. Terselenggaranya
pelantikan anggota BPD sakec.
Rapat kerja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat *) 12 800,000 - - Kec. Manuhing
can p i RTRW 33.000.000 - - Kec. Manuhing
el
Program p sosial, g dan ¥ b ggaranya keg PKEK B96.332.000 103.473.000 127.582 000 15.200.000 15.200,000 11.91% 118.673.000 13,24% Kec. Manuhing
dan Darma Wanita Persatuan,
keglatan keagamaan, keglatas
festival tandak kecamatan, dan
peserta yang menglkutl MTQ
" 23,650,000 - - Kec. Manuhing
35,450,000 = - Kec Manuhing
40 BOO 000 15 200000 15,200 000 Ko Manuhing
4625 000 : = Kec Manyhing
18 957 000 z = Kec Manyhing
Py gk Pelay 10.765.517.500 589.996.524 605.663.000 168134 741 168134 741 27.75% T758.131.285 7.04% Kec. Rungan
Administrasi Perkantoran
4 B45 000 £20 000 420 000 Kec Rungen
4 600 000 = - Kec Rungsn
5 781 500 1440 00O 1,440 000 Kec Rungan
2212004 = : Kec Rungan
31840714 1936200 7.950 200 Kec Rungan
10,965 000 1114 500 1.114 500 Keg¢ Rungan
5545000 - - Kec. Rungan




= . = ia dan Tingkat Capaian
Reatisasi Capaian Kinerja | 19 Kinea can s L Capaion | | CHEED | Resguran RPoMD sa|  Kcmens dan
Target RPJMD pada tahun RPJMD sid RKPD Tahun Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran R i N::lst Realisasi
g Urusan P Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 sid 2019 Lalu (2017) berjaian yang dievalusi RKPD yang dievaluasi| .-l_-!..-. ) __ | Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
NO Keglatn (OutcameyKegiatan (Output) [eo18) ! " L] v (2018) 5!5..! RKPD) =i tahun 2018 Penanggung Jawab G
= (SN Triwulan 1)
2018
x| m K R, K Rp k| w [k [x][m]c]|m|x] x| |k [k w
(1) [&]] 14) = @ _8) @ 100 120=8+0+10+11 113 = 12/7 x 1000 Jja=8+12 15=145x100% (19) an
S57.500 000 49500 000 49 500000 Kec, Rungsn
35 608 000 6060000 6,060 000 Keo. Rungan
32.000000 : z Kec, Ryngan
Per wsa_ ,_va..w .mnv!.a ukung Admi wﬂq m.,_. knis 221.507.138 40 548 B4 45 848 541 Kec, Rungan
127,500 000 50,495 000 50 485 000 Kec Rungan
2844000 240000 240 000 Kec Rungsn
1.200 000 = . Kee, Rungan
1210250 45000 45 00O Kec Rungan
6652 200 215000 215000 Kec_Rungan
852 200 - . Keo. Rungan
Penyediaan komponen instalas istrik/penerangan bangunan 2.000.000 Kec. Rungan
n
§.150 000 - Kec, Rungan
[* 35 000 000 3 800 oo 3,600 000 Ko Rungan
Jumlah sarana prasarana 1.407.776.000 165.934.000 53.250.000 2.000.000 2000.000 3.16% 167.934.000 11,83% Kec. Rungan
aparatur untuk mendukung
kepada Y
2.000.00Q Kec, Rungan
_6.000.000 Kec Rungan
16.020.000 - 2 Kec, Rungan
23 500 000 2000 000 2000 000 Kec Ryngan
] £.730.000 : : Kec,_Rungan
v_._._o;uu!,.:.&_.__.d.r_ v!n.uﬂ oa.a_.érn:.n 2.000 000 Kec, Rungan
kelyrahan®l
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 15120000 0,00% 0,00% Kec. Runga
melalul pengadsan-pengadaan
pakalan dinas PNS
a 15120000 Kee Rungan
Program Pen ..-ﬂr-n- Xhu sitas Sumber Daya Ap L & kualitas 262.500.000 §2.000.000 35.000 000 0,00% 52.000.000 19.81% Kec, Rungan
.wﬂl. melalul bimtek & soslalisasi
singkat non formal *) 36,000 000 = Kec_Rungan
Program Pembinaan Onl...-_ Bawzhan *) pelaksanaan lomba desa, 232 525.000 45.650.000 89.700 000 22620000 22,600 000 25.20% 68.250.000 29,35% Kec. Rungsn
terselenggaramya pembinaan
perangkat desa, terfaksananys
penerbitan miras peti dan
operasional retribusi sesual
perbub. Terselenggaranya
pelantikan anggota BPD sekec.
Pembinaan Kecamatan, Kelurahan dan Desa (kegiatan Kec, Rungan
jomba desa) 7
Rapat kerja camat, Aurah dan d adat ") 53,700 000 15,600 000 15600 000 Kec. Rungan
Peningkatan, petaksanaan dan pembanaan RT/RW Kelurahan 36.000 000 7.000 000 7.000.000 Kec, Rungan
|
Program pemt sosial, dan " ggaranya keg PKK, 856.250.000 131.383.000 127.760.000 49 350 000 49,350 000 38.63% 180,735.000 20,11% Kec Rungan
terselenggaranya keglatan
| keagamaan bagl masyarakat di
wilayah kec, Kurun
48.740.000 10.750.000 10.750.000 Kec. Rungan
115 . K n
45100000 38 820000 38 500 000 n
23 400 000 : Keg_Rungan
P g F 5.019.340.040 570.585.238 518.615100 0,00% 570,595,336 11,3™% Kec. Mihing Raya
Administrasi Perkantoran
2 400 000 Kec Mibing Rave
4320000 Kec, Miting Rava
212000 Kec MihngRava
T4 688 461 Kec_ Mining Rava
3037500 Kec Mining Rava
3.000000 Kec. Mihing Raya
8,000 000 Kec MihingRave
12.000 000 Koc_Mihing Rava
16 000 000 Kec Mihing Rava
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Tighat Tingkat
Capaian
5 Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Pada Triwutan Realisasi Capaian Capaian | Realfisasi Kinerja dan Kinerja dan
: Realisasi Capaian Kinerja Kinerja dan | Anggaran RPJMD s.d
Target RPJMD pada tahun - RPJMD sid RKPO Tahan Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran 2018 (Akhir Realisasi
NO Urusan/Bidang Urusan Pemarintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 sid 2018 = P Lot (2017) berjalan yang dievatus |RKPD yang dievaiuasi Regiisast .nﬂ.l_ .1 o Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
Kegiatan (Qutcame)yKegtatan (Output) (201g) ! n L] v (2018) !aﬂ._u RKPD) sid tahun 2018 Penanggung Jawab b,
Bh..n (4XTriwulan 1)
K Rp. K Ro. K Ro o k| mfk|mk|m|x] m x| o {k] x| w
(1 3 {4) 5) 5 (7l 8} 10) 12=8+8+10+11 3=127 x 100 14=8+12 5=145x100% (18} 0n
1.970.000 - B Kec Rungan Huly
13,200 000 2200 000 2,200,000 Koz Rungan Huly
15.000.000 2430000 9450 000 Kec Rungan Huly
40,000 000 2725000 2795000 Kec Rungn Huly
147.398.424 35,738,606 36.750.806 Kec. Rungan Huly
185 000 000 20540000 26 540 000 Kec, Rungan Huly
500 000 2 Kec_Rungan Huly
1.420.000 Keo Ryngan Huly
iaan alat bl * 6530 000 Keg Rungan Fuy
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan %) 1.800 000 Kec. Rungan Hulu
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan *) 13 650 B&4 Kec, Rungan Hulu
4 B0O 000 Kec Rungan Huly
1.350.000 Kec. Rungan Huly
8000000 Kec. Rungan Hulu
15.000.000 = = Kec Rungan Hyly
73.540.212 18342303 18.342.303 Kec. Rungan Hulu
B
Program m-:... dan P Jumlah sarana prasarana 688.000.000 101.501.000 45580 000 5.000.000 5.000 000 10,87% 106.501.000 15,48% Kec, Rungan Huly
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
000 Kec Rungen Huly
15,000,000 s = Kec Rungan Huly
25,000.000 5000 000 5,000 000 Kac. Rungan Hulu
& I 233.800.000 25.888.000 44 000 000 0,00% 25.988.000 1,12% Kec Rungan Hul
SDM melalul bimtek & sosialisasi
44,000,000 - = Kec Rungen oy
38.100.000 11.430.500 12510000 709 400 709 400 567% 12.138.500 31,88% Kec. Rungan Hulu
P Es-__._- dan
yang tepat waktu dan nu!.ﬁ_
10.070.000 Kec. Rungan Hulu
670 000 Kec Rungan Huly
nan n ir tahyn 470 000 - - Kec Rungan Huly
Per RKARKA SKPD dan DPATTPPA - 1.300 000 720 400 T0G 400 Kec. Rungan Hulu
SKPD "
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 144.000.000 38.030.000 40 930 000 0,00% 38,030,000 28.41% Kec. Rungan Halu
terselenggaranya pembinaan
perangkat desa, terlaksananya
penerbitan miras peti dan
operasional retribusi sesual
perbub. Terselenggaranya
pelantikan anggota BPD sekec.
Rapat kefja camat, kades/lurah dan damang/kepala adat %) 8.800 000 Kec. Rungan Huly
2030 000 Kec RunganHsy
20.000 000 = = Kec Rungen Huty
*} |terseienggaranya kegiatan PKK, 451.000.000 51.184.500 45550000 3.750.000 3.750000 B8.23% 54.934.500 12,18% Kec. Rungan Hulu
terselenggaranya keglatan
99 bagl masy
diwilayah kec. Kurun
Py kepada wanita dan kemasy "3 20.360.000 3750000 3.750.000 Kec. Rungan Hulu
12.550.000 Kec. Rungan Hulu
2820000 Kec RunganHuly
6,540 000 Haly
3.200.000 Kec Rungan Holy
1.600.000 1,600 000 0.00% 1.600.000 0.00% Kec Rungen Holy
n 1600000 - - Kec Rungan Huly
Program _ueiwi an Administrasl Perkamtoran F Kualitas P 6.524.143.000 675.187.578 8708.755.000 131.758.510 131788510 18,38% B06.976.088 12,3™% Kec. Damang Batu
Admin _ne.-s_ Perkantoran
uEﬂﬁE 3,300,000 $00.000 900,000 Kec, Damang Baty
Penyediaan jasa k ih 2010000 835000 835000 Keg Damang Baty




Tirgkar
Reatisas! Tingkat Capaian
Realisasi Capalan Kinorja | , T279%¢ Kinerla dan Reatisast Capuian |\ CSERE0 | D aa|  Kineria dan
Target RPJMD pada tahun RPJMD s RKPD Tahun Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Realisas! Realisasi
ng Urasan F shan Daerah dan Program | Indikator Kinerja Program 2014 s/d 2018 Lalu (2017) berjalan yang dievalus! |RKPD yang dievaluasi 7 Anggaran RPJMD
Kegiatan (Outcame)Kegiatan (Output) (2018) I (2018) lﬂc»ns-.l_ : ki tahun 2018
(R NTrwulan 1)
2018
Rp. K Rp. fp. Rp Rp. a_ Rp L Rp.
£) —i4 [5) ° M [G] 2=8+9410+11 13 = 12/7 x 1008 15=145x100%
Penyediaan js53 perbaikan peratatan keca 4 200 000 £50000 §50.000
Penyediaan aiat bulrs kantor 20.510.000 14,415,000 14415000
Penyediaan barang cetakan dan penogandasn 4,350 000 £20000 800 000
£ 700 000 7 750 000 7 750 000
- n 16,000,000 4,000 000 4,000 000
n 12 000 000 .
in 151.508 424 37.252108 37.262 108
koordinasi ke dal L] 233.000 000 29,540 000 — 20540000 I
n n 750 000 375000 375 000 :
o n n 1.200 000 1,220 000 1.200 000
an n 1.70%.960 B = Kec DamangBaty
6715000 26850 000 2,650 000 o
1.350.000 - r
i peral dan pereng kantor Kelurahan 7) 15.800 000
B8 400 000 2,000 000 2,000 000 Kec DamangBaty
3820000 s : ng B
4,000 000 - ng B
20,000 000 3 900 00O 3 §00 000
101315616 24811404 24 B11 404
_u_dnwnu_ F Sarana dan P \p: Jumlah sarana prasarana 4.067.530.000 B6.665.000 B3.030 000 33335000 33335000 40,15% 11.24%
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
2100000 L
8 480 000 iy iy
20000000 . = Kec_Damang Bat
12.500.000 £333000 § 335 000 L]
9640 000 - - ng Bas
n 25 000 000 25,030 000 25 000 000
Program Peningiatan Kapasitas Sumber Daya Ap F & 216.200.000 24.758.000 36.000.000 - - 0,00% 11,48% A
SDM melalui bimtek & soslalisas|
Bimbingan tekns impl P perundang- 36 000 000
undangan
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) pelaksanaan lomba desa, 114.180.000 22.430.000 28225000 2450000 2450 000 B8,38% 21,78%
terselenggaramya pembinaan
perangkat desa,
penerbitan miras peti dan
operasional retribusi sesual
perbub, Terselenggaranya
pelantikan anggota BPD sekec.
Rapat kerja camat, kades/l dan pala adat *) 4.900.000 2450000 2450000
Rapat kerja Ketua RW, Ketua RT dan Mantir Adat Kelurahan 1.430000
"
dan p RT/RW Kel 22885 000
"
Program § sosial, dan k Y g 470.952.000 £8.470.000 57.000 000 20.470.000 20,470,000 IBH% 18,89%
pembinaan keagamaan
peningkatan peran serta wanita
kepada wanita da by 23520000 1.820.000 1.820.000
16,650 000 16,650 000 15,850,000
14 830 000 - -
a Pelay 5.605.116.000 877.518.020 557 413.000 T6.557.108 768.557.108 13,73% 1,67T%
Administrasi Perkantoran
2652000 750000 750000 any
24 981,000 5957000 5067 000 3
2625000 1,472,000 1,472 000 Kec Manuhing Raya
41,500,000 B = Kec, Manuhing Raye
36000000 2820000 4800 000 Kec Manuhing Rava
5 400 000 : : Kec Manuhing Rava
—28.000.000 = o
968.320618 24 953004 24,953 904 . Manuhi a
185 000 000 21175000 21,175 000
1,989,384 £23.000 823000
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L B Tingkat Capalan

Target Kinerja dan Realisas! Kinerja Pada Triwulan Roalisasi Capaian |  C2PSian | Reallsast Kinerd dani “iip, gan

Realisas| Capatan Kinerja ; Kinerja dan | Anggaran RPIMD s.d
{ % Target RPJMD pada tahun RPJMD s/d RKPD Tak Anggaran RKPD Tahun Kinerja ¢3n Anggaran Realisasi tahun 2018 Realisas!
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ |  Indikator Kinerja Program 2014 =i 2013 Lalu (2017) berjalan yang dievalusi |RRPOyang dievaluiasi| mm‘l Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
Kegiatan (Outcame jiKeglatan (Output) 3t ; (2018} I n 1 w (2018) ; sid tahun 2018 Penanggung Jawab

ik (%) Triwulan 1)

K Rp. K Rp. K I Rp. Rp nlna nlm.- x—lm x} Rp. ul Rp nl_ Rp. K Rp.

(1) 3) ) 5] 8 10) 12}=8+9+10411__|13= 12/7 x 100} 14=6+12 15=14/5x100% _{18) an
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 18.000.000 4,500.000 4 500000 BRKAD
suniangan
Penyvedizan bahan looisti kantor 128 000 000 1250 000 1280 000 BPKAD

¥ n makanan dan minuman _18.738 000 - - BPYAD
Rapat.rapat k i dan konsuitasi ke luar daerah __558 000 000 781 57810438 BPKAD
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Ad! Teknis 595,038,080 166 804.617 186 804 017 BPKAD
—Pedanionn
Racstracat koordinas! ke dalam daerah ) 45 000 000 1425000 1425000 BPKAL
2 i I han an yrmum * 58 845 000 - = EPvA
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ar dan listrik GPU 56 000 000 19.193.688 19,183 088 BPKAD
L
Penataan Administrasi Kepegawaian Badan Pengeiola 15.000.000 3220000 3 229 D00 BPKAD
L dan Aset Daerah %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumiah sarana prasarana 52414.761.848 ATIT.TI0.TH 2970391000 B88.051.200 86,051,200 280% 3BCIATE.9N T.26% BPKAD
aparatur untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat
—pengadaan Kendarsan dnasicperasional *7) 1584 443 000 - BPKAD
3an s k 33 000,000 . BPHA
latan u ! T4 50000 BPKA
ihar, i la rumah dinas 20.000 - BPKA
P sharaan rutin/berkal lung kantor 15.000.00¢ . 5 BPKA
Pemeiharasn nn/berkala mobil iabatan 25 000 000 5435000 5 435 000 ERYA
Pemei n nudin ia kendaraan di ¢ 1 154 800 000 17.235 000 17 285 000 BPKA
i ' ralatan gedun 58 400,000 7 435 000 7 405 000 BPKAD
litasi K n din: al 455 000,000 - - BPRAD
Par fberia 202,650,000 40926.200 £0.926.200 BPKAD
2P0
Pemeiharaan ntn/berkala gedung parsmuan umum *) 178 468 00O 15000 000 15 000 00O BPKAD
Pemeiinargan perienciacan gedung pensmuan umum *) 77.000 000 . - BPYAD
Peng perh dan Gedung P 80,000,000 . BPKAD
Umum %
Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin kerja 87.600 000 0,00% - 0,00% BPKAD
melatul
pakaian dinas PNS
Pengadaan pakaian khusus han-hari terieaty 7 800,000 - - BOKAD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan kapasitas & kualitas 2876869674 124 544 TOO 200 000 000 8312600 8312600 416% 132.857.300 462% BPKAD
SDM melalui bimtek & sosialisas|
Bimbingan teknis imph P g 200,000 000 B.312.600 8312600 BPKAD
Program ' peng gan sistem p p Ter pelaporan 1.007.341 48T 225.302.132 208.080.000 2175800 2175900 1.05% Z31.4T8.022 2.98% BPKAD
capaian kinerja dan keuangan
yang tepat waktu dan sesuai
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisas| 10.040 000 BPKAD
kiners SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteras 8 760,000 BPYAD
_penyusunan pelaporan kevangan akhir tahun 9650 000 BPXAD
Per Rar nja SKPD 7 10,100 000 EPKAD
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPAIDPPA . 23 500 000 BPKAD
SKPD 4
Per Kevangan 1 dan BS 000 000 BPKAD
I 1 Kabupaten Gununa ha |
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten 25,620,000 BFKAD
Gunung Mas ")
Penataan dan Pelaporan Bararg Inventarts Semesteran dan 12860 000 BPKAD
Tahunan SKPD %)
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 17.400.000 2175800 2175.800 BPKAD
Program dan p peng g ya peng 26.235.T19.17 13.967.816.423 4629673 884 771.488.722 771488722 18.66% 14.759.208.147 35,26% BPKAD
gan daerah melalul perda
pajak daerah dan retribusi
Saacah
Penyusunan standar satuan hargs B9 400 000 X - BPKAD
P n; an h A 126 520,000 50,684 200 50,884 200 BPKAD
P % KDH tentang peny 68 520 000 20,370,000 29370000 BPKAD
APED
Penyusunan rancangan peratuan daeran tertang perubahan 114520000 BPKAD
APED
Pany rancangan [ KDH tentang Penj 66,520 000 - BPKAD
B han APED
rancangan daerah tentang 173.200.000 14,855 000 14,905 000 BPKAD
perta pelaksanaan APED




Realisasi Pada Triwulan Capsian | Realisas! Kinecja dan Tiaghut o
. Target Kinerja dan Hmj Realisasi Capaian Kinerja dan
Realisasi Capaizan Kinerfa Kinarja dan | Anggaran RPJMD s.d
Target RPUMD pada tahun RPJMD sid RKPD Tahun Anggaran RKPD Tahun Kinerja dan Anggaran Toaslionet tahun 2018 (AKhir Reatisasi
Urvsan/Bidang Urusan Pemarintahan Deerah dan Program / Indikator Kinerja Program 2014 53 2019 Lalu [2017) berjaian yang dievalusi |RKPD yang dievaluasi|. > Tl Polafain Anggaran RPJMD Perangicat Daerah
Kegiatan (Outcame)iegiatan (Output) (2018 I n m v {2018) RKPD tahun RKPD] s/d tahun 2018 Penanggung Jawab
(%NTriwuian [)
K Rp. kK| m X |k m |x[ek][m|k]m[] m [k w [{] s [« s
(3 [4) 51 [) [ta) ﬁ)' 10} 12j=8+8+10+11 |13 = 12/7 x 10¢| 14=8+12 15=145x100% _{18)
Peny o KDH tentang penjabaran 50000000 - - BPKAD
Peningkgtan mansiemen asetbarang daersh 210 527.000 82,697,000 52897 000 EPKAD
P GRN, operasi dan impl sistem i £7.260.000 4,416,000 4.416.000 BPKAD
I penggajian daerah Kabup
Gununa Mas *]
Penyelenggaraan sdministrssi keuangan daerah 7) 172.800 000 31220000 31,220,000 EPXAD
Penvusunan RKBL) dan RKPBU *) 14,400 OO - . EPXAD
Penyusunan laporan cemester asetfbarang daerah 7) 73 600 000 - - BAD
Rekonsillasi Laporan Keuangan Tugas Pembantuan Tingkat 52 800 000 14.230.500 14.280 500 BPKAD
YWiavah ")
Pengembangan, operasi dan implementasi sistem informasi ©8 000 000 11.750.000 11.760.000 8PYAD
m«:h Kab 1 Gunung Mas 7
Pelaksanaan APED 7 30 200 000 7442500 7 442 500 BPYAD
F’my\.umn Llpﬂr:n Dcrwrﬂn dan Pengeluaran Kasda 57 800 000 14 435,000 14 435 D00 BPKAD
P'mgngn rancanzan -cua dan rancangan PPAS 7 23,800 000 - - BPKAD
Penyusunan rancangan KUA Perubahan dan rancangan 23 800.000 2 - BPKAD
W!S Perybahan 1
Verfikasi 5P SKPD se Kab: Gunung Mas 50 500,000 12.185.000 12.185,000 BPKAD
Pn-mdmﬂp i
Pengeioiaan Kas Deesh 7) 184 000,000 24,315,000 24315.000 BPKA
Pengelolaan GaliPNST) 114 500,000 7,508,000 7,508,000 BPKA
MLMMMMPD 1) 85 500,000 7,657,500 7.687.500 BEKA
janingan dan 85 062 000 22546182 22546.182 BPKAD
g Mas =
Peningk kualitas p i daan Server dan 363 300,000 84 000.000 84 000.000 BPKAD
iarnoan Aplikasi Simda Kabucaten Gunung Mas *)
it il [ ran gaji - 37 000 000 a 5 BPKAD
P Tuntutan Parber 1 dan @5 550 000 050,000 9.080.000 BPKAD
Tx.mn mrh Ryg (TETGAY "
Penyusunan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 161 300,000 55821.603 55821603 BPKAD
]
Rekonsiiasi Realisasi Setoran PFK serta Penyusunan £3.710 000 15831201 15.831.201 BPRAD
R tasi Rincian dan i PNS untulk
DALMY
Penyusunan Laporan Bulanan dan Rekapitutasi Perhdungan £4 200,000 28 .031.000 26.031.000 EPKAD
Fitak Ketga atas Realisasi Pembayaran Gay PNS se
K Gunung Mas ™)
Pengembangan, operasi dan implementasi Penyusunan 200 500 000 99,441 500 99 441,500 BPKAD
1 T
h arang Mibk Daerah)* 124 600 000 7.700 000 7.700.000 BPKAD
Penilaian Batang Mk Doerah)* 150,500,000 4,040,000 £ 040,000 BPKA
Rekonsitiasi Dats Barang Milik Daecah]® 137,770,000 B7 738000 87.736,000 BPHA
Pemngkatln Pengembangan Aplikasi Penatausahaan 130.400.000 - - BPKAD
|
Pemngkalln dan Panynrr-pssnn Infermasi Keuangan Daerah §1.200 000 - - BPKAD
o g Peiai Tim E Dana Hibah dan 71.100 000 - - BPRAD
B Sosial pada P h Gunung Mas *)
__Intensifiay) Penatausahaan BMD ) 81000000 - 3 BOXAD
90 ¥ Dana Hibah, 138 600 000 34.454 446 36 454,448 BPKAD
E-M-H_Wmn_
Rekonsiliasi Laporan Aset Lancar Kabupaten Gunung Mas %) 23.500.000 - =: BPKAD
Rekonsikasi Laporan investasi Jangka Panjang Kabupaten 24 400,000 % a BPKAD
Gmunu Mas ")
dan Pengeiciaan Anggaran P dan 35 000,000 3.840.000 3.840.000 BPKAD
Pk "
Penyusunan Laporan Pajak PPh 21, PPh 22. FPh 23, dan 34 900 000 1.530.000 1.580.000 BPKAD
PPn Badan Py Keuapgan dan Aset ™)
Apbgrsl) 2 n Asli Dasrah Kabupaten * 21 500,000 4,000 000 4.000.000 BPKAD
g dan Eval Lapcran Ky gan SKPD Se-Kab 21.500.000 = = BPKAD
Gunung Mas®
Penyysynan Analisis Standar Blaya (ASB) *) 168 200,000 - - BPRAD
Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan dan Perangkat 110 000 000 = - BPKAD
POA 7
Pemanfaatan Barang Miik Daerah Pemenntzh Kabupaten 101.000.000 . - BPKAD
ﬁmjlp L
¥ Standar Operasional dan Prosedur Py laan 117,000 000 - 3 BPYAD
EMD Menggunakan Aplicasi SIMDS BMD =)
Pembuatan Website Apikasi Simda Kabupaten Gunung Mas 31.084.864 . - BPKAD
b}
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019

BAB II1

KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017
berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2019 dapat
digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga
merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab
ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Gunung
Mas berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut,
maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan
untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan
agar arah pembangunan daerah Tahun 2019 dapat dicapai sesuai
dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang
lain, perkiraan sumbersumber pendapatan dan besaran pendapatan
dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk
mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif
dan efisien.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian
internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2014 -
2019. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah
kebijakan ekonomi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 harus sejalan
dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2019. Berikut
arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2019 yang mendasarkan pada
perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan
yang masih akan dihadapi :

A. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional :

1) Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui
peningkatan  produktivitas, Kkualitas, serta dukungan
kelembagaan dan sarana prasarana, dengan cara :

a. Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan

Jasa Lingkungan;
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b. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian,
Perikanan, & Kehutanan;

c. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

d. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan;

e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai
Tambah Pertanian dan Perikanan.

2) Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri
pengolahan melalui perbaikan iklim wusaha, peningkatan
investasi, penguatan rantai pasok/nilai, dan pemanfaatan
inovasi, dengan cara :

a. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi;

b. Perbaikan Struktur Industri;

c. Peningkatan Daya Saing Industri;

d. Fasilitasi Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK
Industri/ Logistik.

3) Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui
pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital,
peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan
kemitraan, dengan cara :

a. Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, dan 2
KEK Pariwiata;

b. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif;

¢. Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB);

d. Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;

e. Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan.

4) Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja
melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja
sama dunia usaha dan kewirausahaan, dengan cara :

a. Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha;
b. Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi;

c. Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi;

d. Peningkatan Keterampilan Wirausaha.

5) Mengembangkan iptek- dan inovasi untuk peningkatan
produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek,
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pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan
teknologi frontier, dengan cara :
a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis
penunjang produktivitas;
b. Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi pengungkit
produktivitas;
c. Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa);

d. Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier

B. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi :
1) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dengan kebijakan :
a. menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis;
b. pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin;
c. peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
d. peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan
Tengah;
e. pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di
Kalimantan Tengah.
2) Meningkatnya perekonomian masyarakat secara konsisten,
dengan kebijakan :
a. peningkatan produksi hasil pada setiap sub sektor
pertanian;
b. perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di
instansi pemerintah dan swasta;
c. pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu;
d. pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong

perekonomian.

C. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah :

1) Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang
pertanian, perkebunan berbasis potensi lokal serta UMKM;
Pengembangan aktivitas usaha tersebut dalam rangka
mendorong masyarakat dalam pengembangan ekonomi
berbasis kerakyatan dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi masyarakat melalui peningkatan dan pemberdayaan

di bidang pertanian, perkebunanm perikanan dan peternakan
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dengan bantuan stimulan seperti bibit tanaman, padi dan
ternak/ikan,;

Meningkatkan kemampuan pengolahan hasil pertanian dan
perkebunan bagi kelompok tani dan perkebunan serta pelaku
UMKM;

Peningkatan kemampuan ini meliputi sarana dan prasarana
pertanian, seperti alat-alat pertanian, sarana irigasi serta
kelengkapan insfrastruktur lainnya. Selain itu juga
kemampuan dan pengembangan sumberdaya manusia bagi
petani maupun kelompok tani dalam pengembangan
kemampuannya sehingga meningkatkan perekonomian dalam
UMKM.

Meningkatkan mediasi perbankan dengan pelaku usaha
pertanian dan perkebunan serta UMKM,;

Dengan adanya mediasi perbankan, maka diharapkan untuk
para pelaku usaha pertanian dan perkebunan bisa dibantu
melalui pinjaman modal dalam pengembangan UMKM
sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat bahwa
kendala selama ini untuk petani adalah dalam hal permodalan
untuk usaha.

Meningkatkan mediasi perbankan dengan pelaku usaha
pertanian dan perkebunan serta UMKM,;

Dengan adanya mediasi perbankan, maka diharapkan untuk
para pelaku usaha pertanian dan perkebunan bisa dibantu
melalui pinjaman modal dalam pengembangan UMKM
sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat bahwa
kendala selama ini untuk petani adalah dalam hal permodalan
untuk usaha.

Meningkatkan akses pasar dan pengolahan hasil pertanian;
Peningkatan akses pasar dilakukan dengan melakukan
kerjasama dalam hal dukungan dalam pemasaran hasil
pertanian, artinya dukungan ini berupa harga yang terjangkau
dan memadai dalam mengakomodir hasil pertanian yang dijual
di pasar sehingga pendapatan petani dapat meningkat.
Revitalisasi dan pengembangan pasar — pasar desa;
Peningkatan dan pembukaan pasar — pasar desa diharapkan
akan meningkatkan gairah petani maupun masyarakat dalam
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memasarkan hasil pertanian atau ladangnya dan diharapkan
dapat melayani kebutuhan pokok yang ada di sekitar pasar -
pasar desa tersebut sebagai pusat sentra perekonomian
masyarakat.

7) Peningkatan akses permodalan bagi budidaya pertanian,
perkebunan dan UMKM;
Perlu adanya kemudahan dalam mendapatkan akses
permodalan bagi masyarakat, khususnya untuk

pengembangan dan perluasan UMKM yang ada di pedesaan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan
Tahun 2019

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari
indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian
suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional,
perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-
faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah
seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut
sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh
perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak
dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah
pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada
meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar
ekspor. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) dalam juta rupiah sebesar Rp.1.634.260,14
menjadi Rp.1.836.827,47 pada tahun 2013. Pada tahun 2014
diperkirakan sebesar Rp. 2.190.600,44, sedangkan proyeksi
untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 diperkirakan naik menjadi
26,78%, 27,98% dan 29,12%.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (ADHK 2000) dalam
juta rupiah pada tahun 2012 sebesar Rp.768.543,55 menjadi Rp.
820.424,81 pada tahun 2013, sedangkan perkiraan pada tahun
2014 sebesar Rp.978.438,63.
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Empat lapangan usaha pendukung utama perekonomian di
Kabupaten Gunung Mas adalah pertanian, perdagangan, hotel

dan restoran; dan jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas pada tahun
2012 mengalami kenaikan menjadi 6,22% dan pada tahun 2013
menguat menjadi 6,75%. Penguatan ini karena kinerja sektor
ekonomi terutama seperti sektor pertanian dan sektor
perdagangan, hotel dan restoran mulai meningkat. Pada tahun
2014 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,9%, dan
diproyeksikan pada tahun 2015 , 2016 dan 2017 sebesar 7%,
7,15% dan 7,2%.

PDRB Perkapita

PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) pada tahun 2012
sebesar Rp. 15.958.013,28 menjadi Rp. 17.510.271,40 pada
tahun 2013, sedangkan PDRB perkapita menurut harga konstan
(ADHK 2000) tahun 2012 sebesar Rp. 7.504.575,24 menjadi Rp.
7.821.018,21 pada tahun 2013. Diperkirakan sesuai dengan
RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2019, kenaikan
pada tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah 26,78%, 27,98% dan
29,12%.

Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2013
sebesar 8,4% dan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 7,8%.
Sedangkan pada tahun 2015, laju inflasi diproyeksikan sebesar
6,9%, pada tahun 2016 sebesar 6,4%, tahun 2017 sebesar 5,1%
dan pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 0,37 % per bulan
maret 2018

Investasi

Besaran nilai investasi merupakan salah satu faktor penting yang
menentukan dinamika perekonomian daerah. Disamping untuk
mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga
diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pada
tahun 2013, nilai Investasi PMDN di Provinsi Kalimantan Tengah
sebesar Rp. 1.835,3 Triliun, menurun pada tahun 2014 menjadi
Rp. 980,4 Milyar, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar
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adalah Rp. 1.270,1 Triliun, meningkat pada tahun 2016 sebesar
Rp. 8.179,1 Triliun dan menurun pada tahun 2017 menjadi Rp.
3.037,8 Triliun.

Penduduk dan Angkatan Kerja

Seiring dengan perkembangan kondisi, maka kebijakan ekonomi
daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1)
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi
agar tidak melebihi satu digit, (3) menekan laju pertumbuhan
penduduk.

Sebagaimana gambaran diatas, agar pertumbuhan
perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga
terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan
mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang

aman secara politis dan layak secara ekonomis.

Berdasarkan data dari Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2017
jumlah penduduk pada Tahun 2016 sebesar 112.484 jiwa,
dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 59.803 jiwa dan
perempuan sebesar 52.681 jiwa, dengan kepadatan penduduk
sebesar 12,060 jiwa per Km2 Jumlah penduduk yang telah
memiliki Kartu Tanda Penduduk sebesar 49.378 orang, Kepala
Keluarga (KK) sebesar 33.843. Untuk angkatan kerja pada tahun
2015 sebanyak 58.361 orang, bukan angkatan kerja (BAK)
sebesar 17.005 orang, jumlah tenaga kerja sebesar 75.366 orang,
sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar
77,44 persen.

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

No

Indikator

Target
Tahun
2019

Capaian
2015

Capaian

Satuan 2017+

Kinerja Capaian 2016

Pertumbuhan
Ekonomi :

a. Laju

pertumbuhan

ekonomi

%

6,96

7,00

7,15

7,25

b. PDRB atas

harga
konstan

Juta
Rp

978.438,63

1.240.464,50

1.587.546,46

PDRB Per
Kapita

Juta
Rp

9.327.346,32

11.825.209,66

15.133.903,3
2

Kerangka Ekonomi Daerah & Keuangan Daerah | 81




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019

Lajn Inflasi % 6,9 6,4 5,1 4,5

Angka % 6,17 5,85 5,83 5,16
Kemiskinan

Tingkat % 8 7 5 3

Pengangguran
Terbuka

Indeks 74,42 74,89 74,99 75,25

Pembangunan
Manusia

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun
2018 dan Tahun 2019

Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2015 - 2016, perekonomian Kabupaten Gunung Mas
pada Tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan

mengalami pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian
Kabupaten Gunung Mas serta mempertimbangkan kondisi
lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek
perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2018 dan 2019
adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih akan
dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari
dinamika internal ma:upun lingkungan perekonomian global yang
terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan
dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta
dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud
antara lain masih mencakup :

1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan
dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi
dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih
tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan
pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan
akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan
lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk
menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal

ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan
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prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek

pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah
tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat
investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi
daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah
dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang
peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan

prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.

3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini
merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan
ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur
yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya
investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena
mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur
tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan

sosial.

4) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara
pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership).
Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber
daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama
terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan

infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

5) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi
dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi
harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan
memnubhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung

oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian
lingkungan hidup.

. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018-2019

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan
pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian
daerah.
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Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan
asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang
digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi
perekonomian tahun 2016 dan perkiraan tahun 2018 dan 2019
serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha
- usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah
adalah :

Pertama, menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang
kondusif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.
Kedua, meningkatkan pelayanan perijinan usaha. Ketiga,
menyediakan infrastruktur perekonomian yang cukup dan
berkualitas untuk menunjang pertumbuhan dan distribusi
ekonomi daerah. Keempat, pemberdayaan ekonomi UMKM dan
masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai
institusi melalui jaringan sistem keuangan mikro. Kelima,
memperbaiki modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka
peningkatan produktivitas kerja. Keenam, efisiensi alokasi

sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019
sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2014-2019 di tahun
kelima, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola
oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja
pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas
fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam
implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan
sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, Dana
Bagi Hasil serta Dana Alokasi Khusus.

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin
dalam volume rancangan APBD tahun 2019. Sesuai dengan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang
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Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
maka APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam
masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan daerah ).
Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;

2) Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah,
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Dana
Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD, Penerimaan Dana
Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Penerimaan Alokasi Dana
Desa.

Selanjutnya untuk Penerimaan Pembiayaan bersumber dari

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

(SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sedangkan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah berasal dari Penyertaan Modal

(Investasi) Pemerintah Daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang
diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang
tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang
pemerintahan.
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Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan
yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik
kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau
dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-
sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di
bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan,
belanja dan pembiayaan.

Kebijakan keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran
dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun didasarkan
pada prinsip anggaran surplus dan defisit dan dinamis dengan
kemungkinan dibentuknya dana cadangan. Pengertian Surplus adalah
bahwa tercapainya tabungan pemerintah yang dapat digunakan untuk
belanja modal, sementara defisit terjadinya pengeluaran lebih besar
daripada pendapatan sehingga mendorong pemerintah untuk bekerja
secara terencana dan efesien. Perkiraan surplus dan defisit
mengharuskan adanya perubahan setiap pertengahan tahun anggaran
berjalan (APBD)

Kebijakan-kebijakan  tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2019.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
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b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus

didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi
daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang
berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah
dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya
peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari
pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren
peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5
tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan
Tahun Anggaran 2016 secara nasional meningkat rata-
rata sebesar Rp20,45 triliun atau 18,07%, dengan uraian
untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar
Rp 13,47 triliun atau 16,82% dan untuk pemerintah
kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp6,98
triliun atau 21,38%.

Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap
total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari
Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran
2016 secara nasional rata-rata sebesar 78,95%, dengan
uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar
87,69% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata
sebesar 62,26%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah
dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5
tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan
Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar
17,25%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-
rata sebesar 42,50% dan untuk pemerintah
kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,91%.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang
bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah,
Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan
penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan
retribusi daerah, penentuan besamya pajak daerah dan
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retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan
penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada
wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta
pengawasan penyetorannya.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan
Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus),
termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota,
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana
transportasi umum scbagaimana diamanatkan dalam
Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik
bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota,
dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus)
untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang berwenang
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan
sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan
jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3)
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009

Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil
klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis
pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan
Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan
Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau
dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-
undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
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2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan
memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan
dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu,
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

a. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi
pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu
menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka
meningkatkan PAD; dan

b. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi
kemanfaatan umum (public service oriented) adalah
mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan
layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah
satu bentuk investasi jangka panjang non permanen,
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis
Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
dari Kelompok Masyarakat Penerima.

Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis
Lain- Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro
Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro
Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari

pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden
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mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan,
penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah
provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2019 yang
diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh
Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka
penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun
Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh
Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan,
pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019.

Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang
Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 belum
ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada alokasi
DAK daerah provinsi dan kabupaten/ kota Tahun Anggaran
2019 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian
Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang
APBN Tahun Anggaran 2019 disetujui bersama antara
Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 diterbitkan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan
alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
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APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada
pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019,

c¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1)

2)

Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019
belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa
tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2019 ditetapkan atau terdapat
perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah
harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2019.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari
sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga,
organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat
maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak
mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan,
dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian
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pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di
atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
pendapatan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek
pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2019 dihitung
dengan asumsi sebagai berikut :

1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan
realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-
masing potensi jenis pendapatan asli daerah;

2) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak
dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis
pajak. Untuk DAU dan DAK diasumsikan tidak mengalami
perubahan dari tahun 2018;

3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada
sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di
Kabupaten Gunung Mas, dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:

1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan
penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan
standar baku;

2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan
intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal,

3) Pendayagunaan asset daerah;

4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD)
agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan
Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada
umumnya; dan

5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai
Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan zaman.
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa

kelompok belanja daerah yang termasuk dalam pengeluaran atau
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belanja tidak langsung adalah antara lain ; belanja pegawai, bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan,
dan belanja tidak terduga.

Kebijakan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas, diarahkan untuk mendukung kelancaran jalannya
roda pemerintahan secara optimal dan memperbesar terhimpunnya
tabungan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan
pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, maka pelaksanaan
anggaran belanja tidak langsung akan dilaksanakan secara terarah
dan terkendali agar alokasi anggaran belanja tidak langsung dapat
tepat sasaran dan tepat manfaat guna mendukung operasionalisme
kegiatan pemerintahan. Karena itu kebijakan di bidang pengeluaran
belanja tidak langsung diuraikan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Belanja Pegawai
Salah satu komponen dari belanja tidak langsung adalah biaya
gaji dan pensiun. Pengendalian biaya ini akan ditempuh dengan
menyerasikan laju pertambahan pegawai negeri dengan
kebutuhan  pelayanan yang  diharapkan masyarakat.
Pertambahan pegawai negeri ditentukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan,
alokasi penempatan dan peningkatan kemapuan aparatur.
Kebijakan ini merupakan upaya meningkatan mutu, produktifitas
dan sekaligus kesejahteraan pegawai negeri. Perbaikan
penghasilan pegawai senantiasa diupayakan antara lain melalui
perbaikan tunjangan dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dan kondisi perekonomian masyarakat pada
umumnya.
2. Mengendalikan Belanja Barang

Kebijakan pengeluaran belanja barang diarahkan pada
pengendalian pengeluaran sesuai dengan kebutuhan operasional
kegiatan pemerintahan. Alokasi pengeluaran belanja barang
diprioritaskan pada upaya peningkatan penggunaan produksi
dalam negeri dengan memanfaatkan potensi pengusaha kecil
menengah dan pengusaha daerah sebagai mitra kerja pemerintah
daerah. Dalam kaitannya dengan belanja pemeliharaan
diarahkan pada upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah
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dan hasil-hasil pembangunan sebelumnya agar dapat berfungsi
denga baik.

3. Mengoptimalkan Belanja Subsidi
Sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan daya guna alokasi
sumber-sumber keuangan daerah secara optimal, maka alokasi
belanja bagi subsidi perlu dilakukan secara cermat dan kalkulatif
agar tidak mengakibatkan berbagai distorsi ekonomi khususnya
dibidang produksi dan konsumsi masyarakat. Selain itu,
pemberian subsidi sedapat mungkin tidak mengurangi atau
menghambat pemupukan tabungan pemerintahan.

4. Mengoptimalkan Belanja Hibah
Belanja hibah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas digunakan
untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang,
barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya
atau kelompok masyarakat dengan arahan bahwa dana hibah
tersebut dapat meningkatkan produktifitas output rill daerah.

S. Alokasi Belanja untuk Bantuan Sosial.
Belanja untuk bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
digunakan untuk pemberian bantuan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Belanja ini tidak diberikan secara
terus-menerus akan tetapi diberikan hanya dan jika
peruntukannya jelas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja
daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai
urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan
dcngan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar
teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak
terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan
regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dcngan

pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c)
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pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, (e} ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat, dan (1) sosial. Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a)
tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
(c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat
dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i)
perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha
kecil, dan menengah, (1) penanaman modal, (m) kepemudaan dan
olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q)
perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan
meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d)
kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g)
perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah,
maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk
meningkatkan  akuntabilitas perencanaan anggaran dan
memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program
dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur
serta memiliki korclasi langsung dengan keluaran yang diharapkan
dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator,
tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai

Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta
pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan

pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun
2019.

¢) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
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kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan
acress yang besamya maksimum 2,5% (dua koma lima per
seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok
dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun
Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk
pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan
kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja
dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada
APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai
Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

2) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan
persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan
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Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan
kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan
kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi daerah.

Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun
Anggaran 2019 melalui DAK dianggarkan dalam APBD
Provinsi dan Kabu paten/Kota pada kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan
tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode
rekening berkenaan.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala
daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan
dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang
telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pembcrian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan
lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja Bantuan Keuangan

a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah
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kcpada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh
pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019.
Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan
pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal,
membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima
manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut,
serta dalam rangka kcrjasama antar daerah sesuai
kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan
bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum
digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan
menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan
daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan
luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus
digunakan untuk membantu capaian kinerja program
prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan
keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih
dahulu oleh pemberi bantuan.

Bantuan keuangan kepada partai politik harus
dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan
dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek
belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan
rincian obyek belanja nama partai politik penerima
bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan
keuangan kepada partai politik berpedoman kepada
Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam
APBD dan Tertib Adminislrasi Pengajuan, Penyaluran dan
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Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal
95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota
harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa
adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD
kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota  harus
menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk
pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan
kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per
seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh
kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2018
setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal
72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada
pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat
(1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan
Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi
bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut
harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa
selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek
penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening

berkenaan.
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Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran
dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas
desa, pemerintah daerah selaku pemegang saham/modal
pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga
Keuangan Perbankan.
7) Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara
rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun
Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan
yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar
kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak
terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,
seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,
kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam
bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah

tahun- tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan

program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan
untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan
dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk
program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan
pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan
anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk
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urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar
ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan
berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan
kegiatan untuk urusan pemeriniahan wajib yang tidak terkait
dengan pelayanan dasar dan urusan pcmerintahan pilihan
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga
satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan
pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas,
digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar

mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha

mikro dan wusaha kecil serta koperasi kecil tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan
sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Belanja Pegawai

a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,
penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan
rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target
kineija kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal
tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non
PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan
bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan
benar- benar memiliki peranan dan kontribusi nyata
terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud
dengan memperhatikan pemberian Tambahan
Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan dan pemberian
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sesuai ketentuan.

b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke
dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium
dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non
PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
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dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

a)

b)

d

Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan
menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru
serla besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah.

Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak
tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang
dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2016.

Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja
Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah
pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan
estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya
berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu
istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan

kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan
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kegiatan pada PD yang secara fungsional terkait dan
dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah
setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi
fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang
bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat
menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan
pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi
pelayanan kesehatan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka
kunjungan keija dan studi banding, baik perjalanan dinas
dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan
substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan
kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan
perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan
dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar
Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar
Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas
harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai
biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal
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sebagai berikut:

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai
dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya
diberikan untuk  Gubernur/Wakil = Gubemur,
Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota,
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang
diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas
setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya
riil;

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya nil;

4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak
menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari
tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan
tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan
secara lumpsum.

5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara

lumpsum.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan
memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas,
efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta
rasionalitas.

Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang
mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam
belanja peijalanan dinas. Tata cara penganggaran
perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan
peijalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah.

Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan

pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait

dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta

3). Unsur lainnya seperti tenaga ahli,
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diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing
wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan
teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau
sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat
selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi
narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan
penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna
efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah
serta tertib anggaran dan administrasi oleh
penyelenggara.

k) Penganggaran untuk penyelenggaraan Kkegiatan rapat
,pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,
workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya
diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah,
seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik
pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan
Mcnteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam
Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja
Aparatur.

) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna
barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada
daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.

4) Belanja Modal

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi
belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan
dasar kepada masyarakat.
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Pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan
alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal
secara nasional pada Tahun Anggaran 2016 Rp248,38
triliun atau 22,97%, dengan uraian untuk pemerintah
provinsi Rp58,47 triliun atau 19,87% dan untuk
pemerintah kabupaten/kota Rp 89,92 triliun atau
24,42%. Secara Nasional pada Tahun anggaran 2018
sebesar Rp. 203,9 triliun.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan
sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan
daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan
dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk- produk dalam negeri.
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik
daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang
milik daerah yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya,
perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan
salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan
anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang
baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta
penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang
milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,
standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan
standar kebutuhan oleh Gubemur/Bupati/Walikota
berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam
Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3),
ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan
gedung dan bangunan milik daerah mempedomani
Peraturan Prcsiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran,
pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah
daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16
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Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium
Pembangunan Gedung Kantor Kementerian
Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut
terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas
dan kualitas pelayanan publik.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan
umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

Penganggaran belanja modal digunakan untuk

pengeluaran yang  dilakukan dalam rangka

pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset

tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 (dua belas}) bulan, digunakan dalam kegiatan

pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal

kapitalisasi aset {capitalization threshold).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam

belanja modal tersebut adalah sebesar harga

beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait

dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset

tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat

(7) huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,

Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis
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Y

Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang
Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

¢) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal
aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang
memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset
{capitalization threshold), dan memperpanjang masa
manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi
dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau
peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor
7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan
Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.

5) Surplus/Defisit APBD

a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara
anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah.

b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan
untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang
yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi} daerah,
pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian
pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah
lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan
sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial
tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan
kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan
pada PD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya
melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

¢) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah
menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup
defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan
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penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan

pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah
dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2018 terkait dengan
Belanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi
Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini perlu dikaitkan
dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan
ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi
makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan
batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2018 yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan
posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai
maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah
harus menghindari Belanja melampaui batas defisit
APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di
atas.

e¢) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman,
maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani
penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman
daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk kebijakan Belanja Langsung, titik berat pembangunan
di Kabupaten Gunung Mas adalah di bidang pendidikan, bidang
kesehatan, bidang infrastruktur dan bidang ekonomi dalam arti luas
yang dibarengi dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Proiritas ini juga diarahkan dan didorong agar dapat saling
memperkuat, saling terkait dan saling terpadu dengan bidang-
bidang pembangunan lainnya dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan daerah secara keseluruhan pada khususnya dan
pembangunan nasional pada umumnya. Hal tersebut akan
dikembangkan sebagai berikut :
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1. Pembangunan dan peningkatan daya dukung infrastruktur wilayah
guna menunjang mobilitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
Karena itu pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan,
sarana dan prasarana perhubungan menjadi salah satu perhatian

penting oleh pemerintah daerah dalam alokasi pengeluaran
pembangunan daerah. Selain itu peningkatan kemampuan saran
air  bersih, listrik, telekomunikasi akan ditingkatkan
kemampuannya dalam melayani kebutuhan masyarakat, dunia
usaha dan kebutuhan pembangunan pada umumnya.

2. Pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya
manusia akan ditempuh melalui peningkatan jumlah dan
kualitas pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak
sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Upaya pemberian
kesempatan yang seluas-luasnya kepada para guru untuk
mengembangkan dan meningkatkan pendidikannya akan terus
dilakukan. Selain itu, guna percepatan peningkatan kualitas
sumber daya manusia, maka upaya pemberian beasiswa kepada
putra putri gunung mas yang berprestasi akan terus
dikembangkan dan ditingkatkan. Pemberian beasiswa ini akan
senantiasa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
dan kebutuhan pembangunan dari waktu ke waktu. Oleh karena
itu sektor pendidikan diupayakan mendapat alokasi anggaran
pembangunan yang memadai guna mendukung percepatan
peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Pembangunan pertanian, dan perikanan akan ditempuh melalui
usaha ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi produk atau
komoditas unggulan daerah. Selain itu usaha penataan dan
pembinaan kelembagaan usaha tani dan nelayan agar mampu
mengakses berbagai informasi pasar dan jaringan pemasaran
termasuk sumber pembiayaan akan terus dikembangkan dam
ditingkatkan. Upaya peningkatan daya dukung infrastruktur
dan suprastruktur pertanian dalam arti luas juga akan
ditingkatkan guna mendukung program ekstensifikasi,
intensifikasi dan diversifikasi produk atau komoditas unggulan
daerah. Oleh karena itu sektor pertanian perlu mendapat alokasi

anggaran yang memadai agar tercapai pertumbuhan produksi,
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produktifitas dan kualitas produksi sebagai bagian dari upaya
pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Pembangunan industri khususnya industri-industri berbasis
pertanian (agro industri) diarahkan pada usaha penciptaan
landasan struktur industri yang kuat yang didukung oleh
kemampuan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi industri yang terus meningkat, sehingga diharapkan
bahwa setiap kecamatan dapat menjadi basis-basis agroindustri
yang mampu memanfaatkan dan menghasilkan produk bermuatan
lokal (local contenf) yang tinggi disamping memiliki aksebilitas
pemasaran yang luas ditingkat regional maupun nasional pada
umumnya.

. Pembangunan kecamatan sebagai upaya optimalisasi fungsi
pusat/sub pusat pertumbuhan dalam wilayah Kabupaten
Gunung Mas, diarahkan untuk mengembangkan dan
menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah kecamatan.
Disamping itu, pembangunan kecamatan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari upaya untuk mengahapus isolasi dan
keterpencilan di beberapa wilayah, sehingga ketimpangan daya
saing produksi dan pemasaran antar wilayah kecamatan
semakin dapat diminimalisir. Selain itu kota kuala kurun
sebagai ibukota kabupaten akan dibenahi menjadi kota yang
memiliki daya dukung, daya tarik dan daya dorong bagi tumbuh
kembangnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Karena
itu, kota kuala kurun diarahkan selain berfungsi sebagai pusat
pemerintahan juga dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan
yang efektif.

Peningkatan peran serta masyarakat sejalan dengan upaya
menumbuhkan sikap kemadirian masyarakat dalam berbagai
kegiatan pembangunan daerah, maka anggaran belanja
pembangunan daerah diarahkan untuk menunjang berkembangnya
potensi masyarakat, termasuk dunia usaha. Hal ini mengingat
keterbatasan dana pembangunan yang berasal dari pemerintah,
sehingga sasaran pembangunan hanya dapat dicapai dengan
memanfaatkan berbagai potensi investasi masyarakat dan dunia
usaha pada khususnya. Karena itu pembiayaan pembangunan
yang berasal dari pemerintah dan swasta diupayakan dan diarahkan
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untuk dapat saling mengisi, saling melengkapi dan saling

menunjang.

. Efesiensi dan efektitas pengeluaran biaya langsung akan

diupayakan dengan lebih mempertajam alokasi pemanfaatan
anggaran, menyempurnakan mekanisme penggunaan dan
pengawasannya guna mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran penggunaan anggaran belanja langsung. Demikian
pula penyertaan modal pemerintah pada BUMD akan dilakukan
secara lebih selektif sebagai bagian dari upaya menjadikan
perusahaan daerah sebagai badan usaha yang mandiri dan

profesional.

. Kelestarian fungsi lingkungan hidup; kegiatan pembangunan di

Kabupaten Gunung Mas juga diarahkan untuk tercapainya
pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan dan wilayah yang memadai bagi
generasi masa kini dan masa mendatang. Oleh karena itu
pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup akan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari seluruh aspek kegiatan
pembangunan daerah dan wilayah. Dalam kaitan ini, upaya
untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat
terhadap kelestarian lingkungan akan dikembangkan melalui
sosialisasi dan penegakan hukum. Di samping itu, kegiatan
investasi, pemantauan, perlindungan dan perhitungan nilai
sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pola tata ruang
wilayah akan dilaksanakan sebagai bagian integral dari upaya
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2008 -

2018

a). Tahun 2008, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 378,1
milyar yang terdiri atas PAD sebesar Rp. 8,7 milyar, dana
perimbangan Rp. 364,6 milyar dan lain-lain pendapatan yang
sah sebesar Rp. 4,75 milyar.

b). Tahun 2009, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 415,9
milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 10,1 milyar,
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dana perimbangan Rp. 400,7 milyar dan lain-lain pendapatan
yang sah sebesar Rp. 5,05 milyar.

c). Tahun 2010, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 478,3
milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 12,3 milyar,
dana perimbangan Rp. 460,5 milyar dan lain-lain pendapatan
yang sah sebesar Rp. 5,47 milyar.

d). Tahun 2011, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 573,9
milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 16,8 milyar,
dana perimbangan Rp. 551,03 milyar dan lain-lain
pendapatan yang sah sebesar Rp. 6,14 milyar.

e). Tahun 2012, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 550,3
milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 21,47
milyar, dana perimbangan Rp. 506,6 milyar dan lain-lain
pendapatan yang sah sebesar Rp. 22,27 milyar.

f). Tahun 2013, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 685,48
milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 36,55
milyar, dana perimbangan Rp. 601,95 milyar dan lain-lain
pendapatan yang sah sebesar Rp. 46,98 milyar.

g). Tahun 2014, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 732,78
milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 26,17
milyar, dana perimbangan Rp. 643,48 milyar dan lain-lain
pendapatan yang sah sebesar Rp. 63,12 milyar.

h). Tahun 2015, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 810,15
milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 32,94
milyar, dana perimbangan Rp. 680,62 milyar dan lain-lain
pendapatan yang sah sebesar Rp. 96,59 milyar.

i)}, Tahun 2016, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.028
milyar yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 36,83
milyar, dana perimbangan Rp. 900,4 milyar dan lain-lain
pendapatan yang sah sebesar Rp. 90,97 milyar.

j). Tahun 2017, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.060
Triliun yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 38,61
milyar, dana perimbangan Rp. 908,4 milyar dan lain-lain
pendapatan asli yang sah sebesar Rp. 24,10 milyar.

k). Tahun 2018, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp. 1.174
Triliun yang terdiri atas proyeksi PAD sebesar Rp. 38,61
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milyar, dana perimbangan Rp. 984,8 milyar dan lain-lain
pendapatan asli yang sah sebesar Rp. 24,05 milyar.

Tabel 3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Gunung Mas Tahun 2008 - 2018

APBD Per Tahun Anggaran (Rp Juta) Persentase
SILPA
Tahun Total Belanja Jumlah SILPA (%)

(A) (B) (B)/(A)
2008 438.192.239.937,80 | 57.834.926.830,98 13,20
2009 491.520.801.470,59 | 36.061.634.223,59 7,34
2010 483.814.782.012,00 | 55.839.488.727,00 11,54
2011 569.769.039.802,00 | 63.696.376.657,00 11,62
2012 574.310.527.288,05 | 33.970.320.811,05 591
2013 709.379.117.516,00 | 25.000.000.000,00 3,52
2014 748.674.657.448,00 | 26.651.190.773,77 3,56
2015 831.093.498.773,00 | 29.000.000.000,00 3,49
2016 1.048.280.811.494,00 [ 56.314.000.000,00 5,37
2017 1.074.040.210.938,00 | 62.000.000.000,00 5,77
2018 1.174.939.364.639,10 | 10.000.000.000,00 0,85

Sumber : Bappeda, 2018
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oSS S—
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 s/d Tahun 2020

Jumlah
Proyeksi/Ta
N raian
° v Realisasi Tahun | o ic0ei Tahun 2017 | Tahun Berjalan 2018 | Froyeksi/Target pada | = o0 040
2016 Tahun 2019
Tahun 2020

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7)

1.1 | Pendapatan Asli Dacrah 37.403.228.843,07 | 36.722.792.241,00 | _38.613.899.007,00 38.613.899.007,00
1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah 7.950.761.891,80 10.215.293.034,00 5.802.725.000,00 5.802.725.000,00
1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah 2.811.782.245,00 2.236.299.650,00 2.325.850.000,00 2.323.350.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan

113 | D Yons Ditenian 5.313.040.885,32 6.425.582.111,00 6.434.000.000,00 6.434.000.000,00
1.1.4 %:‘;‘;g{:hp endapatan Asli Daerah 21.327.643.820,95 17.845.617.446,00 24.051.324.007,00 24.053.824.007,00

1.2 | Dana Perimbangan 824.244.037.834,00 | 863.775.454.453,00 | 984.862.135.237,10| 984.862.135.237,10
1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 87.533.552.619,00 64.466.675.953,00 99.390.833.237,10 99.300.833.237,10

Bukan Pajak

1.2.2 | Dana Alokasi Umum 564.028.300.000,00 | 559.898.689.000,00 | _ 600.000.000.000,00 600.000.000.000,00
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus 119.474.468.065,00 | _ 174.696.316.551,00 | _ 197.615.887.000,00 197.615.887.000,00
1.2.4 P?ias’i‘lff“ﬁkam Khusus (DAK Non 53.207.717.150,00 64.713.772.949,00 87.855.415.000,00 87.855.415.000,00

1.3 g:l:z;:ll’endapatan Daerah 94.180.122.278,55 | 132.848.275.842,04 | 147.363.330.395,00 | 147.363.330.395,00
1.3.1 | Pendapatan Hibah 0 18.952.680.000,00 18.675.200.000,00 20.175.200.000,00
1.3.2 | Dana Darurat 0 0 0 0
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Dana Bagi Hasil Pajak Dari

1.3.3 | Provinsi dan Dari Pemerintah 22.036.093.558,55 24.213.229.842,04 22.731.161.395,00 22.731.161.395,00
Daerah Lainnya

1.3.4 %lanuguzeny esuaian dan Otonomi 0 0 17.250.000.000,00 17.250.000.000,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi

1.3.5 | pemerintah Daerah Lainnys 0 0 1.500.000.000,00 0

1.3.6 | Penerimaan Dana Desa *) 70.773.447.720,00 89.682.366.000,00 87.206.969.000,00 87.206.969.000,00
Penerimaan Dana Proyek

1.3.7 | Pemerintah Daerah dan 1.370.581.000,00 0 0 0
Desentralisasi (DP2D2)

JUMLAH PENDAP. A’fﬂ gA:ﬁAg 955.827.388.955,62 | 1.033.346.522.536,04 | 1.170.839.364.639,10 | 1.170.839.364.639,10
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REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 S.D TAHUN 2019
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dan Pemerintah Desa

JUMLAH
NO URAIAN REALISASI TAHUN REALISASI TAHUN TAHUN BERJALAN PROYEKSI/ TARGET PROYEKSI
2016 2017 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
2,1 | Belanja Tidak Langsung
2.1.1 | Belanja Pegawai 338.031.426.990,00 335.529.110.599,00 355.028.378.923,39 370.543.395.673,39
2.1.2 | Belanja Bunga = 5 = -
2.1.3 | Belanja Subsidi - - - -
2.1.4 | Belanja Hibah 16.771.500.000,00 25.043.101.500,00 29.473.816.750,00 13.958.800.000,00
2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial 459.797.970,00 451.801.430,00 1.596.010.000,00 1.596.010.000,00
Belanja bagi hasil kepada
2.1.6 | Provinsi/kabupaten/kota dan - - - -
Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan
2.1.7 | kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 137.841.620.066,88 153.473.190.366,88 158.121.052.323,71 158.121.052.323,71

500.000.000,00

Belanja Tidak Terduga

ELANJA TIDAK

56.500.000,00

213.336.000,00

500.000.000,00

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja Pegawai

33.602.662.483,56

40.996.276.937,00

53.107.004.139,00

53.107.004.139,00
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2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa 164.892.912.186,00 199.177.038.790,42 211.974.767.113,00 213.474.767.113,00
2.2.3 | Belanja Modal 284.796.315.108,54 308.517.740.064,96 365.138.335.390,00 368.188.335.390,00
e JUMLAH BELANJA LANGSUNG 483.291.889.778,10 | 548.691.055.792,38 | 630.220.106.642,00 634.770.106.642,00
D TOTAL JUMLAH BELANJA | 976.452.734.804,98 | 1.063.401.595.688,26 | 1.174.939.364.639,10 | 1.179.489.364.639,10
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Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2016 s.d Tahun 2019

Jenis Penerimaan dan Jumiah
NO | Pengeluaran Pembiayaan Proyeksi/Target Proyeksi/Target
Daerah Realisasi Tahun 2016 | Realisasi Tahun 2017 | Tahun berjalan 2018 pada Tal 2019 pada Tahun 2020

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7
3.1 Penerimaan Pembiayaan
Sisa lebih perhitungan

3.1.1 | anggaran tahun
sebelumnya (SILPA) 77.303.954.364,54 46.974.898.434,34 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman
Daerah

Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman

3.1.6 Penerimaan Piutang
77 | Daerah
Penerimaan Kembali

3.1.7 | Investasi Non Permanen
Lainnya - 19.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

JUMLAH PENERIMAAN
PEMBIAYAAN 77.303.954.364,54 46.993.898.434,34 10.150.0600.000,00 | 10.150.000.000,00

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2 Pengeluaran Pembiayaan
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3.2.2

Penyertaan Modal
(Investasi) Daerah

7.550.000.000,00

6.050.000.000,00

6.050.000.000,00

1.500.000.000,00

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

3.2.4

Pemberian Pinjaman
Daerah

JUMLAH PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

7.550.000.000,00

6.050.000.000,00

6.050.000.000,00

1.500.000.000,00

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

69.753.954.364,54

40.943.898.434,34

4.100.000.000,00

8.650.000.000,00
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Secara nasional penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
mengacu kepada RPJMN dimana RKP Tahun 2019 merupakan
pelaksanaan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019. Tema Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2019 adalah “Pemerataan
Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkuali”. Maka sasaran yang harus
dicapai pada akhir tahun 2019, sesuai dengan Rancangan RKP
Nasional Tahun 2019, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi
secara nasional berkisar antara 2,5 - 4,5 persen;

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM
menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat
pengangguran terbuka 4,8-5,2 perse;

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi
wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen,
Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen,
Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01
persen; dan

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2019 agar
diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas
pembangunan sebagai berikut:

1. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan
peningkatan pelayanan dasar;

2. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan
konektivitas dan kemaritiman;

3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan
jasa produktif;

4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air
melalui pelestarian lingkungan; dan

5. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan
kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke
dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah | 121



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN 6UNUNG MAS TAHUN 2019

1. PrioritasNasional 1 : Pembangunan Manusia Melalui pengurangan
Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar Dalam rangka
mendukung prioritas nasional tersebut maka arah
kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. mempercepat pengurangan kemiskinan
1) memperkuat pelaksanaan bantuan  sosial dan
subsidi tepat sasaran;
2) memperkuat sistem jaminan sosial;
3) memperkuat literasi untuk kesejahteraan;
4) memperkuat reforma agraria; dan
S5) Pemberian akses kelola sumber daya alam melalui
perhutanan sosial.
b. meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
1) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
2) meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga
berencana;
3) mencegah dan pengendalian penyakit
4) mempercepat penurunan stunting; dan
5) meningkatkan “gerakan masyarakat hidup sehat”.
c. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
1) menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata;
2) menyediakan afirmasi pendidikan;
3) memperkuat kelembagaan satuan pendidikan; dan
4) meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik.
d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan
permukiman layak
1) menyediakan akses hunian layak dan terjangkau;
2) menyediakan akses infrastruktur dasar pemukiman layak;
dan;
3) meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.
e. meningkatkan tata kelola layanan dasar
1) memperkuat layanan dan rujukan satu pintu;
2) memperkuat integrasi  sistem administrasi
kependudukan dan catatan sipil; dan
3) mempercepat pencapaian SPM di daerah.

2. Prioritas Nasional 2: Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah

Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman Dalam rangka
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mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang
perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a.

meningkatkan konektivitas

1) pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional
yang mendukung sektor unggulan; dan

2) pengambangan transportasi perkotaan.

mengembangkan telekomunikasi dan informatika

1) pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan
informatika khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal.

mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan

pengambangan pembangunan desa

1) Peningkatan aksesiblitas desa dan kawasan perdesaan
termasuk kawasan transmigrasi.

melaksanakan pembangunan daerah afirmasi

1) Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan
tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan
transportasi.

melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung

pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan

1) Peningkatan produksi perikanan melalui pembangunan
konektivitas logistik perikanan dan tata kelola kawasan

perikanan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas

nasional kedua, antara lain:

a.

pembangunan konektivitasdan jaringan logistik nasional
sektor unggulan;

peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan
keselamatan transportasi;

peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika
yang berdaya saing;

optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan
ekonomi nasional;

peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan
kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal dan perbatasan;
peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk

kawasan transmigrasi;
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peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam
penyediaan sarana prasarana konektivitas;

peningkatan sarana dan prasarana sistem logistik perikanan;
dan

peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan.

3. PrioritasNasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
Melalui Pertanian, Industri Dan Jasa Produktif Dalam rangka
mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan
yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a.

meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui
peningkatan  produktifitas, kualitas, serta dukungan
kelembagaan dan sarana prasarana;

mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri
pengolahan melalui perbaikaniklim usaha, peningkatan
investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui
pengembangan destinasi wisata, ekonomi Kkreatif dan digital,
peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan
kemitraan;

mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja
melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan
kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;

mengembangan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan
produktivitas antara lain melaui peningkatan SDM dan IPTEK,
pengembangan litbang keilmuan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas

nasional ketiga, antara lain:

a.

o oo o

peningkatan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian,
perikanan dan kehutanan;

peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan

optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk
peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.

4. PrioritasNasional 4: Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan

sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan
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Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas

dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang

merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala

aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan

sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan

dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai

berikut:

a. meningkatkan produksi energi primer;

b. meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam
bauran energi;

¢. meningkatkan aksesibilitas air;

d. meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama

dalam negeri;

f. meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui
penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan
pendampingan;

g. memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam
rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;

h. meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;

i. memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;

j- meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;

k. meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;

l. mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS;
dan

m. meningkatkan kesadaran sumberdaya air.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas

nasional keempat, antara lain:

a. Pemenuhan kebutuhan energi
Kebutuhan energi primer akan meningkat dari 1.555 BOE di
tahun 2015 menjadi 2.086 juta Barrel of Equivalent (BOE) di
tahun 2019 atau meningkat 7,4 persen.

b. Pemenuhan kebutuhan pangan Kebutuhan konsumsi pangan
masyarakat yang terus meningkat.

c. Pemantapan ketahanaan sumber daya air
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1) pemenuhan kebutuhan air yang belum terpenuhi untuk
rumah tangga, industri dan pertanian; dan
2) suplai air minum.

d. Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Penguatan langkah untuk memingkatkan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)

e. Perencanaan pembangunan rendah karbon
Penguatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun
2011 tentang RAN penurunan emisi gas rumah kaca.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan

Pemilu

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah

kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

a. meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber
1) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian;
2) menyelesaikan konflik sosial;

3) meningkatkan upaya pencehagan dan pemberantasan
narkoba;

4) meningkatkan pengamanan aktivitas siber; dan

5) meningkatkan penanganan terorisme.

b. menjamin kesuksesan pemilu

1) meningkatkan kualitas lembaga demokrasi;

2) menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih;

3) mewujudkan birokrasi yang netral dalam Pemilu 2019; dan
4) melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas.

c. memperkuat pertahanan wilayah nasional
1) mengamankan wilayah yuridikasi nasional;

2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara;
dan
3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi.

d. meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
1) meningkatkan kualitas penegakan hukum;

2) meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan
korupsi;

3) meningkatkan pelaksanaan e-Government;

4) mengoptimalkan Talent Management Nasional,

5) meningkatkan pengawasan program prioritas nasional.
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e. memperkuat efektivitas diplomasi
1) memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar
negeri;
2) memperkuat diplomasi maritim, politik, dan keamanan;
3) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama
pembangunan internasional; dan

4) pemantapan peran Indonesia di ASEAN.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2019
sudah menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2019, yaitu :
1) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah;
2) Pemerataan infrastruktur wilayah;
3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan
pantai;
4) Stabilitas ekonomi daerah;
5) Peningkatan pendapatan masyarakat;
6) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas;
8) Pengelolaan industri pariwisata;
9) Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan;
10) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Dengan telah ditetapkannya Perda Nomor 12 tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2014-2019 maka hal ini merupakan dasar bagi arah
pembangunan Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun prioritas
program dan kegiatan PD jangka menengah daerah. Adapun tema
RKP Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas adalah “Lanjutkan dan
Mantapkan pembangunan di berbagai sektor dengan peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan ekonomi masyarakat
serta aksesibilitas dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat
Gunung Mas”.

Program strategis untuk tahun 2019 ada 10 agenda yaitu ;

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial;
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. Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi

masyarakat;
Penaataan dan peningkatan iklim Investasi;

. Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan

peternakan;
Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang;

. Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan

kesehatan;

. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif

lainnya;

Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi; dan

. Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian batas

wilayah.

10. Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

10 Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2019

tersebut sudah selaras dan berkesinambungan dengan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan dengan 17 tujuannya, yaitu :

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)
8)
9

Tanpa Kemiskinan

Tanpa Kelaparan

Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Pendidikan berkualitas

Kesetaraan Gender

Air Bersih dan sanitasi layak

Energi bersih dan terjangkau

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Industri, inovasi dan infrastruktur

10) Berkurangnya kesenjangan
11) Kota dan komunikasi berkelanjutan

12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

13) Penanganan perubahan iklim
14} Ekosistem laut
15) Ekosistem daratan

16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh

17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.
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4.2. Landasan Kebijakan RPJMD 2014-2019 Dan Substansi

Penyusunan RKPD 2019

Langkah 1. Membaca dan mengelompokkan Isu/Masalah Strategis

yang terdapat dalam RPJMD tahun ke 2019.

® Kelompok 1: Program terkait dengan perbaikan kualitas

pemerintahan. Isu-isu pada kelompok ini terkait dengan
pembenahan internal kabupaten Gunung Mas . Pembenahan ini
dilakukan di semua lini pemerintahan, mulai dari tingkat
kabupaten sampai tingkat desa.

Kelompok 2: Program terkait dengan penyediaan pelayanan
umum dasar bagi masyarakat. Isu-isu dalam kelompok ini
terkait dengan pelaksanaan fungsi/peran pemerintah sebagai
public servant (pelayan publik). Isu-isu dalam kelompok ini
terkait dengan kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi
pemerintah, yang terkait langsung dengan tujuan pembangunan.
Kelompok 3: Program terkait dengan perbaikan kondisi fisik
keruangan kabupaten. Isu-isu dalam kelompok ini terkait
dengan menurunnya daya dukung lingkungan dan sediaan
infrastruktur dasar (jalan, jembatan, dll)

Kelompok 4 : Program terkait dengan perbaikan aspek sosial.
Isu yang termasuk dalam kelompok ini terkait dengan modal
sosial yang terancam oleh faktor eksternal, juga adanya

kegagalan internal.

Maka dapat dikategorikan sebagai berikut :

Kelompok 1 : Pemerintahan

1.

Melanjutkan penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola
kepemerintahan (Governance) untuk menciptakan pelayanan publik
yang berkeadilan (tertib administrasi data, penerapan SPM, data
dan statistik yang mutakhir sebagai bahan penyusunan kebijakan
dan perencanaan).

Proses desentralisasi masih belum berjalan.

Belum adanya kepastian hukum tentang hak ulayat/kelola
masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan berinvestasi di
Kabupaten Gunung Mas. |
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Kelompok 2 : Pelayanan Dasar Untuk Warga

1. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang

rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan yang masih sangat

besar;

2. Masih rendahnya kualitas pelayanan public.

3. Masalah penanganan Stunting.

Kelompok 3 : Infrastruktur Dasar Dan Tata Ruang

ketimpangan pembangunan

antar wilayah

kecamatan dikarenakan kondisi geografis yang sulit terjangkau

oleh Pemerintah Pusat. (PERDA No. 8 Tahun 2003);

1. Masih adanya
akses;

2.

3.

Belum selesainya penetapan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya

jalan darat dan jalan khusus guna angkutan hasil produksi sumber

daya alam.

Kelompok 4 : Ekonomi Dan Investasi

1. Tingkat pengangguran terutama setengah menganggur masih tinggi

dikarenakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan;

w N

Tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah;

Kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup

mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Secara garis besar, pengelompokan masalah strategis dapat

dikelompokan sebagai berikut :

Gambar 4.1. Pengelompokan Isu Strategis

1. Melanjutkan penyelenggaraan
birokrasi dan tata kelola
kepemerintahan (Governance} untuk
menciptakan pelayanan publik yang
berkeadilan (tertlb administrasi data,
penerapan SPM, data dan statistik yang
mutakhir sebagai bahan penyusunan
kebijakan dan perencanaan).
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10. Belum adanya kepastian hukum

tentang hak ulayat/kelola masyarakat
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Langkah 2. Membuat Kerangka Relasi Antara Konfigurasi
Permasalahan Dengan Program Intervensi

Kerangka  program  diinterpretasikan bahwa  kapasitas
pemerintahan yang baik akan berdampak pada kemampuannya dalam
menyediakan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan dasar
maupun penunjang, yang akhirnya diharapkan akan memberikan
kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat
berupa ketahanan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat di
Kabupaten Gunung Mas .

Gambar 4.2. Hubungan Antara Konfigurasi Masalah Strategis
Dengan Program Intervensi RPJMD dan RKPD 2019

KARAKTERISTIK KONFIGURASI
MASALAH PERMASALAHAN '@«——— | PROGRAM INTERVENSI
PERBAIKAN SISTEM Kelompok 1: REFORMASI TATA
DAN PELAKU
€ PEMERINTAHAN I J— PEMERINTAHAN
Kelompok 2:
PELAYANAN DASAR
PENINGKATAN KUALITAS
AKSELERASI PEMBANGUNAN UNTUK WARGA DAN KUANTITAS
T
PELAYANAN PUBLIK DAN
Kelompek 3: INFRASTRUKTUR
FISIK INFRASTRUKTUR PENDUKUNGNYA
TATA RUANG
DAYA SAING DAERAH Kelompok 4:
EKONOMI INVESTAS] < _ PERTUMBUHAN

Tiga Jenis Percepatan Pembangunan dalam RKPD 2019
hubungannya dengan Misi RPJMD 2014-2019 :
® Perbaikan Tata Pemerintahan yang mencakup:

O Misi 4. Meningkatkan layanan pemerintahan secara lebih
berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel, pada semua
tingkatan pemerintahan. (sistem dan pelaku).

® Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan
infrastruktur pendukungnya:

O Misi 1. Meningkatkan kualitas, relevansi dan akses
perangkat pendidikan dan layanan kesehatan.

O Misi 3. Melanjutkan dan memantapkan pembangunan
infrastruktur dasar pembuka isolasi daerah secara adil dan

proporsional.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah | 131



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN G6UNUNG MAS TAHUN 2019

O Misi 5. Meningkatkan ketersediaan energi untuk rakyat.

O Misi 7. Meningkatkan pengendalian, pengelolaan dan
pendayagunaan sumberdaya alam secara serasi, seimbang
dan lestari.

® Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial

O Misi 6. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan
kesempatan berusaha, melalui penguatan keterkaitan dan
relevansi antara pengembangan perangkat pendidikan
dengan investasi daerah.

O Misi 2. Meningkatkan pemberdayaan dan daya saing
ekonomi rakyat.

Langkah 3. Menentukan Prioritas Pelaksanaan Misi

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, intervensi pembangunan
dalam RKPD 2019 dikelompokkan ke dalam tiga kelompok intervensi
yaitu :

1. Kelompok Intervensi Perbaikan sistem dan pelaku (pemerintah);
2. Kelompok Intervensi Akselerasi pembangunan;

3. Kelompok Intervensi Faktor daya saing daerah.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Seperti yang telah  disebutkan sebelumnya, Prioritas
Pembangunan Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2019 ada 10
agenda yaitu ;

1. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial;

2. Peningkatan kesempatan kerja melalui pemberdayaan ekonomi

masyarakat;

3. Penaataan dan peningkatan iklim Investasi;

4. Revitalisasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan

peternakan;

5. Peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang;

6. Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan

kesehatan;

7. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif

lainnya,;

8. Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi; dan
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9. Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian
batas wilayah.

10. Program pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019

sudah berkesinambungan dengan Misi-Misi dari Kepala Daerah, dan

untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut sudah dirumuskan

sasaran-sasaran yang perlu dilaksanakan agar capain prioritas

pembangunan dapat tercapai.

No | Prioritas Pembangunan Misi Sasaran
1 Penanggulangan Misi Pertama :Meningkatkan | 1.Meningkatnya
kemiskinan dan | kualitas, relevansi dan akses | penyelenggaraan dan
kesenjangan sosial perangkat pendidikan dan | layanan pendidikan dasar
layanan kesehatan yang bermutu, merata
dan terjangkau.
2.Meningkatnya
aksesibiltas dan mutu
pelayanan kesehatan
2 | Peningkatan kesempatan | Misi kedua: Meningkatkan | 1.Meningkatnya
kerja melalui | pemberdayaan dan  daya | pertumbuhan  ekonomi
pemberdayaan ekonomi | saing ekonomi rakyat daerah,
masyarakat 2.Meningkatnya
pendapatan masyarakat
3 | Penaataan dan | Misi keenam : Meningkatkan | 1.Meningkatnya investasi.
peningkatan iklim | penyediaan lapangan kerja | 2.Meningkatnya Jumlah
Investasi dan kesempatan | perizinan dan non
berusaha,melalui penguatan | perizinan yang terlayani.
keterkaitan dan relevansi | 3.Meningkatnya tenaga
antara pengembangan | kerja bergelar S-2 dan S-
perangkat pendidikan dengan
investasi daerah
4 | Revitalisasi di bidang | Misi kedua: Meningkatkan | 1.Meningkatnya daya
pertanian, perikanan, | pemberdayaan dan daya | saing daerah di bidang
perkebunan dan | saing ekonomi rakyat pertanian, perkebunan,
peternakan perikanan, peternakan
dan UMKM.,
2.Meningkatnya
kuantitas dan kualitas
produksi pertanian,
perkebunan dan UMKM.
3.Meningkatkan PDRB
sub sektor perikanan.
4.Meningkatkan daya
saing koperasi dan
UMKM.
S.meningkatnya
pendapatan masyarakat.
6.meningkatnya sektor
industri.
7.meningkatnya  sector
erdagangan
S | Peningkatan Misi ketiga  :Melanjutkan I1).Mcal:;%lglgqatnya
pembangunan. dan memantapkan | kapasitas dan
infrastruktur di berbagai | pembangunan infrastruktur | infrastruktur
bidang dasar  pembuka isolasi | 2.Meningkatnya
daerah secara adil dan | konektivitas
proporsional
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6 | Peningkatan SDM, | Misi Pertama :Meningkatkan | 1.Meningkatnya
aksesibilitas dan | kualitas, relevansi dan akses | penyelenggaraan dan
kualitas pendidikan dan | perangkat pendidikan dan [ layanan pendidikan dasar
kesehatan layanan kesehatan yang bermutu, merata

dan terjangkau.

2.Meningkatnya
aksesibiltas dan mutu

pelayanan kesehatan
7 | Penanggulangan Misi keenam : Meningkatkan | 1.Meningkatnya peran
penyalahgunaan penyediaan lapangan kerja | pemuda dalam
narkotika dan zat adiktif | dan kesempatan | pembangunan.
lainnya berusaha,melalui penguatan | 2.Meningkatnya prestasi
keterkaitan dan relevansi | olah raga

antara pengembangan
perangkat pendidikan dengan
investasi daerah

8 | Pemberantasan korupsi, | Misi keempat : Meningkatkan | 1.Meningkatnya
reformasi birokrasi layanan pemerintahan | pelaksanaan RB.

secara lebih  berkualitas, | 2.Meningkatnya

cepat, transparan dan | akuntabilitas kinerja.
akuntabel, pada semua |3.0pini BPK terhadap
tingkatan pemerintahan laporan keuangan.

4 Meningkatnya
kapabilitas APIP.
5.Meningkatnya
maturitas SPIP,
6.Meningkatnya
kepuasan masyarakat
terhadap kualitas
pelayanan publik

9 | Pemantapan keamanan | Misi keempat : Meningkatkan | 1.Meningkatnya

dan ketertiban serta | layanan pemerintahan | pengusulan  penerbitan

penyelesaian batas | secara lebih  berkualitas, | sertifikat tanah milik

wilayah cepat, transparan dan | pemerintah daerah tepat
akuntabel, pada semua | waktu.

tingkatan pemerintahan 2.Tertatanya pengelolaan

administrasi pertanahan

bagi masyarakat miskin.

3.Meningkatnya prosedur
administrasi pembebasan
tanah

10 | Program pembangunan | Misi kelima : Meningkatkan | IMenurunnya
sarana air bersih dan | ketersediaan energi untuk | pencemaran lingkungan.

sanitasi rakyat 2.Terpenuhinya baku
mutu kualitas air, tanah
dan udara

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan
daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berdasarkan arah kebijakan
pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran
pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standér Pelayanan Minimal,
bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan
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permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai
berikut:

1.

Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2019, Kepala Daerah menggunakan target dan capaian
Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan
rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan

outcome program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

a)

b)

Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah
kabupaten/kota terdiri atas:

- pendidikan anak usia dini;

- pendidikan dasar; dan

- pendidikan kesetaraan

Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah
kabupaten/kota terdiri atas:

a) pelayanan kesehatan ibu hamil,;

b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;

c) pelayanan'kesehatan bayi baru lahir;

d) pelayanan kesehatan balita;

e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;

g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

1) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (human
immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif
dan pencegahan/preventif

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah
kabupaten/kota terdiri atas:
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a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

d) Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah
kabupaten/kota terdiri atas:
a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi
korban bencana kabupaten/kota; dan
b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
yang terkena relokasi program Pemerintah  Daerah
kabupaten /kota

e) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat
Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota
terdiri atas :
a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. pelayanan informasi rawan bencana,;
c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban
bencana; dan
e. pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban
kebakaran

f) Bidang Sosial
Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota
terdiri atas:
a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di
luar panti;
b) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan
dan pengemis di luar panti; dan
e) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang Mendukung Prioritas
Nasional.

a) Tenaga Kerja
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Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam

penyusunan RKPD Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

1) pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;

2) akreditasi lembaga pelatihan;

3) pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;

4) pengembangan infrastruktur yang kompeten;

5) fasilitasi perluasan kesempatan kerja;

6) pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;

7) peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk
keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial
penguatan kelembagaan hubungan LKS daerah maupun
LKS perusahaan;

9) peningkatan kepesertaan jaminan sosial;

10) pencegahan perselisihan hubungan industrial; dan

11) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); Upah minimum
Sektoral Provinsi (UMSP); Upah Minimum kabupaten/kota
(UMK); Upah Minimum Sektoral (UMSK

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di
berbagai bidang pembangunan;

2) meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari
berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO);

3) meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan
dari berbagai tindak kekerasan,;

4) peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang
optimal;

5) meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan
perempuan dari berbagai tindak kekerasan;

6) peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan,
eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan

7) meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak

¢) Pangan

1) pertanian;

2) penataan ruang,

3) kehutanan;
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4) lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
5) besaran insentif kepada masyarakat pemilik tanah yang
menyerahkan tanahnya untuk LP2B

d) Pertanahan
1) menyediakan data inventarisasi subjek dan objek penerima
TORA di daerah;
2) melaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
penerima TORA di Daerah;
3) menyusun GTRA Daerah;
4) berkoordinasi dengan GTRA Pusat;
5) menginventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat
(MHA) di Daerah;,
6) menyusun Perda tentang pengakuan MHA;
7) memetakan lokasi dan sebaran subjek dan objek hak ulayat;
8) menyusun dan menetapkan perda tentang tanah ulayat

e) Lingkungan Hidup
1) upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu
ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK
mendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatan
ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di
daerah rentan;
2) masih perlunya penguatan sistem peringatan dini;
3) perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis
(persyaratan World Meteorological Organization/WMO) untuk
meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim dan
analisis gempa dan tsunami;
4) perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan
informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru
terbarukan, seperti angin dan gelombang laut;
5) perlunya peningkatan kualitas data dan informasi Meterologi,
Klimatologi dan Geofisika (MKG) terutama untuk mendukung
keselamatan penerbangan dan maritim;
6) perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim
dalam penanganan perubahan iklim;
7) metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agar
lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup;
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8) pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan)
perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatklan data
badan informasi lingkungan hidup;

9) upaya pengendalian pencemaran (air, udara dan lahan) yang
berupa timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat
pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih
perlu terus diperbaiki;

10) penyiapan dan pengelolaan oprasional infrastruktur
persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan
sampah;Perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan
hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta
penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian
peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH);

11) perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia
usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan
seharihari;

12) perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan
konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan.

13) indikator TPB yang relevan dengan kondisi daerah;

14) potensi daerah;

15) daya dukung dan daya tampung daerah;

16) kemampuan daerah;,

17) data yang tersedia/ mampu disediakan oleh daerah.

18) pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan
hidup, dengan proyek

a) pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

b) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta
dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; dan

c) pencegahan perikanan ilegal tidak dilaporkan dan tidak
dicatat;

19) rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan Lingkungan
Hidup, dengan proyek

a) restorasi kerusakan lingkungan hidup;

b) pemulihan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup;
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dan

c) rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut;

20) Penanggulangan kerusakan LH dan ketahanan bencana,
dengan proyek

a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;

b) penanggulangan dan penanganan bencana serta
pengurangan resiko bencana; dan

c) pengelolaan dan peningkatan kualitas informasi cuaca, iklim
dan kegempaan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) penyediaan data oleh Pemerintah Daerah baik provinsi
maupun kabupaten/kota harus dikoordinasikan dan
dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Dukcapil
Kementerian Dalam Negeri.

2) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus
menyelenggarakan Kkegiatan yang mendukung suksesnya
Gerakan Indonesia Adminduk (GISA)

3) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan
kegiatan:

a) peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk;

b) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk; dan
c) peningkatan kualitas pelayanan adminduk.

4) fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil provinsi dan kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah
lain untuk pemanfaatan database kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan 4 (empat)
bidang SPM di desa;

2) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses
informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan
dan pengolahan Produk Unggulan (Prukades), penciptaan
wirausaha, dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

3) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan informasi
mengenai pelatihan masyarakat dengan tetap mempertahankan
adat istiadat;
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dapat mengakses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan desa;
5) pemerintah daerah mendorong dalam penerapan dan
pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan berkelanjutan;
6) pemerintah daerah memprioritaskan pengelolaan sumber
daya alam oleh BUMDesa;
7) pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan perencanaan
kawasan perdesaan;
8) pemerintah daerah memfasilitasi surat keterangan penetapan
kawasan perdesaan; dan
9) pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses
informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa} serta
pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan Kawasan
Perdesaan (Prukades).
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BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun
2019

Sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah seperti
yang dinyatakan pada sub bab maka arah kebijakan pembangunan
daerah adalah merupakan upaya lebih jauh untuk mencapai sasaran
pembangunan dimaksud, pengelompokan bidang-bidang
pembangunan dalam uraian mengenai arah kebijakan pembangunan
daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada perumpunan urusan
pemerintahan seperti yang ditetapkan dalam PP Nomor 41 tahun 2007
dan nama-nama program disesuaikan dengan Permendagri 13 tahun
2006 dan perubahannya.

Program pembangunan Daerah berdasarkan urusan wajib dan
pilihan adalah sebagai berikut :

I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR:
1. Pendidikan, meliputi :
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

Program Pendidikan Non Formal;

-~ 0 00 C

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

2. Kesehatan, meliputi :
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
Program Pengawasan Obat dan Makanan;
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular;

S m ™0 a0 o

. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

e
.
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j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
Program Peningkatan Akses Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar

=
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dan Rujukan;

°

Program Pembinaan Lingkungan Sosial;

p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata;

q. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan,;

e a0 o

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa.
dan Jaringan Pengairan Lainnya;
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

5 @

Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum;

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan;

bt
-

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman,;

o

Program Pembangunan Prasarana Sanitasi;
. Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum;

Program Perencanaan Tata Ruang;

°© 8 B

Program Pemanfaatan Ruang;
p. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, meliputi :
a. Program Pengembangan Perumahan.
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat, meliputi :
a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
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Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal;

Program pengembangan wawasan kebangsaan;

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
Program pendidikan politik masyarakat;

Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Politik;
Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Ekonomi;
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan.

Sosial, meliputi :

a.

m e a0 o

a.

f.

g
h.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya;

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
Program Pembinaan Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah;
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
. Tenaga Kerja, meliputi :

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang
konduksif;

Program pengembangan wilayah transmigrasi;

Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah;

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan,;

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;

Program Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi;

Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :

a.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak;

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan;

Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak;
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d. Program Penguatan Data, Informasi Gender dan Anak;

e. Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan

Khusus Anak.
3. Pangan, meliputi :
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebunan);

b. Program Agribisnis pertanian dan keamanan pangan,;
c. Program kerawanan dan kewaspadaan pangan.
4. Pertanahan, meliputi :
a. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah,;
b. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
5. Lingkungan Hidup, meliputi :
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup;

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

0

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup;

Program peningkatan pengendalian polusi;

Program pengendalian kebakaran hutan;

Program tanggap darurat jalan dan jembatan;

R ™0 o

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Bencana;

h. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana.
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan,;

b. Program Pencatatan Sipil;

c. Program Pendataan Penduduk.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;

c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa;

d. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;

e. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan;

f. Program peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna;
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Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;

h. Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar.

a

b.
c.

d

€.

a.
b.
c.
d.

10.

. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi :

Program Keluarga Berencana,;

Program pelayanan kontrasepsi;

Program Keluarga Sejahtera;

Program Pengendalian Penduduk;
Program Penyuluhan dan Pergerakan KB.

. Perhubungan, meliputi :

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
Pogram peningkatan pelayanan angkutan;

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor.

Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa;

Program pengembangan data/informasi;

c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan

informasi;

Program kerjasama informasi dengan mas media;

e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

11.

Program Pembinaan Layanan Elektronika dan Teknologi
Informasi;

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Elektronik.

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang
konduksif;

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah;

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan;

. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Penanaman Modal, meliputi :

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

. Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi;

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerch | 146



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN 6UNUNG MAS TAHUN 2019

C.

110

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

Kepemudaan dan Olah Raga, meliputi :

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
Statistik, meliputi :

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
Persandian, meliputi :

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi Milik Pemerintah Daerah.

Kebudayaan, meliputi :

Program Pengembangan Pasar Pariwisata.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya,;

Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

Perpustakaan, meliputi :

Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;

Program Pelayanan Perpustakaan;

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan;

Kearsipan, meliputi :

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipan;

Program Pengembangan Sumber Daya Arsip;

Program Pelayanan Kearsipan.

URUSAN PILIHAN

1. Kehutanan, meliputi :

a.

A o o

e.

Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA;
Program Penataan Kawasan TAHURA;

Program Pengembangan Ekowisata TAHURA;
Program Pembangunan Sarana Prsarana TAHURA,;
Program Perlindungan dan Pengawasan.

2. Kelautan dan Perikanan, meliputi :

a.
b.

C.

Program pengembangan budidaya perikanan;

Program pengembangan perikanan tangkap;

Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan;
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d. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan
air tawar;
e. Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan.
3. Pariwisata, meliputi :
a. Program pengembangan pemasaran pariwisata;
Program pengembangan destinasi pariwisata;

Program Sarana Promosi Parawisata;

oo g

Program Analisis Pasar Pariwisata;
e. Program Pengembangan Pasar Pariwisata.
. Pertanian, meliputi :
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

H

b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan;

¢. Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan;

d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;

e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan

lapangan;

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;

Program peningkatan produksi hasil peternakan;

5

. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
i. Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan;
j- Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
5. Perdagangan, meliputi :
a. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
b. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
6. Perindustrian, meliputi :
a. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
7. Transmigrasi, meliputi :

a. Program pengembangan wilayah transmigrasi;

IV. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
1. Administrasi Pemerintahan, meliputi :
a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah;
b. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah;

c. Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan;
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Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang
konduksif;

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah;

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah;

Program Kerjasama Pembangunan;

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;

Program Pembinaan Nilai Nilai Sejarah Lokal;

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);

. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
Program Pembinaan Nilai Nilai Budaya;

Program perencanaan pembangunan ekonomi;

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah,;
Program Penataan Peraturan Perundang Undangan;
Program pembinaan dan pengembangan aparatur;

Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan;
Program peningkatan sarana perekonomian;

Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum;

. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM,;

Program peningkatan kualitas pelayanan publik;
Program peningkatan pelayanan staf ahli.

2. Pengawasan, meliputi :

a.

b.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;

Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

3. Perencanaan, meliputi :

a.
b.

Program pengembangan data/informasi;

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh;

Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan

besar;
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Program perencanaan pembangunan daerah;

Program perencanaan pembangunan ekonomi;

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
Program Pengendalian Infrastruktur;

= 2 C T R B - Y

. Program penelitian dan pengembangan IPTEK;
i. Program perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya.

»

Keuangan, meliputi :

a. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah;

b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan;

c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah;

Kepegawaian, meliputi :

o

a. Program peningkatan pengelolaan data dan informasi
kepegawaian;

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;

Program Pendidikan Kedinasan;

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;

o A 0 T

Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Target capaian pembangunan Tahun 2019 yang telah ditetapkan
di RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 adalah sebagai
berikut :

Tabel 5.1. Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019 Kabupaten
Gunung Mas

FOKUS/BIDANG
URUSAN/INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2019
PEMBANGUNAN DAERAH

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan

Ekonomi
Pertumbuhan PDRB (%) 7,25
Laju Inflasi (%) 4,5

Kenaikan PDRB Per Kapita atas dasar

Harga Berlaku (%) 33,67
Angka Kemiskinan (%) 5,16

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,00%
Indeks Pembangunan Manusia (%) 75,25

Fokus Layanan Urusan Wajib

Pendidikan
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FOKUS/BIDANG

TARGET TAHUN 2019

Angka melek huruf (%)

99

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)

70

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
(%0)

100

Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/MTs (%)

20

Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK (%)

Angka Pendidikan yang ditamatkan

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A (%)

99,75

Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B (%)

90

8Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/Paket C (%)

Fokus Layanan Urusan Wajib

Pendidikan

Pendidikan dasar

SD/MI

Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts

7,10

Angka Partisipasi Sekolah (%)

100

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk
usia sekolah

1:22

SMP/MTs

Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts

7,67

Angka Partisipasi Sekolah (%)

99

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk
usia sekolah

1:27

Pendidikan Menengah

Rasio siswa terhadap guru

Angka Partisipasi Sekolah (%)

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk
usia sekolah

Fasilitas Pendidikan

Persentase SD/MI yang memiliki ruang
kelas sesuai SPM

75,00

Persentase SMP/Mts yang memiliki
ruang kelas sesuai SPM

70,00

Persentase SMA/MA/SMK yang
memiliki ruang kelas sesuai SPM

Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
(%)

0,01

Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA (%)
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FOKUS/BIDANG TARGET TAHUN 2019
Guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV
Guru SD/SDLB yang memenuhi 75.00
kualifikasi S1/D-IV ?
Guru SMP/SMPLB yang memenuhi 95.00
kualifikasi S1/D-IV ’
Guru SMA/SMALB/SMK yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV )
Angka Kelulusan
Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 100
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA -
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke 100
SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs )
ke SMA/SMK/MA
Kesehatan
Persentase Balita Gizi Buruk 5
Angka kematian ibu melahirkan (AKI) 102
per 100.000 kelahiran hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 10
kelahiran hidup
Rasio Posyandu per satuan balita lSO.satuaznolighta tahun
Rasio Puskesmas, Pustu, Poskesdes Per .
Satuan Penduduk 154084:92
Rasio Dokter per satuan penduduk 94: penduduk Tahun 2019
pasio Teniaga Paramedis per Satuan 530 : penduduk Tahun 2019
Cakupan Puskesmas 1,45
Cakupan Puskesmas Pembantu 0,74
Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4 97
Cakupan ibu hamil dengan komplikasi 70
yang ditangani
Cakupan pertolongan persalinan oleh
bidan atau tenaga kesehatan yang 96
memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan Ibu Nifas 97
Cakupan Neonatal dengan komplikasi 86
yang ditangani
Cakupan Kunjungan Bayi 96
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal 127
Child Immunization (UCI}
Cakupan pelayanan anak balita 97
Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-24 100
bulan keluarga miskin
Cakupan balita gizi buruk mendapat 100
perawatan
Cakupan penjaringan kesehatan siswa 95
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FOKUS/BIDANG TARGET TAHUN 2019

SD dan setingkat
Cakupan peserta KB aktif 67
A. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 2/100
100.000 penduduk <15 tahun
B. Penemuan Penderita Pneumonia 100
Balita
C. Penemuan Penderita Baru TBC BTA 100
Positif
D. Penderita DBD yang ditangani 100
E. Penemuan Penderita Diare 100
Cakupan pelayanan kesehatan dasar 55

asien masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 0.1
pasien masyarakat miskin ’
Cakupan Desa/kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
Cakupan Desa Siaga Aktif 100
Penataan Ruang
Luas Wilayah Produktif (Juta Ha) 272.778,69
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha) 43,50
Luas Wilayah Perkotaan (Ha) 155,00
Pekerjaan Umum
gra(;ﬁorsi Panjang Jalan Dalam Kondisi 28,708%
Rasio Jaringan Irigasi 65%
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 60%
Rasio Tempat Pembuangan Sampah 10.50%
(TPS) Persatuan Penduduk ’
Rasio Rumah Layak Huni 28,613%
Pemukiman Layak Huni (Ha) 970
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km) 737,935
Perumahan
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 15.190
(jiwa)
Rumah Tangga Bersanitasi (%) 60%
Rumah Layak Huni (Unit) 19.200
Penataan Ruang
Rasio Bangunan ber-IMB per satuan 25,66%
Bangunan
Perencanaan Pembangunan
Tersedianya Dokumen Perencanaan
RKPD yang telah ditetapkan dengan Ada
PERKADA (Dokumen)
Penjabaran Program RPJMD kedalam Ada
RKPD (Dokumen)
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FOKUS/BIDANG TARGET TAHUN 2019

Persentase kesesuaian antara muatan 100.00%
Renstra PD dengan RPJMD s
Persentase kesesuaian antara muatan

RKPD dengan RPJMD 100,00%
Persentase kesesuaian perencanaan

pembangunan daerah dengan Rencana 100.00%
Tata Ruang Daerah (RTRW) dan PR
turunannya

Perhubungan

Jumlah Bandara (buah) -
Jumlah Dermaga Sungai (buah) -
Jumlah penumpang / barang melalui

bandara

- jumlah penumpang (orang) 360

- jumlah barang (kg) 360
Lingkungan Hidup

Jumlah duta lingkungan (orang) 26 orang
Jumlah Sekolah Adiwiyata (sekolah) 17 Sekolah
Pencemaran status mutu air (%) 100%
Cakupan pengawasan terhadap 100%
pelaksanaan amdal (%)

Penegakan Hukum Lingkungan (%) 100%
Kependudukan dan Catatan Sipil

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 20
penduduk

Ketersediaan data base kependudukan .
skala Kabupaten Tersedia
Persentase Keluarga yang memiliki akta 80
perkawinan

Persentase jumlah penduduk dengan 60
KK Nasional

Persentase jumlah penduduk yang 75
memiliki KTP Elektronik (e-KTP)

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Presentase Partisipasi Perempuan di 12.16
Lembaga Pemerintahan (%) ’
Partisipasi Perempuan di Lembaga 17.796
Swasta (%) ’
Rasio KDRT 3%
Penyelesaian Penguaduan Perempuan 6%
dan Anak Tindakan Kekerasan (%)

Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga 2,4
Rasio Akseptor KB 1500
Cakupan Peserta KB Aktif (Orang) 26.939
Keluarga Pra Sejahtera I 18
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FOKUS /BIDANG TARGET TAHUN 2019
Sosial
Sarana sosial seperti panti asuhan, 0
panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)
PMKS yang memperoleh bantuan sosial 6.02%
(orang) it
Penanganan penyandang masalah 86%
kesejahteraan sosial (Orang) °
Ketenagakerjaan
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 76,9%
Tingkat pengangguran terbuka (%) 3,00%
Ketenagakerjaan
Jumlah lulusan S1/S2/S3 1,363
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%) 98,5%
Koperasi dan UMKM
Presentase Koperasi Aktif 82,53
Jumlah UMKM 2.987
Jumlah Industri 234
Jumlah Pasar Desa/Kec. 12
Presentase Kontribusi Sektor 13.96
Perdagangan terhadap PDRB ’
Presentase Kontribusi Sektor 2.63
Perindustrian terhadap PDRB ’
Penanaman Modal
Jumlah Investor PMDN 125
Jumlah Investor PMA 20
Presentase Jumlah Perijinan dan non 100
Perijinan
lamanya Hari Proses Perijinan 10
Indeks Kepuasan Masyarakat 85
Presentase Penyelesaian Penanganan 100
Pengaduan
Kebudayaan
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni 1
dan Budaya (kali)
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni 1
dan Budaya
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan 1
Budaya yang dilestarikan
Jumlah Kunjungan Wisatawan 5000
Jumlah Objek Wisata Daerah 1
Kebudayaan
Jumlah Grup/Sanggar Kesenian (Buah) 1
Jumlah Gedung Kesenian (Unit) 1
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FOKUS/BIDANG

TARGET TAHUN 2019

Pemuda dan Olahraga

Jumlah Klub Olahraga (buah)

Jumlah Gedung Olahraga (Unit)

Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah Organisasi Olahraga

Gelanggang/balai remaja (selain milik
swasta)

Jumlah Lapangan Olahraga

| et |t |

Pariwisata

Kunjungan Wisata

5000

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,
Ormas, dan OKP

100%

Kegiatan Pembinaan politik daerah

100%

Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian

Rasio jumlah Polisi pamong praja per
10.000 penduduk

83

Jumlah LINMAS per jumlah 10.000
penduduk (orang)

610

Rasio Pos Siskamling per jumlah
Desa/Kelurahan

154

Penegakan PERDA

20

Tersedianya Sistim Informasi
Kepegawaian Secara Online (%)

80

Ketahanan Pangan

Regulasi ketahanan Pangan
(Perbup/KepBup)

1

Ketersedian pangan utama

8,2

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah Desa yang terperbaharui Profil
Desanya

127 desa/kel

Jumlah Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi

96 desa/kel

Terlaksananya Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat

1 kali

Jumlah Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa yang terlatih

447 orang

Jumlah Desa/Kelurahan yang
mendapat akses TTG

3 desa/kel

Kearsipan
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN 6UNUNG MAS TAHUN 2019
h

FOKUS/BIDANG TARGET TAHUN 2019
Pengelolaan arsip secara baku
a. Umum 125
b. Pemerintahan 120
¢. Politik 80
d. Keamanan dan ketertiban 90
e. Kesejahteraan rakyat 90
f. Perekonamian 90
g. Pekerjaaan umum 100
h. Pengawasan 90
i. Kepegawaian 100
j. Keuangan 140
Statistik
Buku "Gunung Mas dalam Angka" Ada
Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas" Ada
Komunikasi dan Informatika
Website milik pemerintah daerah (buah) 34
Jumlah Menara Telekomunikasi (unit) 72
Jumlah Radio/TV lokal 1
Rasio Wartel/Warnet terhadap 0.020
Penduduk ’
Jumlah Kantor Pos (Unit) 6
Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi) 8
Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV 8
Kabel
Jumlah Mobil Internet Kecamatan ”
(MPLIK)
Jumlah Pusat Layanan Internet 14
Kecamatan
Jumlah akses broadband (Hotspot 3
WIFI)
Jumlah Sambungan Telepon Rumah 624
(unit)
Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI 2
Jumlah Kelompok Informasi 24

Masyarakat (KIM)

Jumlah Forum Komunitas Forum
Komunitas Media Tradisional

Jumlah Badan Publik PPID 15
Pameran /expo 3
Persentase penduduk yang 80.10

menggunakan HP/Telepon (%)

Buletin/Majalah /Brosur/Tabloid /Kora

n Lokal 0
Media Luar Ruangan (Papan Informasi, 15
Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan

Perpustakaan

Jumlah perpustakaan 10
a. Jumlah Perpustakaan umum 44

b. Jumlah perpustakaan sekolah
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN 6UNUNG MAS TAHUN 2019

FOKUS/BIDANG TARGET TAHUN 2019

-. SD/MI 174

-. SMP/MTs 64

-. SMA/MA 21
c. Jumlah perpustakaan 65
desa/kelurahan
d. Jumlah perpustakaan rumah ibadah 0
e. Jumlah perpustakaan perguruan 0
tinggi
Jumlah anggota 1550
Jumah pengunjung 3750
Jumlah koleksi bahan perpustakaan 54320
Fokus Layanan Urusan Pilihan
Pertanian dan Peternakan
Pertanian
Luas Tanam Tanaman Pangan
Padi sawah (Ha) 1.150
Padi ladang (Ha) 3.994
Jagung (Ha) 28
Luas Panen Tanaman Pangan
Padi sawah (Ha) 1.100
Padi ladang (Ha) 3.918
Jagung (Ha) 27
Produktivitas Tanaman Pangan
Padi sawah (Kwintal/Ha) 46,84
Padi ladang (Kwintal /Ha) 25,5
Jagung (Ton/Ha) 26,56
Produksi Tanaman Pangan
Padi sawah (Ton) 5.152
Padi ladang (Ton) 12.676
Jagung (Ton) 70
Populasi Ternak
Kerbau (ekor) 180
Babi (ekor) 28.430
Ayam buras (ekor) 72.640
Ayam ras pedaging (ekor) 74.250
Sapi (ekor) 4.560
Produksi Ternak
Kerbau (Ton) 2,8
Sapi (Ton) 93
Babi (Ton) 200
Ayam buras (Ton) 72
Ayam ras pedaging (Ton) 398,8
Produksi Telur
Ayam buras (Ton) 29,5
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN 6UNUNG MAS TAHUN 2019
e

FOKUS/BIDANG TARGET TAHUN 2019

Pengembangan/perluasan area
perkebunan
Karet (Ha) 515
Kelapa Sawit (Ha) 1.006
Produksi Komoditi Perkebunan
Karet (Ton) 48.595
Kelapa Sawit (Tbs) Ton 6.440
Transmigrasi
Persentase ketersediaan dan
terkelolanya prasarana dan sarana di 97,5
kawasan transmigrasi (%)
Kehutanan
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) 15.400
ggrl;tgbum sektor kehutanan terhadap 40.065.650.000
Penataan kawasan KPHP {peruntukan 75 Km
kawasan KPHP) (Km)
Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka 2.000

| Hijau (Ha) )
Pembangunan KPHP (unit) 0
Pembangunan TAHURA 0
Pembangunan Hutan Desa dan HKm 0
(Unit)
Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat 1
/HTR (unit)
Energi dan Sumber Daya Mineral
Luas wilayah yang ditertibkan (Ha) 422,948 Ha
Kontribusi sektor pertambangan dari 12.998.184.000 dan
PNBP dan PAD 1.551.000.000
Rasio ketersediaan daya listrik 4,974 MW
Persentase rumah tangga yang o
menggunakan listrik 87,34%
Jumlah Desa berlistrik 109 Desa
Kelautan dan Perikanan
Peningkatan produksi perikanan 4.668
budidaya (ton) )
Peningkatan hasil tangkapan alam 299.50
setiap upaya penangkapan (ton) )
Peningkatan tingkat konsumsi ikan 40
masyarakat (Kg)
Peningkatan produksi benih ikan 330
(ribek)
Peningkatan produksi hasil pengolahan 28.94
(ton) ’
Perdagangan
Kontribusi Sektor Perdagangan 13.26%
terhadap PDRB (%) ’
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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN 6UNUNG MAS TAHUN 2019
b e ———— ]

FOKUS/BIDANG TARGET TAHUN 2019
Perindustrian
Kontribusi Sektor Industri terhadap o
PDRB 2,63%
Kontribusi Sektor Industri Rumah 43.71%
Tangga terhadap PDRB Sektor Industri il
Pertumbuhan Industri S0
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 468
Kebencanaan
Terbangunnya budaya sadar bencana
10

(kelompok)
Meningkatnya rapid respon (waktu 9
kecepatan ke tempat bencana/jam)
Meningkatnya tingkat pemulihan paska

. 100
bencana non manusia (%)

5.2. Rencana Kerja RKPD Tahun 2019

Program dan kegiatan prioritas Tahun 2019 berdasarkan urusan
wajib dan urusan pilihan adalah seperti yang disajikan dalam
lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

dokumen ini.
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PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018
KABUPATEN GUNUNG MAS

] LEE Prioritas Daerah SRgan Lokasi £ e : Pagu Indikatif S Jenis
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Maju Perangkat Daerah 7
: Kegiatan : Kegiatan
Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 123 1723
) (3) | (4)
1 Urusan Waijib Pelayanan Dasar
101 Bidang Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Terwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi skpd 3.912.173.054,00 Dinas Pendidikan dan
- : Kebudavaan
Penyediaan jasa surat menyurat 16.500.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 281.618.112,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 34.534.120,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 57.700.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Penyediaan alat tulis kantor 242.143.200,00 Dinas Pendidikan dan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 15.850.000,00 Dinas Pendidikan dan
kantor Kebudavaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 112.000.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 28.800.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Penyediaan bahan logistik kantor 28.800.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 480.000.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 927.327.622,00 Dinas Pendidikan dan
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 625.000.000,00 Dinas Pendidikan dan
Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD 124.240.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kecamatan Kurun *) Kebudavaan
Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD 110.360.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kecamatan Tewah *) Kebudavaan
Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD 77.940.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kecamatan Sepang *) Kebudavaan
Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD 85.090.000,00 Dinas Pendidikan dan
*)
Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD 103.540.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kecamatan Runaan *)
Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD 92.740.000,00 Dinas Pendidikan dan
ing *) Kebudavaan
Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD 67.990.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kecamatan Mihing Rava *) o
Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD 89.640.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kecamatan Damang Batu *) Kebudavaan
Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD 77.590.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kecamatan Miri Manasa *) Kebudavaan
Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD 73.540.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kecamatan Rungan Huly *) Kebudavaan
Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD 77.690.000,00 Dinas Pendidikan dan
ir i | Kebudavaan
Penyediaan pelayanan peningkatan kapasitas kinerja UPTD 81.540.000,00 Dinas Pendidikan dan
" Kebudavaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 60.000.000,00 Dinas Pendidikan dan
birokrasi Kebudavaan
Pemeliharaan rutin‘berkala mobil jabatan 30.000.000,00 Dinas Pendidikan dan

|

|

|

Kebudavaan




. _ R sasaran | Thdlkator Kinerja Program = . — ==
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / LR Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Maju Perangkat Daerah s
Kegiatan : 3 Eﬂm.
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur| Target | Tolak Ukur | Target 1213 123
(%)) (3} (4)
Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDOM melalui bimtek & soslalisasi Dinas Pendidikan dan
A : K.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan I | | Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia| Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses Dinas Pendidikan dan
. : K
Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - Dinas Pendidikan dan
SKPD *) Kebudavaan
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Dinas Pendidikan dan
Tahunan SKPD *) Kebudavaan
Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKFD *) Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Program Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Meningkatnya APK PAUD dan meningkatnya pelayanan proses pembelajaran PA| 1.684.400.000,00 Dinas Pendidikan dan
pembangunan sarana dan Prasarana bermain Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Pengadan pakaian seragam sekolah 1.079.000.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Peningkatan kegiatan BOP Pendidikan Anak Usia Dini *) Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Pengembangan Pendidikan Sanitasi dan Cinta Lingkungan®) Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Meningkatnya APM SD, SMP/MTs didukung dengan meningkatnya sarana & pray 15.754.589.000,00 Dinas Pendidikan dan
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga 1.093.600.000,00 Dinas Pendidikan dan
sekofah
Penambahan ruang kelas sekciah Dinas Pendidikan dan
Penambahan ruang guru sekolah Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Pembangunan pepustakaan sekolah Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Pengadan pakaian seragam sekolah 2.395.230.000,00 Dinas Pendidikan dan
Rehabilitasi sedangberat bangunan sekolah Dinas Pendidikan dan
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Monitoring, evaluas: dan pelaporan Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Rakor UAS/UAN Tahap | dan Il *) Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Sekolah *) Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Penyelenggaraan UAS/UAN SD/MI dan SMP *) Dinas Pendidikan dan
Penambahan ruang kelas sekolah (DAK) *) Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekotah (DAK) 1.139.400.000,00 Dinas Pendidikan dan
- Kebudavaan
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK) *) 2.100.000.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) *) Dinas Pendidikan dan

Kebudavaan




.: i i e : Indikator Kinerja Program o Prakiraan N Ketarsngg. n Jam
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / I-'_i_ n. Has Dos Daerah ok ‘Hasil Program Keluaran Kegiatan |  Hasil Kegiatan Faal ~ Maju Perangkat Daerah L
Kegiatan : . : : : : : : Kegiatan_
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 123 123
[i] (3) (4)
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK) *) 2.247.764.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Pengadaan pagar sekolah *) 227 .460.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Sosialisasi Dana Alokasi Khusus *) 11.750.000,00 Dinas Pendidikan dan
Monitoring dan Evaluasi BOS *) ©1.500.000,00 Dinas Pendidikan dan
Peningkatan kegiatan DAK SD *) 245,000.000,00 Dinas Pendidikan dan
Peningkatan kegiatan DAK SMP *) 178.000.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Menengah 1.186.600.000,00 Dinas Pendidikan dan
Pertama (DAK SMP) *) Kebudavaan
Bimbingan Belajar Bahasa Inggris dan Matematika *) 7.000.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Rehabilitasi Sedang/Berat WC Sekolah *) 100.300.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary (DAK) *) 450.000.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Sekolah Menengah 150.000.000,00 Dinas Pendidikan dan
Pertama (DAK) *) Kebudavaan
Program Pendidikan Non Formal Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Jumlah pelatihan 137.040.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kualit fidi
Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 137.040.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikar| Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Meningkatnya kualifikasi dan sertifikasi PTK B.586.315.944,00 Dinas Pendidikan dan
: i K
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 28.060.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah *) 59.000.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pendegogik 85.110.000,00 Dinas Pendidikan dan
Melalui Kelompok Kerja/Musyawarah Kerja Guru Jenjang Kebudayaan
Sekolah Dasar ( 1 Kelompok KKG/Guaus) *)
Penyediaan Jasa Tenaga Kependidikan *) 85.414.145944,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Terlaksananya pelatihan bagi peningkatan mutu pendidik & pendidikan 187.000.000,00 Dinas Pendidikan dan
Penyusunan dan Penilaian PAK ) 129.450.000,00 Dinas Pendidikan dan
Penyediaan administrasi beasiswa bagi keluarga tidak mampu 21.550.000,00 Dinas Pendidikan dan
£y
Penyediaan administrasi beasiswa berprestasi *) 35.950.000,00 Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ") Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 6.424.000.000,00
[Peningkatan kegiatan BOS SMP Negeri *) 6.424.000.000,00
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ") Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 12.251.200.000,00
Ipeningkatan kegiatan BOS SD Negeri *) 12.251.200.000.00
1:02 Bidang Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.460.493.540,00 Dinas Kesehatan
Dirokrasi
Penyediaan jasa surat menyurat 52.260.000,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 543.200.000.00 Dinas Kesehatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 95.637.250,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan alat tulis kantor 110.304.250,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 96,575.000,00 Dinas Kesehatan
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Sasaran r Kinerja Program _ : TR _Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ! Prioritas Daerati Lokasl Eis Pagu indikatit | © h Jenis
NO ng Urusan g Program Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan |  Hasil Kegiatan Maju Perangkat Daerah i
Kegiatan - MEL
; Tolak Ukur Tolak Ukur| Target | Tolak Ukur | Target 1213 123
(1) (3} (4)

Pelaksanaan Fungsi Manajemen (DAK) 970.400.000,00 Dinas Kesehatan
Nusantara Sehat (DAK) 500.000.000,00 Dinas Kesehatan
Dukungan Manajemen Puskesmas (DAK) 477.704.800,00 Dinas Kesehatan
ram Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas idikan dan kesehatan 196.210.000,00 Dinas Kesehatan
iPenan ulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GA Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 177.600.000,00 Dinas Kesehatan
| Perternuan Orientansi Konseling Menyusul dan MP-ASI *) 18.710.000,00 Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan| Persentase pengembangan ling n sehat 281.207.500,00 Dinas Kesehatan
Pengendalian kualitas dan pencemaran air *) 79.600.000,00 Dinas Kesehatan
Pelatihan Penjamah Makanan Bagi Pemilik Tempat Pengelolaan Makanan *) 20.767.500,00 Dinas Kesehatan
Crientasi Pengelolaan Air Minum Laik Sehat *) 51.080.000,00 Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Studi Resiko Kesehatan Lingkungan *) 129.860.000,00 Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penangqulangan Penyakit Menular | Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan| Cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit 289.318.000.00 Dinas Kesehatan
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 54.825.000,00 Dinas Kesehatan
Sosialisasi Peningkatan KIE Per han Penyakit Tidak Menular *) 10.680.000,00 Dinas Kesehatan
Mobile Voluntary Counseling dan Testing (VCT) HIV AIDS *) I 68.300.000,00 Dinas Kesehatan
Pemantapan Mutu Layanan Laboratorium TB *) ] 28.700.000,00 Dinas Kesehatan
P han dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik *) 27.720.000,00 Dinas Kesehatan
Pencesgahan dan Penanggulangan KLB/\Wabah Penyakit *) 16.300.000,00 Dinas Kesehatan
Pertemuan Penguatan E-Sismal dan SKDR *) 13.008.500,00 Dinas Kesehatan
Pertemuan Penguatan Tatalaksana P kit Menular *) 12.708.500,00 Dinas Kesehatan
i i 58.076.000,00 Dinas Kesehatan
Pr idikan dan kesehatan|Cakupan Pelayanan Standar di Pkm Bertarap Internasional {ISO - 2009 ) 380,124.000,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan 172.700.000,00 Dinas Kesehatan
|Monitoring, evaluasi dan pelaporan 85,500.000,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan Profil Kesehatan®) 32,053.500,00 Dinas Kesehatan
Penyusunan Profil Ketenagaan®) 16.626.000,00 Dinas Kesehatan
Pertemuan Penyusunan Perencanaan Dana TP dan DAK") 17.437.000,00 Dinas Kesehatan
Penjaringan Medis dan Paramedis Teladan®) 52.800.000,00 Dinas Kesehatan
Pertemuan Penyusunan KOMDAT dan SPM Tingkat Kabupaten Gunung Mas *) 13.008.500,00 Dinas Kesehatan
ram pelayanan kesehatan uduk miskin Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas idikan dan kesehatan| Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin 308.000.000,00 Dinas Kesehatan
Pelayanan i katarak [ | | 224.000.000,00 Dinas Kesehatan
Pelayanan sunatan masal 1 | | [ 84.000.000,00 Dinas Kesehatan
Program n ingkatan dan perbaikan sarana dan pr Peni tan SDM, aksesibilitas dan kualitas idikan dan kesehatan|Jumiah Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu daq  9.274.130.810,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan puskesmas 112.760.000,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan puskesmas pembantu 242.000.000,00 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu £07.000.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan puskesmas keliling (DAK) *) 595.000.000,00 Dinas Kesehatan
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAU) *) £00.000.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK) *) 3.142.690.101,00 Dinas Kesehatan

Pembangunan Puskesmas Pembantu *) - Dinas Kesehatan

Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan *) 1567.219.900,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan puskesmas (DAK) 3.617.470.809,00 Dinas Kesehatan
ram adaan ingkatan sarana dan prasarana rumah Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas idikan dan kesehatan|tersedianya peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan tersedia bahan-b{ 29.678.612.773,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan rumah sakit 19.864.924.5580,00 Dinas Kesehatan
Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit (DAK) 882.704.243,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan ambulance/mobil jenazah (DAK) 4.508.961.940,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) *) 4.422.022.000,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Sakit *) - Dinas Kesehatan
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan| Cakupan pelayanan kemitraan 5.651.848.850,00 Dinas Kesehatan
Kemitraan n i pasien kurang mampu 2.760.000.000,00 Dinas Kesehatan
Kemitraan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang 296.500.000,00 Dinas Kesehatan
)

Deklarasi ODF *) 71.695.000,00 Dinas Kesehatan
Jaminan Persalinan-JAMPERSAL {DAK] *) 2.495.903.000,00 Dinas Kesehatan
Pertemuan Mitra Peduli Kesehatan Jiwa *) 12.430.000,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga *) 16.420.850,00 Dinas Kesehatan
ram peningkatan anan kesehatan anak balita Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan 32.030.500,00 Dinas Kesehatan
iPeﬂemuan Orientasi Skn'ni@ H'@' id Kongenital ") 19.847.000,00 Dinas Kesehatan
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|Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Balita *) 12.183.500,00 Dinas Kesehatan
ram peningkatan pelayanan kesehatan lansia Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan 24,000,000,00 Dinas Kesehatan
P nan iharaan kesehatan I I 24.000.000,00 Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak _|Peningkatan SOM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan 120.266.850,00 Dinas Kesehatan
Penyeliaan Fasilitatif Program Kesehatan Ibu dan Anak *) 35.129.000,00 Dinas Kesehatan
Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan Koordinator dan 16.470.850,00 Dinas Kesehatan
Pengefola Laporan KIA *)
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir *) 16.167.000,00 Dinas Kesehatan
Penyediaan Buku Penunjang Pelayanan KIA *) 52.500.000,00 Dinas Kesehatan
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan | Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas idikan dan kesehatan|teriaksana iatan kemitraan tan ien rujukan 1.827.290.000,00 Dinas Kesehatan
Pendampingan dan Penyusunan Dokumen Akreditasi *) 1.124.800.000,00 Dinas Kesehatan
Survei Akreditasi Puskesmas *) 336.000.000,00 Dinas Kesehatan
Workshop Akreditasi Puskesmas *) 289.200.000,00 Dinas Kesehatan
Kaiji Banding Akreditasi *) 177.290.000,00 Dinas Kesehatan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial *) Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan 197.090.000,00 Dinas Kesehatan
Pertemuan Lintas Sektor dalam Pengembangan Kawasan 13.930.000,00 Dinas Kesehatan
Tanpa Asap Rokok *
Sosialisasi Informasi tentang Peraturan Penetapan Kawasan 58.080.000,00 Dinas Kesehatan
Tanopa Asap Rokok *)
Pertemuan Tim Deteksi Dini pada berbagai jenis Pelayanan 11.280.000,00 Dinas Kesehatan
Kesehatan *)
Pemantauan terhadap Deteksi Dini Penyakit Akibat Asap 43.400.000,00 Dinas Kesehatan
okok *)
Pengadaan Alat Deteksi Dini Penyakit Akibat Asap Rokok *)
ram Pencegahan dan Pena ulangan Penyakit Tidak Mer Peningkatan SDM, aksesibilitas dan kualitas idikan dan kesehatan 97.767.000,00 Dinas Kesehatan
Pencegahan dan Penangqulangan Penyakit Hipertensi *) 34.000.000,00 Dinas Kesehatan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diabetes Melitus *) 11.483.600,00 Dinas Kesehatan
Penanganan dan Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa *) 40.800.000,00 Dinas Kesehatan
Pelatihan Penanganan Orang dengan Gangquan Jiwa *) 11.483.500,00 Dinas Kesehatan
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 264.380.000,00 Dinas Kesehatan
kualtas pendidikan dan kesehatan
{Femaniaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP 264.380.000,00 Dinas Kesehatan
se Kabupaten Gununa Mas *)
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 140.886.000,00 Dinas Kesehatan
kualitas pendidikan dan kesehatan
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP 140.886.000,00 Dinas Kesehatan

se Kabupaten Gunung Mas *
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Peningkatan SDM, aksesibilitas dan
kualitas pendidikan dan kesehatan

196.306.000,00

Dinas Kesehatan

Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP

se Kabupaten Gunung Mas °
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

lPemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP
h)

|Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

|F‘emanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP
)

196.306.000,00 Dinas Kesehatan

- Peningkatan S[_)M. aksesibilitas dan 346.791.000,00 Dinas Kesehatan
Sl st e mo 346.791.000,00 Dinas Kesehatan

Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 148.923.000,00 Dinas Kesehatan

B A e 148.923.000,00 Dinas Kesehatan

se Kabuoaten Gunung Mas *
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Peningkatan SDM, aksesibilitas dan
ali ?

174.199.000,00

Dinas Kesehatan

IPemanI’aaian Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP
")

174.199.000,00

Dinas Kesehatan

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Peningkatan SDM, aksesibilitas dan
kualitas pendidikan dan kesehatan

208.578.000,00

Dinas Kesehatan

IPemanfaatan Dana Kaplitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP
it |

208.578.000,00

Dinas Kesehatan
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Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 137.016.000,00 Dinas Kesehatan
kualitas pendidikan dan kesehatan
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP 137.016.000,00 Dinas Kesehatan
se Kabupaten Gunung Mas *)

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 125.530.000,00 Dinas Kesehatan

IPemanI’aatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP 125.530.000,00 Dinas Kesehatan
se Kabupaten Gunung Mas *)

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 11.131.000,00 Dinas Kesehatan
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP 11.131.000,00 Dinas Kesehatan
se Kabupaten Gununa Mas *)

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 228.976.000,00 Dinas Kesehatan

! i
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP 228.976.000,00 Dinas Kesehatan
se Kabupaten Gununa Mas *)

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 193.106.000,00 Dinas Kesehatan

alt i
|Parnanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP 193.106.000,00 Dinas Kesehatan
|

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 119.9656.500,00 Dinas Kesehatan

kualt idi kesehat
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP 119.965.500,00 Dinas Kesehatan
se Kebupaten Gunung Mas *)

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 23.637.500,00 Dinas Kesehatan

kuaitas pendidikan dan kesehatan
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP 23.537.500,00 Dinas Kesehatan
Igg Kabupaten Gununa Mas *)
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 139.906.000,00 Dinas Kesehatan
; :
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP 139.906.000,00 Dinas Kesehatan
i

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 42.760.000,00 Dinas Kesehatan
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan MNon Kapitasi JKN pada FKTP 42.760.000,00 Dinas Kesehatan
se Kabypaten Gunung Mas °)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.751.265.904,00 RSUD

pirokras
Penyediaan jasa surat menyurat 4.900.000,00 RSUD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik £619.560.000,00 RSUD
P iaan administrasi keuangan 200.000,00 RSUD
Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.400.000,00 RSUD
Penyediaan alat tulis kantor 82.159.980,00 RSUD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 218.780.000,00 RSUD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 26.497.516,00 RSUD
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 24.000.000,00 RSUD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.300.000,00 RSUD
Penyediaan bahan logistik kantor 418.150.000,00 RSUD
Penyediaan makanan dan minuman 356.800.000,00 RSUD
Rapat-rapat koordinasi dan kensultasi ke luar daerah 352.000.000,00 RSUD
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 7.576.518.408,00 RSUD
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 50.000.000,00 RSUD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumiah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 1.191.029.792,00 RSUD
: ;
Pengadaan periengkapan rumah jabatan/dinas 212.865.000,00 RSUD
Pengadaan periengkapan gedung kantor 215.459.174,00 RSUD
Pengadaan peralatan gedung kantor 85.075.618,00 RSUD




indikator Ki Keferangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / EYIOTHES DRce Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan peai et Perangkat Daerah Jenis
NO - - Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 13 123
() (3) (4)
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 62.822.000,00 RSUD
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 11.660.000,00 RSUD
Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan dinas/operasional 148.460.000,00 RSUD
Pemeliharaan nutin‘berkala peralatan gedung kantor 454.788.000,00 RSUD
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 39.046.355,00 RSUD
_ !
ngr_\ggdaan pakaian khusus hari-hari tertentu [ | 39.046.355,00 RSUD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi 473.400.000,00 RSUD
birokrasi
[Pendidikan dan pelatihan formal | | | | 153.400.000,00 RSUD
[Magang Studi Bancing/Kursus Singkat Non Formal*) | [ | | 320.000.000,00 RSUD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia{Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan seq 69.412.000,00 RSUD
i idit
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 48.975.000,00 RSUD
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 4.125.000,00 RSUD
Pemutakhiran data aset, kepegawaian dan keuangan®) 3.550.000.00 RSUD
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 12,762.000,00 RSUD
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Cakupan obat dan perbekalan kesshatan 130.270.300,00 RSUD
2 azan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 130.270.800,00 RSUD
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 200.000.000,00 RSUD
[Peningkatan kesehatan masyarakat [ | 200.000.000,00 RSUD
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat |Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Cakupan peiayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 94.100.000,00 RSUD
[Sosialisasi dan Promesi Event Kesehatan | | 94.100.000,00 RSUD
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Persentase pengembangan lingkungan sehat 15.324.000,00 RSUD
[Penakaiian pengembangan lingkungan sehat [ | 15.324.000,00 RSUD
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan tersedia dokumen standar pelayanan kesehatan; sistem informasi kesehatan pads 261.665.000,00 RSUD
i l I

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan 201.665.000,00 RSUD

kesehatan -
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan®) 60.000.000,00 RSUD
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah Peningkatan SDM, aksesibilitas dan |tersedianya peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan tersedia bahan-b{ 5.380.019.999,00 RSUD
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, 150.923.034,00 RSUD

: in.lain)
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) *) 3.613.000.000,00 RSUD
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit {DAU) 1.616.096.965,00 RSUD
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rum{ Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung dan bangunan rumah sakit; pemeliharg 221.246.050,00 RSUD
| Pemeliharaan nutinberkala rumah sakit 221.246.050,00 RSUD
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan | Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 109.220.000,00 RSUD
[Penyusunan Dokumen Akreditasi *) 109.220.000.,00 RSUD
Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD *) Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 6.700.000.000,00 RSUD
[Pelayanan dan pendukung pelayanan *) 8.700.000.000,00 RSUD
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat |Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Cakupan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 40.400.000,00 RSUD

I fidikan dan ¢ ’
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Sekolah Sehat (USS)*) 40.400.000,00 RSUD
1:03 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.379.899.420,00 DPU

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pemberantasan korupsi, reformasi

birokrasi
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m (3) (4)
Penyediaan jasa surat menyurat 8.434.000,00 DPU
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 309.400.000,00 DPU
Penyediaan alat tulis kantor 200.000.000,00 DPU
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 126.200.000,00 DPU
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8.535.000,00 DPU
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.080.000,00 DPU
Penyediaan bahan logistik kantor 81.500.000,00 DPU
Penyediaan makanan dan minuman 18.360.000,00 DPU
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 528.000.000,00 DPU
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 1.929.848.280,00 DPU
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 150.000.000,00 DPU
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor *) 9.542.140,00 DPU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumiah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 20.204.000.000,00 DPU
birokrasi
Pengadaan peralatan gedung kantor 41.000.000,00 DPU
Pemeliharaan rutinberkala kantor 15.000.000.00 DPU
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas/operasional 261.000.000,00 DPU
Pemeliharaan rutin'berkala peralatan gedung kantor 60.000.000,00 DPU
Perluasan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Gunung Mas 3.500.000.000,00 DPU
(Kontrak Tahun Jamak Tahun 2016-2018 dengan total pagu
R0.9.000.000 000 -) )
Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 50.000.000,00 DPU
Pembangunan Bidang Cipta Karva *)
Pembangunan Balai Kaharingan Kabupaten Gunung Mas 2.600,000.000,00 DPU
Tahaoll*)
Pembangunan Gereia GKE Induk Tumbang Miri Tahap Il *) 1.000.000.000,00 DPU
Pembangunan Gedung Christian Centre Tahap Il *) 1.977.000.000.00 DPU
Pembangunan Pagar Kompleks Perumahan Dinas *) £00.000.000,00 DPU
Pembangunan Rumah Dinas *) 1.000.000.000,00 DPU
Pembangunan Gedung Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan 3.000.000.000,00 DPU
Retribusi Daerah Kabupaten G Mas *)
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan 2.700.000.000,00 DPU
|Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas *)
Rehabilitasi Guest House Gunung Mas *) 1.000.000.000,00 DPU
Pembangunan Gedung Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas *) 2.000.000.000,00 DPU
Penataan Halaman Kantor DPRD Kabupaten Gunung Mas *) 500.000.000,00 DPU
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sesialisasi 199.000.000,00 DPU
5 7
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan I [ | l 199.000.000,00 DPU
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia| Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan seq 197.100.000,00 DPU
birokrasi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi 16.200.000,00 DPU
kineria SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12.800.000,00 DPU
Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah SKPD *) 35.400.000,00 DPU
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA/RKA Perubahan, 133.700.000,00 DPU
DPA/DPPA. SPM dan TEPRA *) : : : _
Program Peningkatan Jalan & Jembatan Peningkatan pembangunan Persentase jumiah jalan & jembatan yg fungsional [ s e siad DPU
i : TR
29,495.337.462,00 DPU

Peningkatan Jalan Tumbang Jutuh-Parempei-Harang Karamat
(kontrak Tahun Jamak TA 2015-2018 dengan pagu dana total

Ro 80 000 000 000 - *)
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Peningkatan jalan Tewah-Tumbang Miri (kontrak Tahun Jamak 26.522.817.300,00 DPU
TA 2015-2018 dengan pagu dana total Rp.80.000.000.000,-) *)
Peningkatan jalan Tumbang Miwan-Sepang Simin (kontrak 28.204.926.600,00 DPU
Tahun Jamak TA 2015-2018 dengan pagu dana total
Bo 80000 000 000 -1 %)
Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 50.000.000,00 DPU
Pembangunan Bidang Bina Marga )
Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK Bidang Jalan (DAK) *) 139.500.000,00 DPU
Peningkatan Jalan Simpang Dandang Tumbang Miri - 20.950.000.000,00 DPU
Tumbanag Sian (DAK) *)
Peningkatan Jalan Sepang Simin - km 20 (DAK) *) 10.000.000.000,00 DPU
Peningkatan Jalan Tjilik Riwut (DAK) *) 10.000.000.000,00 DPU
Peningkatan Jalan Brigiend Katamso (DAK) *) 5.000.000.000,00 DPU
Peningkatan Jalan Jenderal Sudimman {(DAK) *) 5.000.000.000,00 DPU
Peningkatan Jalan Tumbang Miri - Batu Tangkui (DAK) *) 10.000.000.000,00 DPU
Program pembangunan jalan dan jembatan Peningkatan pembangunan Jumlah paket perencanaan, pembangunan jalan & jembatan 68.822.400.000,00 DPU
. ; A { big
Pembangunan Jembatan Sei Hamputung Tahap 11 *) 7.625.000.000,00 DPU
Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Manyangan di Desa 1.750.000.000,00 DPU
Tumbang Manvangan Tahap Il *)
Pembangunan Jalan Tumbang Samui - Tukau (DAK) *) 15.275.000.000,00 DPU
Pembangunan Jalan Tumbang Malahei - Tumbang Kuayan 8.160.000.000,00 DPU
(DAKY*Y
Pembangunan Jalan Harang Kramat - Bereng Jun (DAK) *) 15.276.000.000,00 DPU
Pembangunan Jalan Menuju Oprit Jembatan Sei Kahayan di 2.000.000.000,00 DPU
Kecamatan Segang **)
Pembangunan Jalan Simpang Jalan Kuala Kurun Linau - 6.747.400.000,00 DPU
Tumbana Jutuh - Luwuk Kantor - Tumbang Kajvei (DAK) *)
Pembangunan Jalan Tumbang Sian - Tumbang Siruk **) 3.500.000.000,00 DPU
Pembanqunan Jalan Tumbang Siruk - Tumbang Napoi **) 3.600.000.000,00 DPU
Pembangunan Jalan Tumbang Empas-Sepang Simin *) 5.000.000.000,00 DPU
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Peningkatan pembangunan Pengurangan titik genangan air dan Terbangunnya saluran drainase/gorong2 750.000.000,00 DPU
i : o
Pembanqunan Drainase di Kelurahan Jakatan Raya *) 260.000.000,00 DPU
Pembangunan Drainase Jalan Perintis dan Jalan Nyai Balau 500.000.000,00 DPU
dalam Kota Tewah (Laniutan) *)
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Peningkatan pembangunan Persentase dari rehab/ pemeliharaan jalan dan jembatan yang fungsional 1.500.000.000,00 DPU
infrastruidur di berbacai bidang
[Pemeliharaan rutin jalan (UPR) swakelola *) [ | 1.000.000.000,00 DPU
[Pemeliharaan rutin jembatan (UPR) swakelola *) | | §00.000.000,00 DPU
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan |Peningkatan pembangunan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 10.000.000,00 DPU
IRehablrltasl.fm.dlharaan alat-alat berat | 10.000.000,00 DPU
Prog Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rav Peningkatan pembangunan Peningkatan luasan DI yang terlayani air irigasi 198.602.500.000,00 DPU
infrastruk i berbacai bidang
Peningkatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi di 423.000.000,00 DPU
Kabuoaten Gunung Mas )
-Penyelenggaraan Pengendalian dan Peng 1 Pelal 50.000.000,00 DPU
Pembangunan Bidana SDA *)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.| Sekata Tewah (DAK] *) 4.104.000.000,00 DPU
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.| Gohong Rawai (DAK) *) 8.666.000.000,00 DPU
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.| Sekata Jurl (DAK] *) 6.370.600.000,00 DPU
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai| Peningkatan pembangunan 1.260.000.000,00 DPU
infrastruktur di berbagai bidana
|Normalisasi sungal Nyaharum *) 1.000.000.000,00 DPU
]Kaiian Lingkungan Embung Tumbang Rahuyan *) 250.000.000,00 DPU
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Program pembangunan infrastruktur perdesaan Peningkatan pembangunan Terbangunnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan 8.010.000.000,00 DPU
i f S
Peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Tumbang Rahuyan 500.000.000,00 DPU
%)
Peningkatan Jalan Lingkungan di Gang Tamanggung Jayakarti 200.000.000,00 DPU
n*)
Peningkatan jalan lingkungan jalan Brigjend Katamso Xlil Kuala 300.000.000,00 DPU
Kurun *)
Peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Tehang *) 200.000.000,00 DPU
Peningkatan jalan lingkungan dan Pembangunan Box Culvert di 500.000.000,00 DPU
i j ) ")

Bhakti Mem un Swakeiola) *) 750.000.000,00 DPU
Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan RTA Milono di Sepang 500.000.000,00 DPU
Simin *)

Peningkatan Jalan menuju Pemakaman Umum Sangaran 1.000.000.000,00 DPU
Kuala Kurun *)
Peningkatan Jalan Produksi Desa Batu Nyiwuh *) 500.000.000,00 DPU
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan dan Pembangunan Box 400.000.000,00 DPU
Culvert di Kelurahan Tumbana Marikoi *)
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pahlawan di Kelurahan 400.000.000,00 DPU
Tumbang Miri *)
Pembukaan Jalan Baru Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah *) 500.000.000,00 DPU
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Hendrik Timang 320.000.000,00 DPU
Kelyrahan Jakatan Rava *)
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pandih Batu Kelurahan 400.000.000,00 DPU
Tumbang Tataken *)
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Lamiang Kelurahan 140.000.000,00 DPU
Kamour *)
Peningkatan Jalan Lingkungan di Gang Bogor Kelurahan Kurun 100.000.000,00 DPU
|
Peningkatan Jalan Simpang Jalan Provinsi ke Desa Hurung 800.000.000,00 DPU
Bunut *}
Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Warga Dalam Kelurahan 500.000.000,00 DPU
Tewah *)
Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum ) Peningkatan pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana PJU 3.275.724.941,00 DPU
: i
Pembayaran rekening PJU kota Kuala Kurun *) 450.000.000,00 DPU
Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Tiang PJU kota Kuala Kurun 58.720.000,00 DPU
(Swakelola) *)
Pemeliharaan PJU Tenaga Surya Kota Tewah dan Kota Kuala 43.004.941,00 DPU
Kurun (Swakelola) *)
Penyelengaraan Pengendalian dan Peng Pelaksanaan 24.,000.000,00 DPU
Pembangunan Bidang Kebersihan Pertamanan dan PJU *)
Penggantian Tiang PJU dengan PJU Tenaga Surya *) 2.700.000.000,00 DPU
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan *) | Peningkatan pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan 1.769.800.000,00 DPU
I i bidana
‘Penlngkatan operasi dan pemeliharaan pertamanan (swakelola) | | 1 1.769.900.000,00 DPU
i
Program Pengembangan Kinerja P 1 Persampahan | Peningkatan pembangunan Presentase Peningkatan pengelolaan sampah ramah lingkungan 2.182.360.000,00 DPU
I
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana I | l 2.182.350.000,00 DPU
persamoahan *)
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Program pembangunan sarana air Terbangunnya Sarana dan Prasarana sanitasi permukiman 160.000.000,00 DPU
Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kabupaten Gunung Mas *) 80.000.000,00 DPU
Review Rencana Program Investasi Keciptakaryaan *) 40.000.000,00 DPU
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Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota 40.000.000,00 DPU
(SSK) *)

Program Pembangunan Prasarana Sanitasi*) Program pembangunan sarana air Terbangunnya Sarana dan Prasarana sanitasi permukiman 2.551,852.432,00 DPU
Peningkatan kegiatan SLBM *) 366.852.432,00 DPU
Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media 320.000.000,00 DPU
Bakter di Desa Tumbang Malahoi (DAK) *)

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media 200.000.000,00 DPU
Bakteri di Desa Batu Nviwuh (DAK) *)

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media 200.000.000,00 DPU
Bakteri di Desa Sarerangan (DAK) )

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media 200.000.000,00 DPU
Bakteri di Desa Tumbana Paiancei (DAK) )

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media 240.000.000,00 DPU
Balderi di Kelurahan Tewah (DAK) *)

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media 320.000.000,00 DPU
Bakteri di Kuala Kurun (DAK) *)

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dengan Media 200.000.000,00 DPU
Eaideri di Desa Tewang Paiancan (DAK) *)

Pembangunan WC Individual untuk mendukung DAK di Desa 240.000.000,00 DPU
Tumbang Malahoi *)

Pembangunan WC Individual untuk mendukung DAK di 165.000.000,00 DPU
Kelurahan Tewah *)

Pembangunan WC Individual untuk mendukung DAK di Kuala 100.000.000,00 DPU
Kurun®)

Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum qProgram pembangunan sarana air Peningkatan Jumlah Penduduk berakses air minum 11.120.900.000,00 DPU
Pelaksanaan Koordinasi dan Operasional Program PAMSIMAS 86.900.000,00 DPU
1=y
Pengembangan Jaringan Pipa di IKK Tewah (DAK] *) 4.909.600.000,00 DPU
Pengembangan Jaringan Pipa di IKK Kurun (DAK) *) 4.619.500.000,00 DPU
Pelaksanaan dan Pemanfaatan DAK Bldang Air Minum {DAK) 6.000.000,00 DPU
el |
Peningkatan sarana dan prasarana air bersih di Desa Dahian 1.009.000.000,00 DPU
Tambuk (DAK) *)

Pembangunan penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 490.000.000,00 DPU
Masvarakat (PAMSIMAS NIV *)

Program peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dan rawa | Peningkatan pembangunan 9.467.500.318,00 DPU
Peningkatan jaringan irigasi D.| Sekata Jur (DAK) *) 1.365.800.000,00 DPU
Peningkatan faringan irigasi D.| Sekata Tewah (DAK) *) 4.078.000.000,00 DPU
Peningkatan jaringan irigasi D.|. Gohong Rawai (DAK) *) 1.940.000.000,00 DPU
Pelaksanaan dan Pemanfaaatan DAK Bidang Sumber Daya Air 103.200.318,00 DPU
(DAKY "}

Peningkatan Jalan Inspeksi D.| Sekata Juri (DAK] *) 725.500.000,00 DPU

Peningkatan Jalan Inspeksi D.| Sekata Tewah (DAK) *) 622.600.000,00 DPU

Peningkatan Jalan Inspeksi D.| Gohong Rawai (DAK] *) 622.600.000,00 DPU
Program Perencanaan Tata Ruang Peningkatan pembangunan Ketersediaan rencana tata ruang pada wilayah strategis kab 286.000.000,00 DPU

i : o

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 70.000.000,00 DPU

Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang £0.000.000,00 DPU

Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah RDTRK dan Peta 76.000.000,00 DPU

Citra Kota Kuala Kurun *)

Review Rencana Tata Ruang Kabupaten Gunung Mas *) $0.000.000,00 DPU

Program Pemanfaatan Ruang Peningkatan pembangunan 220.000.000,00 DPU

infrastruktur di berbagai bidang
|Penyusunan DED Kawasan Strateqis Perkotaan *) 220.000.000,00 DPU
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Peningkatan pembangunan 164.260.000,00 DPU
infrastruktur di berbacai bidang
[Pengawasan pemanfaatan ruang 70.000.000,00 DPU
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|Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di 84.250.000,00 DPU
kecamatan *)

Program tanggap darurat jalan dan jembatan Peningkatan pembangunan Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jembatan yang rusak akibat bencan 222.222.556,00 DPU
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 51.722.556,00 DPU
Rekonstruksi Jalan dan Jembatan Pasaca Bencana *) 155.500.000,00 DPU
Penilaian Kerugian dan Kerusakan Pasca Bencana *) 16.000.000,00 DPU

104 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Program Pengembangan Perumahan Peningkatan pembangunan 478.235.500,00 DPU
P sunan Raperda Perumahan/Permukiman *) 99.970.400,00 DPU
Penyusunan Database Perumahan {Lanjutan-Polkjanis) *} 145.675.100,00 DPU
Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman *) 182.580.000,00 DPU
Penyelenggaraan Pengendalian dan Peng 1 Pelaks: 50.000.000,00 DPU
Pembangunan Bidang Perumahan dan Pemukiman *)

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPS|Peningkatan pembangunan 48.230.000,00 DPU
Kegiatan Sanitasi dan Pengendaian Pembangunan Penataan 48.230.000,00 DPU
Permukiman ")

105 Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.165.678.540,00 Kesbangpol
birokrasi
Penyediaan jasa surat menyurat 16.500.000,00 Kesbangpol
iaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik 54.868.000,00 Kesbangpol
Penyediaan jasa administrasi keuangan 203.940,00 Kesbangpol
Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.897.500,00 Kesbangpol
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 21.800.000.00 Kesbangpol
Penyediaan alat tulis kantor 989.750.300,00 Kesbangpol
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 94.035.400,00 Kesbangpol
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8.565.000,00 Kesbangpol
liantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.400.000,00 Kesbangpol
Penyediaan bahan logistik kantor 63.470.000,00 Kesbangpol
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke |uar daerah 292.,000.000,00 Kesbangpol
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 333.188.400,00 Kesbangpol
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 140.000.000,00 Kesbangpol
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral $3.825.000,00 Kesbangpol
Pengadaan peralatan gedung kantor 8.000.000.00 Kesbangpol
Pemeliharaan rutin'berkala gedung kantor 25.825.000,00 Kesbangpol
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000,00 Kesbangpol
Pemeliharaan rnutinberkala kendaraan dinas/operasional 25.000.000,00 Kesba 1
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 21.600.000,00 Kesbangpol
birokrasi
|Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 21.600.000,00 Kesbangpol
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi 64.000.000,00 Kesbangpol
birokrasi
‘Bimbéngan teknis implementasi peraturan perundang-undangan J | 1 i 64.000.000,00 Kesbangpol
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia| Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan seq 6.000.000,00 Kesbangpol
b )
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 6.000.000,00 | Kesbangpol

lineria SKPD

|

[ |
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|Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Pemantapan keamanan dan ketertiban Tercapainya rencana aksi daerah penanganan gangguan keamanan serta kerjasal ~ 227.437.300,00 Kesbangpol
serta penyelesaian batas wilayah
Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing *) 39.800.000,00 Kesba |
Penanganan Konflik di Daerah *) 39.100.000,00 Kesbangpol
Peangkaian Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam 15.760.000,00 Kesbangpol
Tekhnik Pancecahan Keiahatan *) _
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) *} 73.877.100.00 Kesba
katan Kewas an Dini Masyarakat di Daerah * 58.900.200,00 Kesbangpol
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak § Pemantapan keamanan dan ketertiban Terbentuknya Kominda 161.301.800,00 Kesbangpol
serta penyelesalan batas wilayah
|Komoditas Intelejen Daerah *) 41.880.000,00 Kesbangpol
[Rencana Aksi Daerah *) 119.421.800,00 Kesbangpol
Program pengembangan wawasan kebangsaan Pemantapan keamanan dan ketertiban terlaksananya kegiatan sarasehan dan sosialisasi peningkatan bela negara 133.482.000,00 Kesbangpol
serta penyelesaian batas wilayah
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) *) 54.377.000,00 Kesbangpol
Forum Bela Negara (FBN} *) 53.615.000,00 Kesbangpol
Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental *) 26.600.000,00 Kesbangpol
Program kemitraan pengembangan kebang Pemantapan keamanan dan ketertiban terlaksananya kegiatan sarasehan dan sosialisasi peningkatan bela negara 339.492.000,00 Kesbangpol
serta penyelesaian batas wilayah
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai 53.710.000,00 Kesbangpol
Luhur Budava Bancsa *)
Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara *) 55.210.000,00 Kesba
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda *) 53.630.000,00 Kesbanqpol
Sarasehan Pembauran Kebangsaan Untuk Memperkokoh 53.295.000,00 Kesbangpol
Persatuan Bagi Tomas. Toga dan Tokoh Adat *)
Ikrar Bersama Anak Bangsa Tingkat Provinsi Kalteng *) 123.747.000,00 Kesbangpol
Program pendidikan politik masyarakat Pemantapan keamanan dan ketertiban Terselenggaranya forum diskusi politik, sosialisasi UU Partai Politik & PP ttg Orm{ ~ 302.851.500,00 Kesbangpol
serta penyelesaian batas wilayah
Penyusunan data base partai poiitik 25.701.500,00 Ke: |
Peningkatan Demokratisasi *) 53.025.000,00 Kesbangpol
Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Situasi Politik *) 121.500.000,00 Kesbangpol
Pelatihan Teknis dan Penyusunan Laporan Keuangan Bagl §1.125.000,00 Kesbangpol
Ormas dan Parpol *
Desk Pilkada Kabupaten Gunung Mas *) 51.600.000,00 Kesbangpol
Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Politik *) |Pemantapan keamanan dan ketertiban 119.989.900,00 Kesbangpol
serta penyelesaian batas wilayah
Peningkatan kerjasama Pemerintah dalam rangka ketahanan 61.500.000,00 Kesbangpol
Sosial Budava®
Monitering dan pengawasan pelaksanaan ketahanan ekonomi 16.999.800,00 Kesbangpol
dan sosial budava se Kabupaten Gunung Mas *)
Sarasehan peningkatan peran tokoh agama dalam memperkuat 51.500.000,00 Kesbangpol
lkerukunan umat Beragama*)
Program peningkatan ketahanan sosial Budaya dan Ekonomi *] Pemantapan keamanan dan ketertiban Peningkatan kerjasma dalam rangka ketahanan sosbud, monev, sarasehan & sog 51.500.000,00 Kesbangpol
serta penyelesaian batas wilayah
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang 1 l §1.500.000,00 Kesbangpol
7}
|Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.078.392.766,00 SatpolPP
: i
Penyediaan jasa surat menyurat 7.920.000,00 SatpolPP
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 73.500.000,00 SatpolPP
Penyediaan | kebersihan kantor 17.350.520,00 SatpolPP
Penyediaan alat tulis kantor 37.265.090,00 SatpolPP
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Penvediaan barang cetakan dan andaan 20.000.000,00 SatpolPP
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 11.775.000,00 SatpolPP
or
Pe iaan latan dan kapan kantor 68.000.000,00 SatpolPP
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16.200.000,00 SatpolPP
Penyediaan bahan logistik kantor 74.000.000,00 SatpolPP
P iaan makanan dan minuman 5.295.000,00 SatpolPP
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 224.000.000,00 SatpolPP
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 3.463.083.156,00 SatpolPP
P
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 60.000.000,00 SatpolPP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumilah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 167.142.536,00 SatpolPP
p i
Pemeliharaan rutin'berkala gedung kantor 22.142.536,00 SatpolPP
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ sional 100.000.000,00 SatpolPP
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 45.000.000,00 SatpolPP
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 4.892.000,00 SatpolPP
: =
|Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | i | | 4.892.000,00 SatpolPP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SOM melalui bimtek & sosialisasi 108.000.000,00 SatpolPP
; "
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan [ | l | 108.000.000,00 SatpolPP
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia| Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses 18.850.,000,00 SatpolPP
; ;
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 14.200.000,00 SatpolPP
ja SKPD
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 4.650.000,00 SatpolPP
SKPD *)
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan |Pemantapan keamanan dan ketertiban Meningkatnya kemampuan SD aparat satpol pp dalam operasi penegakan PERD 510.040.000,00 SatpolPP
serta penyelesaian batas wilayah
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan £9.840.000,00 SatpolPP
Pendataan anggota Linmas *) 50.000.000,00 SatpolPP
P n Pakaian Hansip Pet Pengamanan TPS *) 400.200.000,00 SatpolPP
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak §Pemantapan keamanan dan ketertiban Terpeliharanya dan terciptanya kantrantibmas & pencegahan tindak kriminal 410.500.000,00 SatpolPP
serta penyelesaian batas wilayah
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam 235.500.000,00 SatpolPP
=
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam 176.000.000,00 SatpolPP
x A
Program pemberdayaan yarakat untuk menjaga ketertiban | Pemantapan keamanan dan ketertiban Terkendalinya keamanan n kenyamanan pd rumah jabatan 222.000.000,00 SatpolPP
serta penyelesaian batas wilayah
| Pembentukan Satuan Keamanan Rumah Jabatan *) 222.000.000.00 SatpolPP
R
1.08 Bidang Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.287.266.000,00 Dinsos
birokrasi
P iaan j surat menyurat 3.177.000,00 Dinsos
Pe iaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik $7.500.000,00 Dinsos
P iaan kebersihan kantor 13.285.000,00 Dinsos
Penyediaan | ikan peralatan kerj 38.700.000,00 Dinsos
Penyediaan alat tulis kantor 84.975.000,00 Dinsos
Penyediaan baranq cetakan dan penggandaan 10.600.000,00 Dinsos
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 13.000.000,00 Dinsos
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Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.000.000,00 Dinsos
Penvyediaan bahan logistik kantor 52.000.000,00 Dinsos
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke |uar daerah 240.000.000,00 Dinsos
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 531.018.000,00 Dinsos
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 185.000.000,00 Dinsos
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 176.025.000,00 Dinsos
p :
Pengadaan n ung kantor 33.725.000,00 Dinsos
adaan latan gedung kantor 76.700.000,00 Dinsos
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 16.000.000,00 Dinsos
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 25.000.000,00 Dinsos
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25.600.000,00 Dinsos
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 56.700.000,00 Dinsos
birokrasi
[Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | [ [ | 56.700.000,00 Dinsos
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SOM melalui bimtek & sosialisasi 59.600.000,00 Dinsos
birokrasi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | | I I 69.500.000,00 Dinsos
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaial Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan seg 43.600.000,00 Dinsos
birokrasi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 7.800.000,00 Dinsos
Kineria SKPD
Penyusunan pelaperan prognosis realisasi anggaran 2,320.000,00 Dinsos
sunan n keua akhir tahun 1.880.000,00 Dinsos
Penyusunan Laporan Renstra, Renia SKPD *) 8.000.000,00 Dinsos
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 12.100.000,00 Dinsos
SKPD ")
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 10.500.000,00 Dinsos
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan 1.000.000,00 Dinsos
Tahunan SOPD *)

Program Pembinaan dan Pengembangan atur 2.250.000,00 Dinsos
Penyusunan Analisis Jabatan dan SOP dan Standart 2.2560.000,00 Dinsos
Operasional Presedur (SOP) SOPD *)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpeng Penanggulangan kemiskinan dan adanya lokasi KAT adanya persiapan dalam pembangunan sarana dan prasarana 330.400.000,00 Dinsos

A }
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi 175.100.000,00 Dinsos
2%
Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) *) 165.300.000,00 Dinsos
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanggulangan kemiskinan dan terlaksananya penanganan masalah strategis untuk kesejahteraan masyarakat 67.000.000,00 Dinsos
; }
|Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dalam Keluarga *) 67.000.000,00 Dinsos
Program Pembinaan Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah Penanggulangan kemiskinan dan 123.000.000,00 Dinsos
: :
Pengembangan dan Pemberdayaan Anak Terlantar / Anak 123.000.000,00 Dinsos
Putus Sekolah *)

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Penanggulangan kemiskinan dan Terlaksananya pemberdayaan berupa pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat 256.050.000,00 Dinsos
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks 66.000.000,00 Dinsos
trauma
Pendayaqunaan para penyandang cacat dan eks trauma 190.050.000,00 Dinsos

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial |Penanggulangan kemiskinan dan 999.400.000,00 Dinsos

42.300.000,00 Dinsos

Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan

dan Kesetiakawanan Sosial *}
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Peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerja Sosial Masyarakat 167.600.000,00 Dinsos
dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan *)
Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga 601.200.000,00 Dinsos
. B
KOMDA Lansia *) 68.000.000,00 Dinsos
Pemberdayaan Karang Taruna *) 40.300.000,00 Dinsos
Pemberdayaan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi *) 80.000.000,00 Dinsos
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Penanggulangan kemiskinan dan 249.500.000,00 Dinsos
. :
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut 191.100.000,00 Dinsos
tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Peningkatan dan pelayanan program Keluarga Harapan (PKH) 58.400.000,00 Dinsos
°)
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks nara|Penanggulangan kemiskinan dan 25.000.000,00 Dinsos
kesenianaan sosial
Soslalisasi Pencegahan penanggulangan penyakit HIV AIDS *) 12.000.000,00 Dinsos
Sosialisasi penanggulangan penyandang penyakit sosial (eks 13.000.000,00 Dinsos
narapidana, PSK, narkota dan penyakit sosial lainnya *)
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2:01 Bidang Tenaaa Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Peningkatan kesempatan kerja melalui teriaksannya pengembangan kelembagaan produkvitas dan pelatihan kewirausahg 268.860.000,00 Distransnakerkop & UMK
pemberdayaan ekonomi masyarakat
Penyiapan tenaga kerja siap pakai | I ‘ ‘ ‘ 268.860.000,00 Distransnakerkop & UMK
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagal Peningkatan kesempatan kerja melalui adanya perlindungandan pengembangan lembaga ketenagakerjaan daerah 167.340.000,00 Distransnakerkop & UMK
pemberdayaan ekonomi masyarakat
Penyusunan dan Penetapan UMK Tahun 2019 *) 49.440.000,00 Distransnakerkop & UMK

Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan
industrial *)

43.230.000,00

Distransnakerkop & UMK

Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja *)

74.670.000,00

Distransnakerkop & UMK

Program Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi *)

Peningkatan kesempatan kerja melalui
pemberdayaan ekonomi masyarakat

37.813.300,00

Distransnakerkop & UMK

]nggglolaan Kegiatan Informasi Pasar Kerja *) 37.813.300,00 Distransnakerkop & UMK
2:02 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran $91.622.000,00 Dinas P3A
i ;

Penyediaan jasa surat menyurat 5.100.000,00 Dinas P3A
Penyediaan jasa komunikasl, sumber daya air dan listrik 117.600.000,00 Dinas P3A
P iaan jasa kebersihan kantor 5.750.000,00 Dinas P3A
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.573.000.00 Dinas P3A
Penyediaan alat tulis kantor 65.118.000,00 Dinas P3A
Penyediaan barang cetakan dan ndaan 23.650.000,00 Dinas P3A
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 6.330.000,00 Dinas P3A
|kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.600.000,00 Dinas P3A
Penyediaan bahan logistik kantor 26.400.000,00 Dinas P3A
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 152.000.000,00 Dinas P3A
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 454.500.000,00 Dinas P3A

Perkantoran
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|Ragt-rap_g_l koordinasi ke dalam daerah *) 120.000.000,00 Dinas P3A
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masy 326.3256.000,00 Dinas P3A
birgkrasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 131.725.000,00 Dinas P3A
Pengadaan latan gedung kantor 97.400.000,00 Dinas P3A
Pengadaan mebeleur 77.500.000.00 Dinas P3A
Pemeliharaan rutin'berkala mobil jabatan 18.700.000,00 Dinas P3A
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 26.460.000,00 Dinas P3A
5 ;
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya [ | 26.460.000,00 Dinas P3A
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi 48.000.000,00 Dinas P3A
_ ;
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan i I 48.000.000,00 Dinas P3A
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaial Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses 21.340,000,00 Dinas P3A
i 7
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 8.590.000,00 Dinas P3A
kineria SKPD
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 12.750.000,00 Dinas P3A
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender d|Penanggulangan kemiskinan dan 334.075.000,00 Dinas P3A
Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 91.800.000,00 Dinas P3A
Perempuan dan Anak (F2TP2A) *)
Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender 61.300.000,00 Dinas P3A
(PPRG) Bagj Focal Point SOPD *)
Pelatihan bagi Pekerja perempuan *) 47.050.000,00 Dinas P3A
Sosialisasi bagi perempuan dalam Jabatan Publik *) 47.360.000,00 Dinas P3A
Pusat Pembelajaran Keluarga *) 86.676.000,00 Dinas P3A
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalamj Penanggulangan kemiskinan dan 127.000.000,00 Dinas P3A
K ; :
Pembinaan dan Pengembangan P2TP2A *) 63.000.000,00 Dinas P3A
Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Kepala 64.000.000,00 Dinas P3A
| Keluarga (PEKKA) *)
|Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak *) Penanggulangan kemiskinan dan 224.000.000,00 Dinas P3A
Penyuluhan Pola Asuh Anak Berdasarkan Hak Anak *) 137.340.000,00 Dinas P3A
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak 38.570.000,00 Dinas P3A
)
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Perkawinan Usia Anak 47.090.000,00 Dinas P3A
*1
Program Penguatan Data, Informasi Gender dan Anak *) Penanggulangan kemiskinan dan 199.978.000,00 Dinas P3A
[Penyediaan Informasi P2TP2A ) 37.500.000.00 Dinas P3A
| Pemutahiran Data Terpilah Perempuan dan Anak *) 162.478.000,00 Dinas P3A
Program perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khus Penanggulangan kemiskinan dan 71.200.000,00 Dinas P3A
Penyuluhan Pencegahan KDRT terhadap Perempuan dan 71.200.000,00 Dinas P3A
Anak *)
204 Bidang Pertanahan
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *) Pemantapan keamanan dan ketertiban 28.000.000,00 Dishuthan
serta penyelesaian batas wilayah
jKeg‘asama Penyelesaian Tata Batas Antar Daerah *) 28.000.000,00 Dishuthan
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pel Pemantapan keamanan dan ketertiban tersedianya tanah pemda, sertifikat tanah pemda dan sertifikasi secara gratis kpd 162.000.000,00 Dishuthan
serta penyelesaian batas wilayah
Penegasan Tapal Batas antar Kecamatan di Kabupaten 162.000.000,00 Dishuthan

Gunung Mas *)
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|Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *) Pemantapan keamanan dan ketertiban 33.600.000,00 Dishuthan
serta penyelesaian batas wilayah
}Pmlesaian Tata Batas Antar Daerah *) 33.500.000,00 Dishuthan
2:05 Bidang Lingkungan Hidup
rProgram Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Benq Peningkatan pembangunan terpantaunya ancaman bencana di kecamatan dan terlaksananya pelatihan dan si 213.108.000,00 DLH
i }
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya 135.108.000,00 DLH
bencana *)
Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran *) 78.000.000,00 DLH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.472.547.000,00 DLH
birokrasi
Penyediaan jasa surat menyurat $.990.000,00 DLH
i komunikasl, sumber air dan listrik 79.800.000.00 DLH
Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,00 DLH
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 26.424.112,00 DLH
Penyediaan alat tulis kantor 81.549.000,00 DLH
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 27.450.000,00 DLH
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8.600.000,00 DLH
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.318.000,00 DLH
Penyediaan bahan logistik kantor §2.000.000,00 DLH
Penyediaan makanan dan minuman 7.575.000,00 DLH
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 448.000.000,00 DLH
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 564.840.888,00 DLH
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 1560.000.000,00 DLH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada ¥ 238.045.000,00 DLH
birokrasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 28.625.000,00 DLH
Pengadaan peralatan gedung kantor 100.500.000,00 DLH
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 21.000.000,00 DLH
Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan dinas/operasional 87.920.000,00 DLH
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 24.570.000,00 DLH
: :
[Pengadaan pakaian dinas beserta kapan [ [ | [ 24.670.000.00 DLH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualtas SDM melalui bimtek & sosialisasi 296.500.000,00 DLH
: ;
[Pendidikan dan pelatihan formal | I | I 296.600.000,00 DLH
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capala| Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses 18.600.000,00 DLH
h :
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhlisar realisasi 18.600.000,00 DLH
kineria SKPD
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungal Peningkatan pembangunan Data Kualitas Air 1.459.074.000,00 DLH
infrastruk S
Pemantauan Kualitas Lingkungan 616.788.000.00 DLH
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 93.200.000,00 DLH
Sosizlisasi P uan Kasus Li n *) 94.400.000,00 DLH
Inventarisasi dan ldentifikasi Lahan Terkontaminasi Limbah B3 161.750.000,00 DLH
ot
Sosizlisasi pengolahan Emas Ramah Lingkungan *) 104.350.000,00 DLH
Pemantauan dan Pembinaan Pengelotaan B3 dan Limbah B3 *) 83.500.000,00 DLH
Pelatihan Bank Sampah *) 259.436.000,00 DLH
Sosialisasi Penilaian Kota Sehat/Adipura *) 45.650.000,00 DLH
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Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan pembangunan Terjaganya kelestarian sumber daya alam 149.750.000,00 DLH
Pengendalian Dampak Perubahan Iidim £8.300.000,00 DLH
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber- 81.450.000,00 DLH
Sumber Air

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber D4 Peningkatan pembangunan dokumen KLHS 558.500.000,00 DLH

infrastruktur di berbagai bidana

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang 92.050.000,00 DLH
linakunaan

Penyusunan Laporan SLHD *) 72.600.000,00 DLH
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strateqgis (KLHS) *) 300.000.000,00 DLH
Inventarisasi MHA, Kearipan Lokal Terkait dengan 38.450.000,00 DLH
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunoan *}

Pembelajaran Sekolah Adiwiyata dan Adiwiyata Mandiri *) 56.500.000,00 DLH

Program peningkatan pengendalian polusi Peningkatan pembangunan Terkendalinya polusi melalui tersedianya data polusi udara,air, tanah dan limbah 63.050.000,00 DLH

[Penguiian kadar polusi limbah padat dan limbah cair | | [ [ 63.050.000.00 DLH
Program pengendalian kebakaran hutan Peningkatan pembangunan Menurunya frekuensi kebakaran hutan melalui kegiatan sosialisasi 107.300.000,00 DLH
infrastruktur di berbagai bidang
[Pengendalian kebakaran hutan *) | I | I 107.300.000,00 DLH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.207.865.866,00 BPBD
. ;
Penyediaan jasa surat menyurat 5.750.000,00 BPBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 74.640.000,00 BPBD
Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.000,00 BPBD
Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.330.812,00 BPBD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan keria 28.931.874,00 BPBD
Penyediaan alat tulis kantor 45.027.600,00 BPBD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19.000.000,00 BPBD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7.097.500,00 BPBD
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.800.000,00 BPBD
Penyediaan bahan loqistik kantor 58.180.000,00 BPBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 240.000.000,00 BPBD
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 505.198.080,00 BPBD
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 157.500.000,00 BPBD
Penyediaann jasa ekspedisi *) 47.210.000,00 BPBD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 570.440.000,00 BPBD
birokrasi
Pembangunan gedung kantor 30.000.000,00 BPBD
Pengadaan periengkapan gedung kantor 33.350.000.,00 BPBD
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman 320.000.000,00 BPBD
Gedung/Lapancan/Rumah **)
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 25.000.000,00 BPBD
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan 25.000.000,00 BPBD
Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan dinas/operasicnal 137.090.000.00 BPBD
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 25.000.000,00 BPBD
; A
_[Pengadaan pakaian dinas beserta periengkapannya I [ | I 25.000.000.00 8PBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi 40.000.000,00 BPBD
. :
|Bnmbmgan teknis implementasi peraturan perundang-undangan I | | [ 40.000.000,00 BPBD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia|Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses 30.720.000,00 BPBD
A ;
9.570.000,00 BPBD

‘Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kineria SKPD

| ] |
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Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 4.380.000,00 BPBD
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 3.900.000,00 BPBD
SKPD *)
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 12.870.000,00 BPBD
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bend Peningkatan pembangunan terpantaunya ancaman bencana di kecamatan dan terlaksananya pelatihan dan si 182.200.000,00 BPBD
; i bidang
Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan 26.750.000,00 BPBD
bahava bencana *)
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya 11.000.000,00 BPBD
)
Rapat koordinasi penanggulangan bencana *) 14.400.000,00 BPBD
Sosialisasi masyarzkat sadar bencana *) 130.050.000,00 BPBD
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana *|Feningkatan pembangunan Tersedianya logistikt anggap darurat bencana dan posko bencana 167.600.000,00 BPBD
Tim Reaksi Cepat (TRC) Tanggap Bencana *) 37.500.000,00 BPBD
Posko Bencana *) 91.050.000,00 BPBD
Pengangkutan dan pemaketan logistik *) 19.050.000.00 BPBD
Rencana aksi pemasangan tenda dan mobil dapur*) 10.000.000,00 BPBD
208 Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.306.977.800,00 Disdukcapil
- :
Penyediaan jasa surat menyurat 9.822.000,00 Disdukcapil
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 102.380.000,00 Disdukcapi
Penyediaan jasa administrasi keuangan 501.688,00 Disdukcapil
Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.873.000,00 Disdukcapil
Penyediaan alat tulis kantor 144,264.600,00 Disdukcapil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 86.507.100,00 Disdukcapil
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 30.040.000,00 Disdukcapil
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16.200.000,00 Disdukcapil
P iaan bahan logistik kantor 89.060.000,00 Disdukcapil
Rapat-rapat koordinasi dan kensultasi ke luar daerah 240.000.000,00 Disdukcapil
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 1.349.339.412,00 Disdukcapil
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 226.000.000,00 Disdukcapil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumiah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 327.760.000,00 Disdukcapil
2 i
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6.800.000,00 Disdukcapil
Pengadaan peralatan gedung kantor 126.500.000,00 Disdukcapil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 26.000.000,00 Disdukcapil
Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan dinas/operasional 116.250.000,00 Disdukcapil
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 53.200.000,00 Disdukcapil
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi 132.000,000,00 Disdukcapil
birokrasi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan [ 1 l l 132.000.000,00 Disdukcapil
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia| Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses 18.945.000,00 Disdukcapil
Dirpkrasi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 6.105.000,00 Disdukcapil
kineria SKPD
pen nan n keuangan akhir tahun 6.690.000,00 Disdukcapil
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 6.160.000,00 Disdukcapil
SKPD *)
Prog Penataan Administrasi Kependudukan Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan pelayanan publik bagi kemajuan suatu daerah 1.401.480.000,00 Disdukcapil

birolrasi
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Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 174.100.000,00 Disdukcapil
(membangun, updating dan pemeliharaan)
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 173.700.000,00 Disdukcapil
Pengolahan dan Penyusunan Buku Profil Kependudukan *) 32.879.000,00 Disdukcapil
Pelaksanaan kebijakan kependudukan *) 120.600.000,00 Disdukcapil
Pelayanan Administrasi Kependudukan *) 900.201.000,00 Disdukcapil
Program Pencatatan Sipil *) Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya Pencatatan Sipil Perkawinan Masal 248.150.000,00 Disdukcapil
birokrasi
Pendataan dan Pelayanan Pencatatan Sipil Perkawinan dan 48.000.000,00 Disdukcapil
Perceraian *)
Pendataan dan Pelayanan Akta Kelahiran *) 1567.350.000,00 Disdukcapil
Pelayanan Bidang Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan 42.800.000,00 Disdukcapil
dan Kematian *)
Program Pendataan Penduduk *) Pemberantasan korupsi, reformasi 38.000.000,00 Disdukcapil
birokrasi
IPendahan Pelayanan Penduduk *) 38.000.000,00 Disdukcapil
207 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.842.334.600,00 DPMD
bir 3
Penyediaan jasa surat menyurat 9.998.000,00 DPMD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 283.200.000,00 DPMD
Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.496.000,00 DPMD
Penyediaan alat tulis kantor 118.222.098,00 DPMD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 56.360.000,00 DPMD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 2.000.000,00 DPMD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 71.000.190,00 DPMD
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.000.000,00 DPMD
P iaan bahan logistik kantor 43.100.000,00 oPMD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000,00 DPMD
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 699.9569.312,00 DPMD
P
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 240.000.000,00 DPMD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 78.400.000,00 DPMD
birokrasi
Pengadaan peralatan gedung kantor 8.000.000,00 DPMD
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.000.000,00 DPMD
Pemeliharaan nitin‘berkala mobil jabatan 26.000.000,00 DPMD
Pemeliharaan nitin'berkala kendaraan dinas/i i 30.000.000,00 DPMD
Pemeliharaan rutinberkala latan gedung kantor 9.400.000.00 DPMD
| Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 64.260.000,00 DPMD
- :
IE n pakaian dinas beserta kapannya | [ | [ I 32.130.000,00 DPMD
|Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | [ | | | 32.130.000,00 DPMD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia| Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan seq 16.200.000,00 DPMD
bi :
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1.460.000,00 DPMD
ineria SKPD
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 13.740.000,00 DPMD
Program Pembinaan Daerah Bawahan *) Peningkatan kesempatan kerja melalui pelaksanaan lomba desa, terselenggaranya pembinaan perangkat desa, terlaksan| 1.100.000.000,00 DPMD
pemberdayaan ekonomi masyarakat
Pembangunan Kantor Kelurahan Rabambang *) 600.000.000,00 DPMD
Pembangunan Pagar dan Siring Kantor Kelurahan Tumbang 500.000.000,00 DPMD

Rahuvan *)
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Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Peningkatan kesempatan kerja melalui Frekuensi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 342.765.000,00 DPMD
pemberdayaan ekonomi masyarakat
rapat Koordinasi Satker P3MD *) 166.960.000,00 DPMD
Advokasi Pokjanal Posyandu®) 69.466.000,00 DPMD
Lomba Pokjanal Posyandu *) 106.330.000,00 DPMD
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Peningkatan kesempatan kerja melalui Frekuensi Fasilitasi Peningkatan Ekonomi masyarakat pedesaan 172.402.000,00 DPMD
pemberdayaan ekonomi masyarakat
Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) *) 62.382.000,00 DPMD
Pembinaan Pelaporan Keuangan BUMDesa *) 55.170.000,00 DPMD
Sosialisasi Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa 54.860.000,00 DPMD
(CPPDY ")
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangu Peningkatan kesempatan kerja melalui Jumiah Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa 478.110.000,00 DPMD
pemberdayaan ekonomi masyarakat
Lomba Desa® 196.250.000,00 DPMD
Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat® 160.000.000,00 DPMD
Pembinaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Desa *) 121.860.000,00 DPMD
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pemberantasan korupsi, reformasi Frekuensi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 2.541.612.100,00 DPMD
: ;
Pelantikan Desa dan Lain-lain *) 203.270.000.00 DPMD
Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan la Desa * 154.500.000,00 DPMD
Pemilihan Kepala Desa *) 1.612.206.100,00 DPMD
Pengembangan, operasi dan implementasi Sistem Keuangan 61.400.000,00 DPMD
Desa *)
Peningkatan Kualitas Updating Profil Desa *}) 110.000.000,00 oDPMD
Pengamanan PILKADES Serentak *) 290.000.000,00 DPMD
Workshop Penyelenggaraan Pemerintahan Desa *) 210.237.000,00 DPMD
Program peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan tekr] Pemberantasan korupsi, reformasi pemasyarakatan Teknologi tepat guna 183.916.000,00 DPMD
birokras
Pendampingan dan Pembinaan Desa Program Pamsimas *) 36.600.000,00 DPMD
Pembinaan dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna *) 72.000.000,00 DPMD
Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Pengembangan 76.415.000,00 DPMD
POSYANTEKWARTEKMARTEKDES *)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa |Pemberantasan korupsi, reformasi 85.350.000,00 DPMD
birokrasi
| Tim Verifikasi Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa *) 85.350.000.00 DPMD
Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar ) Pemberantasan korupsi, reformasi 148.410.000,00 DPMD
birckrasi
Pembinaan Administrasi Program Generasi Sehat dan Cerdas 148.410.000,00 DPMD
(GSCY*)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | Pemberantasan korupsi, reformasi 24.600.000,00 DPMD
birokrasi
|Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 24.600.000,00 DPMD
Keuanaan Desa Tingkat Kecamatan *)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | Pemberantasan korupsi, reformasi 24.060.000,00 DPMD
birokrasi
‘Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 24.060.000,00 DPMD
Keuangan Desa Tinokat Kecamatan *)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa |Pemberantasan korupsi, reformasi 24.000.000,00 DPMD
birokras|
Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 24.000.000,00 DPMD
*)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | Pemberantasan korupsi, reformasi 24,120.000,00 DPMD
birokrasi
Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 24.120.000,00 DPMD

Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)
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|Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | Pemberantasan korupsi, reformasi 9.500.000,00 DPMD
birokrasi
|Penlngmtan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 9.500.000,00 DPMD
)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa |Pemberantasan korupsi, reformasi 49.500.000,00 DPMD
: :
|Pen'rngkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 49,500.000,00 DPMD
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa |Pemberantasan korupsi, reformasi 24,000.000,00 DPMD
: ;
‘Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 24.000.000,00 DPMD
Keuangan Desa Tinokat Kecamatan *)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | Pemberantasan korupsi, reformasi 21.150.000,00 DPMD
birokrasi
Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 21.150.000,00 DPMD
Keuanaan Desa Tinakat Kecamatan *)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | Pemberantasan korupsi, reformasi 24.000.000,00 DPMD
birokrasi
|F’eningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 24.000.000,00 DPMD
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | Pemberantasan korupsi, reformasi 14.000.000,00 DPMD
birokrasi
Peningkatan pelayanan Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan 14.000.000,00 DPMD
Keuangan Desa Tingkat Kecamatan *)
2:08

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pemberantasan korupsi, reformasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.014.737.180,00

Didalduk & KB

|

| |

Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000,00 Didalduk & KB
Penyediaan jasa kermunikasi, sumber daya air dan listrik 96.000.000,00 Didalduk & KB
Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.601.000,00 Didalduk & KB
Penyediaan alat tulis kantor 54.618.000,00 Didalduk & KB
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.315.300,00 Didalduk & KB
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 3.220.000,00 Didalduk & KB
Ikantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.400.000,00 Didalduk & KB
Penyediaan bahan logistik kantor 75.600.000,00 Didalduk & KB
Penyediaan makanan dan minuman 1.866.880.00 Didalduk & KB
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 116.000.000,00 Didalduk & KB
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 507.216.000,00 Didalduk & KB
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 125.000.000,00 Didalduk & KB
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 263.436.070,00 Didalduk & KB
bir. ;
Pengadaan n gedung kantor 36.500.000,00 Didalduk & KB
Pengadaan peralatan gedung kantor 96.500.000,00 Didalduk & KB
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman 10.000.000,00 Didalduk & KB
Geduna/L.apangan/Rumah °*)
Pemeliharaan rutin'berkala gedung kantor 15.572.620.00 Didalduk & KB
Pemeliharaan rutin'berkala mobil fjabatan 25.000.000,00 Didalduk & KB
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas/operasional 71.663.450,00 Didalduk & KB
Pemeliharaan rutin'berkala peralatan gedunqg kantor 8.200.000,00 Didalduk & KB
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja meialui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 26.810.000,00 Didalduk & KB
; ?
[Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya [ | I | 26.810.000,00 Didalduk & KB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualtas SDM melalui bimtek & sosialisasi 62.500.000,00 Didalduk & KB
; 3
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 62.600.000,00 Didalduk & KB




Prioritas Daerah SASSTA : = 3 Pagu Indikatif L4 inkeal ] Jenis
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Maju Perangkat Daerah i
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 123 1213
1) (3) ] (4)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan t:.apaial| Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan seq 16.694.500,00 Didalduk & KB
: =
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1.544.500,00 Didalduk & KB
kineria SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.900.000,00 Didalduk & KB
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 13.260.000,00 Didalduk & KB

Program Keluarga Berencana Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan keluarga berencana 103.080.000,00 Didalduk & KB
Pelayanan TKBK *) 73.580.000,00 Didalduk & KB
Penjaringan Peserta Lomba Program KB Tingkat Kabupaten 29.600.000,00 Didalduk & KB
Gunung Mas *)

| Program pelayanan kontrasepsi Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Meningkatnya kesertaan KB aktif dan baru 187.0856.000,00 Didalduk & KB

kuaitas pendidikan dan kesehatan
Pelayanan Bhakti Sosial TNI KB Kesehatan Tingkat Kecamatan 51.690.000,00 Didalduk & KB
3
Pelayanan KB-Kes-PKK Tingkat Kabupaten =) 48.730.000,00 Didalduk & KB
Pelayanan KB Perusahaan *) 35.115.000,00 Didalduk & KB
Pelayanan Bulan Bakti KB Kes Bhayangkara Tingkat 51.550.000,00 Didalduk & KB
Kecamatan *)

Program Keluarga Sejahtera *) Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Meningkatnya keluarga sejahtera melalui pelatihan pembentukan kelompok pembs 285.000.000,00 Didalduk & KB
Pelatihan Pendidik Sebaya *) §7.187.000,00 Didalduk & KB
Advokasi dan KIE tentang Generasi Berencana *) 62.979.000,00 Didalduk & KB
Pembinaan dan Pembentukan Kelompok UPPKS *) 65.834.000,00 Didalduk & KB
Pembinaan Kelompok BKB 99.000.000,00 Didalduk & KB

Program Pengendalian Penduduk *) Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 268.327.250,00 Didalduk & KB

' :
Lomba Karya Tulis dan Pidato udukan *) 56.400.000,00 Didalduk & KB
Penyusunan Aplikasi Pendataan Kependudukan *) 101.950.000,00 Didalduk & KB
Advokasl Pembangunan Berwawasan Kependudukan *) 43.020.000,00 Didalduk & KB
Pembinaan Petugas Pengelola Laporan Data Statistik Rutin 33,011.150,00 Didalduk & KB
Klinik KB *)
Sosialisasi Hasil Pemutahiran Data Keluarga *} 23.946.100,00 Didalduk & KB

Program Penyuluhan dan Pergerakan KB *) Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 282.330.000,00 Didalduk & KB
Sosialisasi Program KKBPK bagi petugas Pemnikahan se- 31.800.000,00 Didalduk & KB

)
Advokasi dan KIE tentang Program KKBPK *) 44.660.000,00 Didalduk & KB
Pelayanan, Penyelenggaraan dan Rapat Pembinaan Penyuluh 60.170.000,00 Didalduk & KB
KKBPK ")
Pembinaan dan Penilaian Kader KKBPK *) 165.700.000,00 Didalduk & KB

Program Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Penyuluh{ Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 807.247.000,00 Didalduk & KB

: :
Pengadaan Sarana Pendataan *) 42.500.000,00 Didalduk & KB
Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluh KB 602.831.000,00 Didalduk & KB
]
Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB *) 161.916.000,00 Didalduk & KB

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) *) Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 2.584.140.000,00 Didalduk & KB
Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat Oleh Kader 762.000.000,00 Didalduk & KB
PPKBD/Sub PPKBD *)

Operasional Balai Penyuluh KB *) 450.000.000,00 Didalduk & KB
Operasional Distribusi Alokon *) 19.600.000,00 Didalduk & KB
Operasional Penggerakan di Kampung KB *) 1.080.000.000,00 Didalduk & KB
Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKE *) 272.640.000,00 Didalduk & KB
2:09 Bidang Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.366.269.750,00 Dishub

bi i




Prioritas Daerah Sasaran | | okasi = e ' Paguindikair | Prokiraan |— e e
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / ; Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan ; - Maju _ Perangkat Daerah i
Kegiatan : : — —— e Soolin
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur ] Target | Tolak Ukur| Target e i 23
() (3) (4)
Penyediaan jasa surat menyurat 10.200.000,00 Dishub
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 163.500.000,00 Dishub
Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.257.900,00 Dishub
Penyediaan alat tulis kantor 55.678.000,00 Dishub
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.235.000,00 Dishub
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8.195.000,00 Dishub
P diaan peralatan dan kapan kantor 8.000.000,00 Dishub
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16.200.000,00 Dishub
Penyediaan bahan leqistik kantor 81.600.000,00 Dishub
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke |uar daerah 224.000.000,00 Dishub
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 478.190.400,00 Dishub
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 212.500.000,00 Dishub
Penyediaan bahan logistik pengujian kendaraan bermotor *) 62.713.450,00 Dishub
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 241.511.550,00 Dishub
birokrasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9.720.000,00 Dishub
Pengadaan peralatan gedung kantor 48.500.000,00 Dishub
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 9.001.550,00 Dishub
Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan dinas/operasional 122.660.000,00 Dishub
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 26.630.000,00 Dishub
Peningkatan kualitas gedung kantor *) 25.000.000,00 Dishub
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 50.400.000,00 Dishub
[Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | [ 50.400.000,00 Dishub
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi 112.000.000,00 Dishub
2 =
|Pendidikan dan pelatihan formal | [ | | 112.000.000,00 Dishub
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia| Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses 53.500.000,00 Dishub
birokrasi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 23.800.000,00 Dishub
i PD
Penyusunan pelaperan keuangan semesteran 2.050.000,00 Dishub
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.500.000,00 Dishub
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 12.250.000,00 Dishub
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 12.900.000,00 Dishub
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan |Peningkatan pembangunan peningkatan kelancaran arus transportasi 11.000.000,00 Dishub
= k i bidana
Perawatan dan Pemelinaraan Fasilitas Perlengkapan Dermaga | l 11.000.000,00 Dishub
Sunaai )
Pogram peningkatan pelayanan angkutan Peningkatan pembangunan Peningkatan sarana prasarana angkutan 239.466.000,00 Dishub
infrastruktur di berbagai bidang
Keglatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan 82.269.000,00 Dishub
anakutan
Pengawasan dan pengendalian rutin arus lalu lintas jalan darat 51.600.000,00 Dishub
")
Pelatihan Petugas Parkir *) 12.295.000,00 Dishub
Sosialisasi dan Penertiban Simpatik Transportasi Sungai *) 43,302.000,00 Dishub
Pen san dan Pengendalian Rutin LLASDP *) 50.000.000,00 Dishub
Program pengendalian dan peng lalu lintas Peningkatan pembangunan Jumiah Fasilitas Peningkatan keselamatan lalulintas 437.687.000,00 Dishub
infrastruldur di berbagai bidang
[Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | | | 127.500.000,00 Dishub
|Pengadaan Marka Jalan (DAU) *) | | | 200.000.000,00 Dishub




NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Priorias Dastah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan AN Maju Perangkat Daerah sjenis
Kegiatan -
i Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 17213 1123
(1) (3) (4)
Perawatan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan transportasi 45.000.000,00 Dishub
darat *)
Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan *) 65.187.000,00 Dishub
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan berm| Peningkatan pembangunan 141.815.700,00 Dishub
Pengadaan Material dan Administrasi Pengujian Kendaraan 35.450.000,00 Dishub
Bermotor *)
Sosialisasi Pengujian Kendaraan Bermotor *) 57.765.700,00 Dishub
Pengadaan Perlengkapan Peralatan Pendukung Pengujian 8.600.000,00 Dishub
%
Pemeliharaan dan Perawatan Alat Pengujian Kendaraan 40.000.000,00 Dishub
Bermotor *)
2:10 Bidang Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.045.078.340,00 Diskominfo Statistik &
Penyediaan jasa surat menyurat 4.500.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 87.000.000,00 Diskominfo Statistik &
Penyediaan jasa kebersihan kantor 11.796.000,00 Diskominfo Statistik &
Penyediaan jasa perbaikan peraiatan kerja 25.294.340,00 Diskominfo Statistik &
Penyediaan alat tulis kantor §6.577.112,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.550.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7.350.000,00 Diskominfo Statistik &
kantor Persandian
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 59.820.000,00 Diskominfo Statistik &
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 26.400.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyediaan bahan logistik kantor 57.150.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120.000.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 548.640.888,00 Diskominfo Statistik &
Perkantoran i
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 35.000.000,00 Diskominfo Statistik &
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 350.265.000,00 Diskominfo Statistik &
birokrasi i
Pembangunan gedung kantor 300.000.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.765.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas/operasional 42,500.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja meialui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 23.000.000,00 Diskominfo Statistik &
birokrasi i
lPengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | ! 23.000.000,00 Diskominfo Statistik &
p :
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi 84.000.000,00 Diskominfo Statistik &
birokrasi Persandian
|Pendidikan dan pelatihan formal ] | I [ 84.000.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia| Pemberantasan korupsl, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses 47.845.000,00 Diskominfo Statistik &
birokrasi Persandian




S —
Indikator Kinerja Program ____ _ Prakiraan Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Priorkas Desrah ' Pagu Indikatf panis
NO Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Maju Perangkat Daerah  Kegiatan |
Kegiatan
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 1723 1723
(1) (3) (4)
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.200.000,00 Diskominfo Statistik &
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.200.000,00 Diskominfo Statistik &
- Persandian
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 22.845.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEFRA) *) 20.600.000,00 Diskominfo Statistik &
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Ma{Peningkatan pembangunan Tersedia Layanan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 238.275.000,00 Diskominfo Statistik &
infrastruidtur di berbacai bidang Persandian
Pembuatan website LFPL Radio Hamauh dan Streaming LPPL 30.000.000,00 Diskominfo Statistik &
Radio Hamauh*) Persandian
Pengembangan dan Pengadaan Fasilitas Gedung Studio 166.075.000,00 Diskominfo Statistik &
B .
Pendataan desa yang tidak bersignal *) 43.200.000,00 Diskominfo Statistik &
Program kerjasama informasi dengan mas media Peningkatan pembangunan terlaksana kerjasama informasi dengan media massa 36.000.000,00 Diskominfo Statistik &
Perawatan Pemehharaan dan Perbatkan F‘erangkai dan | 35.000.000,00 Diskominfo Statistik &
. o . iz Persandian
Program Oplimaiusaﬂ Pemani'aatan Telmologl Informasi *) Peningkatan pembangunan Penyebar luasan informasi penyelenggaraan pemda & informasi yg bersifat penyd  3.922.855.000,00 Diskominfo Statistik &
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 3.424.500.000,00 Diskominfo Statistik &
| Persandian
Pembinaan dan pengelolaan radio *) 460.500.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyebaran Informasi Publik Media Massa Luar Ruangan *) 37.865.000,00 Diskominfo Statistik &
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Infa Peningkatan pembangunan 156.890.000,00 Diskominfo Statistik &
X : R 5 i
Pemenuhan SDM Sandi Daerah melalui Keikutsertaan dalam 86.000.000,00 Diskominfo Statistik &
Diklat Teknis Persandian, Diklat Pembentukan Sandiman dan Persandian
Diklat Fungsional Sandiman*)
Pengamanan informasi strategis *) 22.890.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyelengaraan Persandian Daerah *) 48.000.000,00 Diskominfo Statistik &
Program Pembinaan Layanan Elektronika dan Teknologi Informi Peningkatan pembangunan 410.062.400,00 Diskominfo Statistik &
infrastruktur di berbacai bidana Persandian
Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik *) 278.712.400,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Pengendalian Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik *) 112.900.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LPSE *) 18.450.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Ele| Peningkatan pembangunan 34,500.000,00 Diskominfo Statistik &
: o i
|Pengksjian dan Pengembangan TataKelola E- Government *) 34.500.000,00 Diskominfo Statistik &
Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik *) |Peningkatan pembangunan 31.109.260,00 Diskominfo Statistik &
i i i bi Persandian
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 31.109.260,00 Diskominfo Statistik &
- Persandian
Program Aplikasi dan Informatika *) Peningkatan pembangunan 179.250.000,00 Diskominfo Statistik &
Pengelolaan Nama Domain Yang Teiah Ditetapkan Oleh 70.000.000,00 Diskominfo Statistik &
P - "
Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah 109.260.000,00 Diskominfo Statistik &

Kabupaten/Kota *)




: indikator Kinerja Program e
e Prioritas Daerah Pagu Indikatif &
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Perangkat Daerah
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 1213
[]] (3 | (4)
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *) Peningkatan pembangunan Penyebar luasan informasi penyelenggaraan pemda & informasi yg bersifat penyd 126.845.000,00 Diskominfo Statistik &
. : e p i
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi 84.696.000,00 Diskominfo Statistik &
Informasi Hukum *)
Pengadaan Cetak Informasi Pemerintah Kabupaten Gunung 42.250.000,00 Diskominfo Statistik &
Mas °) Persandian
Program kerjasama informasi dengan mas media Peningkatan pembangunan 270.000.000,00 Diskominfo Statistik &
: . y o i
lFenyebarfuasan informasi Program dan Kegiatan SKFD *) 270.000.000,00 Diskominfo Statistik &
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Ma4 Feningkatan pembangunan Terpeliharanya peralatan komunikasi kecamatan 1.490.000,00 Diskominfo Statistik &
! 3 p 1i
1.490.000,00 Diskominfo Statistik &

|Perawatan. pemeliharaan dan perbaikan rutin alat/material
. ik > i

211

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pemberantasan korupsi, reformasi
birokrasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.198.763.104,00

Distransnakerkop & UKM

Penyediaan jasa surat menyurat

|

3.300.000,00 Distransnakerkop & UKM

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 127.900.000,00 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan jasa administrasi keuangan 160.000,00 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.125.000,00 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan alat tulis kantor 81.760.500,00 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan barang celakan dan penggandaan 30.825.140,00 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan kempenen instalasi listrik/penerangan bangunan 85.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
?m’en;dlaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan bahan logistik kantor 30.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
Rapat-rapat koordinasl dan konsultasi ke luar daerah 316.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 404.692.454,00 Distransnakerkop & UKM
;m koordinasi ke dalam daerah *) 100.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 238.956.000,00 Distransnakerkop & UKM
Pengadaan periengkapan gedung kantor . 76.600.000,00 Distransnakerkop & UKM
Pengadaan peralatan gedung kantor 67.800.000,00 Distransnakerkop & UKM
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 16.6556.000,00 Distransnakerkop & UKM
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 26.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas/operasional 30.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
Pemeliharaan rutin'berkala peralatan gedung kantor 23.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
Program peningkatan disiplin aparatur P_embarantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 68.600.000,00 Distransnakerkop & UKM
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu okl 68.500.000,00 Distransnakerkop & UKM




Prioritas Daerah Sasaran |\ yasi St Knora rogran, R e e
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan : Maju _ Perangkat Daerah isrl.
S Kegiatan - _ : — Kegiatan
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 1213 1123
() 3 | (4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SOM melalul bimtek & sosialisasi 113.500.000,00 Distransnakerkop & UKM
; 0
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | | | 113.500.000,00 Distransnakerkop & UKM
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia| Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan seg 27.675.000,00 Distransnakerkop & UKM
: .
Penyusunan pelapcran keuangan semesteran 2.900.000,00 Distransnakerkop & UKM
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.090.000,00 Distransnakerkop & UKM
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 6.585.000,00 Distransnakerkop & UKM
Penyusunan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi 2.350.000,00 Distransnakerkop & UKM
emerintah (LAKIP) *)
Penyusunan Pelaporan Fisik dan Keuangan SKPD *) 13.750.000,00 Distransnakerkop & UKM
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang K Penaataan dan peningkatan iklim pemberdayaan koperasi dan UMKM 436.750.000,00 Distransnakerkop & UKM
Investas
Penertlban koperasi simpan pinjan dan pembubaran koperasi 54.400.000,00 Distransnakerkop & UKM
if )
Penilaian dan Pengawasan KSP/USP-Koperasi *) 46.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
Bombingan Peningkatan Nilai tambah Produk Usaha kecil 35.400.000,00 Distransnakerkop & UKM
Menengah *)
Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi *) 85.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
Rapatb Teknis Operator dabn Penerbit Ijin Usaha Mikro Kecil 42.850.000,00 Distransnakerkop & UKM
dan Menengah *)
Pembmaan Per]an;san Keqas.ama Kernnraaru'Plasma antar 79.700.000,00 Distransnakerkop & UKM
Beminiban PRSC NS, 19.400.000,00 Distransnakerkop & UKM
Pembangunan Pasar Rakyat Tugas Pembantuan *) 74.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Penaataan dan peningkatan ikim menyediakan sistem pendukung bagi UKM 117.895.000,00 Distransnakerkop & UKM
Investasi
Monitoring Dana Bergulir *) 38.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
Penyelenggaraan Lomba Tangkas Terampil Tingkat SLTA*) 32.895.000,00 Distransnakerkop & UKM
Pendataan UMKM *) 47.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan *) Penaataan dan peningkatan ikkm jumiah pedagang kaki lima yang terbina 74.875.000,00 Distransnakerkop & UKM
Investasi
Penyediaan tenda Bazar Ramadhan dan Bazar Natal *) 36.000.000,00 Distransnakerkop & UKM
B:mbmgan Pernngkatan Nl!al Tambah Produk Usaha Kecil 38.875.000,00 Distransnakerkop & UKM
Progr perrl:lptaarl lkllrnusaha Usaha KecilMenengah yang k Penaataan dan peningkatan ikm Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tig UKM 54.550.000,00 Distransnakerkop & UKM
Investasi
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 54.550.000,00 Distransnakerkop & UKM
2:12 Bidang Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.766.322,00 DPMPTSP
birokrasi
Penyediaan jasa sural menyurat 3.450.000,00 DPMPTSP
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 102.000.000,00 DPMPTSP
Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.045.000,00 DPMPTSP
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.018.748,00 DPMPTSP



Indikator Kinerja Program _ Keterangan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan |  Hasil Kegiatan bk s Perangkat Daerah BeI
NO ookt s Kegiatan |
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 1723 a3
i) (3) (4)
Penyediaan alat tulis kantor £8.810.110,00 DPMPTSP
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 75.100.000,00 DPMPTSP
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.300.000,00 DPMPTSP
Penyediaan bahan logistik kantor 26.400.000,00 DPMPTSP
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 184.000.000,00 DPMPTSP
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 400.642.464,00 DPMPTSP
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) $0.000.000,00 DPMPTSP
Penataan Administrasi Kepegawaian *) 2.000.000,00 DPMPTSP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 237.543.678,00 DPMPTSP
birokrasi
Pengadaan periengkapan gedung kantor 32.000.000,00 DPMPTSP
Pengadaan peralatan gedung kantor 127.000.000,00 DPMPTSP
Pemeliharaan rutin'berkala gedung kantor 10.000.000,00 DPMPTSP
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000,00 DPMPTSP
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20.000.000,00 DPMPTSP
Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman 23.543.678,00 DPMPTSP
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 15.000.000,00 DPMPTSP
birokras|
|Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ] I | | 15.000.000,00 DPMPTSP
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi 72.000.000,00 DPMPTSP
birokrasi
[Magang studi banding/kursus singkat non formal *) [ [ | | 72.000.000,00 DPMPTSP
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia| Pemberantasan korupsl, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat wakiu dan seg 29.850.000,00 DPMPTSP
- i
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 1.650.000,00 DPMPTSP
kineria SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.160.000,00 DPMPTSP
Penyusunan Laporan Renstra, Renja SKPD *) 2.550.000,00 DPMPTSP
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 3.100.000,00 DPMPTSP
SKPD %)
Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan 1.100.000,00 DPMPTSP
Tahunan SKPD *)
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 18.800.000,00 DPMPTSP
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD *) 1.400.000,00 DPMPTSP
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penaataan dan peningkatan ikiim Tersedianya data investor dan investasinya 592.500.000,00 DPMPTSP
Investasi
Perencanaan dan bai naman modal 373.000.000,00 DPMPTSP
Pengumpulan dan Updating Data Investasi Penanaman Modal 72.500.000,00 DPMPTSP
o
Potensi dan peluang investasi *) 147.000.000,00 DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi *) Penaataan dan peningkatan ikkm 309.140.000,00 DPMPTSP
Investasi
Pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan 182.540.000,00 DPMPTSP
penanaman medal *)
Pengumpulan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal 126.600.000,00 DPMPTSP
(LKPM) kepada Penanaman Modal *)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik *} Pemberantasan korupsi, reformasi 369.975.000,00 DPMPTSP
birokrasi
Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan di 18.800.000,00 DPMPTSP
DPMPTSP *)
Soslalisasi nan perijinan *) 11.850.000,00 DPMPTSP
Pelayanan Terpadu di Kecamatan *) 107.200.000,00 DPMPTSP
Penatausahaan Pelayanan Perizinan Online Aplikasi Sicantik *) 84,900.000,00 DPMPTSP
Bimbingan Teknis Aplikasi Sicantik *) 45.825.000,00 DPMPTSP




Sasaran Indikator Kil'l ram - p.gu | Prakiraan —-———Eﬂm
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Priotitas Daerah Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan g Maju Perangkat Daerah ks
Kegiatan
: Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 1213 1273
(1)) (3) (4)
Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Gunung Mas *) 38.000.000,00 DPMPTSP
Pendataan dan Pembinaan Perizinan dan Non Perizinan *) 61.000.000,00 DPMPTSP
Pelayanan Perilinan IMB *) 2.300.000,00 DPMPTSP
2:13 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
|Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan SDM, aksesibilitas dan pembinaan dan pengembangan olah raga 21.982.522,00 Disparpora
ol fidi l
Pembinaan dan pengembangan olah raga melalui Bakti PU *) | | 21.982.522,00 Disparpora
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.525.768.580,00 Disparpora
bir. :
Penyediaan jasa surat menyurat 12.900.000,00 Disparpora
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 64.200.000,00 Disparpora
Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.366.000,00 Disparpora
Penyediaan j ikan peralatan kerja 36.060.000,00 Disparpora
Penyediaan alat tulis kantor 72.458,480,00 Disparpora
P iaan barang cetakan dan andaan 38.375.000,00 Disparpora
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 6.500.000,00 Disparpora
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor $3.000.000,00 Disparpora
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.420.000,00 Disparpora
Penyediaan bahan logistik kantor 42.480.000,00 Disparpora
Rapat-rapat koordinasi dan kensultasi ke luar daerah 312.000,000,00 Disparpora
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 634.010.100,00 Disparpora
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 200.000.000,00 Disparpora
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumilah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 95.000.000,00 Disparpora
birokrasi
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | [ | | 15.000.000,00 Disparpora
[ Pemeliharaan nutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | | 80.000.000,00 Disparpora
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi 84.000.000,00 Disparpora
birokrasi
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan y I | [ 84.000.000,00 Disparpora
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaial Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan seg 44.900.000,00 Disparpora
birokrasi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 20.100.000,00 Disparpora
kineria SKPD
ran keuangan semesteran 20.100.000,00 Disparpora
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DFA/DPPA - 4.700.000,00 Disparpora
SKPD %)

Program peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Jumlah kegiatan kepemudaan 1.242.056.000,00 Disparpora
Pembinaan organisas| kepemudaan 28.355.000,00 Disparpora
Pembinaan Drum Band *) 207.900.000,00 Disparpora
Pembinaan Paskibra *) 830.185.000,00 Disparpora
Seleksi Paskibra Tingkat Provinsi/Kabupaten *) 175.616.000,00 Disparpora

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Berkembangnya olahraga unggulan untuk meraih prestasi 466.926.000,00 Disparpora

: :

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam 435.565.000,00 Disparpora

olahraga

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 31.360.000,00 Disparpora
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan pembangunan Tersedianya alat olah raga di desa PM2L 12.900.000,00 Disparpora

i : et
Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan 12.800.000,00 Disparpora
masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana




Tndikator . [ Keferangan :
7% Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / RHIO(Ras Daaly Hasil Program Keluaran Kegiatan | = HasiiKegiatan | Paguindikatif Perangkat Daerah hons
Kegiatan
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 1213 1213
(] 3) | (4)
Program Sarana Promosi Parawisata *) Peningkatan pembangunan 326.720.000,00 Disparpora
i : S
Pemilihan Putra dan Putri Pariwisata *) 127.120.000,00 Disparpora
Festival Budaya *) 99.300.000,00 Disparpora
Festival Masakan Tradisional *) 99.300.000,00 Disparpora
Program Analisis Pasar Pariwisata *) Peningkatan pembangunan 73.310.000,00 Disparpora
Penyusunan Buku Profil dan Potensi Wisata Kabupaten 73.310.000,00 Disparpora
Gunung Mas *)
Program Pengembangan Pasar Pariwisata *) Peningkatan pembangunan 50.000.000,00 Disparpora
[Bahan Promesi Pariwisata ") 50.000.000,00 Disparpora
Pemberdayaan Masyarakat dan Standarisasi Kepariwisataan *)| Peningkatan pembangunan 170.600.000,00 Disparpora
Kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluh Pengembangan Sadar 170.600.000,00 Disparpora
Wisata dan Potensi Masyarakat di Destinasi Pariwisata *)
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan SDM, aksesibiiitas dan Tersedianya pakaian khusus hari tertentu dan peralatan olah raga 43.900.000,00 Disparpora
f :
IPen[ngkzlan keseqaran jasmani dan rekreasi 43.900.000,00 Disparpora
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 103.040.000,00 Disparpora
: fidi
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 85.860.000,00 Disparpora
Penyelenggaraan Camat Cup Kelurahan Tampang®) 8.880.000,00 Disparpora
Pen raan Camat Cup Kelurahan Kurun*) 8.300.000,00 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 24.000.000,00 Disparpora
|Pembinaan Paskibra *) 24.000.000,00 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 50.325.000,00 Disparpora
[Paskibra Tingkat Kecamatan *) 50.325.000,00 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 79.925.000,00 Disparpora
| Paskibra Tingkat Kecamatan *) 79.925.000,00 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 29.655.000,00 Disparpora
kualitas pendidikan dan kesehatan
[Paskibra Tingkat Kecamatan *) 29.655.000,00 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 16.805.000,00 Disparpora
kuaitas pendidikan dan kesehatan
|Paskibra Tingkat Kecamatan *) 16.905.000,00 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 25.735.000,00 Disparpora
: ; I
[Pembinaan Paskibraka *) 25.736.000,00 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 30.943.000,00 Disparpora
|Pembinaan Paskibra *) 28.793.000,00 Di a
|Pembinaan keqiatan Karang Taruna Kelurahan *) 2.150.000,00 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 34.232.000,00 Disparpora
|Pembinaan Paskibra *) 34.232.000,00 Disparpora
Program peningkatan peran serta kepemudaan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 17.750.000,00 Disparpora
: :
| Paskibra Tingkat Kecamatan *) 17.750.000,00 Disparpora
=
2:14 Bidang Statistik
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penaataan dan peningkatan ikiim Tersedianya data dan informasi statistik daerah 427.767.000,00 Diskominfo Statistik &
Investasi Persandian -
Penyusunan dan pengumputan data dan statistik daerah 166.900.000,00 Diskominfo Statistik &

Persandian




Indikator Kinerja Program - rakican
Prioritas Daerah i T Pagu Indikatif | Prakd
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan - Maju
K Ve ;
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target
[§)] (3) (4)
Penyusunan profil Kabupaten *) 31.300.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyusunan dan pengumpulan data Kajian Ekonomi Regional 87.200.000,00 Diskominfo Statistik &
PDRB Kabupaten Gununa Mas *) Persandian
Sosialisasi Statistik Sektoral *) 42,260.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
Penyusunan dan Pengumpulan Indek Kepuasan Masyarakat 90.107.000,00 Diskominfo Statistik &
Terhadao Pelavanan Publik *) Persandian
Program pengembangan datal/informasi *) Penaataan dan peningkatan ikkm £7.600.000,00 Diskominfo Statistik &
Investasi Persandian
Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Gunung Mas 67.600.000,00 Diskominfo Statistik &
i | B
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penaataan dan peningkatan ikiim Tersedianya data dan informasi statistik daerah 36.800.000,00 Diskominfo Statistik &
Investasi Persandian
Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Perikanan *) 36.900.000,00 Diskominfo Statistik &
Persandian
2:16 Bidang Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya Penaataan dan peningkatan ikim 7.000.000,00 Dinas Pendidikan &
Investasi K
Pendidikan Karakter Budaya Anti Bullying *) 7.000.000,00 Dinas Pendidikan &
K
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Penaataan dan peningkatan ikim terawat dan terjaganya potensi objek kekayaan budaya kab. Gunung mas 336.820.000,00 Dinas Pendidikan &
Investasi K
Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala 130.000.000,00 Dinas Pendidikan &
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya *) 206.820.000,00 Dinas Pendidikan &
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penaataan dan peningkatan ikiim terlaksanya kegiatan penyelenggaraan festival budaya mihing maanasa se-kab. G 615.387.000,00 Dinas Pendidikan &
Investas| Kebudavaan
‘Penyelemgaman keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) 616.387.000,00 Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Lokal®) Penaataan dan peningkatan ikiim 800.221.000,00 Dinas Pendidikan &
Investasi Kebudavaan
]F‘emblnaan Nilai-Nilai Sejarah Lokal*} 800.221.000,00 Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
| Program Pembinaan Nilai-Nilai Budaya®) Penaataan dan peningkatan ikiim terpenuhinya pelaksanaan festival budaya daerah 199.275.000,00 Dinas Pendidikan &
|Festi\m1malam Budaya/Kesenian Akhir Tahun®) ‘ | 189.275.000,00 Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Daerah ) Penaataan dan peningkatan ikiim terpenuhinya pelaksanaan festival budaya daerah 19.926.000,00 Dinas Pendidikan &
Investasi Kebudavaan
|Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Daerah *) | 19,825.000,00 Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Program Pembinaan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan *) Penaataan dan peningkatan ikim Terlaksana festival budaya daerah 160.750.000,00 Dinas Pendidikan &
Investas
IPembinaan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan *) 160.750.000,00 Dinas Pendidikan &
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penaataan dan peningkatan ikim 72.085.000,00 Dinas Pendidikan &
Investasi
Penyelenggaraan festival budaya daerah 72.085.000,00 Dinas Pendidikan &
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penaataan dan peningkatan ikiim 81.276.000,00 Dinas Pendidikan &
Investasi Kebudavaan
[Penyelenggman festival budaya daerah 81.275.000,00 Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penaataan dan peningkatan iklim 105.000.000,00 Dinas Pendidikan &
Investasi
80.000.000,00 Dinas Pendidikan &

Ipenyerenggaman keikutsertaan Festival Mihing Manasa *)




e Indikator ﬁna_ﬂrn Program_ ] s g Prakiraan Keterangan
Prioritas Daerah Lokasi Pagu Indikatif e Jenis
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan - Maju - Perangkat Daerah e
Kegiatan - - | Keqiatan
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 1213 17213
(i) (3) (4)
Penyelenggaraan Pameran Hasil Kerajinan Daerah *) 25.000.000,00 Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penaataan dan peningkatan iklim 85.850.000,00 Dinas Pendidikan &
Investasi K
IPenyeIenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) 85.850.000,00 Dinas Pendidikan &
K
Program Pengelolaan Kerag Budaya Penaataan dan peningkatan ikiim 76.115.000,00 Dinas Pendidikan &
Investasi Kebudavaan
IPenyelenggaraan keikutseriaan Festival Mihing Manasa *) 76.1156.000,00 Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penaataan dan peningkatan iklim 48.640.000,00 Dinas Pendidikan &
Investasi
IPenyeIengQaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) 48.640.000,00 | Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penaataan dan peningkatan iklim 50.290.000,00 Dinas Pendidikan &
Investas| Kebudavaan
[Penyelenggaraan festival budaya daerah 50.290.000,00 Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penaataan dan peningkatan ikim 98.345.000,00 Dinas Pendidikan &
Investasi Kebudavaan
lPenyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) 98.345.000,00 Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penaataan dan peningkatan ikim 55.340.000,00 Dinas Pendidikan &
Investasi Kebudavaan
IPenyelenggaraan festival budaya daerah 565.340.000,00 Dinas Pendidikan &
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penaataan dan peningkatan ikim 79.085.000,00 Dinas Pendidikan &
|nvestasi Kebudavaan
‘Penyelenggamn keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) 78.095.000,00 Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penaataan dan peningkatan iklim 50.725.000,00 Dinas Pendidikan &
Investas| Kebudavaan
}Penyelenggaraan festival budaya daerah 50.725.000,00 Dinas Pendidikan &
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Penaataan dan peningkatan iklim 65.860.960,00 Dinas Pendidikan &
Investasi
Penyelenggaraan keikutsertaan Festival Mihing Manasa *) 65.860.960,00 Dinas Pendidikan &
Kebudavaan
2:17 Bidang Perpustakaan
Program Pelay Administrasi Perh ran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.329.547.484,00 Dinas Perpustakaan,
birokrasi Arsip dan Dokumentasi
Penyediaan jasa surat menyurat 8.100.000,00 Dinas Perpustakaan,
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 44.540.000,00 Dinas Perpustakaan,
Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.571.000,00 Dinas Perpustakaan,
% .
Penyediaan alat tulis kantor 86.217.000,00 Dinas Perpustakaan,
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.670.000,00 Dinas Perpustakaan,
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 25.905.000,00 Dinas Perpustakaan,
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 168.500.000,00 Dinas Perpustakaan,
P
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.960.000,00 Dinas Perpustakaan,
Arsi
Penyediaan bahan logistik kantor 29.870.000,00 Dinas Perpustakaan,
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Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 296.000.000,00 Dinas Perpustakaan,
Ar
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 508.814.484,00 Dinas Perpustakaan,
Periantoran Arsi
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 92.500.000,00 Dinas Perpustakaan,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumiah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 332.362.516,00 Dinas Perpustakaan,
h i Arsin dan Dok t
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 18.600.000,00 Dinas Perpustakaan,
Arsin dan Dokumentasi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 46.413.275,00 Dinas Perpustakaan,
Ar
Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan dinas/operasional 42.000.000,00 Dinas Perpustakaan,
Pemeliharaan rutin‘berkala peralatan gedung kantor 13.821.781,00 Dinas Perpustakaan,
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 211.617.460,00 Dinas Perpustakaan,
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 22.050.000,00 Dinas Perpustakaan,
birokrasi Arsi
Feﬂgadaan pakaian khusus hari-hari tertentu i ! ] I 22.060.000,00 Dinas Perpustakaan,
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi 132.000.000,00 Dinas Perpustakaan,
birokrasi Arsip dan Dokumentasi
|Birnb€ngan teknis implementasi peraturan perundang-undangan I | ‘ 132.000.000,00 Dinas Perpustakaan,
Ar;
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capala| Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan seq 21.226.000,00 Dinas Perpustakaan,
birokrasi sin dan Dokumentasi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 8.400.000,00 Dinas Perpustakaan, Arsip
kinerig SKPD dan Dokumentasi
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 12.825.000,00 Dinas Perpustakaan,
Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan ) Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 39.075.000,00 Dinas Perpustakaan,
" e hat Arsio dan Do! i
[Pelaﬂhan Pengelolaan Perpustakaan *) 39.075.000,00 Dinas Perpustakaan,
Program Pelayanan Perpustakaan *) Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 7.600.000,00 Dinas Perpustakaan,
kualitas pendidikan dan kesehatan
[Lomba Perpustakaan Desa *) 7.500.000,00 Dinas Perpustakaan,
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpust] Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Terlaksananya layanan perpustakaan, lomba bercerita, pelatihan pengelola perpud 142.700.000,00 Dinas Perpustakaan,
kual idikan dan kesehat i
| Pernasyarakalan minat dan kebiasaan membaca untuk 25.000.000,00 Dinas Perpustakaan,
| » 3 elaia Ar
I Pengembangan mmat dan budaya baca 37.700.000,00 Dinas Perpustakaan,
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, 42.500.000,00 Dinas Perpustakaan,
perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
masvarakat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 37.600.000,00 Dinas Perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi
2:18 Bidang Kearsipan
| Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana keai Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Teriaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan 10.000.000,00 Dinas Perpustakaan,
kualitas pendidikan dan kesehatan Ar.
Pemeliharaan rutin‘berkala arsip daerah 10.000.000,00 Dinas Perpustakaan,
Ar
Program Pengembangan Sumber Daya Arsip *) Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 94,950.000,00 Dinas Perpustakaan,
: I Arsio dan Dol fasi




——
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Workshop Pengelolaan Kearsipan *) 94.950.000,00 Dinas Perpustakaan,
Ar
Program Pelayanan Kearsipan *) Peningkatan SDM, aksesibilitas dan 43.600.000,00 Dinas Perpustakaan,
: B A hat Fe
Perencanaan dan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Substantif 16.100.000,00 Dinas Perpustakaan,
SOPD %) Ar
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi 27.500.000,00 Dinas Perpustakaan,
Data *) Arsipn dan Dokumentasi
3 Urusan Pilihan
302 Bidang Kehutanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.270.161.250,00 Dishuthan
bi 5
P iaan | surat rat 1.350.000,00 Dishuthan
iaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik 69.600.000,00 Dishuthan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.381.500,00 Dishuthan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 55.100.000,00 Dishuthan
Penyediaan alat tulis kantor 87.518.000,00 Dishuthan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 36.000.000,00 Dishuthan
Pemyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7.973.670,00 Dishuthan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 14.820.000,00 Dishuthan
Penyediaan bahan logistik kantor 86.400.000,00 Dishuthan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 280.000.000,00 Dishuthan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 616.998.080,00 Dishuthan
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 110.000.000,00 Dishuthan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumiah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 143.207.750,00 Dishuthan
) 3
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.600.000,00 Dishuthan
Pengadaan peralatan gedung kantor 8.000.000,00 Dishuthan
Pemeliharaan rutin'berkala gedung kantor 12.607.750,00 Dishuthan
Pemeliharaan rutin‘berkala mobil jabatan 25.000.000,00 Dishuthan
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas/operasional 95.000.000,00 Dishuthan
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 37.050.000,00 Dishuthan
: ;
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | | 37.050.000,00 Dishuthan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Femberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi 168.800.000,00 | Dishuthan
: "
[Pendidikan dan pelatihan formal [ [ | | 158.800.000,00 Dishuthan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaial Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan ses 26.860.000,00 Dishuthan
bi ;
Penyusunan pelapcran keuangan semesteran 2,136.000,00 Dishuthan
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.225.000,00 Dishuthan
Penyusunan Laporan Renstra, Renfa SKPD *) 4.690.000,00 Dishuthan
Penyusunan RKA/RKA Perubahan-SKPD dan DPA/DPPA - 5.000.000,00 Dishuthan
SKPD *)
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 12.810.000,00 Dishuthan
Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *) Penaataan dan peningkatan ikim 132.120.000,00 Dishuthan
Investasi
| Pemeliharaan dan Pembersihan Kawasan TAHURA *) 132.120.000,00 Dishuthan
Program Penataan Kawasan TAHURA *) Penaataan dan peningkatan ikim 1.320.641.000,00 Dishuthan
Investasi
Penataan dan Pembagian Blok Kawasan TAHURA *) 297.268.000,00 Dishuthan
Rencana P n Kawasan TAHURA *) 291.343.000,00 Dishuthan
Pengembangan Sistem Informasi dan Data Base *) 137.705.000,00 Dishuthan
Rencana Pengelolaan dan Pembangunan Blok Koleksi 336.885.000,00 Dishuthan

Tumbyhan dan Satwa *)
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Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA *) 49.440.000,00 Dishuthan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) 167.100.000,00 Dishuthan
TAHURA %)
Pertemuan dan Diskusi Publik Penyusunan Pembagian Blok 50.800.000,00 Dishuthan
dan Rencana Pengeiolaan TAHURA )
Program P bangan Ekowisata Tahura *) Penaataan dan peningkatan iklim 742.720.000,00 Dishuthan
Investasi
Pembangunan Ruang Terbuka Anak *) 224.000.000,00 Dishuthan
Pembangunan Sarana Qutbond *) 224.000.000,00 Dishuthan
Pembangunan Rumah Pohon *) 224.000.000,00 Dishuthan
Pelatihan Petugas Outbound *) 70.720.000,00 Dishuthan
| Program Pembangunan Sarana Prsarana Tahura *) Penaataan dan peningkatan ikim 957.000.000,00 Dishuthan
Investasi
Pembangunan Pagar dan Pintu Masuk Tahura *) 224.000.000,00 Dishuthan
Perbaikan Jalan dan Jembatan Tahura Lapak Jaru *) 220.000.000,00 Dishuthan
Pembangunan/Pengadaan Solarsel *) 120.000.000,00 Dishuthan
Rehab dan Perbaikan Dam Air Terjun Bawin Kameloh *) 224.000.000,00 Dishuthan
Pengadaan Papan Nama Kawasan dan Papan Larangan *) 119.000.000,00 Dishuthan
Perbaikan Gazebo *) 50.000.000,00 Dishuthan
Program Perlindungan dan Pengawasan *) Penaataan dan peningkatan ikfim 166.560.000,00 Dishuthan
Investasi
|Patroli_ Pemantauan dan Pengamanan Kawasan *) 166.560.000,00 Dishuthan
Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Per| Penaataan dan peningkatan ikim 972.000.000,00 Dishuthan
Investasi
Mendata dan Mengusulkan Permohonan Sertifikat Tanah Milik 113.550.000,00 Dishuthan
Pemda *)
Mengelola dan Memferifikasi Usulan Permohonan Sertifikat 98.400.000,00 Dishuthan
in ")
Melakukan Ferifikasi dan Falidasi Administrasi Tanah yang 102.000.000,00 Dishuthan
e
Memberikan Fasiltasi Kepada Tim Dalam Negosiasi Harga 177.760.000,00 Dishuthan
Janah*)
Memberikan Pelayanan Administrasi Ganti Rugi *) 480.300.000,00 Dishuthan
3:03 Bidang Kelautan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.452.136.900,00 Diskan
: ;
P iaan | surat menyurat 7.300.000,00 Diskan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 134.400.000,00 Diskan
Penyediaan administrasi keuangan 600.000,00 Diskan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.089.600,00 Diskan
Penyediaan alat tulis kantor 34.409.660,00 Diskan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29.400.000,00 Diskan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7.109.040,00 Diskan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.600.000,00 Diskan
Penyediaan bahan logistik kantor 73.900.000,00 Diskan
Penyediaan makanan dan minuman 8.260.000,00 Diskan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 280.000.000,00 Diskan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 709.077.600,00 Diskan
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 150.000.000,00 Diskan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 228.140.696,00 Diskan
hirokrasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 36.260.000,00 Diskan
Penqgadaan peralatan gedung kantor 48.960.000,00 Diskan
Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan dinas/operasional 91.080.000,00 Diskan
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan qedung kantor 11.697.100,00 Diskan
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Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 19.263.596,00 Diskan
Peningkatan kualitas gedung kantor *) 21.000.000,00 Diskan
| Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja melalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 43.360.000,00 Diskan
X ;
[Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | | 43.360.000,00 Diskan
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi 128.000.000,00 Diskan
: ;
Pendidikan dan pelatihan formal 56.000.000,00 Diskan
Bimbingan leknis implementasi peraturan perundang-undangan 72.000.000,00 Diskan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia| Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan seg 13.200.000,00 Diskan
: 3
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi | | 13.200.000,00 Diskan
kineria SKPD
Program pengembangan budidaya perikanan Revitalisasi di bidang pertanian, Meningkatnya penyediaan kebutuhan hasil perikanan 1.573.856.000,00 Diskan
perikanan, perkebunan dan petemakan
Peningkatan Pelayanan pada kelompok pembudidaya ikan *) 171.825.000,00 Diskan
Peningkatan Usaha Budidaya Perikanan Rakyat *) 548.800.000,00 Diskan
Pelatihan Usaha Perikanan *) 84.780.000,00 Diskan
Peningkatan Pengelolaan BBI *) 405.210.000,00 Diskan
Peningkatan sarana dan prasarana BBI *) 39.000.000,00 Diskan
Pembinaan kelembagaan dan perizinan usaha *) 60.240.000,00 Diskan
unan bahan publikasi/) luhan *) 15.000.000,00 Diskan
Pemeliharaan sarana dan prasarana BBI *) 249.000.000,00 Diskan
Program pengembangan perikanan tangkap Revitalisasi di bidang pertanian, Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk menjaga kelestarian perikanan 138.060.000,00 Diskan
perikanan, perkebunan dan petemakan
[Sosialisas! Perlindungar/suaka perikanan *) | | 63.420.000,00 Diskan
|Peningkatan n pada kelompok nelayan *) | | 75.640.000,00 Diskan
Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi pel Revitalisasi di bidang pertanian, Meningkatnya nilai tambah produk perikanan 238.972.000,00 Diskan
perikanan, perkebunan dan petemakan
Lomba masak serba ikan *) 108.885.000,00 Diskan
Gerakan memasyarakatkan makan ikan *) 25.000.000,00 Diskan
Peningkatan Pelayanan pada POKLAHSAR *) 24.000.000,00 Diskan
Pameran dan Promosi Produk Hasil Perikanan *) 81.087.000,00 Diskan
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan{ Revitalisasi di bidang pertanian, 112.000.000,00 Diskan
perikanan, perkebunan dan peternakan
Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 100.000.000,00 Diskan
Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan budidaya air 12.000.000,00 Diskan
ltavar *)
Program Pemberdayaan Penyuluhan Perikanan *) Revitalisasi di bidang pertanian, 19.100.000,00 Diskan
|perikanan, perkebunan dan petemnakan
=Pen:ﬂgunan Program Penyuluh Perikanan *} 19.100.000,00 Diskan
3:04 Bidang Pariwisata
Program pengembangan pemasaran pariwisata Penaataan dan peningkatan ikiim Terselenggaranya promosi /pameran pariwisata daerah 179.364.066,00 Disparpora
Investasi
Pelaksanaan promesi pariwisata nusantara di dalam dan di luar 68.524.066,00 Disparpora
negerj
Pengelolaan Desa Wisata *} 110.840.000,00 Disparpora
Program pengembangan destinasi pariwisata Penaataan dan peningkatan iklim Terbangunnya sarana dan prasarana pendukung objek pariwisata unggulan kab @ 1.653,342.400,00 Disparpora
Investasi
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 193.392.000,00 Disparpora

|

L
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Pengembangan Statistik Kepariwisataan/Pengumpulan dan 80.000.000,00 Disparpora
Pengolahan Data Keoariwisataan *)
|Masterplan Kawasan Wisata Sekata Juri dan Batu Suli *) 380.000.000,00 Disparpora
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata DAM Sekata Juri *) 999.950.400,00 Disparpora
3:05 Bidang Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.054.708.004,00 Dinas Pertanian dan
birokrasi Ketahanan Panaan
Penyediaan jasa surat menyurat 10.500.000,00 Dinas Pertanian dan
K
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 140.400.000,00 Dinas Pertanian dan
K
Penyediaan jasa administrasi keuangan 300.000,00 Dinas Pertanian dan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.576.000,00 Dinas Pertanian dan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27.951.104,00 Dinas Pertanian dan
K
Penyediaan alat tulis kantor 103.380.910,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 63.469.200,00 Dinas Pertanian dan
K
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.120.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panaan
Penyediaan bahan legistik kantor 51.000.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panaan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 624.000.000,00 Dinas Pertanian dan
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 984.011.790,00 Dinas Pertanian dan
L Perkantoran K.
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 30.000.000,00 Dinas Pertanian dan
K
|Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumlah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 583.000.000,00 Dinas Pertanian dan
] birokrasi K
Pembangunan gedung kantor 322.000.000,00 Dinas Pertanian dan
K
Pengadaan peralatan gedung kantor 161.000.000,00 Dinas Pertanian dan
K
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.000.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
|Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SDM melalui bimtek & sosialisasi 184.000.000,00 Dinas Pertanian dan
! birokrasi K
Pendidikan dan pelatihan formal 160.000.000,00 Dinas Pertanian dan
K
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 24.000.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaial Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan seg 84.440.000,00 Dinas Pertanian dan
birokrasi K
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 8.540.000,00 Dinas Pertanian dan
kineria SKPD
Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset *} 60.000.000,00 Dinas Pertanian dan
K
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 15.900.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengukuran| Revitalisasi di bidang pertanian, 212.875.000,00 Dinas Pertanian dan
perikanan, perkebunan dan peternakan Ketahanan Pangan
Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA *) 8.200.000,00 Dinas Pertanian dan

Ketahanan Panaan
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Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah *) 146.000.000,00 Dinas Pertanian dan
K
Penyusunan Pengukuran Kinerja OPD *) 8.675.000,00 Dinas Pertanian dan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan *) 50.000.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panaan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Revitalisasi di bidang pertanian, Penilaian terbaik tenaga fungsional petani, pelatihan petani dan petugas, penghary 497.992.900,00 Dinas Pertanian dan
perikanan, perkebunan dan peternakan Ketahanan Pangan
Perlindungan tanaman padi dan patawija *) 112.000.000,00 |Dinas Pertanian dan
K
Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan *) 84.000.000,00 Dinas Pertanian dan
K
Pembinaan dan Pengawalan Corporate Social Responsibility 98.800.000,00 Dinas Pertanian dan
(CSR)") Ketahanan Pangan
Pemutahiran Data Kelembagaan Petani *) 60.000.000,00 Dinas Pertanian dan
K
Pelatihan Lapangan Petani Jahe Merah *) 68.722.900,00 Dinas Pertanian dan
K
Sosialiasi Penumbuhan dan Pengembangan Poktan dan 74.470,000,00 Dinas Pertanian dan
) K

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebuna

Revitalisasi di bidang pertanian,
perikanan, perkebunan dan peternakan

Meningkatnya ketahanan

pangan d

an perkebunan melalui

penyiapan dan penetap

2.171.870.000,00

Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan 16.400.000,00 Dinas Pertanian dan
| Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 18.660.000,00 :mn
I Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 40.600.000,00 :mn

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 1.271.000.000,00 gﬁmn

Pengembangan perbenihar/perbibitan 340.380.000,00 gﬁm‘ﬂn

Peningkatan mutu dan keamanan pangan 42.395.000,00 mn

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000.000,00 |Dinas Pertanian dan

Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi *) 56.760.000,00 .ginas Pertanian dan

Pameran dan Lomba dalam rangka kegiatan rangka HPS 68.475.000,00 léimls Pertanian dan

Tingkat Provinsi *)

Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten *) 86.490.000,00 Dinas Pertanian dan

Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) *) §5.500.000,00 Dinas Pertanian dan

Pengembangan Sistem Informasi Pasar (PIP) ) 66.000.000,00 gimm;

Pengembangan kawasan mandiri pangan *) 45.320.000,00 gmﬁn

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebun|Revitalisasi di bidang pertanian, meninkatnya SDM calam hal penerapan teknologi pertanian/perkebunan 87.990.000,00 Einas Pertanian dan
perikanan, perkebunan dan peternakan Ketahanan Pangan

Pemeliharaan rutin‘berkala sarana dan prasarana teknologi 8.700.000,00 Dinas Pertanian dan

man teknologi 79.290.000,00 .Einas Pertanian dan

MW&MﬂENMeMnm Revitalisasi di bidang pertanian, Meningkatnya produkstivitas, kualitas dan kuantitas hasil pertanian daerah 3.334.660.000,00 ginas Pertanian dan

perikanan, perkebunan dan peternakan

Ketahanan Pangan




: TR _ - Indikator Kinerja Program Praki Keterangan
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Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.600.000,00 Dinas Pertanian dan
Penyediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan *) 500.000.000,00 ginas Pertanian dan
Pendampingan kegiatan APBN dan kegiatan APBD *) 245.280.000,00 g&ﬂmn
Refreshing Pengolahan data statistik dan informasi 82.000.000,00 ginas Pertanian dan
mman pekebun dan kemitraan usaha 96.000.000,00 ginas Pertanian dan
Pembinaan kawasan produksi perkebunan *) 74.000.000,00 Emr
Pembangunan Batang Bawah Karet *) 96.260.000,00 ginas Pertanian dan
Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT) 45.500.000,00 ;nas Pertanian dan
m; Lahan dan Kebun °) 182.620.000,00 lIJ(I'inas Pertanian dan
Pemeliharaan Kebun Entries Karet *) 51.600.000,00 ginas Pertanian dan
Produksi Bibit Karet Unggul Siap Salur *) 126.000.000,00 .mmn
Pengembangan Bibit Unggul Kopi *) 944.000.000,00 :inas Pertanian dan
Pengembangan Jahe Merah *) 429.000.000,00 Dinas Pertanian dan
Pengadaan Prasarana Kebun Entries Karet *) 166.500.000,00 &m%n
Pengembangan Padi Organik *) 186.500.000,00 mn
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapan{Revitalisasi di bidang pertanian, Terselenggaranya pelatihan pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebuna n 1.212.789.000,00 gﬁ:‘:ﬁmn
perikanan, perkebunan dan petemakan Ketahanan Pangan
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 128.120.000,00 Dinas Pertanian dan
Pertemnuan leknis penyuluh pertanian dan perkebunan *) 87.635.000,00 ginas Pertanian dan
Peningkatan Pelayanan Balai Penyuluh Pertanian *) 116.000.000,00 ginas Pertanian dan
Latihan dan Kunjungan (LAKU) Penyuluh Pertanian Lapangan 137.700.000,00 gim
genyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 26.720.000,00 gmn
Ketutanan °) Ketahanan Panaan
Pengadaan sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan 196.500.000,00 Dinas Pertanian dan
:’qe‘:ga)c;;an sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan 520.124.000,00 EgggﬂPWn
Progrtta,?nmpeLccgahan dan penanggulangan penyakit ternak  |Revitalisasi di bidang pertanian, berkurangnya serangan penyakit hewan melalui perdagangan ternak antar daerah 449.672.000,00 gﬁ:“s}mn
perikanan, perkebunan dan peternakan Ketahanan Pangan
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular 136.490.000,00 Dinas Pertanian dan
tiﬁ.ayl&lunan pencegahan dan penanggulangan penyakit 83.372.000,00 ginas Pertanian dan
mmn; yang ASUH *) 79.310.000,00 gﬁmn
Pencegahan Penyakit Menular pada Hewan/Ternak 150.600.000,00 gﬁ:ﬁm
(Vaksinisas| Rabies) *)
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Program peningkatan produksi hasil peternakan Revitalisasi di bidang pertanian, Jumiah ternak per tahun J.588.922.500,00 Dinas Pertanian dan
perikanan, perkebunan dan peternakan Ketahanan Pangan
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 456.300.000,00 Dinas Pertanian dan
K
Pendistribusian bibit temak kepada masyarakat 2.953.322.500,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan 66.000.000,00 Dinas Pertanian dan
{kepada masvarakat Ketahanan Pangan
Penyusunan Statistik Peternakan *) 56.550.000,00 Dinas Pertanian dan
Sosizlisasi Potensi Peternakan *) 57.750.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan  |Revitalisasi di bidang pertanian, Jumiah pemasaran temak per tahun 113.285.000,00 Dinas Pertanian dan
perikanan, perkebunan dan peternakan Ketahanan Pangan
Penyuluhan pemasaran produksi petemakan 64.285.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi 49.000.000,00 Dinas Pertanian dan
peternakan masvarakat Ketahanan Pangan
Program peningkatan sarana dan prasarana peternakan *) Revitalisasi di bidang pertanian, 145.636.000,00 Dinas Pertanian dan
perikanan, perkebunan dan peternakan Ketahanan Pangan
Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH-U *) 145.636.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Program Agribisnis pertanian dan keamanan pangan ) Revitalisas di bidang pertanian, Berkembangnya agribisnis produk pangan lokal 66.410.000,00 Dinas Pertanian dan
perikanan, perkebunan dan petemakan Ketahanan Pangan
Pemberdayaan pengembangan kelompok produk pangan 36.760.000,00 Dinas Pertanian dan
| | K
Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan/Gemar 29.660.000,00 Dinas Pertanian dan
Makan Pangan Lotal *) K
Program kerawanan dan kewaspadaan pangan *) Revitalisasl di bidang pertanian, Dokumen pemantauan dan peta rawan pangan dan jumlah desa mandiri pangan 16.000.000,00 Dinas Pertanian dan
perikanan, perkebunan dan petemnakan Ketahanan Pangan
Analisis dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan | 16.000.000,00 Dinas Pertanian dan
pangan (FSYA) *}
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan *) Revitalisasl di bidang pertanian, jumlah terapan teknologi peternakan 107.795.000,00 Dinas Pertanian dan

perikanan, perkebunan dan peternakan

Ketahanan Pangan

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan
___ltepatguna®)

107.796.000,00

Dinas Pertanian dan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *) Revitalisas| di bidang pertanian, 3.437.376.000,00 Dinas Pertanian dan
perikanan, perkebunan dan peternakan Ketahanan Pangan
Pengembangan Ekstensifikasi Lahan Pertanian *) 60.000.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi *) 69.600.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Pengadaan dan Pendistribusian Alat dan Mesin Pertanian *) 484.876.000,00 Dinas Pertanian dan
Pemanfaatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi *) 93.000.000,00 Dinas Pertanian dan
K
Pengembangan Jalan Usaha Tani (DAK) *) 630.000.000,00 Dinas Pertanian dan
K
Pengembangan Jalan Usaha Tani (DAU) *) 30.600.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Pengembangan Sumber-Sumber Air Pertanian (DAK) *) 1.980.000.000,00 Dinas Pertanian dan
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Pengembangan Sumber-Sumnber Air Pertanian (DAU) *) 69.500.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Inventarisasi dan Pendataan Kics Saprodi dan Pengecer Pupuk 20.000.000,00 Dinas Pertanian dan
. Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)|Revitalisasi di bidang pertanian, 19.880.000,00 Dinas Pertanian dan
perikanan, perkebunan dan peternakan Ketahanan Pangan
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 10.000.000,00 Dinas Pertanian dan
K
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 6.180.000,00 Dinas Pertanian dan
ul Ketahanan Panaan
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 3.800.000,00 Dinas Pertanian dan
* K
\Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)|Revitalisasi di bidang pertanian, 10.050.000,00 Dinas Pertanian dan
perikanan, perkebunan dan peternakan Ketahanan Pangan
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 6.050.000,00 Dinas Pertanian dan
Ketahanan Panaan
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 4.000.000,00 Dinas Pertanian dan
kelurahan °) Ketahanan Panaan
308 Bidang Perdagangan
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikim 45.214.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 45.214.000,00 Disperindag
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikm 26.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikdim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 26.000.000.00 Disperindag
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan iklim 265.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *} 25.000.000,00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikdim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
[Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindag
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan iklim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindag
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikiim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 25.000.000.00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikiim 25.000.000,00 Disperindag
Investas|
|Pameran Pembangunan *) 25.000.000.00 Disperindagq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikiim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
[Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindagq
|Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikfim 25.000.000,00 Disperindag
Investas|
{Pameran Pembangunan *) _ 26.000.000.00 Disperindag
|Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikim 25.000.000,00 Disperindag
Investasl
|Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan iklim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *} 25.000.000,00 Disperindag
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan iklim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
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| Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperin
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Fenaataan dan peningkatan ikiim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan iklim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
[Pameran Pembangunan *) 26.000.000,00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindag
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan iklim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindaqg
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikiim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
_[Pamefan Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindagq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan iklim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
[Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindag
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagang|Penaataan dan peningkatan ikkm produk makanan dan minuman aman di konsumsi dan produk halal yang berlabel 250.000.000,00 Disperindag
Investasi
Kerjasama pelaksanaan sidang tera dan tera ulang UTTP dan 38.000.000,00 Disperindag
Pendataan UTTP *)
Peningkatan Pengawasan Alat UTTP di Wilayah Kabupaten 40.000.000,00 Disperindag
Gunung Mas *)
Peningkatan Monitcring Produk Ber-SNI dan Pengendalian 40.000.000,00 Disperindag
Muty Barang *
Monitoring Peredaran Barang Kadaluarsa *) 30.000.000,00 Disperindaq
Legalitas Pelayanan Unit Metrologi Legal di Wilayah Kabupaten 61.700.000,00 Disperindag
Gunung Mas *)
Sosialisasi Tentang Produk Berstandar Nasional Indonesia dan 40.300.000,00 Disperindag
Penaendalian Mutu Barang *)
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikiim terjalin kontak dagang produk lokal dan promosi produk unggulan daerah 6.331.480.000,00 Disperindag
Investasi
Pameran Dalam Daerah *) 25.000.000,00 Disperindagq
Pameran Luar Daerah *) 96.600.000,00 Disperindaq
Pasar Murah *) 173.580.000,00 Disperindaq
Monitoring/Pemantauan Harga Pokok Sembako *) 30.000.000,00 Disperindaq
Pendataan Pedagang *) 34.000.000,00 Disperindag
Pembuatan Nomor Blok *) 22.300.000,00 Disperind
Pembangunan Pasar Rakyat Desa Teluk Nyatu Kecamatan 602.600.000,00 Disperindag
Kurun (DAK)
Pembangunan Pasar Rakyat Desa Hurung Bunut Kecamatan 602.600.000,00 Disperindag
Kurun (DAK)
Pembangunan Pasar Rakyat di Tumbang Rahuyan Kecamatan 1.581.600.000,00 Disperindag
Rungan Hulu (DAK)
Pembangunan Pasar Rakyat di Tumbang Marikoi Kecamatan 1.581.600.000,00 Disperindag
Damang Batu (DAK)
Pembangunan Pasar Rakyat di Tumbang Miri Kecamatan 1.581.600.000,00 Disperindag
Kahavan Huly Utara (DAK)
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan iklim 100.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pem unan *) 100.000.000,00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikiim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperin
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan iklim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindaq




mﬂ' Ki Km ¥
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Prioritas Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan FACnl ncilianit Perangkat Daerah Jenis
Kegiatan
Kegiatan
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 123 11213
i) 3 | (4)
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikm 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 25.000.000.00 Disperindag
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan iklim 25.000.000,00 Disperindag
Investasl
|Pameran Pembangunan *) 25.000.000.00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ilkdim 23.300.000,00 Disperindag
Investasi
[Pameran Pembangunan *) 23.300.000,00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikiim 24,693.000,00 Disperindag
|Pameran Pembangunan *} 24.593.000,00 Disperindaq
|Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
{Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindag
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikim 25.175.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 25.175.000,00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikiim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikim 25.000.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *)_ 25.000.000,00 Disperindag _
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan iklim 15.176.000,00 Disperindag
Investasi
|Pameran Pembangunan *) 15.175.000,00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikiim 15.610.000,00 Disperindag
1
|Pameran Pembangunan *) 16.510.000.00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan iklim 26.000.000,00 Disperindag
Investas|
|Pameran Pembanqgunan *) 26.000.000,00 Disperindaq
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan iklim 25.000.000,00 Disperindag
Investas|
[Pameran Pembangunan *) 25.000.000,00 Disperindag
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penaataan dan peningkatan ikim 26.000.000,00 Disperindag
Investasi
=Pameran Pembangunan *) 25.000.000.00 Disperindaq
3:07 Bidang Perindustrian
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Peningkatan SDM, aksesibilitas dan Tingkat Peran Perempuan di Perdesaan 1.012,251.300,00 Disperindag
kualitas pendidikan dan kesehatan
Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dalam Bidang 54,855.000,00 Disperindag
Pembinaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 957.396.300,00 Disperindag
(PKK)*
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.190.492.500,00 Disperindag
birokrasi
Penyediaan jasa surat menyurat 3.600.000.00 Disperindaq
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 77.700.212,00 Disperindag
Penyediaan jasa kepersihan kantor 6.160.000.00 Disperindaq
Penyediaan alat tulis kantor 54.612.500,00 Disperindaq
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 44.358.900,00 Disperindaq
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 11.400.000,00 Disperindag
Ikantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.480.000,00 Disperindag
Penyediaan bahan logistik kanter 53.000.000,00 Disperindag
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 260.000.000,00 Disperindaq
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Indikator Kinerja Program_ : Keterangan
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan EAGINMRk. Perangkat Daerah ""“’5
- Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 11213 1123
(1) (3) (4)
Penyediaan alat tulis kantor 267.764.000,00 Setda
Penyediaan barang cetakan dan penqgandaan 143.000.000,00 Setda
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 49.500.000,00 Setda
kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 131.000.000,00 Setda
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 171.300.000,00 Setda
Penyediaan bahan logistik kantor 1.013.000.000,00 Setda
Penyediaan makanan dan minuman 200.000.000,00 Setda
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.384.000.000,00 Setda
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis 2.949.006.000,00 Setda
Perkantoran
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah *) 250.000.000,00 Setda
Penyediaan makanan dan minuman rumah tangga KDH dan §98.000.000,00 Setda
WKDH *}
Penyediaan bahan-bahan kebersihan kantor *) 48.276.000,00 Setda
Mengikuti kunjungan kerja pemerintah daerah ke dalam daerah 291.000.000,00 Setda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Jumiah sarana prasarana aparatur untuk mendukung pelayanan kepada masyaral 2.096.077.400,00 Setda
birokrasi
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 493.642.400,00 Setda
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 326.000.000,00 Setda
Pemeliharaan rutin'berkala gedung kantor 228.435.000,00 Setda
Pemeliharaan rutin'berkala kendaraan dinas/operasional 949.100.000,00 Setda
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 100.000.000,00 Setda
Program peningkatan disiplin aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Meningkatnya disiplin kerja mefalui pengadaan-pengadaan pakaian dinas PNS 196.160.000,00 Setda
iroh
[Pengadaan pakaian dinas beserta | I 196.160.000,00 Setda
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi Peningkatan kapasitas & kualitas SOM melalui bimtek & sosialisasi $09.859.900,00 Setda
X :
Pendidikan dan pelatihan formal 46.000.000,00 Setda
Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50.000.000.00 Setda
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 200.000.000,00 Setda
Bimbingan teknis penyusunan Produk Hukum Daerah *) 64.500.000,00 Setda
Peningkatan Sumber Daya Anggota POKJA *) 325.000.000,00 Setda
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di 84.020.000,00 Setda
Kabupaten Guoung Mas *)
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Desa *) 70.519.900,00 Setda
Sosialisasi Aplikasi e-LHKPN ) 69.820.000,00 Setda
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaia{ Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan seq 814.914.100,00 Setda
birokrasi
Penyusunan pelapcran keuangan semesteran 31.800.000,00 Setda
nan n keuangan akhir tahun 31.800.000,00 Setda
Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *) 44.684.100,00 Setda
Penyusunan LKPJ Bupati Gunung Mas *) 60.810.000.00 Setda
Penyusunan LPPD Kabupaten Gunung Mas *) 38.800.000,00 Setda
Penyusunan EKPPD Kabupaten Gunung Mas *) 45.400.000,00 Setda
Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA) *) 119.300.000,00 Setda
Penyusunan Laporan SPM Pemerintah Kabupaten Gunung 20.000.000,00 Setda
Mas®)
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 399.660.000,00 |Setda
: s Y
Penyusunan laporan LAKIP Sekretariat Daerah *) 22.770.000,00 Setda
Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan *)| Pemberantasan korupsi, reformasi Terkunjunginya kecamatan tujuan kegiatan keagamaan di Kab Gumas dan tersus| 1.327.220.000,00 Setda
> :
[Pembinaan Umat beragama*) | | I [ 49.400.000,00 Setda




B BT i Sasaran | o B e B B e P
NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan | Hasil Kegiatan Pagu _ Maju Perangkat Daerah
Kegiatan = Kegiatan_
Tolak Ukur Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target s 1213
(1) (3) (4)
Penyusunan Laporan Dala Lembaga Keagamaan Penerima 2.400.000,00 Setda
B e
Verifikasi, Evaluas dan Monnomg Hibah Lembaga 43.200.000,00 Setda
Pmyeiengaraan SafanKeagamaan Pemerlntah Kabupeten 1.185.320.000,00 Setda
Gunung Mas *)
Pembinaan pemberangkatan dan pemulangan Haji Kabupaten 46.900.000,00 Setda
Gunung Mas *)
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/waki Pemberantasan korupsi, reformasi meningkatnya standar pelayanan keidnasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1.272.,025.000,00 Setda
birokrasi
Penerimaan kunjungan kerja pejabat 242.025.000,00 Setda
negara/departemenfiembaga pemerintah non departemen/luar
peqger
Kunjunagn kerjainspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 200.000.000,00 Setda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan 300.000.000,00 Setda
Wakil Kepala Daerah®)
Keprolokolan dan pengamanan KDH dan WKDH *) 130.000.000,00 Setda
Rapat Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah 400.000.000,00 Setda
daerah lainnva®)
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuang|Pemberantasan korupsi, reformasi terlaksananya inventarisasi dan penataan aset 76.700.000,00 Setda
linventarisasi dan penataan aset SKPD *) I | 76.700.000,00 Setda
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengend Pemberantasan korupsi, reformasi Tertanganinya laporan masyarakal dalam pengembangan sarana & prasarana ekq 50.636.000,00 Setda
birokragi
Penanganan laporan masyaraknt dalam pengembangan sarana 50.636.000,00 Setda
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemenntah Daerah Pemberantasan korupsi, reformasi 73.800.000,00 Setda
birokrasi
Rapat Kerjasama Antar Daerah *) 42.750.000,00 Setda
Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Daerah dan 31,060.000,00 Setda
Regional *)
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan korupsi, reformasi Tersusunya dokumen dan buku serta terlaksananya sosialisasi tentang perundang 370.100.000,00 Setda
birokrasi
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang- 46.900.000,00 Setda
yndangan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 18.840.000,00 Setda
Penyusunan Produk Hukum Daerah *) 75.750.000,00 Setda
Evaluasi dan Verifikasi Penyusunan Produk Hukum Desa *) 36.760.000,00 Setda
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengadaan 37.460.000,00 Setda
Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Gunung Mas dan
SOP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *)
Keerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan *) 155.400.000,00 Setda
|Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pemberantasan korupsi, reformasi tersusunnya laporan kepegawaian SKFPD, evaluasi penyusunan anjab, laporan koj 667.376.000,00 Setda
birokrasi
Penyusunan Laporan Kepegawaian SKPD *) 56.985.000.00 Setda
Penyusunan Analisis Jabatan *) 30.600.000,00 Setda
Bimbingan Teknis Evaluasi Jabatan *) 140.290.000,00 Setda
Penyusunan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional 28.610.000,00 Setda
Umum *)
Sosialisasi dan Evaluasi Penilaian Mandin Pelaksanaan 77.000.000,00 Setda
Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas *}
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung 73.700.000,00 Setda
Mas *)
Bimbingan Teknis Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah 261.290.000,00 Setda

Kabuoaten Guoung Mas *)




ndlkator Kinerja Program [—_eterangan
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Prioritas Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan | Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kot
Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target 1723 1213
] (3] (4)
Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan *) Pemberantasan korupsi, reformasi Tersusunnya desain organisasi perangkat daerah kabupaten 135.690.000,00 Setda
birokrasi
Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah I | I 135.690.000,00 Setda
|
Program peningkatan sarana perekonomian *) Pemberantasan korupsi, reformasi Terkoordinir dan terfasilitasinya penyaluran raskin 446.683.000,00 Setda
: .
|Penyaluran Rastra *) | 446.683.000,00 Setda
Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum *) Pemberantasan korupsi, reformasi Terselesalkannya permasalahan sengketa tanah adat 212.000.000,00 Setda
birokrasi
Orientasi penyelesaian permasalahan sengketa tanah *) 89.570.000,00 Setda
Crientasi penyusunan produk Hukum Kedamangan (Hukum 66.525.000,00 Setda
Adat) *)
Penyuluhan Hukum *) 55.905.000,00 Setda
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM *) Pemberantasan korupsi, reformasi Terlaksananya penyuluhan peningkatan kesadaran hukum & HAM 166.210.000,00 Setda
ba :
Pemasyarakatan, Harmonisasi Produk Hukum Bemuansa HAM 73.370.000,00 Setda
Lomba Kesadaran Hukum *) 92.840.000,00 Setda
Program peningkatan kualitas pelayanan publik *) Pemberantasan korupsi, reformasi monev dari pelayanan perijinan 144.490.000,00 Setda
birokrasi
Orientasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000,00 Setda
(PATENY*)
Bimbingan Teknis Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 92.790.000,00 Setda
Pemerintah Kabypaten Gunung Mas °)
Penyusunan Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakal 11.700.000,00 Setda
(1M} %)
Program peningkatan pelayanan staf ahli *) Pemberantasan korupsi, reformasi peningkatan keahlian sesuai bidangnya 195.000.000,00 Setda
birokrasi
Peningkatan keahlian bidang politik, hukum can pemerintahan 65.000.000,00 Setda
*)
Peningkatan keahlian bidang kemasyarakatan dan SDM *) 65.000.000,00 Setda
Peningkatan ke